BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGEKLILU

PUTUSAN
Nomor Register 001 /PS.REG/17/X /2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umom Provinst Benghulu memeriksa dan memutus Pemyelesaian
Sengketa Pemilinan, menjatuhkan putusan sebagal berikut

Menimbang bahwa Bawasiy Provinsi Bengkuby telah mencatat dalam Buku Register
Pemnyelesaian Sengleta Pemilinan, permobonan dar

1. a Nama - AGUSRIN MARYONO
b. No. KTP : 31740408087 10020
. Temipat, Tanggal Lahir : Anggue, 2 Juni 1969
d. Alamat : Jalan Ampera Raya No.3 RT.12 RW.08 Kelurahan
Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan
. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
2. a Nama : Dr. Ir. H.M. IMRON ROSYADI, M.M., M.Si.
b. No. KTP : 17030702055610001
c. Tempat, Tanogal Lahir : Tanjung Agung Palik, 2 Mei 1961
d. Alamat = Jalan Kol. AMlamsyah Mo. 02 Desa Gunung Selan
Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara
&, Pekerjaan/Jabatan : Dosen

yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur Bengkulu yang Tidsk Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Keputusan KPU
Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DR NOVRAN HARISA, 5.H., M.HUM., C.M.

Z. EDI RIYANTD, 5.HL., M.H.

3. TLHAM PATAHILLAH, S.H.M.H.

4, YASRIZAL YAHYA, SH

5. ZETRIANSYAH,S.H.

6. LIANA HARYANI, 5.H.

7. JANTONI P. SIREGAR, 5.H.

B. EPANDRI, 5.H.

9. SYAIFUL ANWAR; 5.H.

10. EKO FEBRINALDO, 5.H.
11. ROZIAN NOVRIZAR, 5.H.
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Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum Pada Tim Advokasi Pasangan Calon Agusein
Maryono & Imron Rosyadi yang beralamat Jalan ALE. Martadinata Kav. DPRD Momor 37 Pagar
Dewa Kota Benghkulu Kode Pos 38227. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23
September 2020, untuk selanputnya disebut sebagal PEMOHON.

Daktam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemiliban atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provins! Bengkulu berupa Berita Acara Rapat Pleno Nomor
1253/PL.02.3-BA/17 /Prov/IX /2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020,
Terhadap
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan Kapuas Raya No,
B2 Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka Kota Benghulu, Provinsi Bengkuiu, dalam hal ini
berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas Nomor 1371/HK.06.5-50/17/Prov/ %/ 2020 t@nogal
6 Okitober 2020 memberikan Kuasa kepada:
SETYO PRANOTO, 5.H., M.H.
PRAMONO MULYOD, S.H., M.Hum
ADAM OHOILED, 5.H.
DADI WAHYUDI, S5.H., M.H.
RITA PASARIBU, 5.H.;, M.H.
AKHMAD MAZOOLA, S5.H.
7. YUSMANELLY, S.H., M.H.
8. SUGITO, S5.H.
9. DWI ANITA, 5.H., M.H.
10. BADRI WASIL, 5.H., M.H,
11. POFRIZAL, 5.H.
12. DHAMIR FUADI, S.H.
13, ELIARMI, 5.H.
14. ERMA SUARTI, 5.H.
15, YENTI ROSNITA, S.H.
Semuanya adalah Jaksa Pengacara Megara, yang berkedudukan di Kejaksaan Tinggi Bengkulu
dengan alamat Jalan 5, Parman Nomor 2 Kota Benghulu, dan Surat Kuasa KhususfSurat Tugas
Momor 1375/PY.02.1-U/ 17/ Prov/%/2020 tanggal 7 Oktober 2020, memberikan kuasa kepacda:
1. A. YAMIN, S.H., M.H.
2. DD SYAHFUTRA AMIR, 5.H.
Keduanya adalah Advokat yang berkedudukan di Jalan Timur [ndah 2 Gang 3 Nomor 454,
Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu,

i

Untuk seduruhmya adalah Penerima Kiuasa, balk sendir-sendirl ateu bersama-sama bertincak
untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagal TERMOHON;
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Permohonan diajukan pada tanggal 28 September 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas
Pemilihan Umnum Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 September 2020 dan dicatat dalam Buku
Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 5 Okiober 2020 dengan
Nomor Register 001/PS.REG/17/0¢/2020

Membaca permohonan Permokhan;

Mendengar keterangan Pemaohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon dan Termohon,
Memenksa bukti-bukti Pemohon dan Termokon;

Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

dengan Nomor Register 001/PS.REG/17/%/2020 tanggal 28 September 2020 dengan

Permohonan sebagal berikut

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor
1253/PL.02.3-BA/17/Prov/TX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Caton Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakll Gubemur Bengluluy Tahun 2020, yang mana salinannya bdak
diberikan kepada Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur
Provinsi Bengkulu Tahun 2020, seharusnya Berita Acara Rapat Pieno Komisi Pemilinan
Umium Provinsi Bengkulu tersebut waiib diberikan oleh Komisi Pemilinan Umum Provins:
Bengkulu kepada Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubemur Provins! Bengkulu
melalui nara hubung masing-masing Pasangan Calon LD ([ Lisison Offficer) yang mana
pada faktanya KPU Provinsi Benghulu bany mau menyerahkan Berita Acara Pleno tersebut
sefelah adanya sural Permohonan dan Aemohon unfuk meminta Benta Acara Pleno
Kormis/ Pemilihan Umum Provins! Bengkuly  Nomaor  1253/PL.02. 3-8BA/17/ Provy/ IX/2020
Tentang Penatansn Pasangan Calon Peserfs Pemilihan Gubemur dan wakil Gubermur
Bengkuly Tahun 2020 oleh karena ity, sudah jelas dan terang perbuatan yang dilakukan
oleh KPU Provinsi Bengkisu adaish Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum; oieh
karena ifu fioak acl alasan bagi KPU Provins! Bengkiitl unfuk tidak menetapkan Agusein
Maryono dan Jmron Rosyadi untuk menjadl Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Provirs! Bengkuly Tahun 2020, Bukti P-2.1
7. Bahwa KPU Provinsi Bengludu dalam melaksanakan tugasnya tidak Profesional, karena

masa waktu Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Bangkulu tahun 2020, berdasarkan Lampdran Peraturan Komis! Pemilihar Umum Momor:
5 Tahun 2020 teniang Perubahan Ketiga Alas Peraturan Komisi Permilian Unum Nomor
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15 Tatwm 2019 tenfang Tahapan, FPogram dan Jacdwal Penyeienggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walkl Bupaty, dan/atay Walkota dan Wk
Walkola Tahun 2020, pada halaman § angla (2) Tentang Pendafiran FPasangan Calon
yakrl climelal pendisftran  pads tanggal 4 September dan berakhir pads tanggal 6
September 2020, akan tetapi faktamae KPU Provinsi Bengkulu membuat tanda Terima
Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemillhan Gubemur dan Wakil Gubernur
Bengkulu Tahun 2020 yakni pada hari sabtu tanggal 5 September 2020, adalah Cacat
Hukum dan Batal Demi Hukum, maka tidak ada alasan KPU Provinsi Bengholy untuk
tidak menstapkan Pemohon Sebagal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provins! Benglulu Tahun 2020; Sukti P-34,

. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasll Penelitian Perbalkan Persyaratan Cabon Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkutu tahun 2020 yang menyatakan hasil pemeriksaan
keabsahan dokumen keterangan telah selesal menjalanl pidana penjara dar kepala
lembaga permasyarakatan Tidak Memenwhy' Syaral adalah bidak jelas ( obscuur libef)
bahwa berdasarkan flampiran model TT.1-KWK tanda terima pendaftaran Bakal
Pasangan Calon daiam Pemilihan Gubermur dan Wakil Gubermur Provinsl Bengkulu tahun
2020, Hanya Menjelasian Pada Point 16 Surat Keterangan Telah Selesal Manjialand Pidana
FAerjara dart Kepala Lembaga Pemasyarakatan, dan tidak ada meminta dokumnen ksinmya
sehingga sudah jedas dan terang bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Bengkudu tidak beralasan hukum untuk Gdak menetapkan sebagal Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubemur tahun 2020, Bukti P-27

. Bahwa KPU Provinsl Bengkulu menghitung jeda wakiu 5 (lima) @hon sefak tangoal bakal

calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat
pendaftaran sebagal bakal cabon, berdasarkan surat keterangan telah selesal menjalani
pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau custi menjelang bebas dari kepala Lembaga
Pernasyarakatan dimana KPU Provinsi Bengkulu setelah melakukan kiarifikasi ke lembaga
terkait dan hasil pencermatan dokumen perbaikan persyaratan calon, dapat disimpidkan
bahwa Agusrin Maryono belum melewali jangka wakiu 5 tahun selesal menjalani
pidananya sampal dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon adalah tBdak jelas
{ obscuwr fibef ).

KPU Provinsi Bengkulu menghitung jeda waktu 5 tahun dari bebas mumil, karena setelah
bebas mumi baru dinyatakan sebagai mantan narapidana. Dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor Mo, 56/PUL-XVIL2019, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1
Tahun 2020 ditegaskan balnwa ada jeda 5 tahun setelah menjalani pidana penjara.
Menurut keterangan LAPAS Kelas 1 Sukamiskin Momor @ W11.PAS PAS. 1-PK.01.01.02-
7301 tertanggal 15 September 2020 yvang menerangkan bahwa Agusrin Maryono bebas
bersyarat pada tanggal 6 November 2014. Inl berarti Agusrin Maryono sudah lewat 5
tahun dan sudah cukup wakiu untuk mengajukan pendaftaran sebagal Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020,




Dalam Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tdak divraikan secara
jelas mengenal pengertian mantan nara pidana, dalam PEPU inl hanya menyebutkan
bahwa mantan terpidana pidana by makswudnya felah selesal menialan! pidana penjara,
Bukti P-41 Pengertian ‘felah selssad menmalani pidana pengara®™ ini yang periu
dijelaskan, apakah sejak bebas bersyarat atau bebas murni.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang pensbahan
kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penefapan Peraturan
Pemerintah Penggantl Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Wallkota menjadi Undang-Undang;

Pada Pasal 7 avat (1), menyebutkan : “Setiap warga niegara berhak memperoleh
lesempatan yang sama untuk mencalonkan i dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur
dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupatl, serta Calon Walikota
dan Calon Wakil Walikota®,

Pasal 7 ayat (2) huruf (g) yang berbunyi: Calon Gubarmur dan Calon Wakil Gubermur,
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wallkota dan Calon Wakil Walikota
sehagaimana dimaksud pada ayat {1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang
tertuang dalam huruf (g) yang berbumd “tidak pernah sebagal terpidana berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan
terpedana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepacda public bahwa yang
bersangkutan mantan terpidana”;

Dalam putusannya ME Nomor 56/PUU-XVIL/2019 menyatakan bahwa Pasal 7 ayat ()
huruf {g) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-
Lindang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemifihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Repubiik
Indonesia tahun 1945, Mahkamah Konstitbusi juga menilal bahwa pasal tersebut tidak
mempunyal keloiatan hukum mengikat.

Pasal 7 ayat (2) huruf (g) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Momor 1 Tahun 2015 tentang Penstapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilinan Gubermur, Bupati,
Dan Walkota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknal dikecualikan bagi mantan terpidana yang
secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan
mantan terpidana,”

Bahwa Berdasarkan surat yang diajukan oleh Bawasly RI Nomor 0242/Bawasiu/TX/2015
tanggal 2 September 2015, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalul Ketua Muda
Pidana yang saat iu dikehsal oleh Dr Artidjo Alkostar SH, LM, mengeluarkan jawaban
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atas permohonan fabwa Mahkamah Agung RI, yang inti dar fatwa Mahkamah tersshut,
Pertama, penjelasan mengenal istilah terpidana dan mantan narapidana. Teroidans
adslah sessorang yang dipidans  berdasarkan putusan  pengadilan  yang  telah
memperiell  kekuaian hukum  fetar dengan demikian mantan fevpidana  adalah
seseorang yang pemah dipidana berdasarkan putusan pengadiian yang memperoleh
kekuatan hukum fetap. Kechs, Nevapidang sdaish terpidand yang menjalani pidana
hilang kemerdekaan of Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Dengan demikian marntan
narapicana adalal seseorang yang telah pernah menialani picana hilang kemerdekaan df
LAPAS. Kehiga seseorang yang bersiatus behas bersyaral karena elah permah merialand
Berdasarkan fatwa Mahkamah Agung tersebut dapat ditegaskan bahwa seorang
terpidana belum tenty nara pidana (karena bisa jadl seorang tErpidana walaupun sudah
dipédana tetapl dia bdak menjalani pldana dalam LAPAS) sedangkan seorang nara pidana
sudah pastl seprang terpidana karena pernah menjalani pidana hilang kemerdekaan di
dalam LAPAS). Penjelasan Mahkamah Agung tersebut memberikan makna pembedasan
istilah dédasarkan kepada pernah bHdaknya dipidana seseorang masuk dan menjakan
hukuman di LAPAS, Ketika menyandang predikat sebagal mantan narapidana maka yang
bersangkutan dianggap telah selesai menjalanl pidana penjara berdasarkan keputussn
hakim yang telah mempunyal kekuatan hukum etap,

Dengan memperhatiban rumusan norma di atas dikaitkan dengan Surat Keterangan dar
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin, yang menyebutkan tanggal pembebasan
bersyarat Agusrin Maryono adalah & November 2014 maka sejak tanggal itu sebenarmya
Agusrin Maryono sudah dapat dikatakan sebagal mantan narapidana. Selanjutnya, oleh
karena telah melampaul masa jeda 5 (lima) tahun, maka tidak ada halangan bagi yang
bersangkutan untuk mencalonkan dirl sebagal Pasangan Calon Gubemur dan Wakil
Gubernur Provinsl Bengkuly Tahun 2020, Selain itu juga disisi lain dasar hukum yang
dipergunakan adalah PKPU Nomor 1 Tahun 2020, tentang Peruhahan Ketiga atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakll Bupati dan/atau Wallkota dan ‘Wakil
Walikota dan Surat Edaran Komisi Pemillhan Umum Republik Indonesia Nomor
735/P.L.02.2-50/06/KPU/IX/2020 tertanggal 5 September perihal Penjelasan Mantan
Terpidana, Buklf 42

Dalam PEPU MNomor 1 Tahun 2020, Pasal 1 angka 21 menvebutkan bahwa: “manian
terpidana adalah orang yang sudal selesal menialant pidana, dan bdak ada hubungan
secars leknis (pidana) dan administrabive dengan menter yang menyslenggarakan
urisan pemenntahan of bidang hukum dan hak asas! manusia",

Pazal 4 ayat (Za) menyebutkan balwa :

"Syavat Hidak pernah sebagal ferpidana sedagaimand dimaksud pada Pasal 4 ayat | huni
(1) clikecealikan bagl mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)

Halaman | &




tahun alau lebih yang ifelah melewall jangks wakiy § (Bma) lahun setelah selesai
memialan podeng  perifara berdasarkan  pufusan pengadilan yang feleh  mempunya
kekuatan hukum tetap. *

Pasal 4 ayal (2e) menyebutkan bahwa :

Tangka wakiy 5 (hma) @hun lelah selesal mergalani pidana penjera sebagaimand
dimaksud pada ayal (2a) terfitung seiak tanggal bakal calon yang bersanghutan fedah
selesal menjaland pidananya sampal dengan pada saat pendafiarannys sebagal bakal
calon ",

Berdasarkan penjelasan di atas KPU mendasarkan dalll selesai menjalani hukuman itu
bukan pada pembebasan bersyarat melainkan tanggal bebas akhir yaitu tanggal 12
Desember 2005, sehingga berdasarkan ketentusan norma di atas, Agusrin Marpono
dianggap belum memenubi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon
Gubernur dan Wakll Gubemur Provinsl Bemghulu Tahun 2020, oleh karena [fu maka
berdasarkan hal tersebut di atas menimbulkan suatu pertanyaan, yang mana lebih kuat
kedudukannya Fabwa Mahkamah Agung atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum
dan/atau Surat Edaran Komisi Pemiihan Umum, Jka menyoalkan kedudukan Fatwa
Mahkamah Agung, kendatipun bukan Putusan Hakim ( Mons) yang mengikat secara
hukum kepada para plhak yang berperkara; namun kekuatan mengikat Fatwa Mahkamah
Agung bersifat etik. Sebagaimana kita ketahul bahwa hukum atau peraturan ity baru
bermakna jka dapat dikembadikan kepada prinsip atau asas yang sarat dengan musatan
etik didalannya. Fatwa Mahkamah Agung berfungsi untuk memberikan solusi atas
masalah hikum vang wpen vang digjukan obeh oleh sigpa pun, dalam hal in| termasuk
oleh Bawaslu Republik Indonesia dalam penyelesaian perselisinan pemilu. Fakta
hukumnya bahwa Fatwa Mahkamah Agung itu muncul atas permintaan dar bawaslu
Republik Indonesia sendirl. Dengan demikian, Fatwa Mahkamah Agung mengikat secara
etis dan seyogyanya dijalankan dan dipatuhi oleh Bawasly Republik Indonesia berikut
jajarannya sampal ke daerah,

Sedangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan/atau Surat Edaran KPU adaiah dasar
hukum dan pedoman bagi KPU dalam penyelenggaraan pemilu pada setiap level jajaran
KPU mulal dari Pusat sampal daerah. Beberapa catatan terkait dengan rumusan morma
yang difadikan dasar oleh ¥PU sebagaiman tersebut di atas, Asrdama, Bahwa KPU tidak
seharusnya membuat norma baru danfatau membuat penafsian  hukum  unbuk
melakukan pembatasan terhadap hak asasi seseorang untuk memilih dan dipilih, Keote,
Bahwa Kewenangan rmembuat aturan arangan mantan narapidana koruptor ot Pilkada
2020 ada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat, bukan di tangan Komisi Pemilihan Urmum,
Pembatasan hak-hak warga negara menjadi kewenangan pembentuk Undang Undandg.
Sedangkan tugas Komisl Pemilhan Umum yakni wajib menjaga  adminstrasi
penyelenggaraan pemilu /PILKADA saja, bukan membuat politk penyelenggaraan
pemilu, karena itu wilayahnya Dewan Perwakilan Rakyat. Maks berdasarakan dalil-dalil
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sebagalmana tersebut di atas, maka janganiah hak seseorang yang dijamin dengan
undang-undang itw dirampas oleh Peraturan Komisi Permnilihan Umum dan/atau Surat
Edaran Komis Pemiihan Umum, biarah rakyat sendiri yang memutuskan apakah seorang
mantan narapidana pantas untuk tampi memimpin daerah khususnya Provinsi Bengkulu,
Selain itu juga ARV hwkuen mdane Universitas Mataram Prof, Dr. Gatol Dwi Hendro
Wibowo dalam kesimpulan legal opinion sengketa Pilkada serentak di Bawasiy Dompu
tanggal 3 Oktober 2020 menyatakan :

‘Bahiva bak norma "pembebasan bersyaral” maupun “hebas akhi-” dalam penentuan
Sselesainyd meniakan (lang penjard, sama-sama memiiki dasar fAuwkum dan angumentasy
yang adup kual, bahkan dapat oiiatakan balwe beoks norma hukum tersebut Bokan
merupakan sebuah pifhan (altermative) namun bersifal akumulatil; arbinye keos norma
fersatwnt bersifat komplemender, saling mendukung dan Dok safing menegasikan saty
same fain, " Bukti P-43

Maka berdasarkan dalil-dalll tersebut di atas hendaknya Bawasls Provinsi Bengkuly perfu

mempertimbangkan solusi Jalan fengah " sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah
Korstitus] di atas. Artinya tdak lagl memparsoalkan “pevnbabacan bersparal” alay Tehas
akhir”, Hal ini memperoleh pembenaran secara tedritik bahwa jilka terjadl “eemuan™
dalam melaksanakan kspastian Aukum, masth ads nia dasar hukum laln pang has
dipertimbangian yakni nilal dasar kemanfaatan dan nilal keadian didalamnya. Selain It
juga Bahwa hukum (dalsm artl sempit juga termasuk peraturan) sesungguibnga adalah
instrument atau alaf saja bukan fufuan. Tijuan yang sesungguhne adalah menaptakan
keaclian, keharnonisan, kessimbangan, dan kedamalan dalam masyacakat, Dalam
kasus-kasus tertentu, hukum juga berfungsi sebagai “aw a5 2 ooV of socal engineering ™.
Merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Found, yang berarti hukum sebagai alat
pembaharsan datam masyarakat, dalam isbilsh ind hukem diharapkan dapat berperang
merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

. Bahwa pada sast masa perbaikan dokumen syarat calon, Agusrin Maryono telah

menyerahkan dokumen perbaikan syarat calon berupa surat keterangan bebas bersyarat
yang dikeluarkan oleh BAPAS Kelas 1 Sukamiskin dan telah diperbaiki menjad surat
keterangan bebas bersyarat yang dikeluarkan oleh LAPAS Kelas 1 Sukamiskin teranggal
15 saptember 2020 dan diserahkan kepada Komisi Pemnilihan Umum Provins! Benglubu
pada tanggal 16 September 2020, akan tetapl faktanya dokumen perbaikan syarat calon
tersehut bidak dilaksanakannya Verifikasi ulang/kembali oleh EPU Provinsi Bengloulu
adalah Cacat Hukum dan Batal Demd Huwkum, oleh karena it sudah jelas dan terang
bahwa perbuatan KPU Provinsi Benghulu  sudaf berfentangan dengan Lampiran
ketantuan  Peraturan Komisi Pemiiban Umum Republik fndonesiz Nomor 5 Tahun 2020
halaman § angka 3 tentang Perubahan Kehiga alas Alas Peraturan Komisi Pemilihan
Uimeam Republc Indonesia Nomor IS5 Tahun 2019 Tahapan, Program dan Jacwal
Perpeianggaraan  Pemilihan Gubemur dan Wakl Gubemur, Bupali dan Waki Brped]
dan/alay Walikota dan Waki Wallkolts Tahun 2020 pada halaman 5 dan 4 angka (3)
tentang Verilkasi Pencalonan dan Syarat Calon pada hurup (J). yang yang Derbunyl
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bahwa: Masa Vetas’ Dokumen Perbatkan Siaral Calor paity pads fanggal 16 5480 22
September 2020. Bulkti P-34

. Bahwa Hasil Pemeriksaan keabsahan dokumen keterangan telah selesal menjalani pldana

peniara darl lembaga pemasyarakatan, yang mana dokumen keterangan tersebut oleh
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Benghulu dinyatakan tidak memenuhi syarat adalah
thdak beralasan hukum, karena tugas darl KPU Provinst Bengkulu adalah melaksanakan
pemeriksaan keabsahan dokumen dan medakukan verfikasi faktual terhadap dokumen-
dokumen yang menjadl syarat untuk menjedl pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Tahun 2020, tapl faktanya KPU Provinsi Benghkuly tidak melaksanakan verifikasi
faktual terhadap dokumen Surat Keterangan telah selessl menjaland pidana penjara,
metainkan KPU Provinsl Bengkulu melakukan perubahan Prase Bebas Akhir menjadi
Bebas Murni, yang mana pada tanggal 09 Septermber 2020 Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu melakukan verifikas| terhadap Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh
LAPAS Kelas 1 Sulamiskin untuk meminta data warga binaan pemasyarakatan yang telah
bebas An. Agusrin Maryono Najlamudin, serta pada langgal yang sama pihak LAPAS kelas
I Sukamisiin mendapal permintaan dan konsep swat yang sudah disiapkan obefy Komis
Pemifihan Umum Frovins' Benghuly enfuk merubah Prase Bebas Akhir menfadi
Bobas Murni i sudah jelas dan ferang bahwa perbuatan KPU Provins! Bengkily sudah
meiehity kewenangannya dan felah melanggar kefentuan huwkum pang berfky batk
picang maupen hokum @innya, oleh karena fu Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Benghkulu tidak beralasan hukum untuk tidak menetapkan Bakal Pasangan Calon Agusrin
Maryono dan Imron Rosyvadl sebagal Pasangan Calon Gubernur dan Wakll Gubemur
tahun 2020; Sowktf P-33

. Bahwa Setelah melakukan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan calon oleh Komisi

Pemilihan Umum Provinst Bengkulu disimpulkan bahwa Agusrin Maryono belum mieleyati
jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidananya sampal dengan pada
saat pendaftaran sebagal bakal calon adalah Hdak bevalzsan Aukwem karena Agusrin
Maryono adalah mantan narapidana yang sudah bebas dari hukuman lebeh darl 5 tahun
sebagaimana yang tertuang didalam surat keterangan darl lapas sukamiskin yang
menyatakan bahwa Agusnin Maryono pads langgal 08 November 2014, dibebaskan
karena mendapatkan Pembebasan Bersyarat, Bukdf P-5 P-6 P-8, P-32 Pembebasan
bersyaral sebagaimana lerfuang dalam Penjelasan alas Undang-Undang Repubik
Indonesia Nomar 12 tahun 1995 teniang Pemasyarakatan pada halaman 9 huruf (k)
yang dimaksud cengan Pembebasan bersyaral adalah Bebasnpa Marapidong Sefelsh
Menjalan sekurang-kurangryas 2/3 masa pidananya dengan ketentuan 2/3 tersebut bdak
kurang dad 9 (Sembian) Doln, Bukbl P-39 yang mana hal tersebit diperioat
berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung yang digiukan oleh Ketua Badan Pengawas
Pemiihan LU Republic  Indoness Nomor 30/ Tuaka BgIX2015  teranggsl 16
September 2020, Bukli P-18 vang berbunyl: seseoang yang berstatus bebas
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barsyaral, karens felsh pernah menisian Pdana of dalam LAPAS, maks cikalegorikan
sobaga Mantan Nars Pidana, dan selain ity juga diperkuat dengan Perafura Normis
Pemilihan Umwm Repubik Indonesia (PKPL) Nomeor: 9 Tahun 2020 Tertang Perubahan
Ke empat Atss Peraturan Komis! Pemihan Umom Nomor 3 Tahun 2017 Tentang
Wallkota dan Wakil Wallkota Pasal 4 ayat (1) yang berbiunyl : Warge Negara Indonesia
dapat memadl Calon Gubermiy dan Wakil Gubemur, Bupall dan Wakll Bupall, atau
Waltkoda dan Wakll Walkola oengan memenithl persyaratan sebagaimana ferfuang pada
huruf (g) yang berbunyd © Bagl mantan Terpidana yang telah selesal menalani mass
DETICANAany walih secars jujur atau ferbuka mengemiukakan kepads publk, Buldi P-
F& Selain ity juga diperkuat dengan Putusan MK No. 4/PLL-VIT/2009 yang berbunyd; Bagl
Mantan Narapidana yang secara teriwia dan jufur mengemukakan kepads publik bahwa
yang bersangkuatan adalah mantan terpidana. Bukti P-28 hal ini telah dilakukan olef
Agusrin Maryono pade media cetak Rakyal Bengkuks pada harl sably, 5 Seplember 2020,
Burkti P-29 selyin ity juga berdasarkan Putussn Malkamah Korstitusi Nowmeor: 56 / PUU-
XVIT 7 2019 yang berbunyl | Bagl mantan ferpidana telah melewali jangka wakiu 5 tahun
sefelalr mantan lerpidana selesal menjalanl pidana penfara berdasarkan  putusan
pengadian yang felah mempunyal kekuatan hukum fefap dan secara jujir atay terbuks
mengLTmkaT mengenal atar belakang jabi dirinye sebagal mantan terpidana, Bulkti P-
30, Selain My jucs saiah saty contol kasus terhadap Hukuman yang aiatuhkan terhadss
Anas Urbaningrum o Bngkat Peninjauan Kemball (PX] yvang diadilil oleh Wakil Ketua
Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Hallm Agung Sunanto  dan anggols majelis
adalah Andl Samsan Nganro dan Prof, MAsin yang berbunyi; Pencabutan Hak Politk
bidak bolelh dipiith selama § (Bima) tahin Sefek Bebws oan Penjara, terhadap Anas
wrbaningrien Ini sudah jelas dan terang bahwa berarti seseorang ity kalau sudah bebas
dari penjara orang tersebut sudah bebas dari hukuman, contoh Kasus Anas Urbaningrum
inl dia terhitung o cabut hak politikrya tdak boleh dipdih selama 5 (lima) tahun, artinya
bahwa Anas Urbaningrum setelah bebes dari penjara dia sudah kategor tidak lagi
ditiukum, Bukti P-40

Maka berdasarkan dall tersebult of afas sudah Jelas dan Terang yakni mantan
narapidana dihitung dari tanggal bebas dari Penjara, karena jika menggunakan
perhitungan dari bebas akhir dan selesal menjalankan pembebasan bersyarat, maka akan
mengandung multi tafsir, sebagaimana yang terjadi pada salah satu contoh saudara
Yusak Yaluwo,S5.H. M5 yang mencalonkan diri sebagal Bupati Boven Digoel Papua
tahun 2020, dimana Yuzak Yaluwo diputus Oleh Mahkamah Agung dalam perkara
TIPIKOR pada 11 September 2013, dan di vonis hukuman Pidana Selama 4 tahun 6
butan, sedangkan Bebas Akhir pada tanggal 26 Januar 2014, serta keluar penjara pada

tanggal 7 Agustus 2014 dan bebas bersyaral pada tanggal 26 Januari 2017, jika
menghitung darl bebas akhir maka bebas akhir Yusak Yaluwo tanggal 26 Januar 2014,
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sedangkan yang bersangkutan keluar dari perjara pada tanggal 7 Agustus 2014, maka
tidak mungkin menghitung jedah 5 tahun darl bebas akhir, karena Yusak Yaluwo sudah
dirmyatakan bebas akhir tapi masih berada di dalam LAPAS, fakia hukumnya termyata kita
lihat dalam perkara Yusak Yaluwo,S.H.M.SI dinpatakan Mamenuti Syarat oleh KPUD
Boven Digoel unhuk ditetapkan sshagal Pasangan Calon Peserta serta Penetapan Nomor
Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Waldl Bupati Kabupaten
Boven Digoal Papua Tahun 2020, Bukti P-25, Bukti P-37, P-38

Maka Sebagal pernbanding yang mana Agusrin Maryono di putus oleh Mahkamah Agung
dalam perkara TIPIKOR pada tanggal 10 Januan 2012 dijstuhkan hukuman Pidana
selama 4 tahun dan keluar penjara pada tanggal & November 2014, serta bebas akhir
pada tanggal 12 Desember 2015 dan bebas bersyarat pada fanggal 12 Desember 2016,
kalau dilihat dari posisi kasus tersebut maka yang menjadi pertanyaan bagi Pemaohon
dasar dan alasan hukum apa bagi Komisi Pemiihan Umum Proving Benghulu yang
menetapkan Agusrin Maryono tidak Memenuhi syarat untuk menjadi Gubernur Provins
Benghuly kahun 2020, sehab pka difhar dar sicl Agucrin Mansono keluar darl penjara
yakni pads tangoal 6 November 2014 maka Agusrin Maryono telah memenuhi syarat
ik meriaal exion gubernur, karena yang menjadi dasar hukumnya adatah Fatwa MA
Momor : 30/Tuaka, Pid/Tx/2015 dimana fatwa tersebut adalah jawaban atas permohonan
clari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang merupakan acuan
dan yurisprudensi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berada di selurub
Republik Indonesia baik Provinsi/Kota maupun Kabupaten, oleh karena iu maka
berdasarkan dalil tersebut di atas sudah jelas dan terang bahwa Komisi Pemilihan Umum
Provinsl Bangkulu tidak ada alasan hukum untuk tidak menetapkan Agusrin Maryono
sebagal Calon Gubernur Provinsi Benghkubu talhun 2020;

. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan calon Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubermnur Tahum 2020 yang menyatakan hasd pemenksaan
keabsahan Surat Keterangan belah selesal menjalani pembebasan bersyaral, oubh
bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, Tidak
Memenuhl Syarat adalah Sdak beralasan hukum karena berdasarkan lamgdran
model TT.1-KWK tanda terima pendaftaran bakal pasangan calon dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubemur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 pade goint 17 hanya
menelaskan sural keterangan felah selesal menjslani pembebasan bersyaral, oulf
bersyarat atsu culi menislang behas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal bakal
calon mendapst pembebasan bersyaral, cull bersyaral alau cuti menjelang bebas,
sehinoga sudah jelas dan terang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Bengkulu tidak ada dasar hulum yang jelas yang digunakan sebagal dasar untuk tidak
menetapkan Bakal pasangan Calon Agusrin Maryono dan Imron Rosyadi unbuk ditetapkan
sebagal Pasangan Calon Gubernur dan Wakll Gubemur tahun 2020; Bkt P-31
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9. Bahwa salah satu contoh Bakal Pasangan Hipni = Melin yvang ikut dalam pemilihan Bupati

dan Waldl Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 yang bdak diloloskan oleh KPU
Kabupaten Lampung Selatan sebagai Pasangan Calon, maka Bakal Pasangan Calon tidak
menerima terhadap Keputusan KPL Kabupaten Lampung Selatan maka Bakal Pasangan
Calon Hipni - Melin mengajukan Permohonan Penyelesalan Perselisihan ke Bawasiu
Easbupaten Lampung Selatan yang akhirmya Bakal Pasangan Calon Hipni — Melin lolos ikut
Pemilinan Bupati dan Wakll Bupati Lampung Seiatan yang diputuskan ocleh Bawaslu
Kabupaten Lampung Selatan, hal inl karena KPU Lampung Selatan tidak bisa menjamin
hak konstibusi warga Megara yang mana sudah jelas bahwa di dalam PEPU Nomor 9
Tahun 2020 sudah jelas dan tegas menyebutkan menjalani pidana penjara, Jika ada
frase yang dihilangkan dan melakukan penafsiran sendin, Ini merupakan  bentuk
pelanggaran sumpah jabatan, karena yang dapat menafsirkan peraturan dibawah
undang-undang adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Bty P-£4
ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- ALASAN FAKTUAL

1) Bahwa pemohon pada har minggu tanggal 6 September 2020 melakukan
pendaftaran di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Benghkulu di Jin. Kapuas
Raya Mo. B2 Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Provinsi
Bangkulu Sebagal Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakll Gubernur Provins)
Bangkulu 2020;

2) Bahwa berdasarkan syarat-syarat yang o tentukan oleh termohon  (komiss
pemilihan umum) Provinsi Benghulu Berdasarkan Peraturan Komisi  Pemifiban
Umum Nemor 5 Tahum 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan komisi
pemilihan umum npomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan adwal
penyelenggaraan pemilinen gubemur dan wakil gubenur bupati dan wakil bupati
dan fatau walikota dan wakil walikota tahun 2020 ; terdin atas;

a. Bahwa pemohon telah menglsi Formulir B-KWE Parpol vang memuat Mama
Bapasion Sesual KTP Elektronik, Mama Partai Pengusul Serta Jumiah
Kursi/Suara, Tanda Tangan Pengurus Partal Politik Sesual Tingkatannya
Pada Formulir Model B-KWK Parpol, Isi Permyataan, Tanda Tangan Bapasion
Dan Pimpinan Parpol, Materei Pada Salah Satu Tanda Tangan Pengurus
Setiap Parpol Yang Mengusulkan;

b. Bahwa pemohon telah mengisi Formulir B1-KWK Parpol yang memuat Nama
Bapaslon Sesual Kip Elektronlk, Daerah Pemilihan, 1si Pernyataan, Nama Dan
Tanda Tangan Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal Dpp, Parpol Tinghat
Pusat, Materei Pada Pada Salah Satu Tanda Tangan Pengurus Partai Politik

€. Bahwa pemohon mencalonkan difi sabagal peserta pemilihan gubernur dan
wakil gubermur provinsi Benglkulu tahun 2020 medalui jaler partai politik maka
pemohon telah menyerabkan SK PARPOL (Keputusan Pimpinan Parpol
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Tingkat Pusat dan Provinsi), SK Tentang Kepengurusan Parpol Telah
Dilegalisir, Safinan Keputusan Tentang Kepengurusan Parpol Sesual Dengan
Kepengurusan Yang Sah Sesual Dengan Tingkatannya, Berdasarkan Salinan
Keputusan Yang Diunggah Di Laman KPU. Dan di kengkapi dengan Ringkasan
; di antaranya FORMULIR B-XWK PARPOL, FORMULIR B1-KWK PARPOL, SK
PARPOL YANG TELAH DILEGALISER

Bahwa pemohaon telah mengisi Formulie BB, 1 KWK memuat sural permyataan
: Bertakwa Kepada Tuhan YME, Setia Kepada Pancasida, UUD 45, Ota-Cita
Proklamasl Dan NERI, Belum Pernash Menjabat Dua Periode, Belurn Pernah
Menjabat Gubermur Bagi Calon Wakil Gubamur, Wakil Bupati Dan Wakil Wall
Kota Di Daerah Yang Sama., Balum Pemah Menjabat Bupati Atau Wali Kota
Bagi Calon Wakil Bupati Dan Wakil Wall Kota Di Daerah Yang Sama,

Bahwa pemohon dalam pendaftaranya juga melampirkan Fotokopd jazah/stth
yang dilegalisic Sesual Dengan Jenjang Pendidikan Terakhir; kemudian
dilengkapi dengan Fotokopt Kip Elekdronik;

Bahwa pernohon telah mengikutl dan menyerahkan bukti Hasil pemeriksaan
kasshatan dari tim dokter vang terdirl darl: Hasil Pemeriksaan Dokter, Hast
Pemeriksaan Ahll Psikologi, Hasil Pemeriksaan BNN [Markoba)

Bahwa pemohon dalam pendaftaranya juga melampirkan Surat keterangan
pengadilan neger di wilayah hukum tempat tinggal calon, Bahwa Tidak
Sedang Dicabut Hak Pilihmya;

Bahwa pemochon dalam pendaftaranya juga melampirkan surat SKCK dari
kepolisian, karena pemohon sebagal bakal calon gubemur maka SKCK
Dikeluarkan Oleh Polda;

Bahwa pemohon dalam pendaftaranva juga melampirkan Surat tanda terima
LHKPN

Bahwa pamohon dalam pendaftarannya juga melampirkan Surat keterangan
dari pengadilan negerl & wilayah hukum tempat tinggal calon yang
bersangkutan bahwa Tidak Sedang Memilild Tanggungan Hutang Secara
Perseorangan Maupun Badan Hukum

Batwwa pemohon dalam pendaftaranya juga melampirkan Surat keterangan
dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggl di wilayah hukum tempat tinggal
calon yang bersanglutan, Tidak sedang dinyatakan pailit

Bahwa pemohon dalam pendaftaran melampirkan Folokopl NPWFP, Tanda
Terima SPT 5 tahun terakhir, tanda bukt tidak memilild tunggakan pajak dar|
KKP;

. Bahwa pemohon dalam pendaftaranya mengisi Formulir BB1.KWE dan surat

keterangan dar pengadilan neger di wilayah hukum tempat yang cakon yang
bersangkutan tnggal, Tidak permah berstatus terpidana berdasarkan putusan
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pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap vang diancam pidana 5
(lima) tahun atau lebih;

. Bahwa pemohon dalam pendaftaranya juga mengisi Formulir BB, 1-KWK dan

medampirkan, Tklan Pengumuman Di Media Massa Lokal Atau Masional Yang
Terverifikasi Dewan Pers, Surat Pimpinan Redaks: Media Massa Lokal Sesuai
Daerah Calon Yang Bersangkutan Atau Media Masional Yang Terverifikasl
Dewan Pers, Salinan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hulum Tetap,
Surat Eeterangan Kejaksaan, Surat Keterangan Hepolisian, (Mengemukakan
Secara Jujur Atau Terbuka Kepada Public Bahwa Yang Bersangkutan
Berstatus Sebagal Terpidana Yang Tidak Menjatani Pidana D Dalam Penjara
Dan Jenis Tindak Pidananya)

. Bahwa pemohon dalam pendaftaran sebagal peserta pemilihan gubernur dan

wakll gubermur juga menglsi Formubir BE1-KWE, Tklan pengumuman di media
massa lokal atau nasional yang terverifikasi dewan pers, Surat pimpinan
redaksi media massa lokal sesual daerah calon yang bersangkutan atau
media nasional yang terverifikasi Dewan Pers, Salinan putusan pengadilan
vang berkekuatan hukum tetap Surat keterangan telah selesal menjatant
pidana penjara dari kepala Lembaga Permasyarakatan, Surat dari Kepolisian,
{Dalam Hal Bakal Calon Mendapat Pembebasan Bersyarat, Cubi Bersyarat
Atau Cuti Menjelang Bebas, Wajib Melampirkan Surat Keterangan Telah
Selesai Menjalani Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat Atau Cuti Menjefang
Bebas Darl Kepala Lembaga Pemasyarakatan)

batwa pemochon dalam pendaftarannya juga mengisi Formulic BB.1-KWK,
Cuti diluar tanggungan negara selama masa kampanye, Bagi calon berstatus
sebagal anggota dpr, dpd, atau dprd, anggota tentara nasional indonesia,
kepolisian negara republic indonesia, pegawai negeri sipil, atau kepala desa
atau sebutan lain dan perangkat desa;

. Bahwa pemohon dalam pendaftaranya mengisi Formulir BB.1-KWEK, surat

pengajuan pengunduran dirl sebagal Anggota DPR, DPD, atau DPRD,
Anggota Tentara Masional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pegawai Megeri Sipil, atau Kepala Desa atsu sebutan lain dan peranglat
desa, Tanda térima dari pejabat yang berwenang atas penyershan surat
pengunduran diri atau pernyataan berhentl, suret keterangan babwa
pengunduran difl atau pemyataan berhenti sedang diproses oleh pejabat
yandg berwenang.

. Bahwa pemohon dalam pendaftaranya juga melampirkan Surat Keterangan

Dokter Yang Merawat Pemakal Yang Bersangkutan, Safinan Resume Rekam
Medis Bakal Calon Yang Bersangkutan;
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3)

4)

5)

6)

7)

%)

5. Bahwa pemohon dalam pendaftaranya melampirkan Daftar Riwayat Hidup
Calon
t. Babnwa pemohon dalam pendaftaranya juga melampirkan Pas Folo Ukuran 4
Cm X & Cm Barwama Sebanyak 4 (Empat) Lembar;, Ukuran 4 Cm X 6 Cm
Hitam Putih Sebanyak 4 (Empat) Lembar; Ukuran 10,2 Cm Atau Ukuran 4r
Sebanyak 2 (Dua) Lembar; Dan Softcopy Masing-Masing Pasfoto tersebut;
Bahwa pemchon dalam pendaftarannya telah melenghkapl syarat-syarat ssbagai
peserta  pemibhan gubsmur dan wakll gubernur 2020 yang sebagaimans
ditentukan oleh termohon (Komisi Pemilinan Umum Provinsl Bengkulu) sebagal
peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2020;
Bahwa pendaftaran pemohon diterima langsung oleh termohon pada tanggal &
septernber 2020 di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dijalan
Kapiuas raya no. B2 lingkar barat, kecamatan geding cempaka kota Bengkidu,
provins Banglouly;
Bahwa berdasarkan Pendaftaran pemohon telah melengkapl syarat-syarat yang
telah ditentskan oleh termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bemghlu)
berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Momor 5 Tahun 2020 tentang
perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2019
tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubermur dan
wiakil gubenur bupati dan walkil bupatl dan/atau walikota dan wakil walikota tahun
2020, maka pemohon di namakan bakal pasangan calon (BAPASLON) peserta
pemilihan guberniur dan wakil gubermir 2020;
Bahwa pemohon di berl kesempatan oleh termohon untuk memperbaiki syarat-
syarat calon selama 3 (Higa) harl kalender yakni tanggal 14 September 2020
sampai dengan tanggal 16 September 2020;
Bahwa pemohon pada tanggal 16 september 2020 telsh menyampalkan perbaikan
dokumen persyaratan pencalonan sebagal peserta pemilihan gubermur dan wakil
gubemur provinsl benghkuly pada tahun 2020 dan diterima langsung oleh
termohan (komisl pemilihan wmum) Provins] Benglkulu;
Bahwa pemohon telah mengikuti selurub rangkaian dan tahapan pencalonan,
termasuk mengikuti tes kesehatan dan memenuhl persyaratan administrasi yang
ditentukan termohon (Komisi Pemilhan Umum) Provinsi Bengkulu sebagal Calon
Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu 2020, dan pemohon tefah mendapatian
dukungan darl 12 kursi DPRD provins! benglulu;
Bahwa pada tanggal 23 September 2020 termohon (Komisi Pemilihan Umum)
Prowinsi Bengkubu menetapkan bakal calon peserta pemilihan gubernur dan wakil
gubernur provinsi bengkuly tahun 2020 menjadi calon peserta pemilihan
gubemur dan wakil gubemur provins! bengkuly tahun 2020 berdasarkan berita
acara rapat pleno nomar 1253/PL.02.3-BA/17/Prov/DY2020 tentang penetapan
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pasangan calon peserta pemilihan gubermur dan wakil gubemur provinsi bengluhu
tahun 2020;

10)Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno MNomor:  1253/PLO2.3-
BA/17/Prov/TH/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubemur Provinsl Benghkuly Tahun 2020, Pemohon Tidak
Ditetapkan Sebagal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur Bengkulu Tahun 2020 dan dinyatakan Tidak Memenuhl Syarat (TMS);

11)Bahwa Pemohon telah memenuhl selurub persyaratan administrasi Pendaftaran
Calon Gubernur dan Wakll Gubermur Provinsi Bengkulu 2020-2024 dan telah
Prowins! Bengkudu;

12)Bahwa pemohon telah mengikuti selurch t@hapan pendaftaran Calon Gubermur
dan Waki Gubernur Bengkuly 2020- 2024, termasuk telah mengikuti pemeriksaan
kesehatan dan pemohon telah dinyatakan memenuhi  Syarat  kesehatan
sebagaimana yang diumumkan oleh KPU Provinsi Benghkubu;

13) Bahwa jika KPU menjadikan dasar unfuk menghitung masa tunggu 5 (lima) tahun
bagi pernohon berdasarkan masa percobaan Pemnohon berakhir pada 12 Desember
2016, artinya KPU telah menambahkan hukuman Pemobon menjadl 16 bulan yaitu
5 (lima) ahun 4 (empat) bulan;

14)Bahwa dengan ditambahkanya hukuman Pemohon oleh KPU Provinsi Benghkulu
membuktikan adanya dugaan KPU Proving Bengkulu berupaya untuk
menggagalkan pencalonan Agusrin Maryono dan Imron Rosyadi sebagai Calon
Gubernur dan Waksl Gubernur Provinsi Bengluby 2020-2024;

~ ALASAN YURIDIS;

1) Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan surat Nomor
30/Tuaka.Pid/TX/2015 perihal Jawsban atas Permohonan Fatwa Mahkamah
Agung tertanpgal 16 september 2015 yang ditujukan kepada Badan Pengawas
Pemilu memberikan Penjelasan:

Bahwa yang dimaksud dengan Terpidana adalah seseorang yang dipidana
berdasarkan putusan pengaditan yang felah memperoleh kekuatan hukum telap,
dengan demibian mantan ferpidana adalah seseorang yang pemah dipidana
bevdasarkan putusan pengadiian yvang teiah memperolah kekuatan hukum tetap.
Sedangkan narapidana  adaish terpidana  yang menjalani  pidana  hilang
kemerdekaannya of LAPAS (Lembagas Pemasyarakatan). Dengan dernikian mankan
narapidana adalah seseorang yang telah pernah menjalani pidana digalarm LAPAS,
misalnya seseorang pang dijatuli pidana dengan pidana penara selama & (enam
fulan) dengan mass percobaan selama 1 (satu) tahurn, sehinggs & Derstalus
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)

3

4

)

)

ferpidana tefap haak perly menialant pidina didiiam LAPAS, sedangkan mantan
Navagidans tenty permah menjaiand pidana didalam LAPAS,

Behas bersyaral adalah program pemivnaan unfik menginfegrasitan Marapvidana
ke dalam kehidupan masyarakal sefelah memenul persyaratan yang felah
aitertukan;

Seseorang yang berstatus bebas bersyarakatl, karena telah pernak
menjalani pidana di dafam LAPAS, maka dikategorikan sebagai mantan
MNara pidama,

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019, Mahkamah Konstitusi melalul Putusan
Nomaor | 56/PUU-XVILZ019, memutiskan menmvatakan bahwa Pasal 7 avat (2)
hurf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Momaor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Penggantl Undang-Undang Momor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Wallkota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Repubilik
Indonesia Tahun 2016 Momor 130, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomoe 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan
tidak mempunyal kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknal felalr malewall Bangks wakty 5 (ma) lahun setelalh mantan lerpidana
selesyl meniaianl pidana penjara beroasarkan potusan pengadian yang telah
mempunyal kekuatan hukum tetag,

Sehingga Pasal 7 ayat {2) huruf g Undang-Undang Nomaor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Permilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadl Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Momor 130, Tambahan Lembaran Negara
Repubite Indonasia Nomor 5898) selengkapnya berbunyl:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubemur, Calon Bupali dan Calon Wakil Bupal,
savta Cxlon Walikota dan Calon Wakidl Wallkora sebagaimans dimaksud pada ayat
(1) harus memenuly persyaratan sabagal berikut: (i) bdak pernah sebagal
terpidang bercasarkan pulisan pengacidan yang felah memperodeh  kekuiaian
hukien fefap karena melakikan bnoak pidena yang disn@m dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun afay lebi, kecuall terhadap terpidana yang melakuskan
tindak pidana kealpaan dan bndak pidana poitk oalam pengerfian  sualty
perbuatan yang dinyafakan sehagal tindak pidana oadam hiskum positll hanya
karena pelskunys mempunysl pendangan politk yang berbeds dengan remim
yang sedang berkuasa; () bagi mantan terpidana, telah melewati fangka
wakty 5 (lima) tahun setelalt mantan terpidans selesai menjalani
pidana penjars berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyal
kekuatan hukum tetap dan secars jujur atau terbuka mengumumkan
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&)

8)

9)

mengenai latar belakang fati dirinya sebagal mantan terpidana; dan (i)
Inikan sebagai pelskis kejahatan yang bernudang-udang;

Bahwa mengacu pada Surat Mahkamah Agung Republik [ndonesia Nomor
30/ Tuaka. Pid/TX/2015 tertanggal 16 september 2015 dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 56/PUL-XVIT2019 tanggal 11 Desember 2019 diatas, dapat
dipahami bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur dan Calon
Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan
Calon Waldl Walikota bagi mantan narapidana adalah fobh mekwad bngta
waki 5 (lima) tahun setelah manian ferpidana selesal menjaiand pidana penjiara
berdasarkan putusan pengadilan pang telah mempunyar kekuatan hukum telap
ot secara juivr alay ferbuka mengumirnkan mengenal latar belakang jal

dinimya sebagal mantan ferpidana;
Balwa Pernohon dalam hal ini Agusiin Marvono telah mendapatkan pembebasan
bersyarat pada tanggal & Movember 2014, sehingga berdasarkan Surat

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30/ Tuaka Pid/I1¥/2015 tertanggal 16
september 2015, Pemohon dalam hal il Agusrin Maryono harustah dikategorikan
sebagal mantan Nara pidana karena telah pernah menjaland pidana di dalam
LAPAS. Dan |ika mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-
XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019, maka Pemohon dalam hal ind Agusrin
Marvono belah melampaul wakiu tunggu bagl mantan terpidana  untuk
mencalonkan diri kembali sebagai Calon Gubernur Provinsi Benghulu tahun 2020 -
2024;

Babwa persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubesnur,
Calon Bupati dan Calon Wakll Bupati, serta Calon Wallkota dan Calon Wakil
Walikota bagi mantan narapidana tersebut kemudian diperiuss dalam PKPU
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Komisl Pemilihan
Umum Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubamur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan |/ atau Walikota dan Wakil Wallkota, sebagaimana
tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 yang selengkapmya berbuny
sehagai berilut:

Mantan Terpidiina adalsh orang yang feleh selesal menjalany pidana, dan tidak
ada hubvngan secara felnis (pidana) dan admunistraly’ dengan menten yang
manyelangoarakan wusan pemeriniahan of bidang Awkum dan hak asasf
MANSE,;

Bahwa frasa "polak acl hubungan secard teknis (pidana) dan  administratif
dengan mentan yang menyelengogarakan urusan pemerniahan of idang Hukum
dan hak asasi manusia " dalam dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, nyata-
ryata merupakan  perluasan/penambahan  norma  yang lidak pernah
diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
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Fedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perabsran
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Momor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta nyata-nyata
bertertangan dengan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia MNomor
30/ Tuaka. Pid/Te/2015 tertanggal 16 september 2015 dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 56/PUL-XVIT/2019 tanggal 11 Desember 2019;

10) Bahwa selain daripada itu, penambahan norma dalam PEPL Nomor 1 Tahun 2020
tersebut tidak sejalan, berbenturan, atsu tidak memenuhl asas-asas
pemnbenitukan peraturan perundang-undangan yang balk, sebagalmana yang
dijelaskan dalam Undang-Undang Momor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

11)}Bahwa temyata dalam prakteknya, persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur
dan Calon Wakil Gubermur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon
Walikota dan Calon Wakil Walikota bagi mantan narapidana, ternyata tidak
berhenti pada penambahan norma dakam Ketentuan Pasal 1 angka 21 PKPU
Nomor 1 Tahun 2020 saj@, melainkan juga dipertuas tafsirmya kembali mefalui
Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor  735/PL.02.2-
SD/06/KPU/IX/ 2020, perihal penjelasan mantan Terpidana, tanggal 5 September
2020, dengan menambahkan tafsir babwa Alen Pemasiarabatan pang masih
beracia dalam Bimiingan BAPAS adalah seseorang yang masih berstatus sehagal
lerpidana alau narapidana sefhwngga belum dapal dikategorikan sebagal manian
tarpidana (Vide angka 3); artinya surat itu berbentangan dengan Keputusan EPL
Rl  Nomor. 394/PLOZ.2-KPT/OG/KPUNIIL/2020 Tentang Pedoman Teknis
Pendaftaran, Penelitain dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan, serta
pengundian nomor wrul pasangan calon dalam pemilihan Gubermnur dan Wakil
Gubernue, Bupati dan Wakil Bupati dan atsu Walikota dan Wakil Walikota
sehagaimana vang tercantum dalam halaman 66 huruf () KPU Provins! atau KPU
Kabupaten atau Kota cara menghitung jeda dalam waktu 5 (lima) tahun sejak
tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesal menjatani pidananya sampal
dengan pada saat pendafiaran sebagal bakal calon berdasarkan surat keterangan
telah selesal menjalani pembebasan bersyarat, auti bersyarat atau outi menjelang
bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan;

12)Bahwa lebih lanjut, dalam pemilihan Gubemur Dan Wakil Gubemur Bengkulu
Tahiun 2020-2024, KPU Provinsl Bengkulu kemball melakukan tindakan
pemerintahan yang melampaul kewenangannya, Sehagaimana tencermin dari
tindakannya Melakukan Verifikasi Manual atas kehendaknya sendin terhadap
status mantan narapidana Pemohon dalam hal il Agusrin Maryono, dengan

mengajukan surat ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1| Sukamiskin,d yang
kemudian dibalas melaiul Surat Keterangan Nomor: W11.PAS PAS. 1-PH.01.01.02-
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7267, anggal 9 September 2000 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Subamiskin;

13)Bahwa guna melengkapl persyaratan dalam pemilihan Gubemur Dan Wakil

Gubernur Bengkulu Tahun 2020-2024, Permohon dalam hal ini Agusrin Maryono
juga talah mengajukan surat ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin,
vang kemudian dibadas melals Surat Keterangan MNomor W11.PAS PAS.1-
PK.01.01.02-7301, tanggal 15 September 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala
Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas | Sukamisking

14) Bahwa dalam rapat Pleno KPU Provins! Bengkulu, terungkap fakta hukum babws

KPU Provinsi Bengkulu Eelah menggunakan  Surat Keterangan Nomaor:
W11.PAS PAS.1-PK.01.01.02-7267, tanggal 9 September 2020 vang ditanda
tangani oleh Kepala Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin, yang
notabene adalab surat yang diminta sendin oleh KPU Provinsi Bengkulu ke
Lembaga Pemasyarakatan Kedas 1 Sukamiskin, sebagal dasar keputusannya uniuk
menyatakan Pemohon tidak memenuhi Syarat [TMS) sehagai peserta pamilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020-2024 olesh KPU Provinsi

Benglulu;

15)Bahwa tindakan KPU Provinsl Bengkulu yvang demikian telah mengabaikan tugas

pokoknya, dalam memeriksa dan/atau verifikasl dokumen persyaratan dalam
pamilihan Gubernur Dan Wakil Guberrusr Bengkulu Tahun 2020-2024, karena
telah mengabalkan dokumen persyaratan yang diajukan pemohon kepada KPU
Provinsi Bengkulu. Sikap KPU Provinsd Bengkulu  tersshut  nyata-nyata
bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 10 Ayat (1) UU Mo 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,
yvang menekankan bahwa seliap penyelenggara pemerintahan wajib menjunjung
tinggl asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan
perundang-undangan, kepatutan keajagan dan keadilan dalam kebijakan,
keputusan maupun Hndakanmea;

16) Bahwa tindakan KPU Provinsl Banghulu yang melampaul kewenanganma yang

kemudian dikualifikasi sebagal Penyalahgunasn Wewenang ity pada akhimya

akan melangggar asas jujur dan adil dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubermur,

Bupati, dan Wadikota. Dikatakan demikian karena:

8. Sudah sangat nyata adanya penyalahgunsan wewenang oleh KPU
Provinsi Bengkudy melalul tindatanya, Hal demikian tercermin darl tindakan
EPU Prowinsl Bengkulu yang sehamusnya hanya melaksanakan pemeriksaan
keabsahan dokumen dan melakukan Venifkas: Fakfual terhadap dokumen-
dokumen ynag menjadi syarat unfuk menjadi Pasangan Calon Gubermur dan
Wakil Gubemur Tahun 2020, namun faktanya tidak melaksanakan Venfikas/
Fakfual terhadap dokumen yang diajukan Pemohon, khususmya terhadap
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Surat Keterangan telah selesai menjalani Pidana Penjara, KPU Provinsi
Bengkulu maiah justru melakukan tindakan diluar kewenanganya dengan
melakukan Permintaan Swrat Keterangan kepada LAPAS Kelas 1 Sukamiskin
dengan mengacy pada konsep surat vang sudah disiapkan oleh KPU Provinsi
Bengkulu, yang Subtansinyg melakukan perubahan Prase Babas Akhir
mengxdl Prase Bebas Murn/ terhadap data atas nama Pemohon. Hal ini
menunjukkan bahwa tindakan KPU Proving Bengkulu swdah melebihi
kewenanganmya yang tdak diperntabkan oleh UU Pemiliban  Guberiur,
Bupati dan Walikota;

Bahwa tindakan KPU Provinsi Bengkulu yang melakukan permintaan Surat
Keterangan Kepada LAPAS Kelas 1 Sukamiskin dengan mengacu pada konsep
surat yang sudah disiapkan oleh KPU Provinsi Benghulu, yang subiansinya
melakukan perubahan Frase bebas abhr mend’ Prase bebas murmy
terhadap data atas nama Pemohon adalah Penyelundupan Hukum, karena
tindakan tersebut dapat dikualifikas! sebagal e By aw lawan dan rwle of
iaw;, yaitu suatu tindakan yang sengaja dibuat/ dilakukan oleh KPU Provinsi
Bengkulu melalhs kewenanganya dalam melakukan pemeriksaan keabsahan
dokumen dan melakukan verifas’ fakival terhadap dokumen-dokumen-,
untuk digunakan sebagai alat guna menghalang-halangi pemohon untuk lkut
serta dalam pemilihan gubernur dan wakil gubermur Benghkulu Tahun 2020-
2024;

Bahwa dalam konbeks pelaksanaan Role By Law tersebul, secara Proseoiial
Formil' seolah-olah tindakan KPU Provinsl Benghulu melakukan Permintaan
Surat Keterangan kepada LAPAS Kelas | Sukamiskin dengan mengacu
kepada konsep sural yang sudah disiapkan oleh KPU Privinsi Bengkulu, yang
subtansinya melakukan perubahan Prase Bebas Alhr menjadi Prase bebas
Moy terhadap data atas nama pemohon teiash berdasarkan hukum, dan
tindakan tersebut kemudian dikuti dengan penerbitan keputusan yang
menyatakan Pemohon tidak memenuhl syarat sebagal calon Gubermur dan
Wakil Gubernu Bengkulu 2020-2024 juga seolah-olah terlah berdasarkan
hukum, namun jika dilihat dari segi substansi mateninya, keputusan tersebut
adalah bertsl kesewenang-wenangan (abuse of power), pemaksaan
kehendak, keberpihakan kepada salah satu peserta pemilihan sesual selers
KPU Provinsl Bengkulu guna mengendalikan Pemilinan Gubernur dan Wakil
Gubernur Bengkulu tahun 2020-2024;

Bahwa tindakan KPU Provinsi Bengkulu berupa melakukan permintaan surat
keterangan kepada LAPAS Kelas 1 Sukamiskin dengan mengacu kepada
konsep surat yang sudah disiapkan oleh Komisi Pemilihan Provins! Benghuiu,
yang subtansinya melakukan perubahan Prase Ssabas Akhic meniacl Prase
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Babas Murr terhadap data atas nama Pemohon, adalah tindakan tercela dan
tidak terpujl, karena selain tindakan tidak mempunyal dasar hukum dalam
pelaksanaannya, Undakan bersebut dalam konteks yang lebih luas secara
langsung telah mempertontonkan pembangkangan KPU Provinsi Bengkiiby
terhadap Undang-Undang Pemilihan Guberniur, Bupah dan Wallkota menjadi
dan Fatwa Mahkamah Agung kepada publik;

PRESEDEN HUKUM DI KPUD BOVEN DIGOEL YANG MELOLOSKAN BAKAL

PASANGAN CALON MANTAN NARAPIDAMNA SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN

1. Bahwa pelaksanaan Ketentuan Pasal 1 angka 21 PKPU Nomor 1 Tahun 2020 gmcto
Surat Komisi Pemilihan Umum  Republik  Indonesia MNomor 735/PLI02.2-
SDfO6/KPU/IX/2020, perihal penjelasan mantan Terpidana, tanggal 5 September
2020 oleh KPU Provinsi Benghulu, termyata dalam prakteknya berbeda dengan
prakiek yang dilaksanakan oleh KPUD BOVEN DIGOEL;

Z. XPUD BOVEN DIGOEL, setelah melalul proses verifikasl faktuad atas syarat
pemberkasan pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terhitung
sejak 6-22 September 2020 lalu telah menetapkan 4 (empat) bakal pasangan calon
Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, untuk maju ke tahapan pemilu selanjutnya;

3. Bahwa ke-4 (empat) bakal pasangan calon Bupatl dan Wakil Bupati Boven Digoel
yang dinyatakan memenuhi syarat dan lolos menuju ke tahapan berkutnya, salah
satunya adalah mantan narapidana;

4. Bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bowen Digoel yang
dilsksanakan KPUD BOVEN DIGOEL adalah sudah tepat karena mengacu pada
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomar 1 Tahun 2015 tentang Penatapan Peraturan Pemerintab Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilinan Gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang, jfuncfo Surat Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 30/ Tuaka. Pid/Ix/2015 tertanggal 16 september 2015 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUL-XVIT/2019 tanggal 11 Desamber 2019;

5. Bahwa hal inl berbeda dengan apa yang dilakukan oleh KPU Provinsi Benglulu
terhadap pemohon, yang hanya mengacu pada Ketentuan Pasal 1 angka 21 PKPU
MNomor 1 Tahun 2020 juacto Sural Komisi Pemilinan Umom Republik Indonesia
Nomor 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, perihal penjelasan mantan Terpidana,
tanggal 5 September 2020, dengan mengenyampingkan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomaor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang MNomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Uindang, Jimcio Surat Mahkamah Agung Republik  Indonesia  Nomor
30/Tuaka Pid/TX/2015 tertanggal 16 september 2015 dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 56/PUU-XVIT/2019 tanggal 11 Desember 2019;
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6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa keputusan KPU Provinsi Bengkulu
yang menyatakan pemohon tidak memenuhi Syarat (TMS) sebagai peserta pemilihan
Gubemur Dan Walkd Gubernur Bengkulu Tahun 2020-2024, sebagaimana diatur
dalarm:

Berita Acara Rapat Peno Nomor:1253/PL02.3-BA/17/ProvyIX/2020 Tentang
Pengfapan Fasangan Calon Peserfa Pemilthan Gubemur dan Wakl Gubermur
Bengkuil Tahun 2020;

adalah keputusan yang bertentangan dengan Undang-Undang Momor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Momor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-Undang Momor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, funcio
Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesla Nomor 30/Tuaska Pid/TX/2015
tertanggal 16 september 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUL-
XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019;

PETITUM [hal-hal yang dimohonkan Pemaohorn)

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini

Pemohon mohon kepada para Yang Terhormal Para Komisioner BAWASLL Provins

Benghkulu untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagal berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Sefurubnva;

2. Membatalkan:

Berita Acara Rapat Peno  Nomor:1253/PL.02.3-BA/IZ/Prov/ /2020 Tentang
Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemithan Gubermur dan Wakll Gubernur
Bengkuly Tahun 2020;

3. Menyatakan Pemohon telah memenuhi syarat sebagal Calon Gubermnur dan Wakll
Gubermur Bengkulu 2020-2024;

4. Menyatakan Pemohon Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur
Bengkulu Tahun 2020-2024;

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu untuk  menerbitkan
Keputusan wang baru dengan menetapkan Pemohon sebagal Peserta Calon
Gubernur dan Wakil Gubermur Benghulu 2020-2024;

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menjalankan
putusan ini paling lambat 3 (tiga) kerja sejak putusan ini dibacakan,

Apabila Bawashu Provinsi Benghkulu berpendapat laan mohon Putusan yang seadil-adilmya
[ax aagio ef bona).

B. JAWABAN TERMOHON
Bahwa dalam surat permobhonan pemohon mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:
i. Menurut pemohon babwa Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Benghkuly Nomor 1253/PL.02.3-BA/17/Prov/1X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon
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Peserta Pernilihan Gubemur dan Wakil Gubermur Bengkulu Tahun 2020, yang mana
safinannya tidak diberikan kepada Pemohon sehagal Bakal Pasangan Calon
Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020, seharusnya Berita Acara Rapat
Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tersebut wajib diberfkan oleh Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu kepada Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Bengkuly melaiul nara hubung masing-masing Pasangan Calon LO
(Lisison Officer) yang mana pada faktanya KPU Provinsl Bengkulu baru mau
menyerahkan Berita Acara Pleno btersebut setelsh adanya surat Permohonan dar
Pemohon untuk meminta Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
Nomor 1253/PL02.3-BA/17/Prov/1X/2020.Tentang Penetapan Pasangan Calon. Peserta
Pemilihan. Gubemur dan wakll Gubernur Bengkulu Tahun 2020. Oleh karena itu, sudah
jelas dan terang perbuatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu adalah Cacat
Hukum dan Batal Demi Hukum; oleh karena itu tidak ada alasan bagi KPU Provinsi
Benghulu untuk tidak menetapkan Agusrin Maryono dan Imron Rosyadl untuk menjadi
Pasangan Calon Gubemur dan Wakil Gubernur Provinst Benghuly Tahun 2020 Bukti P-
2.1
Jawaban termohon
Terhadap dalil tersebut diatas dapat kami tanggapi bahwa berdasarkan Keputusan KPU
Rl MNomor 394/PL.02.2-Kpt/O6/KPU/VIIL/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran,
Penelitian dan Perbalkan Dokumen Persyaratan, Penstapen, Serta Pengundian Momaor
Linut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati, dan/atau Wallkota dan Wakil Walikota tanggal 24 Agustus 2020 BAB V huruf B
(bulkti T.1) :
- ST dst
3. Menuangkan berita acara tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubermur
dan Wakil Gubernur Tahun 2020 ke dalam Keputusan KPU Provinsi bentang
Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubemur dan Wakdl Gubermur Tabun
2020. Keputusan KPU Provinsl Bengkulu tentang Penetapan Pasangan Calon
mencantumian Mama Pasangan Calon yang berstatus memenuhi Syarat sebagaimana
tertulis dalam Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan
4, Mengumumkan hasil penetapan pasangan calon di laman KPU Provinsl atau KPU
Kabupaten/Kota; dan
5, Menyerahkan Keputusan KPU Provins! atau KPU Kabupaten/kota tentang penetapan
Pasangan calon peserta pemilihan paling lambat 1 (satu) harl setelah penetapan
pasangan caion, kepada !
a. Pasangan Calon;
b. Partal Politik atau gabungan Partai Politik; dan
€. Bawasluy Provinsi atay Bawaslu Kabupaten,/Kota.

Hademan | 24




Bahwa berdasarkan ketentuan diatas tidak ada kewajiban bagi KPU Provinsl Benghulu
untuk menyampaikan berita acara tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubemur Tahun 2020 kepada bakal pasangan calon. Mengingat
Pemohon berstatus sebagas bakal pasangan calon sedangkan yang dapat diberflkan
salinan penetapan adakah berstatus pasangan calon.

Bahwa hasil penetapan tersebut telah kami diumumian melalul laman KPU Provinsi
Bengkulu (bukti T.2), dan diserahkan kepada Pasangan Calon (buldd T.3), Parpol
Pangusul (bukt T.4), dan Bawask Provinsi Banglulu (bukdti T.5)

Bahwa berdasarkan uralan diatas terhadap dalil yang disampaikan oleh pemohon tidak
berdasar oleh sebab itu harusiah diabaikarn,

. Bahwa KPU Provinsi Bengiulu dalam medaksanakan tugasnya tdak profesional, karena
masa waktu Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provirsi
Bangkulu Tahun 2020, berdasarkan Lamparan Peraturan Komisi Pemnilihan Umum Nomor
5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilinan Umum Nomaor
15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilitan
Gubermur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2020, pada halaman 5 angka (2) Tentang Pendaftaran Pasangan Calon
yakni dimulai pendaftaran pada tanggal 4 September dan berakhir pada tanggal 6
September 2020, akan tetapi faktanya KPU Provinsi Bemgkulu membuat tanda Terima
Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur
Bengkubu Tahun 2020 yakni pada hari sabtu tanggal 5 September 2020, adalah Cacat
Hukum dan Batal Demi Hukum, maka tidak ada alasan KPU Provinsi Benghulu untuk
tidak menetapkan Pemohon Sebagai Pasangan Calon Gubemur dan Wakil Gubermur
Provinsi Bengkulu Tahun 2020; Bukti P-34

Jawaban termohon

Dari uraian tersebut diatas pemohon mendalikan bukti P-34 adalah keliru melainkan
telah disesuaikan dengan buktl Lampiran Model TT.1-KWK (bukti T.6), yang
menjadi acuan sebagal bahan bakal pasangan calon yang memenuhl syarat pendaftaran
yang ditentukan, yaitu antara tanggal 4 sampal dengan tanggal 6 September 2020
dengan demikian tanggal-tanggal tersebutiah yang dapat dijadikan KPU Provinsi
Bengkulu dalam menerima pendaftaran bakal pasangan calorn.

Hal inl harusmya pemohon sudah kdarifikasi pada saat pendaftaran bukan pada masa-
masa pemohon tidak memenuhi syarat sebagal pasangan cakon, Oleh karenanya, dall
yang disampaikan pemohon tidsk berdasar dan haruslah ditolak.

. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbalkan Persyaratan Calon Pemilinan
Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkuiu tahun 2020 yang menyatakan hasil pemeriksaan
keabsahan dokumen keterangan telah selesal menjalani pidana penjara darl kepala
lambaga permasyarakatan Tidak Memenuhi Syarat adalah tidak jelas (obscuwr ibed)
bahwa berdasarkan lampiran model TT.1-KWK tanda terima pendaftaran Bakal
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Pasangan Caton dalam Pemilihan Gubcmur dan Wakil Gubernur Provinsi Bonglulu tahun
2020, Hanya Menjelaskan Pada Point 16 Surat Keterangan Telah Selesal Menjalani
Pidana Penjara dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, dan tidak ada meminta dokumen
lainnya sehingga sudah jelas dan terang bahwa keputusan Komisl Pemnilihan Umum
Provinsi Bengikulu tidak beralasan hukum untuk tidak menetapkan sebagal Pasangan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020: Bukti P-27

Jawaban termohon

Dalil pemohan tersebut diatas Bdaklah tepat karena di dalam check list tersebut hanya
memuat syarat sebagaimana pada poin 16 yvang mana dokumen-dokumen kain yang
terkait dengan ketentuan terpidana dijabarkan sesual dengan ketentuan yang berfaku
yaitu surat keterangan telah selesal menjalani pidana penjara darl kepala lembaga
permasyarakatan sejalan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) buruf T angka 3
Peraturan KPU Momor 1 Tahun 2020 yang mengatur "Surat keterangan telah
selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan”™ dan
angka (4) "surat keterangan telah selesal menjalani pembebasan bersyarat,
cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas darl kepala lembaga
permasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat,
cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas ", (Bukti T.7)

Ofeh karenanya, dalil yang disampaikan pemohon tidak berdasar dan ftidak dapat
diterima.

. Babwwa KPU Provinsi Bengkulu menghitung jeda waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal

bakal calon yvang bersangkutan telah selesal menjalani pidananya sampal dengan pads
saat pendaftaran sebagal bekal calon, berdasarkan surat keterangan telah selesad
menjalan permmbebasan bersyarat, cull bersvarat, atau cutl menjelang bebas dad kepala
Lembaga Pemasyarakatan dimana KPU Provinsi Bengkulu setelah melakukan klarifikasi
ke lembaga terkait dan hasil pencermatan dokumen perbaikan persyaratan cabon, dapat
disimpullan bahwa Agusrin Maryono belum melewatl jangka wakiu 5 t@hun selesai
menjalanl pidananya sampal dengan pada saat pendaftaran sebagal bakal calon adalah
tidak jelas {obsouur libel) KPU Provins! Bengkuly menghitung jeda wakiu 5 ahun dari
bebas murni, karena setelah bebas mumi baru dinyatakan sebagai mantan narapicana.
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi MNomor No.S6/PUU-XVIL/Z019, dan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 ditegaskan bahwa ada jeda 5 tahun
seteiah menjalani pidana penjara. Menurut keterangan LAPAS Kelas 1 Subamiskin Momor
: WILPAS, PAS.|-P¥.01.01.02-7301 tertanggal 15 September 2020 yang menerangkan
bahwa Agusrin Maryono bebas bersyarat pada tanggal & Novernber 2014, Ini berarti
Agusrin Maryono sudah lewat 5 tahun dan sudah cukup waktu untuk mengajukan
pendaftaran sebagal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubemur Provinsi Bengkulu
Tahwn 2020
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Dalam Peraturan Komisl Pemilihan Umum Momor T Tahun 2020 tidak diuraikan secara
jelas mengenal pengertian mantan narapidana, dalam PKPU ini hanya menyebutkan
bahwa mantan terpidana pidana itu maksudnya telah selesai menjalani pidana penjara.
Bukti P-41 _Pengertian “telah selesai menjalani pidana penjara” inl yvang periu dijelaskan,
apakah sejak bebas bersyarat atau bebas murml.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan
kedua atas Undang-Undang MNomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintalh Pengganti Undang- Undang Nomaor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Pada Pasal 7 ayat (1). menyebutkan : “Sefiap warga negara berhak memperoleh
kesempatan yang sama unfuk mencalonkan dir dan dicalonkan sebagai Calon Guibemur
dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota
dan Cabon Wakil Wakikota®.

Pasal 7 ayat (2) huruf (g) yang berbunyi: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur,
Calon Bupatl dan Calon Walkil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
sebagaimana dimalksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang
tertuang dalam huruf {g) yang berbunyl "tidak permah sebagai terpidana berdasarian
putusan pengaditan yang telah memperoleh kefruatan hukum tetap atau bagl mantan
terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang
bersangkutan mantan terpidana”;

Dalam putusan MK Nomor 56/PUL-XVIL/2019 menyatakan bahwa Pasal 7 ayat {2) huruf
{g) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang Momor
1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemdihan Gubernur, Bupabl dan Walikota menjadi
Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Repulblik
Indonesia @hun 1945, Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa pasal terssbut tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 7 ayat {2) huruf {g) Undang-Undang Nomar 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Momor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
Dan Wallkota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 57, Tambashan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5678)
bartentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
secara bersyarat sepanjang tidsk dimaknal dikecualikan bagl mantan terpidana yang
secara terbuka dan jupur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan
mantan terpidana,”

Bahwa Berdasarkan surat yang diajukan oleh Bawaslu RI Nomor 0242/Bawasluy/D{/2015
tanggal 2 September 2015, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalul Ketua Muda
Pidana yang saat itu diketuai oleh Dr Artidjo Alkostar SH,,LLM, mengeluarkan jawaban
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alas permohonan fatwa Mahkamah Agung RI, yang inti dari fatwa Mahkamah tersebut,
Pertama, penielasan mengenal istiah ferpidana dan manian narapidana.  Terpidans
A0aiah  sesporang  yang dipidang  berdasarkan puiusan pengadian  pamg  elah
memperpieh  kekuaifan hokum feftap; dengan demibian manian ferpidana  adalah
seseorang yang pemah dipidana berdasarkan. putusan pengadian yang memperoleh
hilang kemerdekaan of Lembags Pemasyarakalan (LAPAS). Dengan demikian mantan
NArAmIANS Adaa) sesearang yang telah pemall menialani pidana hilang kemeroedaan,
af LAPAS. Ketiga seseorang yang berstafus bebas bersyavral karena felsh permah
merrialary picana dicalarm LAPAS maka cikategorikan sebagal mantan narapidana.
Berdasarkan fatwa Mahkamah Agung tersebut dapat ditegaskan bahwa seorang
terpidana belum tentu nara pidana (karena bisa jadi seorang terpidana walaupun sudah
dipidana tetapl dia tidak menjalani pidana dalam LAPAS) sedangkan seorang nara
pidana sudah pasti seorang terpidana karena pemah menjalani pdana  hilang
kemerdekann i dalam LAPAS). Penjelasan Mahkamah Agung tersebut membarilkan
makna pembedaan istilah didasarkan kepada pemah tidaknya dipidana seseorang masuk
dan menjalani hukuman di LAPAS, Ketika menyandang predikat sebagai mantan
narapidana maka yang bersangkutan dianggap telah selesal menjalani pidana penjara
berdasarkan kepubusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan memperhatikan rumiusan norma di atas dikaitkan dengan Surat Keterangan dar
Lermbaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin, yang menyebutkan tanggal pembebasan
bersyarat Agusrin Maryono adalah & November 2014 maka sejak tanggal itu sebenamya
Agusrin Maryono sudah dapat dikatakan sebagai mantan narapidana. Selanjutnya, oleh
karena telah melampaul masa jeda 5 (lima) tahun, maka tidak ada halangan bagl yang
bersanglutan untulk mencalonkan dirl sebagas Pasangan Calon Gubermur dan Wakil
Gubernur Provins! Bengkuly Tahun 2020. Selain ity juga disisi lain dasar hukum yang
dipergunakan adalah PKPU Nomor 1 Tahun 2020, tentang Perubshan Ketiga atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomar 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilinan
Gubermur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wallkota dan Walkil
Walikota dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
735/P.L.02.2-50/06/KPU/TH/2020 tertanggal 5 September perihal Penjelasan Mantan
Terpidana. Bukti 42

Dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 1 angka 21 menyebutkan babwa: “mantan
terpidana adalah orang yang sudah selesal rmenfalani pidana, dan tidak ada hubungan
secara feknis {pidana} dan administrative dengan menter yang menyslanggarakarn
wrusan pemerintahan of bidang hukum dan hak asasi manusia”.

Pasal 4 ayat (2a) menyebutkan bahwa ©

Svaral fdak pemah sehagal terpidana sebagaimana dimaksud pads Pasal 4 ayat 1
hurcf (1) dikecualian bagi m.anmtan lerpidana yang diancam dengan pidana perijiara 5
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(Tima) tahun ataw febit yang telah melewati jangks wakty 5 (ima) tahun sefelah selesal
menj@an Nigena peniva bemBsarkan putusan pengadiian yang felah mempurmyal
kekuatar hukum tetap,

Pasal 4 ayat (2e) menyebutkan bahwa :

Vangka wakty 5 (Wma) fahun felah seless menjaland pidana penjara sebagaimans
dimeaksud pady ayat (2a) terhifung sejak tangoal bakal cafon yang bersangkutan felal
selesal menfalan pioananya sampal dengan pads saal pendafiaranmya sebagal bakal
calon®,

Berdasarkan penjelasan di atas KPU mendasarkan dalil selesal menjalani hukuman ftu
bukan pada pembebasan bersyarat melainkan tanggal bebas akhir yaitu tangoal 12
Desember 2015, sehingga berdasarkan ketentuan norma di atas, Agusrin Maryono
dianggap belum memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubemur Provinsl Benghkulu Tahun 2020, cleh karena |tu maka
berdasarkan hal tersebut di atas menimbulkan suatu pertanyaan, yang mana lebih kuat
kadudukannya Fatwa Mahkamah Agung atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum
dan/atau Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum. Jika menyoalkan kedudukan Fatwa
Mahkamah Agung, kendatipun bukan Putusan Hakim ( Wonfis) yang mengikat secara
hukum kepada para pihak yang berperkara; namun kekuatan mengikat Fatwa
Mahkamah Agung bersifat etik. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum atau peraturan
it baru bermakna jika dapat dikembalikan kepada prinsip atau asas yang sarat dengan
muatan etik didalamnya. Fatwa Mahkamah Agung berfungsi untuk memberikan solusi
atas masalah hukum yang urgen yvang diajukan oleh oleh slapa pun, dalam hal inj
termasuk oleh Bawaslu Republik Indonesia dalam penyelesaian perselisihan pemibu.
Fakta hukumnya babwa Fatwa Mahkamah Agung ity muncul atas pennintaan dar
bawaslu Republik Indonesia sendin. Dengan demikian, Fatwa Mahkamah Agung
mengikal secara etis dan seyogyanya dijalankan dan dipatuhi oleh Bawaslu Republik
Indonesia berikut jajarannya sampal ke dasrah.

Sedangkan Peraturan Komisi Pernifihan Umum dan/atau Surat Edaran KPU adalah dasar
hukum dan pedoman bagl KPU dalam penystenggaraan pemilu pada setiap kevel jajaran
KPU mulal darl Pusat sampal daerah. Beberapa catatan terkait dengan rumusan norma
yang dijadikan dasar oleh KPU sebagaiman tersebut di atas, Pertama, Bahwa KPU tidak
seharusnya membuat norma baru danfatau membuat penafsiran  hukum untuk
melakiskan pembatasan terhadap hak asasi seseorang untuk memilih dan dipilih. Kedua;
Bahwa Kewenangan membuat aturan larangan mantan narapidana koruptor jkut Pilkada
2020 ada di t@ngan Dewan Perwakilan Rakyat, bukan di tangan Komisi Pernilihan
Limum. Permmbatasan hak-hak warga negara menjadi kewenangan pembentuk Undang
Undang. Sedangkan tugas Komisi Pemilihan Umum yakni wajib menjaga administrasi
periyelenggaraan  pemily/PILKADA saja, bukan membuat politik penyelenggaraan
pemily, karena ity wilayahnya Dewan Perwakilan Rakyat. Maka berdasarkan dali-dali
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sebagaimana tersebut di atas, maka janganlah hak seseorang yang dijarnin dengan
undang-undang itu dirampas oleh Peraturan Komisi Perndihan Umum danfatau Surat
Edaran Komis Pemilihan Umum, biardah rakyat sendii yang memutuskan apakah
seorang mantan narapidana pantas untuk tampil memimpin daerah khususnya Provinsi
Benghudu,

Sedpin itw juga Ahl hukum pidana Universitas Mataram Prof. Dr. Gatot Dwi Hendro
Wibowo dalam kesimpulan legal opinion sengketa Pilkada serentak df Bawaslu Dompu
tanggal 3 Oktober 2020 menyatakan :

“Bahwa bafk norma permbebasan bersyarat™ maupun “bebas akhir™ dalam penentuan
selesaimya  meniaan  pidena  perpara;  sama-sama o memild desar Mok dae
arglrnentas yang oskup kual balkan dapal ditaiakan bahwa Kedua normna bk
tersebut bukan merupakan sebush pilthan (altermative) namun bersifal akurnuialit
artinya kedua norma lferseiant bersifat komplementer, saling mendukung dan  toak:
saling menegaskan saly sama lain; ", Bukti P43

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas hendaknya Bawaslu Provinsi Bengkubu periu
mempertimbangkan solusi "jalan tengah® sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah
Konstitusi di atas. Artinya bdak lagi mempersoalkan “pembebasan bersyarat” atau
"bebas akhir®. Hal inl memperoleh pembenaran secara teortik babwa jka teradi
"kejemuan” dalam melaksanakan kepastian hukum, masih ada nilal dasar hukum lain
yang harus dipertimbangkan yakni nilal dasar kemanfastan dan nilal keadilan
didalamnya, Selain fu juga Bahwa hukum (dalam arti sempt juga termasulk peraburan)
sesungguhnya  adalah  instrument atau alat saja bukan tujuan. Tujuan. yang
sesungguhnya adalah menciptakan keadilan, keharmonisan, keseimbangan, dan
kedamalan dalam masyarakat, Dalam kasus-kasus tertentu, hukum juga berfungsi
sebagal Taw as a foof of social engineering”. Merupakan teon yang dikemukakan oleh
Roscoe Pound, yang berartl hukum sebagal aiat pembahaman dalam masyarakat, datam
tstilah ind hukum déharapkan dapat berperang merubah nilai-nilal sosial dalam
miasyarakat.

Jawaban termohon

Pandangan pemohon yang menyatakan bahwa dirnya telah melaksanakan pidana
sefama 5 tahun tidak terikat dengan adanya putusan MK Nomor S6/PUL-XVIL2019
(Bukti T.8) menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf (g) Undang-Undang No. 10
Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubermur, Bupati dan Walikota menjadl Undang-Undang tersebut
bertertangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahisn 1945,
hukum mengikat, adalah tidak tepat dan tidak beralasan,
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Bahwa dalam Putusan MK tersebut menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf (g) Undang-
Undang No. 10 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupatl dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Uindang-Undang Dasar
1945 dan tidak mempurnyai hukum mengilkat secara bersyarat sepanjang tdak dimaknai
fevaft melewaly jangka wakiy 5 tahun sefelah mantan ferridana selesal menjaiany poang
penjara  berdsarkan  pufusan  pengadiian  yang  mernpunyad  kekuatan | hokum
Pemohon memahami bahwa status mantan narapidana adalah seseorang yang telah
permah menjalani pidana hilang kemerdekaan o lapas dan ketika sessorang yang
berstatus bebas bersyarat karena telah pernab menjalani pidana di dalam lapas maka
dikategorikan mantan narapidana sebagaimana fatwa Mahkamah Agung  yang
menyatakan bahwa pembedaan istilah didasarkan kepada permah tidaknya dipidana
seseorang masuk dan menjalani hukuman di lapas. Dan ketika menyandang predikat
sebagal mantan narapidana maka yang bersangkutan dianggap telah selesal menjakani
pidana penjara berdasarkan keputusan hakim yang mempunyal kekuatan hukum tetap.
Dalil ini juga dijadikan pandangan pemohon bahwa tanggal 06 November 2014 status
pemohon sudash sebagal mantan narapidana dan telah melampawi masa jeda 5 tahun
sehingga menilai dirinya dapat mengikutl pencalonan sebagal pasangan calon.

Bahtwa Pubusan ME Nomor S6/PUU-XNVTT2019 tersebut telah dadops! dalam Peraturan
KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubermur dan Wakil Gubermur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diatur kembali
dengan Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-kpt/O6/KPUVITL/2020 tentang Pedoman
Teknis Pendaftaran, penefiian dan Perbaikan Dokumen Persyvaratan, Penetapan, serta
Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wallkota tanggal 24 Agustus 2020 begitu
pula dengan fabwa Mahkamah Agung sepanjang yang mendefinisikan frase kata
“mantan terpedana dan mantan narapidana’

Mamun pemohon mendallkan babwa berdasarkan Surat keterangan Lapas Klas 1
Sukamiskin Momor W11.PAS PAS.1-PK.01.01.02-7301 tertanggal 15 September 2020
yang menerangkan bahwa Agusrin Maryono bebas bersyarat pada tanggal 6 Novernber
2014 dan menilal telah lewat 5 tahun dan culup waktu untuk mengajukan pendaftaran
sehagal calon Gubermur dan Wakil Gubermur Bengkulu Tabun 2020, hal ini
bertentangan dengan Pasal 1 angka 21 Peraturan KPU Momor 9 Tahun 2020 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walkil Bupati dan/atau Walikota dan
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Wakil Walikota dan poin D pengertian umum angka 17 Keputusan KPU Momor
394/PL.02.2-kpt/D6/KPU/VIIL2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan
Perbalkan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakll Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota tanggal 24 Agustus 2020 yang menerangkan “mantan terpsdana adalah
arang yang selesa menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana)
dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan unisan pemerintahan di
bidang hukum dan hak asas| manusia”®,

Lebih dalam lagl berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 32
Tahun 1999 (bulkti T.9) tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan
permasyarakatan Pasal 44 aval 2 menyebutkan pembebasan bersyarat dapat dicabut
oleh menterl atas usul kepala bapas dalam hal melanggar ketentuan mengenal
pembetasan bersyarat dan Pasal 47 ayat 1 huruf a yang menyebutkan masa selama
berada diluar lapas tidak dihitung sebagal masa menjalani pidana; dan huruf b unbuk
tahun pertama setelah dilakukan pencabutan pembebasan bersyarat bdak diberikan
remis| cuti menjelang bebas dan cutl mengunjungl keluarga

Selanjutnya memperhatikan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : PAS
— 333,PK.01.05.06 Tahun 2014 tanggal 24 Jull 2014 (bukti T.10) yang menyatakan
bahwa huruf | tanggal bebas akhir jatuh pada tanggal 12 Desember 2015 sedangkan
yang bersanglutan mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 06 November
2014 namun masa percobaan berakhir pada tanggal 12 Desember 2016 sehingga KPU
Provinsi Bengkudu menilai dalam rapat pheno kepada pamohon telah lepas dari hubungan
administratif dengan Menterl Hukum dan HAM yaitu setefsh tanggal 12 Desember 2016,
Dengan demikian, sefama pemohon menjalani pembebasan bersyarat statusnya sebagai
warga binaan BAPAS,

Sehubungan dengan pendapat hukum Ahll hukum pidana Universitas Mataram Prof, Dr.
Gatot Dwi Hendro Wibowo dalam kesimpulan legal opinion sengketa Pilkada serentak &
Bawashu Dompu tanggal 3 Oktober 2020 menyatakan :

“HBahwa baik norma pembebasan bersyaral”™ maupun "belas akihir” dalam penentLian
selesainya  menjalany  piding  penjara; sama-sama  memi  dasar  hukum  dan
argumentas! yang cukup kuat, bahkan dapat dikatakan bafma kedua norma hukum
tersebut Bukan merupakan sebuah piihan (attemative) namun bersifal akumuiat;
artirva kool norma fersebult bersifal komplemenier, saling mendukung dan tidak saing
menegaskan satu sama lain;", Bukti P-43

Termohon tidak sependapat mengingat pendapat ahli hukum pemaobion hanya terikat
pada Bawaslu Dompu sehingga tidak bisa digeneralisic dalam perkara ini, Mengingat
pembebasan bersyarat berdasarkan Pasal 1 angka 21 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun
2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakll Gubamur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
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Walikota dan Wakil Walikota dan poin D pengertian umum angka 17 Keputusan KPU
Momor  394/PLOZ. 2-kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran,
Penelitian dan Perbaikan Dolumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Momaor
Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wallkota dan Wakil Walikota tanggal 24 Agustus 2020 mengatur secara rincl hubungan
teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sehingga pembebasan bersyarat
miasih terikat oleh hubungan administratif dengan menteri tersebut.

Bahwa pada saat masa perbalkan dokumen syarat calom, Agusdn Maryono tefah
menyerahkan dokumen perbalkan syarat calon berupa surat keterangan bebas bersyarat
yang dikeluarkan oleh BAPAS Kelas 1 Sukamiskin dan telah diperbaiki menjadi surat
keterangan bebas bersyarat yang dikeluarkan oleh LAPAS Kelas 1 Sukamiskin tertanggal
15 September 2020 dan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umurm Provinsi Bengkulu
pada tanggal 16 September 2020, akan tetapi faktamya dokumen perbaikan syarat calon
tersebut tidak dilaksanakannya Verifikas: ulang/kembali oleh KPU Provinsi Bengkulu
adalah Cacat Hukum dan Batal Demi Mukuwm, cleh karena ity sudah jelas dan
terang bahwa perbuatan KPU Provinsi Bengkulu sedah bertentangan dengan Lampiran
ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020
halaman 5 angka 3 tentang Perubahan Ketiga atas Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum. Republk Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tahapan, Program dan ladwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walkil Bupati;
dan/atau Wallkota dan Wakil Walikota Tahun 2020 pada halaman 5 dan 4 angka (3)
tentang Verifikasi Pencalonan dan Syarat Calon pada hurup (J). yang yang berbunyi
bahwea: Masa Verifikasi Dokumen Perbaikan Syarat Celon yaitu pada tanggal 16 s/d 22
September 2020, Bukti P-34

Jawaban termohon

Bahwa pendapat pemohon yang menvatakan KPU Provinsi Bengkulu telah bertentangan
dengan PKPU 5 Tahun 2020 adalah tidak tepat mengingat dokumen perbaikan yang
diajukan pemohon telah dilakukan verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil
Perbaikan persyaratan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubemur Berghulu
Tahun 2020 (bukti T.11) dan berdasarkan Poin B angka 2 BAB IV Keputusan KPU
Nomor 394/PL.O2.2-kpt/OS/KPUNVILL2020 tentang Pedoman Telnis Pendaftaran,
Penalitian dan Perbalkan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor
Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakll Bupati, dan/atau
Wallkota dan Wakil Walikota kemudian pada tanggal 24 Agustus 2020 menyatakan KPU
Provinsi melakikan penelitian terhadap dokumen persyaratan calon yang telah
dinyatakan diterima pada saat perbaikan namun tidak meneliti dokumen persyaratan
calon yang tefah dinyatekan lengkap atau memenuhl syaral, kecusll mendapatian
rekomendasi darl Bawaslu Provinsi atau laporan tertulis dari masyarakat.... dst,
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Sehingga tidak tepat bila langkah-langkah verifikasi ulang berkas perbaikan i dinilai
cacat hukum dan batal demi hukum, oleh kerenanya dalil pemohon tidak berdasar
hukism dan layak diabaikarn,

b. Babwa Hasll Pemeriksaan keabsahan dokumen keterangan telah seless menjalani
pidana penjara darl lembaga pemasyarakatan, yang mana dokumen keterangan tersebut
oleh Komisi Pemillhan Umum Provinsi Benglulu dinyatakan tidak memenubl syarat
adalah tidak beralasan hukum, karena tugas darl KPU Prowvinsl Benghulu adalah
melaksanakan pemerksasn keabsahan dokumen dan melakukan verifikasl Fakbssl
terhadap dokumen-dokumen yang menjadl svarat unfuk menjadi pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubemiur Tahun 2020, tapi faktanya KPU Provinsi Bengkubu tidak
melaksanakan verifikas faktual terhadap dokumen Surat Keterangan telsh selesal
menjalani pidana penjara, melainkan KPU Provinsi Benghkulu melakulan pansbahan
Prase Bebas Akhir menjadi Bebas Murni, yang mana pada tanggal 09 September
2020 Komisi Pemilihan Umum Provins Bengkulu melakukan verifikasl terhadap Surat
Keterangan yang dikeluarkan oleh LAPAS Kedas 1 Sukamiskin untuk meminta data warga
binaan permasyarakatan yang telah bebas An. Agusrin Maryono Najamuding,d serta pada
tanggal yang sama phak LAPAS kelas 1 Sulamiskin mendapat permintaan dan konsep
surat yang sudah disiapkan oleh Komisl Pemnilhan Umum Provinsi Bengkuly untuk
merubah Prase Bebas Akhir menfadi Bebas Murnd inl sudah jelas dan terang bahwa
perbuatan KPU Provinsi Bengkudu sudah melebihl kewenangannya dan telah melanggar
ketentuan hukum yang berlaku baik pidana maupun hukum lainmya. oeh karens fu
Eomisi Pemilihan Umum  Provins] Bengkulu tdak beralasan hukum untuk tidak
menetapkan Bakal Pasangan Calon Agusrin Maryono dan Imron Rosyadi sebagal
Pasangan Caton Gubermur dan Wakil Gubernur tabun 2020; Bukti P-33
Jawaban termohon
Bahwa dalil yang menyatakan frase bebas akhir menfadi bebas mumi dalam surat
keterangan Nomor W11, PAS PAS 1-PK.01.01.02. tertanggal 9 September 2020 (bukti
T.12) yang dikeluarkan oleh Kepala Lapas Klas 1 Sukamiskin tidak menjadi kewenangan
KPU Provins! Bengkulu untuk merubah frase kata tersebut. Dimana surat inl pun tidak
menjadikan KPU Provinsi Bengkulu untuk berpatokan pada frase kata bebas murni
melainkan pada tanggal yang ditentukan dalam Surat Keputusan Menter Hukum dan
HAM RI Nomor : PAS — 333.PK.01.05.06 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014 Kolom 3 huruf
|, yaitu tanggal bebas akhir tanggal 12 Desember 2015 oleh karenamya verifikasi ini
telah dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu dan Tim Pokja sebagaimana dituangkan ke
dalam Berita Acara Klarifikas! (bukti T.13).

Untuk Iy, dalil yang diajukan oleh pemohon Gdak berdasar hukum dan tidak perlu
dipertimbangkan.

7. Bahwa Setelah melakukan Marfikasl terhadap dokumen persyaratan calon oleh Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Benghkulu dissmpulian babwa Agusrin Maryono belum melewati
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jangka wakiu 5 (lima) Ehun setelah selesal menjalani pidsnanya sampai dengan pada
saal pendaftaran sehagai bakal cajon adalah tidak: beralasan hukum karena Agusrin
Maryono adalah mantan narapidana yvang sudah bebas darl hukuman lebih dani 5 tabun
sebagaimana yang tertuang didalam surat keterangan darl lapas sukamiskin yang
menyatakan bahwa Agusrin Maryono pada tanggal 06 Movember 2014, dibebaskan
karena mendapatkan Pembebasan Bersyarat, Bukti P-5, P-6, P-9, P-32 Pembebasan
bersyarat sebagaimana tertuang dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 12 tahin, 1995 tentang Pemasyarakatan pada halaman 9 huruf (k)
yang dimaksud dengan Pembebasan bersyarat adalah Bebasnya Narapidana Setelah
Menjalanl sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya dengan ketentuan 2/3 tersebut
tidak kurang darl 9 (Sembilan) bulan, Bukti P-39 yang mana hal tersebut diperkisat
berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung yang diajukan oleh Kebsa Badsn Pengawas
Pemilthan Umium Republik Indonesia MNomor 30/Tuaka Pid/TX/2015 teranggal 16
September 2020, Bukti P-19, yang berbunyl: seseorang yang berstatus bebas bersyarat,
karena telah pemah menialani Pidana di dalam LAPAS, maka dikategorikar sebagal
Mantan Mara Pidana, dan selain itu juga diperkuat dengan Peraturar Komisi Pemilihar
Urmum, Republik Indonesia (PKPU) Nomor: 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ke empat
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan
Pemilihan Gubermur dan Wakil Gubermur, Bupati dan Wakil Bupati; dan/atau Wallkota
dan Wakll Wallkota Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: Warga Negara Indonesia dapat
menjadi Calon Gubemur dan; Walkil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota
dan Wakil Wallkota dengan memenuhl persyaratan sebagaimana tertuang pada huruf
{g) yang berbunyi : Bagi mantan Terpidana yang telah seless menjalani masa
pemidanaanya wajib secara jujur atau terbiuka mengemukakan kepada publikc Bukti P-
36 Selain itu juga diperkuat dengan Putusan MK No.4/PUL-VTIL/2009 yang berbunyi; Bagi
Mantan Narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemulkakan kepada publik bamva
yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Buktl P-28 hal ini telah dilskukan oleh
Agusrin Maryono pada media cetak Rakyat Bengkulu pada hari sabtu, 5 September
2020, Buktl P-29 selain itu juga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitus! Nomor:
56/PUL-XVIL/2019 yang berbunyi : Bagi mantan terpidana telah melewatl janglka waldtu
S tahuri setelsh mantan terpidana selesal menjalani pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyal keluatari hubum tetap dan secara jujur atau
terbuka mengumumikan mengenai laar belakang jatl difiya sebagal mantan terpidana;
Bukti P-30. Selain itu juga salah satu contoh kasus terhadap Huluman yang dijatuhikan
terhadap Anas Urbaningrum di tingkat Peninjauan Kemball (PK) yang diadili olsh Wakil
Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Hakim Agung Sunanto dan anggota majelis
adalah Andi Samsan Nganro dan "Prof M. Asin yang berbumyl: Pencabutan. hak Politik
tidak boleh dipifia selama 5 (lima) tahun Sejak Bebas dari Penjara, terhadap Anas
urbaningrum nl sudah jelas dan terang bahwa berarll sesenrang itu kalau sudsh bebas
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dari penjara orang tersebut sudah bebas dari hukuman, contoh kasus Anas Urbaningrum
ini dia terhitung di cabut hak politiknya tidak boleh dipiiih selama § (lima) @hun, artinya
bahwa Anas Urbaningrum setelah bebas darl penjara dia sudah kategori tidak lagi
dihuboumn. Bukti P-40

Maka berdasarkan dadil tersebut i atas sudah Jelas dan Terang yakni mantan
narapidana dihitung dari tanggal bebas dan Penjara, karena jika menggunakan
perhitungan darl bebas akhir dan selesal menjalankan pembebasan bersyarat, maka
akan mengandung multi tafsir, sebagaimana yang terjadl pada salah satu contoh
saudara Yusak Yaluwo,5.H.M.5i yang mencalonkan dirl sebagal Bupati Boven Digoel
Papua tahun 2020, dimana Yuzak Yaluwo diputus Oleh Mahkamah Agung dalam perkara
TIFIKOR pada 11 September 2013, dan di vonis hukuman Pidana Selama 4 tahun 6
bulan, sedangkan Bebas Akhir pada tanggal 26 Januari 2014, serta keluar penjara pada
tanggal 7 Agustus 2014 dan bebas bersyarat pada tanggal 26 Januarl 2017, jika
menghitung dari bebas akhir maka bebas akhir Yusak Yaluwo tanggal 26 Januari 2014,
sedanghkan yang bersangkutan keluar dan penjara pada tanggal 7 Agustus 2014, maka
tidak murgkin menghitung jeda 5 Bhun dari bebas akhir, karena Yusak Yaluwo sudah
dinyatakan bebas akhir tapi masih berada di dalam LAPAS, fakta hukumnya temyata kita
lihat dalam perkara Yusak Yaluwo,S5.H. M5 dinyatakan Memenuhi Syarat okeh KPUD
Boven Digoel untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta serta Penetapan Nomar
Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupatl dan Wakil Bupall Kabupaten
Boven Digoel Papua Tahun 2020, Bukti P-25, Bukti P-37,P-38

Maka Sebagal permbanding yang mana Agusrin Manyono df putus oleh Mahkamah Agung
dalam perkara TIPIKOR pada tanggal 10 Januar 2012 dijatuhkan hukuman Pidana
selama 4 tahun dan keluar penjara pada tanggal & Movember 2014, serta bebas akhir
pada tanggal 12 Desember 2015 dan bebas bersyarat pada tanggal 12 Desember 2016,
kalau dilihat dari posisi kasus tersebut maka yang menjadl pertanyaan bagi Pemohon
dasar dan alasan hukum apa bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang
menetapkan Agusnin Maryono tidak Memenuhi syarat untuk menjadl Gubernur Provinsi
Benghulu tahun 2020, sebab jika dilihat darl sisi Agusrn Maryono keluar dari penjara
yakni pada tangga! & November 2014 maka Agusrin Maryono telah memenuhl syarat
untuk menjadi calon gubernur, karena yang menjadl dasar hukumnya adatah Fabwa MA
Nomor : 30/Tuska PdT2015 dimana fatwa tersebut adalah jawaban atas
permohonan dari Ketua Badan Pengawas Pemillhan Umum Republik Indonesia yang
merupakan acuan dan yurisprudensi bagl Badan Pengawas Pemilihan Umum yang
berada di seluruh Republik Indonesa baik ProvinsiKota maupun Kabopaten, oleh
karena itu maka berdasarkan dalil tersebut di atas sudah jelas dan terang bahwa Komis:
Pemilihan Umum Provinsl Bengkuiu tdak ada alasan hukum untuk tidek menetapkan
Agusrin Maryono sebagai Calon Gubemur Provinsi Bengkulu tahun 2020;
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Jawaban termohon

Pandangan pemofwon yang menyatakan bahwa dirinya telah melaksanakan pidana
selama 5 tahun tdak terikat dengan adanya putusan MK Nomor S6/PUL-XVIL2019
menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf (g) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Momor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang tersebut
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
Mahkamah Konstitusi juga menilal babwa pasal tersebut tidak mempunyal kekuatan
hukum mengikat, adalah tidak tepat dan tidak beralasan.

Bahwa dalam Putusan MK tersebut menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf (g) Undang-
Undang No. 10 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomaor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wallkota menjadi Uindang-Lindang
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
1945 dan tdak mempunyai hukum mengikat secara bersyarat sepanjang bidak dimaknai
feials melewali jangka wakty 5 tahun sefedah mantan ferpidana seiesal menjaland pidana
penjfara  berdasarkan pulusan  pengadiian  yang  mempunyal  kekuatan  hukom
Pemohon memahami bahwa states mantan narapidana adalah seseorang yang telah
pernah menjalani pidana hilang kemerdekasn di lapas dan ketika sessorang vang
berstatus bebas bersyarat karena telah pernah menjalani pidana di dalam lapas maka
dikategoriban mantan narapidana sebagaimana fabwa Mahkamah Agung yang
menyatakan bahwa pembedaan stilah didasarkan kepada pemah tdaknya dipidana
seseprang masuk dan menjalani hukuman di lapas. Dan ketika menyandang predilat
sehagal mantan narapidana maka yang bersangkutan dianggap telah selesal menjalani
pidana penjera berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap,
Dalil inl juga dijadikan pandangan pemohon bahwa tanggal 06 November 2014 status
permohon sudah sebagai mantan narapidana dan telah melampaui masa jeda 5 tahun
sehingga menilal difnya dapat mengikuti pencalonan sebagai pasangan calon.

Bahwa Putusan MK Nomar 56/PUL-XVIL/2019 tersebut telah diadopsi dalam Peraturan
KPU Momor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomaor 3
Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubemnur dan Wakil Gubermur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau ‘Walkota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diatur kemball
dengan Keputusan KPU Nomor 394/PLOZ.2-kpt/06/KPUVIIL/2020 tentang Pedoman
Teknis Pendaftaran, penelitian dan Perbalkan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta
Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubemur dan Wakll Gubemur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/astau Walikota dan Wakil Walikota tanggal 24 Agustus 2020 begitu
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pula dengan fatwa Mahkamah Agung sepanjang yang mendefinisikan frase kata mantan
terpidana dan mantan narapidana,

Mamun pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan Surat keterangan Lapas Klas 1
Sukamiskin Momor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-7301 tertanggal 15 September 2020
yang menarangkan babwa Agusrin Maryono bebas bersyarat pada tanggal 6 November
2014 dan menilal telah lewat 5 tahun dan cukup waktu untuk mengajukan pendaftaran
sebiagai calon Gubernur dan Wakil Gubemur Benghulu Tahun 2020, hal ini bertentangan
dengan poin D pengertian umum angka 17 394/PL02.2-kpt/D6/KPU/NVTIL/2020 tentang
Pedoman Teknls Pendaftaran, Peneliian dan Perbalkan Dokumen Persyaratan,
Penetapan, serta Pengundian Nomor Unut Pasangan Calon Gubermur dan  Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, danfatau Walikota dan Wakil Walikota tanggal 24
Agustus 2020 yang menerangkan “mantan terpidana adalah orang yang selesai
menjalanl pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif
dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bedang Hukum dan
Hak Asasi Manusia®,

Selanjuinya memperhatikan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor ; PAS
- 333.PK.01.05.06 Tahun 2014 tanggal 24 Jull 2014 yang menyatakan bahwa huruf |
tanggal bebas akhir jatuh pada tanggal 12 Desember 2015 sedangkan yang
bersangkutan mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 06 November 2014
namun masa percobaan berakhir pada tanggal 12 Desember 2016 sehingga bagi
pemohon telah lepas dari hubungan administratif dengan Menteri Hukum dan HAM yaitu
setedah tanggal 12 Desember 2016.

. Balwwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbalkan Persyaratan calon Pemifihan

Gubernur dan Wakil Gubemur Tahun 2020 vang menvatakan hasil pemeriksaan
keabsahan Surat Keterangan telah selesal menjalani pembebasan bersyarat, cuti
bersyarat atau cubh menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, Tidak
Memenuhi Syarat adalah tidak beralasan hukum karena berdasarkan lampiran mioded
TT.1-EWE tanda terima pendaftaran bakal pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakll Gubernur Provinsi Benglkudu Tahun 2020 pada point 17 hanya menjelaskan
sural keterangan telah selesal menjalani pembebasan bersyarat, cutlh bersyarat atau cutl
menjelang bebas dan kepala badan pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat
pembebasan bersyarat, cutl bersyarat atau cutl menjetang bebas, sehingga sudah jelas
dan terang babwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tidak ada dasar
hukum yang jelas yang digunakan sebagal dasar untuk tdak menetapkan Bakal
pasangan Calon Agusrn Maryono dan Imron Rosyadi untuk ditetapkan sebagal
Pasangan Calon Gubermur dan Wakil Gubermur tahun 2020; Bukti P-31

Jawaban termohon

Bahwa pendapat pemohon yang menyatakan KPU Provinsi Bengkulu telah bertentangan
dengan PEPL 5 Tahun 2020 adalsh bdak tepat mengingat dokumen perbaikan yang
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digjukan pemohon telah dilakukan verifikasl yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil
Perbaikan persyaratan bakal pasangan calon Gubermur dan Wakil Gubernur Benglulu
Tahun 2020 dan berdasarkan Poin B angka 2 BAB IV Keputusan KPU Momor
J394/PL.02.2-kpt/O6/KPU/VITL 2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Peneliian dan
Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauy Walikota dan
Wakil Wallkota tanggal 24 Agustus 2020 menyatakan KPU Provinsi melakukan penelitian
terhadap dokumen persyaratan calon yang telah dinyatakan diterima pada saat
perbalkan namun tidak meneliti dokumen persyaratan calon yang telah dinyatakan
lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapatkan rekomendasi dan Bawashu Provinsi
Sehingga tidak tepat bila langkah-tangkah verifikasi ulang berkas perballan ini dindlai
cacat hukum dan batal demi hukum, oleh karenanya dalll pemghon tidak berdasar
hukum dan layak diabaikan,

Bahwa salah satu contoh Bakal Pasangan Hipni - Melin yang ikut dalam pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 yang tidak diloloskan oleh KPU
Kabupaten Lampung Selatan sebagai Pasangan Calon, masa Bakal Pasangan Calon tidak
menerima terhadap Keputusan KPL Kabupaten Lampung Selatan maka Bakal Pasangan
Calon Hipnl - Melin mengajukan Permohonan Penyelesalan Persefisihan ke Bawash
Kabupaten Lampung Selatan yang akhimya Bakal Pasangan Calon Hipni - Melin lolos ikut
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan yang diputuskan oleh Bawasiu
Kabupaten Lampung Selatan, hal inl karena KPU Lampung Sefatan tidak bisa menjamin
hak konstitusi warga Negara yang mana sudah jelas bahwa di dalam PKPU Nomor 9
Tahun 2020 sudah jelas dan tegas menyebutkan menjalani pidana penjara. Jika ada
frase yang dihilangkan dan melakukan penafsican sendid, ini merupakan bentuk
pelanggaran sumpah jabatan, karena yang dapat menafsirkan peraturan dibawah
undang-undang adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitus. Bukti P-44
Jawaban termohon

Bahwa pemohon mendalilkan adanva bakal pasangan calon Hipni dan Melin diloloskan
cleh KPU Kabupaten Lampung Selatan sebagal pasangan calon berdasarkan PEPU
Nomor 9 Tahun 2020 karena pasion tersebut telah selesai menjalani pidana penjara.
Termohon menyatakan dalil pemohon adalah sesat mengingat Pasal 1 angka 21 PKPU
Nomor 9 Tahun 2020 tidak terbatas pada frase kata “telah selesai menjalani pidana
penjara” melainkan ada sambungan kata vang tidak dapat dipisahkan artinya secara
gramatikal yaitu "........tHdak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif
dengan menterl yang menyelenggarakan urusan pemerntahan di bidang hukum dan
hak asasi manisia sebagaimana statis pemohon sebagal mantan terpidana dalam Surat
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor ; PAS — 333.PK.01.05.06 Tahun 2014
tangoal 24 Juli 2014 yang menyatakan bahwa huruf | tanggal bebas akhir jatub pada
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tanggal 12 Desember 2015 sedangkan yang bersangkutan mendapatkan pembebasan

bersyarat pada tanggal 06 November 2014 namun masa percobaan berakhir pada

tanggal 12 Desember 2016 sehingga bagi pemohon lelah lepas dari hubungan

administratif dengan Menter Hulkum dan HAM yaitu setelah tanggal 12 Desember 2016,

Atas dalil yang diajukan pemohon tersebut pasangan calon Hipni dan Melin tidak dapat

dipersamakan dengan status pemohon pada saat pendaftaran obeh karenanya dalil

pemahon ini juga harus ditolak karena tidak berdasar (sengketa a quo).

Semua dalil-dalil yang diajukan pemohon yang belum termohon jawab bukan dianggap

termobon menerima namun pada prinsipmya termohon menolak semua dalil.

Bahwa proses yang telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Bengkulu semua dilakuskan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kepada semua

orang dianggap mengetahul sejak peraturan tersebut diundangkan hal ini sejalan

dengan azas legalitas dan azas hal-hal umum tidak periu dibuktikan { nofodr wedten).

PETITUM

Berdasarkan uralan dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi

Bengkulu untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruboya

- Menetapkan berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Benglulbu
Momor 1253/PL02.3-BA/17/Prov/T¥/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta
Perniliban Gubernur dan Wakil Gubemur Benghkulu Tahun 2020 sah menurut hukum,

- Apabila Bawash Provinsi Benghulu berpendapat |ain mohon Putusan yang seadil-
adilnya (ex asguo ef bona),

Demikdanlah jawaban Termohon, dengan harapan Bawasiu Provinsi Benghulu dapat

segera memeriksa dan memutuskan permohonan inl seadil-adilnya.

C. BUKTI
a. Bukti Surat atau Tulisan
1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukt
berupa fotokopd surat dengan meteral cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.1
sampal dengan P47,
Kode Keterangan
Bukti
P.1 Keputusan Komisi Pemillihan  Umum  Provinsl  Bengkuli  Nomaor,
57/P1.02.3-5.Py/17/Prov/D{/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon
Peserta Pemilihan Gubermiur dan Wakil Gubernur Benglkulu Tahiwn 2020
P2 Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 1253/P1.02.3-8BAS17/Prov/TX/2020
Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubermur Dan
Wakil Gubemur Bangkuly Tahun 2020
P21 Permohonan Hasil Pleno  Penstapan  Paskon  Nomor:  041TR-
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AlR/Benghulu/TX/2020

P3 Berita Acara Peneliian Perbalkan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (Model BA. HP
Perbalkan-KWK)

P4 Lampiran Berita Acara Peneliian Perbatkan Persyaratan Calon Dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemnur Provinsi Bengkulu Tahun 2020
(Lamnpiran Model BA_HP Perbaikan-KWK)

P.5 Surat Keterangan Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-0420 Tanggal
16 Januari 2020 Tentang Surat Keterangan Bebas Menjalani Hukuman
Penjara

P.6 Surat Keterangan Nomor: W.11,PAS PAS 31.PK.01.01.02-7301, Tanggal
15 September 2020 Tentang Pembebasan Bersyarat Serta Telah
Menjalani Bebas Bersyarat

P.7 Berita Acara Hasll Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon
Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 (Model
BA.HP-EWK ]

P8 Lampiran Berita Acara Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan
Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubermur Provinsi
Bengkidu Tahun 2020 (Lampiran Model BA.HP-KWK)

P.9 Surat Keterangan Nomor: W11.PAS.PAS.01.01-7267, Tanggal 09
September 2020 Tentang Bebas Akhir Menjadi Bebas Murni Atas
Permintaan Komisl Pemikhan Umum Provinsi Bengkulu Terhadap Lapas
Kelas 1 Suka Miskin

P10  Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 48/PUU-
XVII/2019

P.11  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan

P12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupatl, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang

P13  Putusan Mahkamah Konstmtusi Republik Indonesia Nomor: 42/PUL-
¥I11/2015

P14  Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 56/PUL-
¥I1/2014

P.15  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Penetapan Peraluran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Momor 1
Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Megara Dan Stabilitas Sistem

Halarman | 41




P.16

P.I7

P.18B

P13

P.20
P.21

p.22

P.23

P.24

P.25
P.26

P.27

P.28

P.29

P.30

Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corong Vius Dissase 20019
(Covig-19) danfatau Dalam Rangka Menghadapl Ancaman Yang
Membahayakan Perekonoenian Nasional dan/atau Stabilitas Sistern
Keuangan Menjadi Undang-Undang

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomaor
2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wallkota
dan Wakil Wallkota

Putusan Mahkamah Konsbtusi Republk Indonesia Nomor 56/PUU-
XVIL2019

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tabun
2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubermur dan Wakll Gubemnur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Waltkota
Jawaban Atas Permohonan Fabwa Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomaor: 30/Tuaka. Pid/TX/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Republiik Nomor © 42/PUU-XIIT/2015
Undang-Undang Republik Indonesia Momor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Momor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubermur, Bupati dan Walikota Menjadi
Undang-Undang

Keputusan Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor:  394/PL.02.2-
Kpt/O6/KPUNIIL 2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, seria
Pengundian Momor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubemur

Surat Keterangan Momor : WI11.PAS,PAS.1-P¥.01.01.02-9999, Tanggal
17 Desember 2019 Tentang Pembebasan Bersyarat

Surat Pembebasan Bersyarat Yusak Yaluo, SH. M5 Nomor:
WI11.PAS PAST-PE.01.01.02-22-12 07 Agustus 2014

Berita KBRN, Tangoal 23 September 2020

Surat Mahkamah Agung RI  Nomor:  392/Pan.Pid Sus/1891
K/PID.SUS/2011 Perihal JPU pada Kejari Bengkutu

Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam
Pemilihan Gubermur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernisr Provinsi
Bengkidu Tahun 2020 (Lampiran Model TT.1-KWK)

Putusan Mahkarnah Konstitus! RI Nomor 4/PUU-VIL/2009
Mengumumkan Sebagai Mantan Narapidana DI Media Koran Rakyat
Bengkulu Tanggal 05 Septemnber 2020 Pada Halaman 3 (Tiga)

Putusan Mahdamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56/PUL-
VI 2019
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P31

P32

P33

P34

P33

P.36

P.37

P38

P.39

P.40

P41

P42

P43

P44
P45

Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubermur dan Wakil Gubernur Provinsi
Bengkulu Tahun 2020 (Lampiran Model TT.1-KWK )

Surat Keterangan Nomaor: 'W.11,PAS PAS.31.P¥.01.05.06-9954, Tanggal
03 September 2020 Tentang Bebas Bersyarat

Surat Keterangan Nomor: W.11.PAS.PAS 1.P¥.01.01.02-7808, Tanggal
30 September 2020 Tentang Penjelasan oleh Lapas Kefas 1 Suka
Miskin Terhadap Permintaan Komisi Pemilinan Umum Provins Benghulu
untuk Merubah Frase Bebas Akhis Menjadl Bebas Murmni

Peraturan Komisi Pernilihan Umum Republik Indonesia Momor 05 Tahun
2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pernilihan
Urnwsmi Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwial
Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Tahun 2020
Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubemur Benglulu Tahun 2020 (Model TT. 1-KWK)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Urmiem Momor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilithan Gubernur
dan Wakil Gubermur

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor
19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/D/ 200 Tentang Penetapan Pasangan
Calon Peserta Pemilihan Bupatl dan Wakll Bupati Kabupaten Boven
Degoel Tahun 2020

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Eabupaten Bowven Digoel Momor
:20/PL.02. 3-Kpt/9116/KPU-Kab/IN/2020 Tentang Penetapan Nomor
Urut Dan Deftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Walkil
Bupati Kabupaten Boven Digosl Tahun 2020

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan

Detiknews Rabu, 30 September 2020 18:22 WIB

PEPU RI Momor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang
Pencalonan Pemilihan Gubermur dan Wakil Gubermur

Surat Edaran Nomor; 735/PL02.2-SD/06/KPU/DY2020 Tentang
Penjelasan Mantan Terpidana

Editor 1 News 03 Oktober 2020 Tentang Pembebasan Bersyarat
Lampungpro 04 Oktober 2020

Surat Keterangan Nomor @ W. 11 PAS.PAS 1.PE.01.01.02- Tanggal 22
Seplember 2020 Tentang Pembebasan Bersyaral
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P46  Hitungan Remisi Pak Agusrin Maryono Berdasarkan KUHP dan Surat
Edaran Ditjen Pas Nomor : E2.P5.01.01/1528 Tanggal 12 Jull 1982
P47  Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung
Selatan Nomor @ 001/PS.REG/18.1803/D2020 Antara H, Hipni. S.E
Calon Bupati dan Ibu Hj. Melin Haryani Wijaya, SE.MM Wakil Bupati
Lampung Selatan Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lampung Selatan
2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termahon telah mengajukan bulkdi
berupa fotokopl surat dengan meberal cukup serta telah dileges dan dibert tanda T.1

sampai dengan T.16,
KODE KETERANGAN
BUKTI
T Keputusan KPU R1 Nomor 394/PL.0Z.2-Kpt/06/KPU/VIIL/2020 Tentang

Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen
Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Momor Urut Pasangan Calon
Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemnur, Bupati dan Wakil
Bupatl, dan/atau Wall Kota dan Wakil Wall Kota Tanggal 24 Agustus
2020

T.2 Pengumuman Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor
57/PLO2.2-Kpt/17/Prov/T/2020 Tentang Penetapan  [Pasangan
Gubernur dan Wakil Gubermur Bergkubu Tabwun 2020 di Laman KPU
Provinsi Bengkulu

T.3 Tanda Terima Surat Keputusan KPU Provinsl Bengkulu Tentang
Penetapan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun
2020, Berita Acara BAHP-KWK Tentang Hasll Penelitian Keabsahan
Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubemur dan 'Wakil
Gubernur Bengkulu Tahun 2020 dan Lampiran BAHP-KWK, Berita
Acars BALHP PERBAIKAN-EWE Tentang Hasil Penelitian Keabsahan
Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubernur Bengkulu Tahun 2020 dan Lampiran BA.HP PERBAIKAN-KWK
Kepada Pasangan Calon, Partai Pengusul dan Bawasiu Provinsi
Benghkulu

T4 Tanda Terima Berita Acara BAHP-KWK Tentang Hasil Penelitian
Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubermur Bengkulu Tahun 2020

1.5 Tanda Terima Berita Acara BAHP-KWK Tentang Hasil Penelitian
Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Guberniur Bengkulu Tahun 2020 dan Lampiran Model BAHP-KWEK
dan Berita Acara BAHP-KWE Tentang Hasll Penditian Keabsahan
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T6

T.7

T8
79

T.10

T.11

T.12

T.13

T.14

T.15

T.16

Dokumen Persyarstan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wikl
Gubemur Bengkulu Tahun 2020 dan Lampiran Model BAHP-KWE
Kepada Bawaslu Provinsi Benglulu

Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam
Pemilihan Gubermur dan Walkil Gubemur Provinsi Bengkulu Tahun 2020
Model TT.1-KWK

Peraturan Komisi Pemilhan Umum Momor 1 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Waldl Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVIL/ 2019

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999
Tentang Syarat dan Tata Cara Pelsksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan

Salman Kepubusan Menterd Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomar;
PAS-333,PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pembebasan Bersyarat
MNarapidana Tanggal 24 Juli 2020

Berita Acara Hasil Penelitian Perbafkan Persyaratan Bakal Pasangan
Calon Gubemur dan Wakil Gubermnur Bengkiulu Tahun 2020 Model
BA HP PERBAIKAN — KWK

Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyvarakatan Kelas | Sukamiskin
Momor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02. Tanggal 9 September 2020

Berita Acara Tentang Klarifikas! Dokumen Syarat Bakal Calon Gubermur
Atas Nama Agusrin Maryono Dalam Pemilhan Gubemur dan Wakil
Gubermur Bengkulu Tahun 2020

Surat Komisi Pemilian Umum Provinst Benghulu Nomor @ 1020/PL.02.2-
SD/A7/Prov/VITL2020 Tanggal 26 Agustus 2020, Perihal Mohon
Petunpuk Terkalt Pemidanaan Ke Komisl Pemilihan Umum Republik
Indonesia

Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Momor: 729/PL02.2-
SO/O06/KPU/T 2020 Tanggal 4 September 2020 Perihal Penjelasan
Surat KPU Provinsi Benghulu Momor 1020/PL.02.2-
SO/ 17/Prov/VIIL/2020 Tanggal 26 Agustus 2020, Perihal Mahon
Petunjuk Terkalt Pemidanaan

Surat Komisi Pemiihan Umum Republik Indonesia MNomor
735/PL0Z.2-SDy06KPU/TX/2020 Tanggal 5 September 2020 Perihal
Penjelasan Mantan Terpidana
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b. Eeterangan Saksi dan Ahl
1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemobon  juga
mengajukan Saksi dan Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada
tanggal 10 Oktober 2020, pada pokoknya sebagai berikut ;
a. Saksd

Tlunﬂnﬂlﬂmlmml'q 5.H., M.Hum.

Bahwa Saksi menyatakan saat inl menjsbatl sebagai Kepala Lembaga
Pemasyarakatan (LAPAS) Klas | Sukamiskin,

Balwa saksi saat ini akan menerangkan terkait pelaksanaan pidana terhadap
Bapak Agusrin M Naj@mudin Bin Maryono

Bahwa dasar dari pelaksanaan tugas kami adalah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,

Bahwa saksi menyatakan filosofi perlakuan terhadap warga binaan Lembaga
Permasyarakatan sesuai dengan sssi pemasyarakatan,

Bahwa saksi menyatakan, sesuai dengan sisi pemasyarakatan dikenal tiga
istilah, pertama Tahanan penempatanmya di Rumah Tahanan (RUTAN),
kedua Narapidana penempatannya di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan
yang ketiga Klien yang proses pembimbinganmya di Balal Pemasyarakatan
(BAPAS).

- Bahwa terkait pelaksanaan pidana, dihitung sejak awal masuk Lembaga
Permasyarakatan sampai akhir atau keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

- Bahwa warga diberikan hak sesual Pasal 14 Undang-Undang MNomor 12
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, salah satu haknya remisi, kemudian
hak integrasi yaltu Pembebasan Bersyarat (PE/CB).

- Bahwa perhitungan Pembebasan Bersyarat ada aturannya lengkap dan jefas
di Permenkumbam Nomor 3 Tahun 2018,

- Bahwa untuk menghitung Pembebasan Bersyarat, rumusnya sederhana yaitu
dengan menghitung, masa pidana vonis hakim dikalikan dua per tiga (2/3)
dikurangl remisl,

- Bahwa ada persyaratan lain untuk Pembebasan Bersyarat, yaitu berkelakuan
haik.

- Bahwa terkait pidana khusus, yaitu Tindak Pidana Korupsi ada persyaratan
tambahan untuk Pembebasan Bersyarat yaitu harus membayar denda atau
menggant lalu memperoleh kzin,

- Bahwa seseorang narapidana diberikan Pembebasan Bersyarat, berarti yang
bersanglutan telah menjalani dua per tiga (2/3) masa pidananya, kemudian
proses pembimbingannya di BAPAS, dan proses bimbingan tidak menjadi
perhitungan masa pidana karena sudah dalam ranahnya bimbingan.
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Bahwa terkait Bapak Agusrin sesual data yang ada pada kami di database
LAPAS Klas 1 Sukamiskin, yang bersangkutan dibukum 4 (empat) tahun
penjara, ditahan sejak tanggal 10 April 2012. Kalau dihitung secara rasio, dari
tanggal 10 April 2012 ditambah dua per tiga (2/3) dar 4 tahun, yaitu 2 {dua)
tahuen B (delapan) bulan maka menjadi tanggal 12 Desember 2014 dan
belum dikurangi remisi,

Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Momor PAS-333
PE.01.05.06 Tahun 2014, Bapak Agusrin mendapat Pembebasan Bersyarat
dengan Surat Keputusan Momor 33 tadl tertanggal 24 Juli 2014 dengan
perintah segera, dalam artian segera dilaksanakan setelah Surat Keputusan
tersebut diterima,

Bahwa kalau dilthat dar tanggal yang bersangkutan mendapat Pembebasan
Bersyaral, pada tanggal & Movember 2014 bukan berartl beliau bebas di
tanggal tersebut, itu ada keterlambatan administrasi karena pada tahun-
tahun saat Ku sistem débangun masth manuwal, sementara perintah pada
Surat Keputusan tersebut tanggal 24 Juli 2014 secara tegas harus segera.
Bahwa menurut perhfungan kaml selaky petugas pemasyarakatan, vang
bersangkutan menjadi narapidana sejak tanggal 10 April 2012 sampai
tanggal & November 2014,

Bahwa saksi menyatakan, Bapak Agusrin bebas tanggal & November 2014,
Bahwa saksi menyatakan, menurut saksi secara jujur tidak ada istilah bebas
murmd, bahwa kaml menghibung untuk narapidsna ada yang namanya
expiras), expirasi awal, expiras! sementara dan expirasd akhir

Bahwa saksi menegaskan, berdasarkan informasi yang saksi terima konsep
kata-kata bebas mumi adalah permintaan dan KPU sendin bukan dan pihak
LAPAS.,

Bahwa saksi menyatakan tidak ada istilah bebas mumi di pemasyarakatan.
Bahwa saksi menjefaskan masa penghitungan wntuk pencalonan Bapak
Aousrin adalah kewenangan EPU sendirl, yvang jelas Bapak Agusrin sudah
menjalani pidana terkahir pada tanggal & November 2014 dan beliau sudah
sah keluar dari catatan buku register LAPAS,

Bahwa saksi tidak berkomunikasi langsung dengan KPU pada saat verifikasi
faktual berkas Agusrin.

Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 9 Movember 2020, Tim darl KPU
Provinsi Bengkulu dengan tim yang cukup banyak dari Kejaksaan, Kepalisian
bertemnu langsung Kabid Pembsnaan LAPAS yvang juga sekarang menjabat
Esedon I11.
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Bahwa saksi pernah mendengar informasi dari LAPAS, babwa KPU Kabupaten
Bigoel pernah melakukan verifikasl ke LAPAS, dan mereka verifikasi hanya
sebatas berkas, tidak meminta surat-surat dari LAPAS

Bahwa saksi menyatakan kalau secara administrasi saat ini menggunakan
sistemn apllikasi, jika SK kemenkunham ditandatangani tanggal 24 Juli 2014,
maka hari itu juga akan sampal kepada kita, tapi karena sisten masa lafu
masih manual dan setelah ditandatangani prosesnya panjang baru sampai ke
kita.

Bahwa saksi adalah Kepala Satker dan mempunyal atasan yaitu Kepala Divisi
Pemasyarakatan dan sudah mendapat izin dan Kepala Divisi Pemasyarakatan
dalam pemberian keterangan saat ini dan secara morl saksi memiliki
tanggung jawab kepada atasar,

Bahwa untuk Surat Tugas pada sidang saat ini, saksl menyatakan |upa
membawa langsung.

Batwa saksi menyatakan beberapa harl yang lalu sudah pamit langsung
kepada atasan saksi terkait adanya surat undangan untuk memberikan
penjelasan terkalt adanya gugatan Bawasiu Provinsi Bangkulu.

Bahwa saksi menyatakan, memberikan penjetasan ini merupakan perntah
pimpinan karena akan dibenkan penjelasan yang benar.

Bahwa saksl menjabat sebagal KALAPAS Sukamiskin sejak tanggal 8 Juni
Tahun 2006,

Bahwa saksl menyatakan salah jika tanggal 24 Jull 2014 Agusrin bebas,
tetapi setelah Pembebasan Bersyarat tangoal & MNovemnber 2014, SK
Keputusan Menter terbst tangal 24 Jull 2014 dengan perintah segera yang
menandatangani waktu itu Bapak HANDOYO SUDRAJAT,

Bahwa saksi sejak menjabat telah memeriksa berkas-berkas, karena pada
intinya pada saat KPU Provinsi Bengkulu datang saksl pelajari dokumen
terkait Bapak Agusrin tersebut, karena semua dokumen tertata dengan rapi
i tempat saksi,

Bahwa saksi menyatakan, dokumen terkait Bapak Agusrin ada Surat
Keputusan Menteri Hukum dan HAM, surat pembebasan yang bersangkutan
untuk menjalani Pembebasan Bersyarat yang ditandatangani oleh Tbu
MARCELINA dan data-data identitas beliau.

Bahwa saksi menyatakan benar telah menandatanganl Surat  Nomor
W11.PAS.PAS 1-PK.01.01.02 tanggal 9 September 2020 dan benar
merupakan surat dar Instansi saksl,

Bahwa saksi menyatalan untuk format Surat Nomor W11.PAS.PAS.1-
P¥.01.01.02 tanggal 9 September 2020 adalah format darl KPU Provinsi
Bengkulu pada saat berkunjung ke LAPAS Sulkamiskin.
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Bahwa saksi menyatakan pada saat kunjungan KPU Provinsi Bengkuly ticak
kangsung bertemu dengan saksi dan tidak di ruang saksi.

Bahwa saksi menyatakan awalnya di depan mobil bertemu dengan Tim KPU
Provins! Bengkulu, karena saksi langsung mengantarkan ke ruang Kabid
Permibinaan.

Bahwa saksi menyatakan, di saat pandemi sebenamya tidak ada yang boleh
masuk ke LAPAS, tetaps karena saksi menghormati KPU Provins! Bengkuly
yang telah jauh datang, maka saksi meminta stafya agar mereka
dipersilakan untuk masuk.

Bahwa saksi menyatakan tdak pemah menandatangani Berita Acara
Klarifikasi dokumen atas nama Agusrin Maryono KPU Provinsi Benglulu saat
verifikasi di LAPAS Sukamiskin tanggal 8 September 2020 dan saksi tidak ada
pemah diminta untuk tanda tangan oleh KPU Provinsi Benglulu,

Bahwa saksi menyatakan, Iwan Gunawan Wahyudi adalah staf Kabid
Pernbinaar.

Bahwa Surat Nomor W11.PAS. PAS.1-PK.01.01.02 tanggal 9 September 2020
benar saksi yang menandatangani.

Bahwa saksl menyvatakan Termobon lebéh tabu  terkait Swat Momor
W11.PAS.PAS. 1-PK.01.01.02 tanggal 9 September 2020, karena di LAPAS
tidak ada memakai istitah bebas mumi.

Bahwa saksl menvatakan yang memasukkan dokumen Surst  Nomor
WI11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02 tanggal 9 September 2020 adalah Kabid
Pembinaan, dan membacanya jangan hanya vang di bawah, karena mungkin
menurut staf saya bebas mumi itu sebelumn diberikan remisi dan pembebasan
bersyarat. Jika dilhat dar atas bahwa yang bersangkutan tanggal 6
Movember 2014 mendapatkan Pembebasan Bersyarat.

Bahwa terkait surat yvang ditandatangani oleh saksi dan distermpel merupakan

produk dari saksi.
Bahwa terkait surat yang menurut saksl darl konsep KPU Provinsi Bengkuly
sudah dijawab oleh Surat Nomor W.11.PAS.PAS 1.PK.01.01.02-7808 tanggal
30 September 2020,

Bahwa terkait surat keterangan tersebut sah-sah saja secara administrasi.
Bahwa saksi menjelaskan ketika seorang terpidana ditahan tanggal 10 April
2012 dan mendapat hukuman 4 tahun maka tanggal expirasihya adalah
tanggal 10 April 2016, tetapi seorang narapidana menerima hak berdasarkan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mendapatkan remisi dan hak
inbegrasi, yaitu pembebasan bersyarat, cutl bersyarat atau cuti menjelang
bebas,
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Bahwa saksl menyatakan, Saudara Agusrin keluar darl LAPAS tanggal 6
Movember 2014, kalau kelanjutan dar hal itu bukan bagian menjalani masa
pidana.

Bahwa saksl menbacakan Pasal 15 KUHP yang menyatakan *Bila terpidana
telah selesai menjalani dua per tiga dari lamanya pidana penjara yang
dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangrya harus sembilan bukan,
maka kepadamya dapat diberikan pelepasan bersyarat”, dan ayat (3) nya
yang menystakan “lamanya masa percobaan Ity sama dengan sisa wakiu
pidana penjara yang belum difalani, ditambah satu tahun, Bila terpidana ada
dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan”,
Bahwa saksi menyatakan, jika seorang terpidana menjalanl masa bimbingan
di BAPAS dalam wakiu percobaan itu, “wakiu selama terpidana dilepaskan
bersyarat sampal menjalani pidana lagi, tidak terhitung dalam wakty
pidananya” Pasal 150 Ayat (2).

Bahwa saksi menyatakan, ada beberapa kategori warga binaan, jika sudah di
BAPAS bukan narapidana namanya tetapi klien, karena prosesnya bukan
pembinaan lagi tetapi bimbingan,

Bahwa terkait urusan i BAPAS bukan urusan saksl lagl karena masing-
masing berdin sendin sudah Satker sendin-sendir.

Bahwa saks: menyatakan bafwa surat Surat Nomor WI11.PAS.PAS.1-
PK.01.01.02 tanggal 9 September 2020 perlu dijelaskan, pointemya di atas,
dan betul merupakan surat dari LAPAS saksi dan saksi yang menandatangani.
Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
merupakan rujukan LAPAS dan Peraturan Pemerintah Momor 31 Tahun 1999
serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 merupakan turunan dard
Undang-Undang tersebut.

Bahwa makna dar bebas bersyarat adalah suatu rewand yang diberikan
kepada terpidana yang mendahulul masa bebasnya setelah dua per tiga (2/3)
mmasa pidananya dan selama menjalani pidananya berkelakuan balk.

Bahwa khusus unfuk Tindak Pidana kKhusus ada persvaratan tambahan
terkalt dengan Pembebasan Bersyarat.

Bahwa di LAPAS ada pembinaan awal dan pembinaan akhir.

Bahwa saksl menyatakan secara otomatis, setelah tanggal bebas bersyarat
kemudian diserabkan untuk melakukan pembimbingan di BAPAS,

Bahwa saksl menyatakan BAPAS memonitor, apakah narapidana masih
melanggar hukum atau tidak dalam masa percobaan, dan masa percobaan
ditammbah satu tahun sesuai dengan KUHP,
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- Babwa Surat Keputiesan Menber Hubum dan HAM Momor Nomor PAS-333
PE.01.05.06 Tahun 2014 tanggal 24 Jil 2014, merupakan surat keputusan
pemberian pembebasan bersvarat.

- Bahwa saksi menjelaskan karena pada tahun 2014 semua surat keputusan
dikirim lewat pos, jika di tahun 2020 sistem yang dibangun adalah ssstem
apiikasi, yaitu seketika surat diterima maka langsung diekselousi.

- Bahwa saksi menyatakan tanggal 6 November 2014, Agusrin sudah tidak di
lagi di LAPAS,

- Bahwa pengajuan Pembebasan Bersyarat pada saat sistemn masih manual
dilakukan & (enam) bulan dan wakiu 2/3 (dua per tiga) narapidana menjadan
pidana penjara.

- Bahwa saksi menjelaskan proses pengajuan Pembebasan Bersyarat yaitu
diawali Permberkasan, sidak TPP di UPT, kemudian dikirim ke Kantor Wilayah
wntuk Sidak TPP, kemudian dikirim ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
sampai ke tingkat pusat untuk sidak TPP kembali dan diteruskan ke Menter|
Hukum dan HAM,

- Bahwa saksi menjelaskan untuk saat inl proses pengajuan Pembebasan
Bersyarat tetap prosesnya, tetapl proses lebih cepat karena teraplikasi,

- Bahwa benar Agusrin pemah meminta surat keterangan behas penjara
tanggal 16 Januar 2020, dan yang menandatangani adalah Bapak ABDUL
KARIM, surat tersebut berisi bahwa Agusrin tanggal & November 2014
dibebackan setelah menjalanl masa pidana penjara

- Bahwa saksi menyatakan benar setelah kefuar dar penjara dan menjakani
pembebasan bersyarat dapat dinyatakan sudah menjalani pidana penjara.

b. Anhli

Dr. Budiono, 5.H., M.H.

- Bahwa ahli memberikan keterangannya terkait dengan Tata Cara Pencalonan
Kepala Daerah sesual dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 Tahun
2018,

- Bahwa menurut keterangan ahli, dimana undang-undang telah menjelaskan
tata cara atau syarat pencalonan mantan narapidana dalam menglkuti proses
pemilihan  Kepala Daerah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi | ind
sebenamya adalah merevisi putusan Mahkamah Konstitusinya terhadap pasal
yang sama.

- Bahwa d dalam putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 7 ayat 2 huruf g itu
adalah konstitusional bersyarat, yang artinya Pasal 7 ayat 2 hun g itu tidak
mengikat sapanjang dimaknai terutama mengenal syarat mantan narapidana
atau terpidana mencalonkan difl menjadi Kepala Daerah,
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Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini seorang narapidana atau
seorang terpidana dapat mencalonkan diri sebagal kepala daerah setelah
memenuhl beberapa syarat yakni, Setelah mantan terpidana telah melewati
jangka waktu 5 tahun menjalani pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyal kekuatan hukum tetap dan secara jujur
atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai
mantan narapidana.

Bahwa darl putusan Mahkamah Konstitusi ini sesuatu yang sudah jelas dan
tegas, artinya seorang mantan narapidana dapat mengikuti pemilihan Kepala
Daerah setelah menjalani melewatl jangka wakiu 5 tahun menjalani pidana
penaTa.

Bahwa yang dimaksud dengan pidana penjara ini di dalam Undang-Undang
ity namanya LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan), ditegaskan di dalam Pasal
1 angka 7 Undang-Undang Nomaor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
narapidana adalah terpidana yang menjatani pidana hilang kemerdekaan di
LAPAS, jadi ketentuan disini sudah jelas yang dimaksudkan narapidana
penjara. Artinya orang yang mantan narapidana yang mencalonkan dird
menjadi Kepala Daerah setelah keluar darl LAPAS, tidak ada pengertian lain
tidak ada tafsir lain yang bisa memperiuas pengertian pidana penjara atau
bebas setelah menjalani pldana penjama.

Bahwa yang dimaksud pidana penjara, di dalam LAPAS fisiknya, yang kedua
syaratnva terbuka dan jujur mengemukakan kepacda publik bahwa yang
bersangkutan mantan narapidana, yang ketiga kejahatan itu tidak berukang-
wlang,

Bahwa menurut ahll Putusan Mahkamab Konstitusi ini pada dasamya adalah
memberikan, melindungi hak konstitusional, hak politk yang dimililki cleh
seorang mantan narapidana, jika bicara Undang-Undang Dasar (LUD),
nafasnya adalah Hak Asas Manusia (HAM), salah satu HAM yang ada dalam
UUD adalah Hak Politik dipilin dan memiih. Di UUD beban tanggung jawab
pemenuhan, perfindungan dan penghormatan HAM itu dibebankan kepada
Permerintah atau Negara.

Bahwa menurut ahll, jka diperfuas Penyelenggara Pemilu  termasuk
Pemerintah, tugas utama penyelenggara pemilu adalah menjamin hak politk,
menjamin hak piih dan memilih warga Negara bisa terpenuhi, il merupakan
tugas Negara,

Bafvwa menurut shli Putusan Mahkamah Konstitusi ini harus dipatuhi oleh
setiap penyelanggara Negara dan putusan ind sudah jelas dan tegas dan tidak
periu ditafsirkan yang lain, sehingga yang dimaksud pidana penjara adalah
pidana di dalam penjara seseorang Ity didalam LAPAS, dan dihitung seteish
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ia keluar dan LAPAS. Tidak bicara tentang psdana bebas bersyarat, bebas
murmi tapi setedah keluar darl atau setelah menjalani pidana penjara.
Bahwa menurut ahll, orang awam pun tahu yang namanya penjara itu adalah
fislknya, tetapl kalau crang Itu sudah bebas maka dia punya hak untuk dipilib
dan memilih.

Bahwa menurut ahll filesofi yang tertuang dalam Pubusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 36 Tahun 2019 itu jangan sampal orang wanga Negara itu
hilang hak politiknya dan tidak ada orang itu dibukum dua kali, selama ia
tidak dicabut hak politinya lewat pengadilan maka la punya hak untuk
menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah,

Batwa menurut ahll, Perwelenggara Megara dalam hal inl Penyelenggara
Pemilu ity disumpah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan,
jadi yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan penyelengara Pllkada dalam hal ind Undang-Undang
Pilkada, Pereturan Komisi Pemiliban Umum (PKPU) dan Putusan Mahkamah
Konstitusi yang berkaltan dengan itu.

Bahwa menurut abli kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan
Pikada inl setingkat dengan Undang-Undang, jadi kewajiban penyelenggara
Negara untuk patuh dan taat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, kalau
penyelengoara tidak taat dan patuh maka dia dianggap melanggar sumpah
jabatan yang fa ucapkan pada saat pelanbkannya menjadi pejabat atau
penyelenggara permnilu.

Bahwa menurut ahli dalam konteks pelaksanaan Pilkada terkait dengan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 Tahun 2019 itu adalah khusus untuk
mantan narapidana yang diberikan kesempatan mencalonkan dirl apabila dia
telah melaksanakan 5 tahun setelah menjaiani pidana penjara. Pidana
perjara inf swdah jelas yang dimaksud penjara, tidak ada lembaga lain yang
boleh menafsirkan atau memperiuas pengertian dari pada di dalam penjara
ini, kalau kita menafsirkan secara sistematis jelas di dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang namanya narapidana
itu terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS,

Bahwa menurut teori hukum, shli berpendapat sesuatu yang sudah jelas dan
tegas tidak perlu ditafsickan Eagl, menurut ahll apa yang dimuat dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah jelas yang dimaksud adalah putusan
pidana penjara, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang 12 Tahun 1995
pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Jadi secara bahasa, secara frase
secara kalimat tdak perlu ada penafsiran lain atau memperiuas dengan
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bebas mumi, percobaaan atay yang lainnya jadi sesuatu vg sudah jelas dan
tegas tidak bisa ditafsirkan lagi, ftu menurut teon hulum,

Bahwa menurut ahli lembaga yang diberikan kewenangan obeh UUD dan
Undang-Undang adalah ketika menafsirkan atau mengujl yang setingkat
Undang-Undang adalah Mahkamah Konstitusi, untuk di bawah Undang-
Undang adalah Mahkamah Agung. Jadi tidak ada lembaga di luar ifu yang
bisa membuat tafsir atau bahkan memperiuas makna yang sudah jelas
kalimatnya, karena menurut ahli Putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah
tegas dan terang benderang yang dimaksud pidana penjara tidak perlu
dijelackan lagi, yaltu di datam LAPAS, ketika seseorang keluar dari LAPAS ia
dinyatakan bebas,

Bahwa menurut ahll, terkait dengan lembaga kain yang menafsirkan selain
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung ity merupakan sbuse of Dower,
penyalahgunaan wewenand.

Bahwa menurut ahll lembaga yang di luar kewenanganmya, apalagl lembaga
fu penyelenggara Negara, ia sudah jelas dikatakan melanggar sumpah
jabatan, karena lembaga penyelenggara Megara itu disumpah  untuk
melaksanakan UUD dan peraturan perundang-undangnya, dalam konteks ini
apabila dilakukan penyalahgunaan kewenangan sudah jelas lembaga yang
tidak punya kewenangan tiba-tiba membuat penafsiran suatu peraturan,
apalagi sifatnya itu dalam konteks inl KPU Kabupaten/kota atau Provinsi i
tidak bisa menafsirkan suatu Undang-Undang, dia hanya sifatnya menjalani
yang punya kewenangannya yaitu KPU Pusat itupun atas perintah Undang-
Lindang.

Bahwa menurut ahli, KPU wajib tunduk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi
karena itu adalah sumpah jabatan penyelanggara Negara,

Bahwa ahll sudah membaca dan memahami PKPU 9 Tahun 2020 tentang
syarat calon.

Bahwa menurut ahli, KPU Provinsi Bengkulu sudah melaksanakan perintah
Undang-Undang, tapl kalau PKPU ltukan dibawah Putusan Mahkamah
Konstitusi yang berhubungan dengan konteks ini.

Bahwa menurut ahli terkait dengan PXPU yang bertentangan dengan
peraturan diatasnya, maka secara teori hukum ketika i bertentangan maka
ia batal dem| hukum, setelah pasal Undang-Undang yang menjadi rujukan
dibatalkan atau tidak mempunyal kekuatan mengikat maka dibawshnya juga
tidak mempunyal kekuatan mengikat.

Batwa ahl menerangkan ia sudah sering memberian keterangan saksi atau
ahli ditempat lain dalam penyelenggaran Pilkada, ahli adalah salah satu ahli
yang diminta oleh KPU maupun Bawasiu terkait dengan Penyelesalan
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Sengketa termasuk dalam Penanganan Tindak Pidana Pilkada, dalam konteks
ini shll diminta Bawasiu Lampung Selatan memberikan keterangan ahil di
Sidang Musyawarah Terbuka,

Bahwa menurut ahli selama peraturan perundang-undangan itu tdak
dibatalkan maka wajib melaksanakannya.

Bahwa menurut ahli, ahli belum pernah mendengar PKPU 9 Tahun 2020
dilalukan judiclsl revieww atau telah dibatalkan, akan tetapi secara teorl
hirarki peraturan perundang-undangan ketika Undang-Undangnya itu
dikatakan tidak mempunyal kekuatan hukum mengikat maka furunannya
juga dianggap tdak mempunyai kekuatan hulkum mengikat.

Bahwa menurut ahli dalam menghitung jeda wakty 5 tahun dar Putusan
Mahkamah Konstitusi Momor 56 Tahun 20159, bagl Bakai Pasangan Calon
terpidana selesal menjalani pidana penjara yaltu setelah melewati pidana
penjara atau setelah orang tersebut keluar dan LAPAS.

Bahwa menurut ahli, kewenangan yang dimiliki oleh KPU RI datam hal
mengural Undang-Undang Nomar 10 Tahun 2016 pada Pasal 7 ayat 2 hurug
g yang sudah dufi materl di Mahkamah Konstitusi ltu sudah jelas yang
dimaksud pidana penjara, jadi menunst ahli KPU bdak periu sifatnya
menafsirkan yang lain diluar pengertian dan pidana penjara.

Bahwa lembaga yang bisa mengujl PKPU tersebul secira kewenangan
memang itu adalah wewenang Mahkamah Agung tetapl dalam lkonteks ind
ketika pasal yang menjadi nujukan PKPU dalam hal ini Pasal 7 ayat 2 huruf g
tidak dimaknal sepanjang menjalani pidana maka ketentuan dibawahmya
hanms mengkutl  ketentuan Mahkamah Konstitusi  karena  keputusan
Mahkarah Konstitusi setingkat Undang-Undang.

Bahwa menurut ahl seseorang dikatakan mantan narapidana setelah ia
keluar darl LAPAS, disampaikan di daiam Undang-Undang 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjaiani
pidana hikang kemerdekaan di LAPAS, jadi disini jelas setelah a keluar LAPAS
itulah dikatakan ia mantan narapidana;

Bahwa menurut ahli yang dimaksud pidana percobaan atau pedana bersyarat
artinya la belum pernah masuk penjara.

Bahwa menurut ahll sesegrang yang telah menjalani di Balal Labihan
Pemasyarakatan bisa mencalonkan din sebagal Kepala Daerah setelah
memenuhi ketentuan syarat.

Bahwa menurut ahli mantan narapidana yang akan mencakonkan dirl sebagai
Kepala Daerah bersifat komulatif, yaitu setelah |a menjalani pidana penjara
atau keluar darl LAPAS, mengumumkan ke media secara jujur dan terbuka
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bahwa dirinya mantan narapidana dan tidak melakukan kejahatan yang
berulang.

- Babwa menurut ahli kedudukan antar pasal ke pasal dalam ketentuan umum
dalam peraturan perundang-undangan, antara pasal yang satu menjelaskan
pasal yang lain, jadl saling menjelaskan tidak boleh saling bertentangan,
Bahwa menurut ahli norma yang diatur dalam batang tubub ketentuan
umumnya diatur dalam pasal.

- Bahwa menurut ahdl terkait dengan penggunaan PEKPU Nomor 1 Tahun 2020
dan PKPU Nomor 9 Tahun 2020, sepanjang peraturan itu tidak dibatalkan
atau dicabut maka ia tetap berlaku digunakan,

- Bahwa menurut ahdi terkait dengan PKPU Nomor | Tahun 2020 pasal 1 ayat
21 ity sebenarmya merupakan frase penjara, Bdak ada o dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi mensyaratkan dengan hubungan Kemenkumham, jadi
menurut ahli ini juga tidak mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat
karena sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pasal yang menjadi
rujukan itu tidak mengikat secara hukum sepanjang tidak dimaknai, yang ahli

sampaikan tadi yaitu pidana penjara.
= Bahwa menurut ahli terkait adanya frase pada PKPU Nomor 1 Tabun 2020 di
’E dalam ketentuan umum dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 Tahun
2019, yang dipakai adalah Putusan Mahkamah Konstibusi yang sudah jelas
dan tegas adalah pidana penjara itu merupakan rujukan kita.

- Bahwa menurut ahli selesai menjalani pidana di PKPU Nomor 1 Tahun 2020
inl, berkaitan dengan pidana percobaan karena disitu berbicara pidana secara
umum pidana kealfaan, pidana denda, pidana kelalalan itu masuk di dalam
PEPU tersebut, sementara Putusan Mahkamah Konstitusi membatas yang
dimaksud pidana penjara yang artinya di dalam LAPAS,

- Bahwa menurut ahli, yang paling prioritas antara kepastian hukum dan
keadilan dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi ini sudah memberikan
kepastian dan keaddan yang mana sudah jelas membatasi pidana penjara
dan memberikan keadilan bahwasanya sefiap warga Negara It punya hak
untuk dipiih dan memilih tetapi melalul syarat-syarat yang telah ditentukan
Ursdang-Undang.

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga
mengajukan dua orang Saksl dan dua orang Ahli yang memberikan keterangan di
bawah sumpah pada tanggal 11 Oktober 2020, pada pokoknya sebagal berikut :

a. Saksi

Fahruddin, 5.H.

- Bahwa Saksi merupakan anggota Pokja KPU Provinsl Bengkulu yang
ditugaskan oleh Ketua Pengadilan Tinggl Bengkulu.
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Bahwa pada tanggal 7 September Saksi mendampingl KPU untuk melakikan
verifilasi atas syarat-syarat Pendaftaran Pasangan Calon Gubemur dan \Wakil
Gubarmur,

Bahwa setelah ada fanggapan venfikasi dan beberapa catatan yang perlu
dilakuskan karifikasi kepada pihak-pihak tertentu seperti di LAPAS Suka
Miskin, BAPAS Bandung dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 9
dan KPU melakukan klarifikas! di LAPAS Suka Miskin,

Bahwa setelah melakukan klarfikasi di Lapas Suka Miskin, Saks! bersama Tim
Pokja mendapatkan keterangan tambahan yang dikeluarkan oleh LAPAS Suka
Miskin.

Bahwa saks menyatakan, tim verifikasi KPU Provinsi Bengkulu yang deatur
dalam Pokja, melaksanakan verifikasi [angsung ke LAPAS Sukamiskin,
Bahwa terhadap perianyaan yang menanyakan ada tidak pihak Tim Pokja
dari KPU Provinsi Bengkulu melsksanaban semacam tekanan kepada pihak
LAPAS untuk membuat suatu surat dalam klarifikasi saksl menjelaskan yang
membuat keterangannya adalah mereka sendiri tidak ada unsur paksaan.
Bahwa terhadap pertanyaan yang menanyakan ada tidak situasi ketika ity
Saks| bersama Tim Pokja membuat suatu macam tekanan atau mermbust
siirat atau bahasa-bahasa yang membiat telanan kepada pihak Lapas, saksi
menjelaskan tidak ada tekanan, setelah diketik dibacakan oleh pihak LAPAS
setelah jtu diajukan kepada Pimpinan LAPAS dibaca, setelsh dibaca sudah
cocok baru dianda tangan, Tim tidak ada menyuruh harus begini harus
begitu.

Bahwa terhadap pertanyaan yang menanyakan saksi pemah melihat Hdak
Surat Keterangan dard Lembaga Pemasyvarakatan Kelas 1 Suka Miskin
NomorW11.Pasl.Pasl-PK.010102 yang ditanda tangani Thurman Saud
Marojahan Hutapea Jabatan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Suka
Miskin, saksi menjelaskan melihat akan tetapd btidak membaca secara
keseluruhan,

Bahwa saksi menyatakan, kalau sural Nomor:wll.Pasl.Pasl-PE.010102
tidak dikonsep oleh Tim Pokja, tapl kalau mengetioya kalsu tidak salah
memang ada Petugas kita suruh mengetik, tapl setelah diketik, itu diparaf
oheh Twan Kumniawan setelah itu baru ditandatangani oleh Kalapas,

Bahwa terhadap tugas dan fungsi Pokja terkalt dengan Pencalonan Gubernur
di Provinsi Bengkulu, saksi menpeiaskan tugas dari Pokja ini yang mana saksi
dari unsur Pengadilan, itu mendampingl KPU melakukan verifikasi syarat-
syarat yang diajukan oleh para Calon Gubernur Wakil Gubermur, diantaranya
mslakukan verfifikasi Surat Keterangan dengan surat dari LP.
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Bahwa terhadap pertanyaan yang menanyakan terkait Regulasi yang dipaka, |
saksi menjelackan aturan yang digunakan vaitu aturan LAPAS dan aturan
KPU.

Bahwa terhadap pertanyaan yang menanyakan, apakah Pemohon sudah
memendtv kriteria atau tidak? Jika dibubungkan dengan Regulasl yang ada
pada KPU, saksi menjawab justru wakiu KPU melakukan verifikasi dan
setelah Pokja mengatakan bahwa inl ada sesiaby yang belum memenihi
syaral, menurut saksi bersama Tim Pokja karena hitungan hukumannya 4
tahun, Pemohon melaksanakan hukuman tahun 2012 dan akan berakhir
2016, jadi kalau 5 tahun itu menurut Saks| bersama Tim Pokja belum cukup
makarnya dilakubkan karifikasi ke LAPAS Suka Miskin,

Bahwa terhadap pertanyaan yang menanyakan, apakah saksi masih ingat
aturan PU terkait dengan syarat-syarat sebagal seorang Terpidana yang
ingin mencalonkan dir sebagal seorang Gubernur? Saksi menjawab lupa,
Bahwa terhadap pertanyaan yang menanyakan, apakah pada saat itu saksi
bersama Tim bertemu dengan Kepala LAPAS Suka Miskin? Saksi menjelaskan
bertemu dengan Kepala LAPAS setedah bertemu dengan Security LAPAS Suka
Miskin dan sebelum bertemu Kasub atas nama Iwan Kurmiawan.

Bahwa terhadap pertanyaan yang menanyakan, apakah pada sast sesaat
saksi dan Tim berternu Kalapas ihu menjelaskan keinginan atau kedatangan
Tim lalu menawarkan semacam konsep vang intinya ada kata bebas mumi?
saksi moenjelaskan tidak pemah, menwrut saksi yang namanya bebas mumi
hanya Putusan,

Bahwa terhadap pertanyaan yang menanyakan saat pelaksanaan verifikasi,
yang saks! verifikas| adalah syarat yang kurang atau tidak memanuhi syarat,
saksi bersama Tim Pokja KPU masih meragukan antara surat yang
diketuarkan darl LAPAS dengan berakhimya masa tahanan Pemobion,
Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan verifikasi saksl bersama Tim Pokja,
maka Tim merekomendasikan untulk melakukan klarifikasi kepada Lembaga
LAPAS Suka Miskin karena di surat yang bersangkutan berakhir pada 2014,
setelah dilakikan kiarifikasi temyata berakhimya itu 2015 dan ada lagi masa
percobaanya sampal 2016.

Bahwa terhadap pertanysan yang menanyakan dasar hukum saksi bersama
Tim Pokja datang untuk memverifikasl, saksi menjawab adalsh Surat Tugas
dari KPU,

Bahwa saksi adalah saks! fakta dari Pokja KPU, kalau Surat Tugas berhubung
harl Minggu, iZn wntuk menjadi saksl itu, kalau misalkan meninggaikan
kantor dalam jam kantor, tidak ada kaitannya dengan Pengadilan Tinggl,
saksi tidak membawa atas nama Pengadilan Tinpgi.
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Bahwa terhadap SK Tim Pokja vang menandatangani SK Tim Pokja dimaksud
adalah Ketua KPU Provinsi Bengkulu.

Bahwa terhadap berkas yang telah dwsampaikan Pemahon, yang telah
melampirkan Surat Bebas dari Penjara apakah hal dimaksud diverifikasi atau
dibuat yang baru, saksi bersama Tim Pokja memang melakukan verifikasi
surat yang dikeluarkan LAPAS atas nama Abdul Karim yang disampaikan oleh
Pemohon, tapl setalah saksi bersama Tim Pokja melakukan verifilasi, disitu
ditulisnya berakhir Desember 2014, tapi setelah saksi bersama Tim Pokja
verifikasi ternyata berakhimya 2015,

Bahwa saksi menyatakan, saksi bersama Tim Pokja mempedomani aturan
KPU.

Bahwa sepermahaman saksi selama bekeria df Pengadilan Tinggi, yang
namanya Pidana itu dalam penjara dan di liar penjara, saksi mencontohkan
misalnya ada hukuman 4 tahun, setelah dalam perjalanan setelsh 2 tahun
karena ada syarat-syarat tertentu lain sehingga dia keluar, secara fisik
memang dia keluar selebihnya dia masih tetap namanya terpidana walaupun
dia di luar secara fisik.

Bahwa saksi menjelaskan, bukan kewenangan saksi untuk menjawab kenapa
dl dalam surat yang ditandatangani oleh Lembaga Permasyarakatan atas
nama Thurman Saud Marojahan Hutapea bdak mempedomanl Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 56.

Bahwa saksi menyatakan, saksi bersama Tim Pokja melakukan verifilkasi
tanggal 9 September,

Bahwa terhadap surat yang dikeluarkan tanggal 15 September tidak saksi
verifikasi beramal-ramal lagl, karena tidak ada Surat Tugasnya.

Bahwa saksi menyatakan terkat yang diketik di LAPAS Sukamiskin saat
verifikasi, bukan Surat Keterangannya, melainkan Berita Acara Klarifikasinya.
Bahwa berdasarkan Surat Keterangan, yang bersanghutan keluar dari LAPAS
mwmzﬂmmmuﬁuﬂmmmnnw
kapan yang bersangkutan diryatakan tidak lagl sebagal Narapidana, kapan
berakhirmya sebagai Terpidana, setelah dijelaskan oleh pihak LAPAS bahwa
hitungan-hitunganya yang bersangkutan menjalani 4 tahun, denda 200 juta
atau subsider 3 bulan, setelah dihitung-hitung jika 2014 yang bersangkutan
masih Terpidana bukan Mantan Terpidana, sehingga berakhimya yang
barsangkutan dinyatakan sehagal Mantan Narapidana adalah pada 2015,
mmw,mmwmmm.wm
yang jelaskan nanti.

Bahwa saksi menyatakan, saksi melakukan verifikasi mengenal Surat yang
dikeliuarkan oleh LAPAS Suka Miskin dan surat-surat lain seperti sural-surat
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d™,

yang lain juga seperti Surat Keterangan Pailit, Surat Keterangan Tidak Pernah
di hukum, produk-produk yang dikeluarkan Pengadilan atau bulan.

Bahwa dokumen-dokumen yang saksi lakukan verifikasi atau klarifikasi yang
berhubungan dengan Agusrin, adalah Surat Keterangan Tidak Dalam Pidana,
Surat Ksterangan Pailit, Surat Keterangan Tidak Ada Hutang termasuk
Dokumen yang dikelsarkan oleh LAPAS Suka Miskin.

Bahwa saksi menjelaskan, yang deampalkan kepada LAPAS Suka Miskin
adalah Surat Permahonan Klarifikasi dari KPU

Bahwa bentuk atau wujud hasil klarifilkasi yang saksl dan Tim Pokja KPU
dapatkan saat melakukan kiarifikasi ke LAPAS Suka Miskin, yang didapatikan
di sana adalah Surat Keterangan dari LAPAS dan kemudian Saksi bercama
Tim Pokja membuat Berita Acara Klarifikasi,

Bahwa saksl membenarkan pada saat melakukan karifikasi, saksi atau Pokga
Pencalonan KPU permah meminta atau mempertanyakan erkalt dengan
proses menghitung selesal menjalani Pidana Penjara di LAPAS Suka Miskin,
sakei bercama Tim Pokja meminta penjelasan terkait keluarmya Seorang
Terpidana, maka dijelaskaniah oleh pihak LAPAS bahwa berdasarkan putusan
4 tahwun dan ada denda 200 juta dengan subsider 3 bulan kurungan, sebelum
4 tahun yang bersangkutan secara fisik sudah keluar darl Lapas, namun
secara administrasi yang bersanghutan masih tetap Narapidana, karena
masih ada syarat? yang harus dipenubhi.

Bahwa Surat Keterangan yang diterima oleh Pokja KPU, dalam hal ini dari
LAPAS Suka Miskin u berbeda dengan yang digunakan Agusrin pada saat
Perncalonan, Surat Keterangan yang disampaian Agusrin berakhir 2014
sedangkan hitung-hitungan dari LAPAS 2015, itu setelah yang bersangkutan
dipotong remisi berakhirmya.

Bahwa pada saat melakukan kiarifikasi terkait Dokumen Pencalonan Agusrin
tidak hanya di LAPAS Suka Miskin, setelah darl LAPAS Suka Miskin saksi
bersama Tim Pokja melakukan kiariflkas! ke BAPAS, Balal Pemasyarakatan
karena setelah yang bersangkutan bebas, ada bebas bersyarat dan harus
dilakukan pembinaan oleh BAPAS.

Bahwa terhadap pertanyaan Majelis yang menanyakan apa hasil dari Bapas
Saksi menjawab legalisir Surat Keputusan dari Kemenkumbam,

Bahwa sebagal anggota Pokjp, dalam verifikasi dibuatkan Berita Acara
termasuk dokumen-dokumen dar LAPAS dan BAPAS,

Bahwa sepengetahuan saks|, hasil dari verifikasi Pokja itulah yang
dilaksanakan oleh KPU,

Bahwa saksl menyatakan, saksi tidak terfibat terkait hal yang bersifat
mermutuskan.
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Bahwa Berita Acara Klarifikasi Dokumen Syarat Bakal Calon Gubernur Atas
Mama Agusrin Maryono Dalam Pemilihan Gubemur Dan Wakil Gubermur
Bengkulu yang Isinya setelah dilakukan klarifikasi didapatian dokumen dan
fakta-fakta hukum sebagai berilut, yakni Surat Pembebasan Bersyarat yang
dikeluarkan oleh Lembaga Permasyarakatan Klas 1 Suka Miskin Bandung
Nomor;W11Pas. Pas.1-PK.01.01.02.3203 tanggal 6 November 2014, Salinan
Keputusan Menteri Hukumn Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Momor: Pas-333 PK.01.05.06 Tahun2014 tentang Pembebasan Bersyarat
Narapidana, Surat Keterangan Lembaga Permasyarakatan Klas 1 Suka Miskin
Bandung Nomor:W11Pas.Pasi-PK.01.01.02 tanggal 9 September 2020,
Bahwa saksi menyatakan bahwa Surat Rekomendasi bersyarat yang
dikeluarkan Lapas tersebut diakul keabsahanya oieh LAPAS.

Bahwa menurut orang LAPAS, setelah menjalani 2/3 hanes dilakukan
pembinaan oleh BAPAS karena ada pambebasan bersyarat.

Bahwa saksl berangkat ke LAPAS Suka Miskin dari Bengkulu tanggal 8,
sorenya berangkat menuju Bandung dan tanggal 9 melakukan kiarifikasi ke
Suka Miskin, dari Suka Miskin lanjut ke BAPAS Bandung.

Bahwa saksi menyatakan berangkat ke LAPAS Sukamiskin  bersama
rombongarn.

Bahwa saksi menyatakan, Komisioner KPU yang beranghat ke LAPAS Suka
adalah Pak Eko dan Pak EMEX.

Bahwa saksi menyatakan, pesawat yang digunakan dan Jakarta menuju
Bengkulu, adalah Pesawat Citilynk.

Bahwa pada sast parmbuatan Surat di LAPAS Suka Miskin, saksi berada di
dalam ruangan kasub pak Iwan yang merupakan Kasi Pembinaan.

Bahwa terhadap pertanvaan Majelis yvang menanyakan apa yang Saksi
lakukan diruangan tersebut, Saksi menjawab mendampingl KPU dan
Kejaksaan melakukan wawancara,

Bahwa saksi menyatakan, yang mengikuti proses pembuatan surat adalah
Kasub Pembinaan Pak Iwan, pada saab ity Kasub Pembinaan keluar ruangan
kemudian masuk kembali, setelah kemball memasuki ruangan kemudian
surat tersebut dibaca dengan seksama kemudian diparaf oleh Pak Iwan,
setelah Iy diteruskan kepada Kalapas yang mana saksi tidak melihat proses
sampal ke ruangan Kalapas.

Bahwa saksi menyatakan tidak membaca surat saat akan diteruskan kepada
Kalapas, setelah ditanda tangani baru dibaca sekilas,

Bahwa saksi menyatakan, Surat Keterangan yang diserahkan Agusrin diakul
olsh pihak LAPAS pada saat melakukan kiarifikasi.
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Balwa saksi menyvaiakan, saksi melakukan verifikasi lalu saksi melakukan
ilarifilasi, yang dilakukan ke Suka Miskin adalah klariflkas,

Angky Galaty, 5.H., M.H.

Bahwa saksi merupakan Pagawal KPU Provinsl Bengkulu, saat ini menjabat
Kasubbag Teknis dan Humas di Sekretariat KPU Provins! Benghulu,

Bahwa saksi menjelaskan salah satu fungsi dari Kasubbag Teknis dan Humas
adalah mengurusi dan berkecimpung terkait hal-hal teknis dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Benglkulu Tahun 2020,

Bahwa saksi menyatakan untuk Bakal Pasangan Calon AGUSRIN MARYONO-
IMRON ROSYADI, saksi adalah salah satu dan Tim verifilkator dan koordinator
dari Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

Bahwa saksi menyatakan hadir pada sast pendaftaran Bakal Pasangan Calon,
saksi juga merupakan salah satu Anggota Kelompok Kerja Pendaftaran dan
Penetapan Pasangan Calon,

Bahwa saksi menyatakan benar saksl mengecek ada atau tidak ada
dokumen-dokumen delam syarat pencalonan  saat pendaftaran  Bakal
Pasangan Calon.

Bahwa saksi menyatakan tidak Wt saat melakukan verifikasi ke LAPAS
Sukarmiskin,

Bahwa saks memyampaikan terkait saat pendaftaran Bapak Agusnn Maryono
dengan Imron Rosyad|, bahwa Bakal Pasangan Calon tersebut datang pada
harl terakhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, yaitu pada har
Minggu tanggal 6 September 2020. Beliau datang ke KPU Provinsi Benghulu,
berdasarkan dengan SOP Standar Pendaftaran yang kami susun berdasarian
juknis, Pasangan ini kami terima dan mengisi daftar bukti kehadiran, sedain
itu juga Partal Politik Pengusung atau Pendukung, lalu Pasangan ini
memasuki ruang pendafatran di lantal dua gedung KPU Provinsi Benghkulu.
Bahwa saks! menyatakan, proses pendaftaran diterima dengan semi formal
karena, setelah menyampaikan maksud dan tujuan lalu  meyerahlkan
dokumen pencalonan, Tim Verffikator dan termasuk saksi menenma
dokumen pencalon yang terdiri dari dua (2) jenis, yaitu dokumen syarat
pencalonan dan dokumen syaral calon.

Bahwa saksi menyatakan, Tim Verifikator mengecek kelengkapan, ada dan
tidak ada dokumen yang dibutuhkan untuk syarat pencalonan dan syarat
calon, apabila dokumen syarat-syarat pencalonan sudsh terpenuhi ada
semua, maka Tim Verifikator akan mengeluarkan Tanda Terima, kemudian
Tanda Terima inl ditandatangani bersama antara Tim Verifikator KPU Provinsi
dan Bakal Pasangan Calon, Apabilz sudah disepakati diserahkan kepada
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petugas penghubung karena Bakal Pasangan Calon sudah meninggalkan
tempat.

Bahwa saksl menjelaskan, tm penghubung berasal darl Bakal Pasangan
Calon (LO).

Bahwa saksi menjelaskan benar Bakal Pasangan Calon Bapak Agusrin-Iminon
Rosyadi mendaftar pada tanggal &6 September 2020,

Bahwa saksi menjelaskan, setelah masa pendaftaran tanggal 6 September
2020 selanjutrya adalsh masa penelitian administrasi yang dilakukan oleh
Tim Pokja, jadl berkas dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon
semuanya diserahkan kepada Pokja, lalu ditakukan peneliian administrass,
disini yang dilakukan saat penelitian administrasi sudah masuk pada tahapan
pengesahan keabsahan berkas. Pada proses pengesahan keabsahan berkas,
kami rapat bersama Pokja, yang terdii darl unsur KPU dan unsur pihak luar
dari Instansi berwenang yang terkalt, berdasarkan hasil penelitian
administrasi diambil kesimpulan, dokumen-dokumen mana yang diperiulkan
untuk Karifikasi. Dokumen-dokumen tersebut yang akan diklarifikasi
semuanya, mencakup seluruh calon, yang mana darl aduan dan yang mana
yang harus dikiarifikasi dan rekomendasi dari Tim Pokja tersebut, yang mana
yang akan dilakukan klarifikasi.

Bahwa saksi menyatakan, untuk Tim Pokla masing-masing pumya tugas
untuk menylapkan dokumen-tokumen apa saja yang diperfukan dar instansi-
instansi yang berkaitan dengan Bakal Pasangan Calon.

Bahwa saksi menyatakan, tugas tim verifikator setelah mengecek ada dan
tidak ada berkas, selanjutmya apabila syarat calon dan syarat pencalonan
ada maka selanjuinya dikeluarkan Tanda Tenma, Tanda Terima ini
persetujuan bersama antara Tim KPU dengan Tim LD atau Petugas
Penghubung lalu disepakati bersama tidak ada yang kurang, syarat-syarat
semua ada dan disepakati maka diksluarkan Tanda Terima yang
ditandatangani dan diserahkan ke Tim LO dan Tim Partal Pengusung.
Bahwa saksi menyatakan, berdasarkan ketentuan Juknis 394 Berita Acara
Penetapan Pasangan Calon hanya diberkan kepada Pasangan Calon yang
Memenuhi syarat dan tidak diberikan untuk Bakal Pasangan Calon yang Tidak
Memenuhl Syarat, begitu juega Swrat Keputusan Penetapan Calon. Yang
diserahkan kepada Bakal Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat hanya
Berita Acara Hasll Penefitian Administrasi Pertaikan,

Bahwa saksl menyatakan, berdasarkan juknis Berita Acara Penetapan
Pasangan Calon diberikan kepada Partal Pengusung.

Bahwa saksi menyatakan, Berita Acara Penetapan Pasangan Calon diberikan
juga kepada Bawasiu Provinsi.
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Bahnwa untuk Keputusan Penetapsn Pencalonan entuk publisitas ada di laman
KU, disana ada yang namanmya JOIH,

Bahwa saksi menjelaskan, saat inl saksi adalah koordinator darl Aplikasi
Sistern Informasi Pencalonan (SILON), aplikasi ini berbasis online, merupakan
aplkasi yang langsung dibangun oleh KPU R, dgunakan juga berintegrasi
dan publisitas dengan website www.kpu.go.id, artinya saat pendaftaran
dokumen syarat-syarat bakal calon dipublish ke masyarakat melali laman
website, Pendaftaran ini, pada saat Bakal Pasangan Calon mendaftar ke KPU
Pravinsl Bengkulu, Tim Verifikator yang salah satunya juga operator silon
melakukan pendaftaran berbasis online tersebut melalul aplikasi SILON
dengan menginput seluruh data diri Bakal Pasangan Calon dan juga semua
syarat-syarat dokumen. Jadi ketika data-data Bakal Pasangan Calon sudah
kami diinput dan di upload di aplikasi SILON, maka selanjutnya data-data
tersebut langsung bisa dipublisitas dan di akses masyarakat di website
wenw kpu.goid,

Bahwa saksi menyatakan, pada dasamya seluruh tahapan Pemilihan Serentak
Tahun 2020, KPU Provinsi selalu membuka help desk, artinya setlap tahapan
seialy membuka help desk, begitu pula di tahapan pendaftaran pencalonan
membuka help desk, letaknya di ruang bawah di lobby KPU Provinsl yang
langsung berkaitan pusat informasi.

Bahwa saksi menyatakan, khusus bagi saksi tim verifikator dan pokja melekat
karena tim verifikator berkaitan sebagal kasubbag, dan tim pokja penerimaan
berkas pencalonan Bakal Pasangan Calon.

Bahwa tim verifikator bukan memeriksa apa yang tdak memenuhl syarat,
tetapi hanya memeriksa ada dan tidak ada, ketlka saksl sebagal tim
verifikator saksi hanya memeriksa ada dan tidak syarat calon,

Bahwa saksi membenarkan Bakal Pasangan Calon Bapak Agusrin-Imron
mencaftar ke KPU Provins Bengkulu pada tanggal & September 2020,
Bahwa saksi menjelaskan, Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon
Bapak Agusrin-Imron sebagaimana buktl P.35, tertanggal 5 September 2020,
saksi menyampakan berdasarkan lampiran (TT.1 KWEK) Tanda Terima
Pendaftaran Bakal Passngan Calon Bapak Agusrin-Imron tanggal 6
September 2000, dan ditambah lagi di buku kehadian tertanggal 6
September 2020,

Bahwa saksi menyatakan, (TT.1 KWK) Tanda Terima Pendaftaran Bakal
Pasangan Calon Bapak Agusrin-Imron sebagaimana bukti P.35, tertanggal 5
September 2020 juga ditandatangani Petugas Penghubung, artinya ketika
Petugas Penghubung menandatangani juga menyetujul hal tersebut, kenapa
beliau tdak melakukan koreksi bersama.

Hakasman | &4




Bahwa saksi menyatakan, bukan kapasitas saksi untuk menjelaskan tentang
Surat Keterangan Bebas Penjara, saksi hanya mengecek ada dan tidak ada,
kalau surat keterangan ada, ya ada. Tetapi masalah keterangannya bukan
kewenangan saksi,

Bahwa saksi menyatakan, tidak hafal ada dan udak adanya apa saja di
berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bapak Agusrin-Imron, karena
sudah satu bulan yang lalu, bisa di cek di tanda terimanya.

Bahwa saksi menvyatakan, berdasarkan lampiran TT.1 KWK, dokumen Bapak
Agusrin Maryono dan Bapak Imron, syarat pencalonan ada semua. D tanda
terirna (tu ada dua yang saksi cek, syaral pencalonan ada semua, kalau di
syarat calon ada yang ada, ada yang bDdak.

Bahwa saksi menyatakan Surat Keterangan W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02
tanaggal 9 September 2020 belum ada, dan surat tertanggal 156 Januar 2020
(P.5) saks: tidak ingat.

Bahwa saksi menyatakan, saat memverifikas berkas, surat keterangan LAPAS
saks| hanya memeriksa ada dan tidak ada, keteranganmya diserahkan
kembali ke Tim Pokja, dan ketika surat tertanggal 16 Januari 2020, saksi
ceklis ada, karena itu surat darl LAPAS.

Bahwa saksi menyatakan, dokumen Bapak Agusrn yang saksl terima atau
yang lehih tepat saksi cek ada dan tidak ada adalah dokumen syarat
pencalanan yang terdiri dar Partal Pengusung dan dokumen syarat calon dar
masing-masing Bakal Pasangan Calon,

Bahwa saksi menyatakan, ada sural keterangan dari LAPAS untuk masa
pendaftaran tanggal 6 Septemnber 2020,

Bahwa saksi menyatakan, saksi juga menjadl petugas saal menenma berkas
perbalkan, unbuk Bapak Agusrin ada melakukan perbatkan dokumen syarat
calon, berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi, dokumen yang
diperbaiki yang diserahkan oleh tim petugas penghubung dokumen yang
diperbalki berupa Surat Keterangan dari LAPAS, Karena setelsh masa
penelitian administrasi keluar Berita Acara Hasll Penelitian Administrasi,
disampaikan kepada Bakal Pasangan Calon melalul petugas penghubung
syarat calon apa saja yang harus diperbaiki. Pada masa perbaikan ini,
mmmmmﬁmmmmmmm
tersebut.

Bahwa saksl menyatakan, pada saat Bapak Agusrin memperbaiki berkas
pencalonan, saksi menyatakan tahapannya sama, pada saat masa
mnmunmmm,wmﬂmﬂmm
hanya memeriksa kelengiapan ada dan tidak ada, selanjutnya ada lagl masa
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b, Ahli

penelitian perbaikan syarat dokumen pencalonan, yaitu kemball diserahian
kepada Kefompok Kerja,

Prof. Dr. Herlambang, 5.H., M.H.

Batnwa ahli menyampaikan, KPU Provinsd meminta untuk menjadi ahli dalam
Sengketa Pilkada berkenaan dengan persyaratan Calon Gubemur/Kepala
Daerah, yaitu makna dan fima tahun setelah selesal melaksanakan pidana
penjara.

Babwa menurut ahll secara teoritik cara menjalankan pidana penjara di
penjara ada empat tahap pertama adalah minirum secury,  idiumn,
asimilas! dan integras).

Babwa menurut ahli orang dihukum empat tahun penjara setelah dua tahun
atau lebih f dalam penjara dalam tahapan dianggap sudah tahapan
integratif untuk berintegrasi kemasyarskat, maka pelaksansan pidana
penfaranya  diberi kefonggaran  dengan  mendapatkan pembebasan  atau
pelepasan bersyarat, tapi pembebasan bersyarat dan pelepasan bersyarat
maskh datam kapasitas sebagai narapadana.

Babhwa menurut ahli seorang dinyatakan selesai menjalankan pidana penjara
kalau mendapatkan pembebasan bersyarat adalah pada saat selesal
menjalankan pembebasan atau pelepasan bersyarat,

Bahwa menurut ahli untuk menghitung lima tabun, lima tahun setelah ada
putusan keterangan menyatakan bahwa dia selesal melaksanakan pidana
penjara khususnya pelepasan bersyarat maka kita hitung lima tahun setelah
mendapatkan keterangan, kalau sudah lebih darl Bma tEhun berhak
mencalon kalau belum lima tahun berarti befum berhak mencalon,

Bahwa Agusrin mendapatkan pembebasan bersyarat, jadi dia melaksanakan
padana empat tahun. Dalam menjalankan empat tahun, 2/3 pada tahun 2014
dia selesal menjalani pidana perjara di dalam lapas, intramural Tetapi ini
tidak selesai, harus diakukan psdana penjara di  luar  lembaga
pemasyarakatan, eksframural bu dengan Pembebasan Bersyarat yang
mengawasinya adalah BAPAS, pada balai pengawasan, Kalau sudah selesai
BAPAS, habis wakiu pembebasan bersyaratrwa barulah dia dianggap
kernisdian dia laporan ke menteri selesailah dia menjalankan pidana. Jadi
habis menjalani pidana itu setelah ada keterangan dari BAPAS, pada tanggal
sekian telah selesal menjalankan pidana bukan keterangan dan LAPAS.
LAPAS itu adalah menyelesaikan dia miramwrabya bukan  keselurihan
aksframuradwa, Kalau kita lihat secara normatif, dilihat disitu ada beberapa
tahap, kalau secara teoritik sudah ahll jelaskan, apakah mavimun sscry,
midium securily, minimum o invegras. Tapl kalau secara normatif menurut
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PP nomor 31 Tahun 1999 ada 3 (tiga) tahap Tahap awal, tahap awal dimidai
dari yang bersangkutan berstatus sebagal narapidana sampal dengan 1/3
masa pidana, Tahap lanjutan, tahap lanjutan meliput :
a. tahap lanjutan pertama sejak berakhinnya pembinaan tahap awal sampai
dengan 12 masa pidana
b, tahap njutan kedua dimulai sejak berakhimya tahap lanjutan pertama
sampai 2/3 masa pidana
Tahap akhir dimulal sejak berakhimya tahap lanjutan sampal berakhimya
masa pidana. Tahap ini warga binaan berhak mendapatkan pembebasan
bersyarat atau pelepasan bersyarat.
Bahwa menurut ahll pelaksanaan pidana penjara u dasamya memang
putusan pengadilan, kalau dia pidana empat tahun maka atas dasar itulah
jaksa mengeksekusi, antarkan kepada LAPAS, ya Kalapas ini orang sudah
dipidana oleh pengadilan, ini putusannya empat tahun silakan mulal dibing di
dalam lapas untuk melaksanakan pidana penjara, pada saat itulah dimuial,
sohari setelah putusan dimulailah pelaksanaan pidana penjara itu. Samgpal
ahll katakan tadl 1/3, setengah, ada tahap-tahapannya sampai terakhir,
terakhir dapat Pembebasan Bersyaral (PB) dan tidak semua napl itu dapat
Pembebasan Bersyarat (PB), nah itu satu hal, artinya kalsupun dia dapat P8,
PBnya dapat dicabut kalau dia melanggar syarat-syarat, kalau dicabut dia
masuk lagi. Thulah faktanya bahwa PB itu belum selesal pidana penjara, kalau
melanggar syarat masuk lagl dia ke penjara untuk melengkapi pidana sesual
dengan putusan pengadilan tadi, empat tahun. Jadl harus sesuai dengan
putusan pengadilan.
Bahwa menurut ahli kalau sesecrang selesal menjalankan pedana penjara
interamural di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) maka dilanputian
menjalanian pidana penjara diluar LP efstramuiral
Bahwa menurut ahll seseorang baru keluar darl lapas, iframural belum
selesal menjalankan pidana penjara, dia keluar mulai menjalankan pidana
peniiara diluar tembok {ekstramural) yang mengawasinya itu adalah BAPAS,
sebagai lembaga yang ditunjuk, Badan Pengawasan untuk mengawas: orang
ini melaksanakan pidana penjara, tetapl diluar tembok;
Bahwa menurat ahll kalau orang masih dalam pengawasan BAPAS laiu
melangoar syarat-syarat maka dia harus masuk lagi menjasiankan pidana
penjara, karena dia ity statusnya masih narapidana tapi tempatnya saja
berbeda karena dia berada pada tahap akhir, tahap akhir yatu tahap
integratif untuk mendekatikan dia belajar lagl bermasyarakat, kalau dia gagal
dibina tagi di dalam LP lagl. Kalau dia melakukan tindak pidana, tindak pidana
baru tapd kalau dia melanggar syarat PB, kan untuk mendapatikan PB itu ada
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syarat-syarat, kalau dia meianggar syarat PB dia masuk balik lagl, kalau dia
melalukan pidana, balik lagi dan dituntut lagi, dia menjalankan pidana awal
baru pidana yang lain ity diproses agi di proses yang ain kagi,

Bahwa menurut ahll makna melaksankan pidana penjara ada tiga tahap
meniurut normatif, empat tahap menurul teortik, tehap terakhimyva adalah
tahap integratif, tahap integratif itu dilaksanakan diluar tembok penjara tapi
diluar tembok penjara ity masih dalam masa menjalankan pldana pinjara,
jadi belusm dia dihitung dia akan dihitung mulal lima tahun ity setelah selesai
menjalankan pidana penfara diluar ternbok penfara sesusl dengan keputusan
keterangan dari BAPAS;

Bahwa ahll mengiyakan KPU Provinsi Bengkulu ketka melaksanalan
penetapan terhadap pasangan calon mendasarkan untuk penghitungan fima
tahun itu berdasarkan pedomaon teknis tentang pendaftaran, penelitian, dan
perbailan dokumen persyaratan, penetapan, serta pengundian nomor urut
Pasangan Calon datam Pemilihan Gubermur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Walkil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pada halaman 66 tentang
verifikasi di padoman ini, disana pada point f disebutian bahwa, KPU Provinst
atau Kabupaten/Kota menghitung jeda wakiu lima tahun sejak tanggal balkal
calon yang bersangkutan telah selesal mengalani pidananya sampai dengan
pada saat pendaftaran sebagal Bakal Calon berdasarkan sural keterangan
telah selessi menjalanl pembebasan bersyarat, cubl bersyarat atau culi
men jelang bebas dar Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Karena pembebasan
dan pelepasan bersyarat itu juga dalam rangka menjalankan pidana penjara,
tetapi diluar tembok penjfara. Karena pidana |tu, jangan lupa ya putusan
pengadilan dia dipidana empat tahun, kalau dia misalnya sampal bebas
penjara tadi baru dua twhun, tga tahun berarti dia belum selesal
menjalankan pidana penjara ini, makanya hati-hati kalau ada keputusan yang
menyatakan bahwa selesainyg adalah pada saat penjara, keduar ifu tdak
dihitung sebagal pidana penjara maka yang bersangkutan masih berhutang
kepada negara untuk menjalankan pidana penjara selebsh sisanya itu. Nanti
takutriya kalau calon yang menang jadi Gubernur terpiih orang minta
jalankan duly, masuk penjara dubu kamu karena masih ada sisa setahun
sekian, kan kasihan.

Bahwa menurut ahll bebas muml adalah bebas berdasarian putusan
pergadilan,

Bahwa menurut ahli sehagian pidana itu sebagian waktu ada di dalam LAPAS,
Bahwa menurut ahll pidana penfara itu salah satunya bentuk dar pidana
hilang kemerdekaan, tetapi dalam proses pidana penjara orang ini kan tujuan
dari penjara itu, supaya orang setelah keluar dari penjara menfadi orang baik
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karena dia masuk penjara itu dianggap tidak mampu mengikuti peraturan
vang ada, sehingga dia masuk penjara dan di dalam penjara ibu akan
keluarmya nanti supaya menjadi orang baik, supaya jadi orang baik ada
tahap-tahapan, hilang kemerdekaan secara muml dia difalankan sampal
setengah, dua pertiga, kalau sudah mau baik, kan salah satu Pembebasan
Bersyarat fu karena ada syaratmya, sudah ada landa-tanda bahwa yang
bersangkutan mau jadi orang baik. Jadi diberikanlah PB, PB itu untuk metatih
dia berintegrasi dengan masyarakat tapi dia befum bebas, artinya dia masih
kehilangan kemerdekasn, bukan dalam artian dia dikunng. Kemerdekaanmnya
macam-macam, dia sebagian kebebasannya kemerdekaan ity hilang tidak
seperti orang lain, paling tidak dia harus lapor kalau orang biasa mau lapor
mau Hdak, mau pulang malam jam sembilan, jam sepuluh terserah saja kalau
dia tidak bisa, dia harus ada syarat lapor, kemudian kemerdekaan tetap
terbatas juga,

Bahwa menurut ahli kalau ada keputusan dia dikasih remisi, dikurangi,
Bahwa menurut ahli bebas penjara itu berartl bebas setelah menjalankan
semua program pelaksanaan pembinaan pidana penjara, pembinaan penjara
itu ada di dalam LP ada di luar LP.

Bahwa menurut ahll narapida adalah mereka yang di pidana menjalankan
pidana penjara, menjalankan pidana penjara ada di luar LP ada di dalam LP
kalau dia mendapat pembebasan bersyarat iy bunyl Undang-Undang,
Bahwa menurut ahll membaca Undang-Undang ity hanus secara sistematis.
Bahwa menurut ahli bunyi Undang-Undang itu tidak perfu disepakti, harus
dijalanian.

Bahwa terpidana It adalah orang berdxsarkan putusan pengaditan
dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman bisa pidana penjara, bisa pidana
kurungan, bisa pidana denda, semuanya itu namanya terpidana t@pl yang
khusus masuk penjara namanya napi atau warga binaan, itukan sekarang
berkembang stilah ftu darl napi, warga binaan macam-macam, ada klinik
pemasyarakatan, tapl sinya itu adalah orang yang menjalankan pidana di
dalam Lembaga Pemasyarakatan, begitu nanti fungsinya macam-macam
jalannya mereka yang mengawasi dibantulah, kalau diluar tembok itu BAPAS,
itu menurut ketentuannya begitu.

Bahwa terpidana adalah orang yang dijatuhl hukuman bisa pidana penjara,
bisa pidana kurungan, bisa pidana denda, bisa pidana tunhutan kalau dikasih
salah satu iy namanya terpidana. Kalau terpidana melaksanakan hukurman
dipenjara melaksanakan hukumannya dipenjara dia dengan istilah bisa
disebut napi, warga binaan jadi macam-macam daiam Undang-Undang, tEpi
kita harus Bt ity walaupun kayaknya istilahnya #u tidak masuk, tEpl
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faktanya begity karena pidana penjara kok kita laksanakan di LAPAS gak
nyambung tuh, tapi kalaupun ada vang menyatakan bahwa pidana penjara
ditaksanakan di LAPAS walaupun intinya tidak sinkron ya sah, dia jadi bisa
juga ia disebut Client Pemasyarakatan tergantung i pada tahap mana.
Bahwa ahll menyatakan terkait surat bebas murmi iu untuk narapidana,
mungkin ada orang yang salah membuat surat bebas muemi fu untuk
narapsdana, kan begitu makanya ahli katakan ada atau bidak ity tergantung
darl orang yang membuatnya apa yang ada di dalam kepalarmya, itu kalau di
datam kepala ahli beda karena bukan ahli yang buat.

Bahwa menurut ahll sudsh dapat bebas bersyaral namanya masih
narapidana.

Bahwa menurut ahli orang yang melaksanakan pidana penjara ftu bisa
didalam penjara, bisa diluar penfara.

Bahwa ahli membetulkan babwa orang yang bebas bersyarat |tu adalsh
orang yang masih menjalanl pidana penjara tapl diluar LAPAS.

Bahwa menurut ahli kenapa orang setelah 5 tahun bany bisa mencalon, in
ada perspektil teoritiknya. Ada satu teori namanya orang itu setelah sekian
wakiu baru dimaafkan oleh masyarakat, jadi tidak bisa sama, dia masuk
penjara kalau langsung keluar penjera dia langsung bermasyarakat,
akibatrya apa ditolak oleh masyarakat. Supaya jangan ditolak masyarakat
maka dikasih waktu untuk PB kan begitu, supaya dia ada wakiu untuk
bergaul dengan masyarakat, sama dengan ini setelah menyelesaikan pidana
maka dikasih waktu Nma tahun unbuk supaya masyarakat memaafkan dia,
kalau pidana korupsi itu artiniya kenapa masyarakat harus memaafkan karena
ia swdah mengkhianatl kepercayaan masyarakat, ia dipdih Bu ontuk
membangun masyarakat, tahu-tahu & korupsi, itu pasti masyarakatkan bend
dan dendam, maka fulah dikasih waktu lima tahun supaya masyarakat
memaafkan. Kemudian Putusan MK kan bilang begitu minta maaf kepada
masyarakat, mengaku “saya inl calon mantan koruptoe®, setelah masyrakat
mamaafkan, monggo jadi lagi Kepala Daerah dan ity diambil dasar teoritik
oleh Peraturan Pilkada maupun PEPU itu sebenarmya.

Bahwa mantan terpidana It adalah orang yang selesal menjalankan
hikumart.

Bahwa mantan narapidana adalah orang terpidana mantan terpidana yang
menjalankan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan.

Bahwa terpidana itu pengertian umumnya siapa saja yang menjalankan
sanksi pidana, Pasal 10 itu disebut terpidana, tapl narapidana itu khusus
orang yang menjalankan pidana penjara, kapan dia disebut sebagal
terpidana? Pada saat dia selesai menjalankan pidana yang diputuskan oleh
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pengadilan, pidana kurungan pidana denda sudah bayar, Kalau khusus
mantan narapidana adalah orang yang selesal menjalankan tahap-tahap
proses  pembinaan dilembaga pemasyarakatan yang ahli katakan tadi,
normiatif ada tiga tahap yang sacara teoritik, ada empat ahap sampal tahap
terakhir atau tahap integratif, selesal Itu barulah |2 dikatakan mankan
narapidana,

Bahwa hilang kemerdekaan itu, orang masuk LP ity kemerdekaan macam
mana, kebebasan bukan saja hilangnya kebebasan fisiknya, hilangnya hak
untuk mengeluarkan pendapat sepert! untuk mencalonkan dirl ity termasuk
menghilangkan kebebasan, walaupun dia diluar tidak masuk penjara tapi oleh
Undang-Undang, hak politiknya dicabut tidak boleh mencalon, ladi hélang
kemerdekaan tu bukan saja tdak bebas kemana-mana, tetapi beberapa
haknya selain hak untuk kemana-mana ity dibatasi, tu namanya hilang
kemerdekaan, Jadi narapidana itu, & kalau PB itu masdh hilang juga
sebagaian haknya, dia tdak bebas juga kemana-mana tapl (3 tdak harus
wajib lapor, syarat-syaratrya dipenuhl jadi sebagian haknya itu hilang.
Bahwa (hen? pemasyarakatan itu orangnya juga menjadi warga binaan of
Lembaga Pemasyarakatan, tetapd ia sudah macam-macam namanya artinya
ada narapidana, ada (Nent sehagian haknya itu dikurangi, tapi itu sama saja
masih tetap warga binaan pemasyarakatan,

Bahwa pelaksanaan pembebasan bersyarat itu yang mengawasinya adalah
BAPAS.

Bahwa setelah akhir BAPAS, ia koordinasl lagi ke dalam LP, bahwa orang ini
sudah selesai melaksanakan pelepasan bersyarat, maka pada saat itulah dia
dinyatakan selesa menjalankan pedana;

Bahwa ahli menjelaskan perbedaan terkait sedesal menjalani pidana penjara
dan pidana yang dijalani, artinya pidana itu bisa pidana penjara bisa pidana
kurungan dan pidana denda, pidana penjara ity salah satu saja yaltu seless
menjalankan pidana penjara, kapan dia dikatakan sudah selesal menjalani
pedana penjara kalau ia sudah menjalani semua tahap tadi, darl Ehap awal
sampai tahap integratif tadl.

Bahwa cara menghitungnya, dar putusan pengadilan berapa tahun dia
dipidana misainya dalam kasus tadi dissbutkan 4 tahun, pidana penjara
mendapat remisi 4 bulan jadi dia menjalankan 3 tahun 8 bulan, dari 3 tahun
8 bulan ini dianggap swdsh 2 per 3 di dalam penjara di dalam lapas, sisanya
dia menjalankan pidana penjara itu di luar lapas. Maka pada akhir selesal
menjalani pidana penjara di luar lapas itu, itulsh habis 3 tahun 8 bulan, kalau
kita hitung hanya ia menjalankan pidana penjara di penjara berati dia belum
selesal menjalankan hukuman putusan pengaditan itu.
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Bahwa terkait surat keterangan syarat pencalonan, shli menjelaskan  befum
iy setiap napl tu dapat pembebasan bersyaral, kalau secara umum
memang dar LAPAS, tapl ada napi-napi tertentu yang bisa mendapatkan
bebas bersyarat, bisa cutl. ladl kalau dia tidak dapat P8, dikeluarkan dari
LAPAS, kalau dapat PB, dapat keterangan darl BAPAS,
Bahwa kaksu kondisi normal wakiu Pembebasan Bersyarat itu merupakan sisa
dari pidana penjara vang harus dijalankan.
Bahwa mantan terpidana itu bésa saja pidana penjara atau pidana lainnya,
kalau mantan narapidana itu orang yang selesal menjalankan pidana penjara,
Bahwa makna pemjama itu nama sanksi pidana, tetapi dengan Undang-
Undang Pemasyarakatan pidana penjara itu di laksanakan didalam lembaga
pemacyarakatan kalau secars etimologis penjara itu tempat menjeraikan
orang, supaya orang yang sudah melskukan tindak pidana itu jerah, tobat,
tidak mengulangi. Sudah masuk penjara masih belum juga jadi orang baik,
tidak berhasil hupuan pidana itu, harusmya sudah jadi orang yang patuh
hukum kalau sudah masuk penjara. Jadi saya katakan kalau itu tadl selesal
merjalankan pidana penjara berarti seiuneruh rangkaian sudah disedesailan,
-  Bahwa menurut ahli hilang kemerdekaan itu tidak hanya hilang kebebasan
bergerak, jadi banyak hitang kemerdekaan ity jadi orang dicabut stau
dihilangkan kemerdekaannya ity bisa dihilangkan kebebasan bergerak, bisa
juga dihilangkan kebebasan untuk mencalonkan dif hak pofitiknya térmasuk
di LP itu juga ada kebebasan seksual yang dibatasi, jadi macam-macam
kemerdekaan yang kurangi tu jadi kalsu di penjara dia dikurang
kshebasanmya secara fisik lkalau di luar LP dia juga di kurangl kebebasanmya
untuk pergl, untuk melakukan aktivitas karena dia harus lapor, hans
membuat laporan dan diawasi juga oleh kejaksaan, oleh bapas, ada syarat-
syaratnya harus begini, nah ftu berartl orang dalam pengawasan itu adalah
orang yang hilang kemerdekaan tapl tidak hilang kemardekaan pada saat di
lapas, dia boleh nonton TV, belanja bakso kalau yang diluar lapas tapi masih
tetap dalam kehilangan kemerdekaan.
- Bahwa menurut ahil kalau hukumannya sudsh selesal ya harus keduar, biar
belum baik juga tetap harus keluar, nanti mungkin masuk lagi disuruh ballk
Dr. Ardilafiza, 5.H., M.Hum.
- Bahwa ahli sebagai ahl Hukum Tata Negara dan Ahli dalam perundang-
undangan.
- Bahws pada kesempatan inl ahli dibebankan oleh KPU Provinsi Benghulu
menjawab beberapa Pertanyaan termasuk terkait dengan Putusan Mahkarmah
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Konstitus: Nomor 56 Tahun 2019 dan Fatwa Mahkamah Agung yang men jadi
pemberitaan selama ini,

Bahwa menurut ahll, Putusan Mahkamah Konstitusl Nomor 56 Tahun 2019
dalam amar putusannya jelas menyatakan, bahwa pasal 7 ayat 2 huruf g
dicabut, tetapi putusan iu dilanjutkan dengan putisan yang mmefyatakan
sepanjang diartikan, “Bagl Mantan Terpidana telah melewati jangka waldu 5
Tahun setelah mantan terpidanan selesal menjaland pidana  penjara
berdacarkan putusan pengadilan yang telah mempuryal kelosstan bukum
tetap”. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 Tahun 2019 merupakan
norma baru yang levelnya setingkat Undang-Undang dan bersifat abstrak
yang jlka dibaca harus sepenuhnya secara tersurat tidak boleh dipotong-
potong. Untuk memahami putusan itu di dalam teor hukum harus
diperhatikan pertimbangan Mahkamah dalam memutuskan itu, yang dikenal
dengan Rasional Evidensi, jadi ada alasan kenapa putusan fu dibuat. Ada
juga pertimbangan vang tdak melekat pada substansl putusan tetapi itu
adalah pertimbangan halkim yang ada, sebagai suatu produk hukum baru
kenapa dikatakan sefajar dengan Undang-Undang, karena Putusan ini setetah
30 harl diputuskan wajlb hukumnya dimasulan ke dalam Lembaran Negara
Republik Indonesla untuk divmumkan,

Bahwa menurut ahll, & dalam sistem perundang-undangan o indonesia
Lembaga Megara yang tergolong Lembaga Independen diberikan
kewenangan menjalankan Undang-Undang dengan peraturannya, kita ingat
ada peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Komisi Yudisial, Peraturan
Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Lembaga independen yang
lain. Kenapa tidak diberikan kepada Persturan Pemerintah, Pasal 5 ayat 2
Undang-Undang Dasar (LUD) karena takul mengentervensi putusan-putusan
yang dilakukan lembaga tersebut, Maka pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 ity jelas mengatabkan KPU mempunyal kewenangan untuk
membentuk PKPU. PKPU itu dibentuk dengan menjalankan Putusan
Mahkamash Konstitusi RI  dengan  memperlihatkan  perbimbangan-
pertimbangan hulum yang tadi sudah disampalkan.

Bahwa menurut ahll, kedudukan PKPU itu setelah ditetapkan Pasal 8 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011, jelas dikatakan bahwa peraturan itu
mengikat sepanjang ada 2 hal, sepanjang itu diperintahkan oleh Undang-
Undang yang lebih tnggi dan itu adatah merupakan kewenangannya sendir.
Bahwa PKPU yang diterbitkan berlaku, dan azas hukum yang ada di dunia
bahwa sesuatu hukum berlaku sebelum ada dibatalkan yang mana
pembatalannya melalul proses  Judisial Review, kalau dia merupakan
peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UUD ada 2 jenis Judisial
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Review yaitu, pertama Konstitusional Review ke Mahkamah Konstibusi,
mengufl Undang-Undang terhadap UUD dan yang kedua vaitu peraturan
perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang,
di Mahkamah Agung. Jadl jlka tidak setuju dengan PKPU maka ajukanlah
Judisial Review, karena kita tidak bisa menafsirkan PKPU itu salah atau tdak.
PEPL U berlaku selama tdak dibatalkan lewat Judisial Review.

- Bshwa menurut ahll, terkait dengan Fabwa, semenjak adanva TAP MPR
Nomor 20 Tahun 1965 ada upaya untuk melakuban tertib perundang-
undangan i Indonesia, kemudian dilakukan penggantian dengan TAP MPR
Nomor 3, Undang-Undang Nomor 10 Tahisn 2004, Undang-Uindang Nomor 12
Tahisn 2011 junato Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, di dalam higrarki
itu tidak dikenal yang namanya Fatwa. Fatwa ini hanyslah merupakan
jawaban dari Surat Bawasly yang ahll sendini pum belum pemah medihat
aslinya. Fatwa ini hanya merupakan sebuah surat vyang dikelusrkan
Mahkamah Agung dan Gdak memiliki kekuatan hukum  mengikat
sebagaimana adanya karena tidak diputuskan di dalam pengaditan. Fatwa itu
bisa dikesampingkan karena tidak melalul proses peraditan dan proses
legislass,

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian

sengketa dalam permohonan 4 guo, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi

bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Mapells musyawarah dalam mengambsl dan
memberikan putusan sebagaimana diurailan di bawah i ;

L. Bahwa BAWASLL Provinsi Benghulu berwenang memeriksa, mengadili dan memutus
perkars & quoy

2 Bahwa Berita Acara Rapat Pleno Momor:1253/PL02.3- BA/17/Prov/D{/2020 Tentang
Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Benglulu
Tahun 2020 sebagai Objek Sengketa dimana Permohonan penyelesalan Sengketa ini
adalah Kewenangan atau Kompentensi dar Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu, maka yang menjadl Dasar Hukum bagi BAWASLU Provinsi
Bengkuly untuk memeriksa, mengadill dan memubs perkara & quo adalah
Peraturan Badan Pengawas Pemillhan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengkets Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wallkota dan Wakil Walikota;

31 Bahwa KPU Provinsl Bengkuhy/Termohon tidak Profesional dan tdak serus dalam
pelaksanaan persidangan musyawarah terbula yang dilaksanakan oleh BAWASLU
Provinsi Bengkuly, dimana faktanya dalam persidangan musyawarah terbuka pada
agenda untuk menyampalkan jawsban dari Termahon tidak tepat waktu yang
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mengakibatkan persidangan di skors selama 2 jam, vang seharusnya pukul 12.00 WIB
membacakan fawaban dari Termohon namun karena tidak profesionalnya Termohon
yang tdak slap dengan jawabanmya maka persidangan musyawarah terbuka dengan
agenda jawaban dari Termohon di mulal kemball pada pukul 14.00 WIB;

Bahwa dalam PERBAWASLU NO. 2 TAHUN 2020 Tentang Tats Cwva Perpelesman
Sengketa Pemilihan Gubemnur dan Wakil Gubernur, Bupali dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Waki' Walkota, pads lampiran Mode! PSP-7 Format Jawaban Tarmohon
Terhadap Permohonan Pemyelesaian Sengketa Pernilihan, yang seharusnya pada
bagian tanda angan Tammohon harus of bubul materal 6000, akan tetapi faktanya
terhadap jawaban Termohon dalam persidangan musyawarah terbuka tidak sesual
dengan PERBAWASLL NO. 2 TAHUN 2020 Pada lampiran Model PSP-7 tersebut maka
j@waban Termohon tersebut tidak jelas/ kabur (asbouwr Hbel), oleh karenanya
sudah patutiah majelis musyawarah terbuka untuk tidak mempertimbangikan jawaban
dari Pihak Termohon;

Bahwa Termohon tidak profesional dalam menyampaiican alat bukti tambaban di
dalam persidangan Musyawarah terbuka pada agenda pemeriksaan alal bukh tdak
tepat waktu, sehingga Termohan meminta Perpanjangan waktu kepada Ketua Majedis
Musyawarah Terbuks selama

45 menit mempersiapkan penambahan alat bukti Termohon, maka persidangan
musyawarah terbuka akhimya di tunda oleh Ketua Majelis Musyawarah Terbuka
selama 30 Menit, sehingga Persidangan Musyawarah Terbuka dalam agenda
pemeriksaan alat bukti Pemohon dan Termohon tertunda yang seharusnya pukul
11.00 WIB sudah selesai akan tetaps akibat tertundanya dar termohon malka sidang
pemeriksaan alat bukti tambahan darl Termohon molor menjadi pukad 11.30 WIB,
maka berdasarkan dalil tersebut sacara etika hukum Termohon sudah mencerminkan
ketidak profesionalan dan ketidak serusan pihak Termohon dalam melaksanakan
Persidangan Musyawarsh Terbuka yang dilaksanakan oleh BAWASLU Provinsi
Bengkulu, okeh karenanya sudah patutiah Majells Musyawarah Terbuka untuk tidak
mempertimbandgkan alat buktl tembahan dari pihak Termohan;

Bahwa Pemohon dalam Persidangan Musyawarah Terbuka telah memperlihatkan dan
menyerahkan alat bukti kepada Ketua Majelis Musyawarah Terbuka sebanyak 47
{empat puluh tujuh) alat bukti tertanta dar P.1-5/d P.47 yang rinciannya sebagai
berikut :

NO DAFTAR ALAT BUKTI KODE

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Momor: P.1
57/PL.0OZ.3-K.pt/ 17/Prov/TX/2020 Tentang Penctapan Pasangan
Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu
Tahwin 2020
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10.

11,

Berita Acara Rapat Peno Nomor:  1253/PLOZ.3-
BA/17/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020
Permohonan Hasll Peno Penetapan Paslon Momor © 041/TP-
AIR/Benghulu/TX/2020

Berita Acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Benglulu Tahwn 2020
{Model BA, HP PERBATKAN-KWK)

Lampiran Berita Acara Penelitian Perbalkan Persyaratan Calon
Dalam Pemilhan Gubernur dan Wakdl Gubernur Provinsi
Benghulu Tahun 2020 (Lampiran Modal BAHP PERBAIKAN-
KWK}

Surat Keterangan Nomor @ WI11.PAS.PAS.1- PK.01.01.02-0420
Tanggal 16 Januari 2020 Tentang Surat Keterangan Bebas
Menjalan Hukuman Perifama

Surat Keterangan Nomor © W.11.PAS.PAS.31.P¥. 01.01.02-7301,
Tanggal 15 Septernber 2020 Tentang Pembebasan Bersyarat
Serta Telah Menjalani Bebas Bersyarat

Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan
Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur Tahun
2020 (Modal BA.HP-KWK )

Lampiran Berita Acare Penelitian Keabsahan Dokumen
Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubermir Provinsi Bengiulu Tahwn 2020 (LAMPIRAN MODEL
BAHP-EWK )

Surat Keterangan Nomar : W11,PAS.PAS.01.01-7267, Tanggal 09
Septernber 2020 Tentang Bebas Akhir Menjadi Bebas Murni Atas
Permintaan Komisi Pernilihan Umum Provins Bengkulu Terhadap
Lapas Kelas 1 Suba Miskin

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Momoe :
48/PUL-XVIL 2019

Undang-Undang Republik Indonesia Momor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Persturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Wallkota Menjadi Undang-Undang

P2

P21

P.3

P.4

P.5

P.6

P.7

P8

P9

P.10

P.11

P.12
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13

14.

15.

16,

17.

19.

21.

Putusan Mahkamah Konsttusi Republik Indonesia Momor
42/PUU-XIIL/2015

Putusan Mahkamah Konstitusl Republik Indonesia Nomor |
36/PUL-XTT/2014

Undang-Undang Republik Indonesia MNomor 2 Tahum 2020
Tentang Penetapan Peraturan Pemeriniah Penggantl Uindang-
Undang Momor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Covona Virus Disease 2019 (Cowvid-19) danfatau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang  Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Menjadi Undang-Undang
Peraturan Badan Pengawas Pemilinan Umum Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa
Pamilihan Gubernur dan Wakil Gubermur, Bupati dan Wakil
Bupatl, Serta Walikota dan Wakll Wallkota

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
56/PULI-XVTI 2019

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubemur Dan Waki
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota

Jawahan Atas Permohonan Fatwa Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 30/ Tuaka.Pd/TX/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Nomor @ 42/PUU-
XIIL 015

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Momor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemur,
Bupati dan Walikota Menjad) Undang-Undang

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:  394/PL02.2-
Kpt/06/Kpu/VIIL/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran,
serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubermur

Surat Keterangan Nomor : W11.PAS.PAS.1-PE.01.01.02-9599,
Tanggal 17 Desemnber 2019 Tentang Pembebasan Bersyarat
Surat Pembebasan Bersyarat Yusak Yaluo, SH. Msi NOMOR ;
W1l PAS.PAST-PK.01.01.02-22-12 07 Agustus 2014

P.13

P.14

P15

P.16

P.17

P.18
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P.20
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P22

P.23
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27,

31.

33

Berita KBRN, Tanggal 23 September 2020

Surat Mahkamah Agung RI Nemor : 392/Pan, Pid. Sus/1891 K/
PID.SUS/2011 Perihal JPU Pada Kejari Bengkuly

Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon
Dalam Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur dan Wakil
Gubermur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 (Lampiran Model TT.1-
KWK)

Putusan Mahkamah Konstitus: Republik Indonesia Nomor 4/PUL-
V112009

Mengumumkar Sebagal Mantan Marapidana Di Media Koran
September 2020 Pada Halaman 3 (Tiga)

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
26/PUL-XVTI 2019

Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon
Dalam Pemilihan Gubermur dan Wakil Gubermur dan Wakil
Gubernur Provinsi Benghuly Tahun 2020 (Lampiran Model TT.1-
KWEK)

Surat Keterangan Nomor @ W, 11.PAS PAS 31 PK.01.05.06- 9954,
Tanggal 03 September 2020 Tentang Bebas Bersyarat

Surat Keterangan Nomor @ W.11.PAS,PAS 1.PK.01.01.02- 7808,
Tanggal 30 September 2020 Tentang Penjelasan oleh Lapas
Kelas 1 Suka Miskin Terhadap Permintaan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Bengkulu untuk Merubah Frase Bebas Akhis
Menjadi Bebas Murni

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05
Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi
Pernilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Temtang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Tahwn 2020

Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam
Permilihan Gubemnur dan Wakil Gubemisr Bengkidu Tahun 2020
{Model TT,1-KWK )

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komis|
Pernilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubermur

P.25
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37.

41.

4.

45.

47.

Keputusan Komisl Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel
Nomor : 19 / PL.OZ.3-Kpt/9116/KPU-Kab/D/2020 Tentang
Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Boven Digoeltahun 2020

Keputusan Komisi Pemilihan  Umum  Kabupaten Boven Digoel
Nomor ; 20 / PLOZ3-Kpt/9116/KPU- Kabf/IX/2020 Tentang
Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pesérta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel
Tahwn 2020

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995
Tentang Pemasyarakatan

detikNews Rabu, 30 September 2020 18:22 WIB

PKPU RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Surat Edaran Nomor :735/PL.02.2- SD/06/KPU/TX/2020 Tentang
Penjetasan Mantan Terpidana

Editor T Mews 03 Oktober 2020 Tentang Pembebasan Bersyarat
Lampunggro 04 Oktober 2020

Surat Keterangan Nomor W, 11.PAS.PAS 1.P¥.01.01.02- Tanggal
22 September 2020 Tentang Pembebasan Bersyarat

Hitungan Remisi Pak Agusrin Maryono Berdasarkan KUHP dan
Surat Edaran Ditjen Pas Momor : E2.P5.01.01/1528 Tanggal 12
Juli 1982

Putusan Badan Pengawas Pemiliban Umum Kabupaten Lampung
Selatan Nomor : D01/PS.REG/18.1803/IX2020 Antara H. Hipnl.
S.E Calon Bupati dan Ibu Hj. Melin Haryani Wijaya, SE.MM Wakil
Bupatl Lampung Selatan Terhadap Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Selatan

L KETERANGAN SAKSI FAKTA DAN AHLI PEMOHON
Bahwa dalam persidangan musyawarah Pemohon menghadirkan Saksi Fakta dan Saksi

Anli

1. Saks/ Fakta Thurman Saud Marojahan Hutapea, Be IP,S.H.,M.Hum,
. Saks/ Fakts Sebelum memberkan keterangan, Saks! Fakfs of periksa identitas
dan surat fugas olkeh petugas BAWASLY Provins! Bengkuly, dan di nyatakan
lengikap, kemudisn Saks Fakta of ambil sumpeh oleh pefugas bewasly Provins
Bengkuly didalam sidang musyawaral ferbuka secara Wriial,

. Saksi Fakts dalam memberikan keterangan dimalakan dalam keadaan sehat
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Jasmany dan rohan

- Saks! Fakta menjelaskan pengurangan hukuman 23 diturangd remisl- remis;
- Saks! ditambalh persyaraltan lain yaknd berkelakuan batk;

Saks/ Fakia menjelaskan terkait pidana khusus TIPIKOR yaifu harus membayar

- Saks Fakte memberkan keferangan seseorang nam  pidang  dibenian

pembabasan bersyarat yang bersanghutan telah menjalany hukurnan pidana 2/3
gl fkeman,;

Saks Fakfa memben keterangan bafmwa proses pembimbingan selanjtnya af
serafkan kepacks SAPAS;

Salcsi Faikda memberikan keterangan dadam masa pembimbingsn tdak menjadi
perhitungan dalam masa menfjalani pidana karena sudah menjadi ranah
pembimbéngan;

- Saks Fakiz menerangkan terkait Agusnn Marvono sesua data yang ada dengan

kami Data base LAPAS Kelas 1 Sukamiskin yang bersangkutan (Agusrin) otk
4 tahun penjara ditahan sejak tangoal 10 Aoril 2012 kalau difitung secars rasio
Agusrin masuk periara 10 April 2012 kermudian ditambah 4 dikall 2/3, kalaw 4
tatun maka 243 nya v hanya sebatas dua tahun delapan bulan, sahingoa kalau
Atz fambahkan seiak cifahan 10 Aprl 2007 aitambah dua fahun delapan bulan
yakry' jatuh pada tangoal 12 Desernber 2014 belum lagl diurang dengan remist
vang bersangkutar,

Saksi Fakta menjelaskan sesual dengan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM
Nomor @ PAS 33.PE.01.05.06 Tahun 2014 bahwa Agusrin mendapatkan Bebas
Bersyarat pada tanggal 24 Juli 2014 dengan penntah segera sejak surat
kaputusan itu diterima harus segera di laksanakan;

Laksi Fakla menerangkan menurut saksi sebagai petugas kemasyarakatan
Agusrin Maryono sal menjadi narapidana sejak tanggal 10 Aprll 2012 hingga 6
November 2014,

Saksi Fakta menerangkan bahwa di dalam LAPAS Kelas 1 Sukamiskin tidak ada
istitah bebas mumi, namun terhadap narapidana ity ada istilah egricas? awan
expirasi sementara dan exspirasi akir,

Baksi Fakta menjelaskan bahwa berkenaan dengan sural kaferangan tertanggal 9
Sepfember 2020 yang memust s tentang Bebas Murmy Bebas Akhi atas
permintaan dari Termohaon {KPU Provins Sengkul)

Saksi Fakta menjelackan berdasarkan informasi dari KABID Pembinaan bafmea
konsap kaia-kata Behas Mumi lersebut yakni berdasankan permintadan dar KPU
Provinsi Benghuly it sendin bukan dan pihak LAPAS Kelas | Sukamiskin,

Saks/ Fakta menegaskan kemball bahwa Agusrin bebas dari pemjara (LAPAS)
telah berakhir pada tanggal 6 November 2014,

Halaman | BO




O

- Saks Fakts menerangkan pernah mendengar bahwa LAPAS sula miskin pamah
kedatangan anggota KPU Provinsi Benghulu beserta rombongan PORIA
melakukan verifikasi berkas-berkas:

- Saksi Fakta menjelaskan bahwa saksi bersikukuh bawah bebas
bersyarat Agusrin pada tanggal 6 November 2014,

2. Saksi AbY Dr. Budiono., S.H., M.H.

- Sebelun memberikan keferangan, Saksi AhF of pertisa idenfitas dan sural fugas
oleh petugas BAWASLLY Proving Bengkull, dan of nyatakan lenghkap, kemtdian
Saksi AbW of amisl swmpah ofeh petugas BAWASLY Provinsi Benghkuly didadam
sigang misyawarah terbida secara vrlual;

- Saks! AbN berpendapat Pendapat hukum terhadap Putusan Momor Mahkamah

Kostitusi Nomor S6/PUU-XVIL/2019 dan telah dinyatokan Pasal 2 quo
konstitusional bersyarat sehingga bunyl Pasal 7 ayat 2 hunsf (g) * tdak pernah
sebagal terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang
melakukan tindak pidana kealpaan dan Bndak pidana politik dalam pengertian
suaty perbuatan yang dinyatakan sebagal tindak pidana dalam hukum positif
hanya karena pelakunya mempunyal pandangan politic yang berbada dengan
rezim yang sedang berkuasa;
{ii) bagl mantan terpidana, telah melewali jangka wakiu 5 (lima) tahun setelah
mantan lerpidana selesai menjalanl pidana penjara berdasarkan pubusan
pengadilan yang telah mempunyal kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau
terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jatl dirinya sebagal mantan
terpadana;

- Saksl Ahli berpendapat Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 56/PUL-XVIT/2019
tedsh tegas Pasal 7 ayat 2 huruf (g) meyatakan bahwa Pasal 2 guo konstitusional
bersyarat (i) tidak pemah terpidana (penjara) berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah melewall jangka wakiu
S (Wma) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempuryal kekuatan hukum tetap.
Maksud darf Putusan Mahkamah Konstitus! Nemer! S8/PUL-XVIL/2019 adalal
kecuall ferhadap ferpidana yeng melakukan tindak pidend kealpaan dan Bk
pidana politik datam pengertian suaty perbuatan yang dinvatakan sshagal tindak
jpidana dalam hukum positt hanya karena pelakunya mempunysl Dancangan
politik vang berbeds dengan rezm yang sedang berkuasa; (W) bagl mantan
lerpidana, telah melewat! jangks waktu 5 (ima) tahun setelah mantan fempidana
selesal menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
meTpuyar kekiatan hukum tefap dan secara jufur staw ferbuka mengumrmikan
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mengenal latar beigkang e dinnya sebagai mantan terpidana. Dan (i) bukan

sebagal pelaky keahatan yang berlang,

- Sakel Ahll berpendapat dengan adamya Putusan Mahkamah tersebut maka

I. Bahwa syarat calon kepale doerah dan wakil kepalz pang terpidana
berdasankan kekuatan hukum telap dapat mejadt calon apabia telah melewali
atau selesal menjaian pldana penjara dalam Janka wakty 5 (ima) tahun, Jadf
flas yang dimaksud dengan ferpidana dalam pufusan tersebut sdaiah
seseorang menjalani pidana atay hukuman penjars (dalam LAPAS
Pasal
1 angka 7 UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarkatan “
narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang
kemerdekaan di LAPAS);

2 Balwa secara ferbiks dan Jupsr mengemikakan kepada putik batwa yang
bersanghutan mantan lerpidana” adslah dimaksudian agar pubhk dapat
Dengan permyataan fevbuka dan jufur ded mantan herpidena yang telah
giketahu olah masyarakal umum (oo falten) ferseindt maka terpulang
kepads masyarakat ateu rakyat sabagal pemilth unfuk mambenikan suaranya
kepads calon yang merupakan seorang mantan nNarapidana atau sk
seorang mantan lerpidana selesal menilankan masa fahanannya fdalam
LAPAS) dan mengumumkan secara ferbuka dan juir bafwa dla acaiah
mantan narapidana, yeng bersanghufan dapat mencalonkan din menjaal
Gubernur, Bupati, dan Walkkola atau mencalonian oiri dalam fabatan publk
atau jabatan politik yang pengisiannya mesialul pemiihan (elected officials).
Pada akhimya, masyarakat yang memiliki kedaulataniah yang akan
menentukan pilihannya. Namun, apabila mantan narapidana tersebut tidak
mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan
terpidana, maka berlaku syarat putusan Mahkamah Nomor 56/PUL-XVIL/2019
yaity, lima tahun sejak terpidana selesal menjalanl hulkumanmya®™,. Putusan
Mahkamah Kostitusi Nomor S6/PUL-XVIT2019 telsh memberikan kepastian
dan jaminan hak asasi warga negara untuk dipiih dan milih dalam
Penyelenggaraan pemerintahan dalam hal inl pemilihan kepala daerah. (LD
1945 pasal 27 avat (1) mengenal persamadn keduobikan Semua warga negars
terhadap hukum dan pemerintahan);

- Saksi Ahll berpendapat bahwa Pufisan Mahkamah Kostitusi Nomor 58/PUL-

XVIL/2019 felsh fegas dan jelas bahwa seorang mantan lerpidana  untuk
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meancaiokan o sehagl kepala daeral) dapal dikecuaifan slau dikesampingkan

gt syarat:

1. Apabila felah malewall atay salesal menialani pidana penjaca (dalam LAPAS)
dalam janka wakiu 5 (ima) tahon,

2 Secars levbuka dan juir mengemukakan kepads public batwa yang
bersangkutan mantan ferpidana ™ dan,

3. Bukan sehagal pelaku kejahatan yang berulang.

L KETERANGAN SAKSI FAKTAS AHLI TERMOHON
1, Saksi Fakta Fahruddin, S.H.
- Saksi Fakta menerangkan bahwa saksi adalah Tim POKIA dalam memverifikasi

dokurmen berkas Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provins
Bengkulu Tahun 2020;

Saksi Fakia menerangkan bahwa saksi ikut serta dengan rombongan Tim Verifikasi
POKIA EPU Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan Verifikasl ke LAPAS Kelas 1
Sukamiskin;

Saksi Fakla membenarkan babwa adamye Sval  Keferangan  Nomar:
WL PAS. PAS I-PK.01.01.02-7267 yang berisikan frase bebas mumi yang diketik
oleh Tim POKIA KPU Provins! Bengkuly of LAPAS Kelas I Sukarmiskin,

2. Saksi Fakta Angky Galaty, S.H.,M.H.
- Saksi Fakta Menerangkan bahwa saksi adalah Tim Verifikator POKIA KPU Provins

Benghuiu;

Saksi Fakta menerangkan bahwa saksi vang memyerifikasi dokumen persyaratan
Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubermur Provinsi Bengkulu Tahun
2020

- Saksi Fakia menerangkan berkas dokumen bakal calon Agusrin dan Imron Rosyadi

sudah lengkap dan tidak ada kekurangan satupun;

Saks! Fakta menerangkan bahwa benar Agusin dan Imron Rosyadi feiah
medsksanakan pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubermur Provins! Benglul
Tahun 2020 pada tanggal & September 2020, akan felapl faklanya saksi fakta
mengakui bafwa fands fenma pendaflaran Bakal Pasangan Calon Gubenur dan
Wakel Gubernur Provins! Bengkuly yakn! pada langgal 5 September 2020, serta
saks! mengakyy' hatwa sural tanda ferima fersebut adafah sxiah ket atau salah
pengetikan, dan ini berarti bahwa KPU Provins! Bengluly Hdak rmedaksanakan
tugasnya dengan batk dan fidak profesional sebagal lembage Penyelenggara
PEMILLY

3. Saksi Ahli Prof. HERLAMBANG, 5.H.,M.H.
- Bahwa Saksi Ahl tdak bisa memberikan penjelasan yang jelas atas makna

pengertian bebas mumi terhadap mantan narapidana melainkan yang dijelaskan
saksi ahdl yang ada bebas mumi ity adalab putusan pengadilan terhadap
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seseorang yang tidak terbuktl melakukan suatu perbuatan pidana ftu yang
dikatakan bebas murni, berdasarkan keterangan ahli bersebut sudah jelas dan
terang bahwa frase bebas murmd sebagaimana yang dimintakan oleh KPU Provinsi
Bengkulu terhadap kepala LAPAS Kelas 1| Sukamiskin ini tidak beralasan hukum
dan oleh karena ity maka dalil sebagaimana tersebut diatas tidak bisa menjadi
alasan KPU Provinsi Bengkulu untuk menfadi dasar pertimbangan vyang
menyatakan Agusin Manyono dinyatakan tidak memenuhi  syarat  sebagai
pasangan calon Gubernur dan Wakll Gubermur Provinsi Bengkuby Tahuwn 2020,

- Bahwa Saksi Ahlf sependapat dengan Pemohon mengenai penafsiran
terhadap fatwa MA RI yang diminta oleh ketus Bawasiu RI Nomor :
30/ tuaka.Pid/IX/2015 mengenal pengertian seseorang yang berstatus
bebas bersyarat kama telah pernah menfalani pidana didalam LAPAS,
maka dikategorikan sebagai mantan narapidana. Maks bergasarkan daly
tersebit sudiah jelas dan ferang bahwa orang yang sudsh meriaan pidang
dickdam LAPAS ity adalah disabuit mantan narapidand.

4, Saksi Ahll Dr, ARDI LAFIZA

Bahwa Saksi Ah menjelzskan ketfka Pemohon menanyakan kepada saksi ahli

mengenal dasar hukum KPU Provins! Bengluly menghifung feda waktu 5 (lima) tahun

sefak tangoal hakal calon yang bersanghutan felah sefesal menjalan pidananya kalay
diihat dari frase bebas akhir, bebas murri dan bebas bersyarat yang ditanyakan olef

Pemohon kepada saks ahlf dari ketiga frase fersebut yang menurud ahll dasar fukum

Maryorno Tidak Memenu'y Syarat sebagal Pasangan Calon Gubernur Bengkidy Tahun

2020, dimana saksi ahll tidak menyatakan dengan jelas mengenal frase sebagaimana

tersebut diatas melainkan saks! ahlf berpendapat bahwa i bukan kewenangan ahl

untuk menfawab yang berwenang urituk merniswal i adelah KPU Provins! Bengkuly,
maka berdasarkan dalil tersebut diatas sudah jelas dan kerang balwa bidak beralasan
hukum bagd KPU Provins! Bengkuly unbuk menyatakan Agusrin Marnyono  tidak
memenuhy syaral sebagai calon.
Berdasarkan dalil-dalil dan keterangan Saksli Fakta dan Saksi Ahli darl Pemohon dan
Termohon sebagaimana yang terangkan di atas, maka Pemochon menarik kesimpulan
sehagal berikut

L Bahwa Termohon (KPU Provinsi Bengkilu) sudah jelas dan terang dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagal Penyelenggara PEMILU tidak
Profesional;

2 Bahwa Termohon (KPU Provinsi Bengkulu) dalam melaksanakan tugasnya sudah
melampaul kewenangannya sebagal lembaga Peryelenggara PEMILU;
31 Bahwa Termohon (KPU Provinsi Bengkulu) dalam menetapkan Bakal Pasangaan

Calon Agusrin dan Imron Rosyadi tidak memenubl syarat adalah tidak beralasan
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hukum karena regulasi yang digunakan oleh KPU Provinsi Benghulu tersebut sudah

dibuktikan secara fakta di persidangan musyawarah terbuka oleh BAWASLL Provinsi

Bengkulu yang mana regulasi atau aturan yang digunakan oleh Termahon (KPU

Provinsi Bengkulu) bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang

lebih tinggi yakni ;

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ; 56/PUU-XVIL 2019,

- Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesai;

- UL Nomor :12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,

- UU Momor : 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang- undang
Momor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomar 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubermur, Bupati dan
Walikota.

Bahwa Termohon (KPU Provinsi Bengkulu) yang menjadi dasar dalam pelaksanaan

Penyelenggaraan PEMILUKADA hanya mengacu pada PKPU Momor 1 Tahun 2020

dan Keputusan KPU Nomor 304/PLO2.2- Kpt/06/KPU/NTIN/2020 Tentang Pedoman

Teknis Pendaftaran, Penelitian, dan Perbaikan Dokurmnen Persyaratan, Penetapan,

Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubermur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa Termohon (KPU Provinsi Bengkulu) sebagal lembaga Penyelenggara PEMILU

sehagaimana tertuang oleh Undang-undang, bukannya sebagal lembaga politik;

Bahwa Termohon (KPU Provinsi Bengkulu) tdak ada kewenangan untuk

menafsirkan norma atau aturan karena yang berwenang secara konstitusi kalau

Undang-Undang adalah Mahkamah Konstitusi dan norma atau aturan di bawah

Undang-Undang adalah Mahkamah Agung, Berdasarkan Uraian tersebut sudah jelas

dan terang bahwa Termohon (KPU Provinsi Bengkulu) telah menyalahgunakan

wewenang yang menafsickan norma atau aturan yang seharusnya  Dukan
kewsnangannya, oleh karena tu tidak ada alasan hukum bagl Termohon (KPU

Provinsi Bengkulu) untuk menyatakan Agusrin dan Imron Rosyadi tidak memenub

syarat sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsl Benghulu

Tahin 2020,

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan di atas, mohon kepada Ketua

BAWASLU Provinsi Benghulu, untuk memutuskan dan mengadili :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhrnya;

2 Membatalkan:

Berits Acara Rapat Pleno Nomor:1253/PL.02.3-BA/17/Prov/IX/2020 Tentang
Benetapan Pasangan Calon Peserta Pernilitan Gubernur dan Wakil Guberniur
Bengkuwiy Tahun 2020,

3. Menyatakan Pemohan telah memenuhi syarat sebagal Calon Gubermur dan Wakil

Gubernur Benglulu 2020-2024;
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4, Menyatakan Pemohon sebagal Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubermur

Bengkuiu Tahun 2020-2024;

5 Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provins! Bengkulu wnbuk menerbitian

Keputusan yang baru dengan menstapkan Pemohon sebagal Peserta Calon
Gubernur dan Wakil Gubermur Benghkulu 2020-2024;

B Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsl Bengludu unbuk menjalankan

putusan ini paling lambat 3 (tiga) kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian Kesimpulan PEMOHOMN disampalkan, dengan harapan Badan Pengawas
Pemillhan Umum Provinsi Bengkulu dapat segera memeriksa dan memutuskan
putusan ini dengan seadil-adiknya,

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesalan
senghketa dalam permohonan & guo, Termohon menyampaikan kestmpulan, guna menjadi
bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan
memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Sebefum Termohon menyampaikan kesimpulan, terkebih dabuby Termohon menyatakan
tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana tersebut dalam Jawaban, dan alat bukt serta
menclak semua dalil-dalil Pemohon balk dalam Permohonan, maupun alat bukti vang
diajukan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenaranmya

A

L

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilthan Umum Provinsl Bengkulu Nomor
1253/PL.O2.3-BA/ 1 7/Prov/TX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta
Pernifihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 selanjutnya disebut
objek sengketa pemilihan telah dibuat melalul aspek kewenangan, aspek prosedur
dan aspek substansi sebagaimana Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak bertentangan dengan asas-asas
umum pemerintahan yang baik, yaibu :

- Asas kepastian hukum

- Asas tertib penyelenggara negara

- Asas kepentingan umm

- Asas keterbukaan

= Asas menvalahgunakan kewenandan

- Asas proporsionalitas

Bahwa terhadsp Berita Acara Rapat Plenc Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Bengkuly Nomor 1253/PL.0Z.3-BA/17/Prov/D{/2020 tentang Penetapan Pasangan
Calon Peserta Pernilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Benglulu Tahun 2020 telah
diumumkan melalul laman KPU Provinsi Benghulu, dan disershkan kepada
Pasangan Calon, Partai Politik Pengusul dan Bawaslu Provins! Benghulu (Bukti T.2,
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T.3, T.4 dan T.5);

Peraturan KPU Nomar 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
KPU MNomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubemur dan Waki
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan
Keputusan KPU Nomor 394/PL02.2-kpt/06/KPU/VIIL/2020 tentang Pedoman
Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan,
serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubermur dan Wakil Gubernar,
Bupatl dan Wakll Bupati, dan/atau Wallkota dan Wakil Walikota adalah aturan
yang sah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakll Gubernur
Bengkulu Tahun 2020;

Surat W11.PAS.PAS.1.P¥.01.01.02 tertanggal 9 September 2020 adalah produk
hukum yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Thurman Saut Hutapea, Bclp,
SH., M.Hum selaku Kalapas Klas | Sukamiskin;

Perbedaan pengertian Narapidana dan Mantan Terpidana

Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan Permohonan
penyelesaian sengketa pemilinan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Momor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemnuwr, Bupati dan Walikota menjad
Unidang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Momor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang, juncte Peraturan Bawasiu Nomor 2 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wall Kota. Berikut
dalil pemahon dan jawaban termohon sebagal berilkut:

No
1.

Dalil Pemohon
Menurut pemobon babwa Berita
Acara Rapat Pleno Komisd
Pemilihan  Umum Provinsi
Bengkulu Mormor
1253/PL.02.3BAS 17 Prov/Tx/ 2020
tentang Penetapan  Pasangan
Calon Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubermur
Bengkulu Tahun 2020, vyang
mana salinannya tdak diberikan
kepada Pemohon sebagal Bakal
Pasangan Calon Gubernur/Wakil

Jawaban Termohon
Terhadap dalil tersebut diatas
dapat kaml tanggapl bahwa
berdasarkan Keputusan KPU Rl
Momior 3IPLO2.2-
Kpt/06/KPU/NVIIL2020
Tentang  Pedoman  Teknis
Pendaftaran, Peneliian dan
Perbaikan Dokumen Persyaratan,
Penstapan, Serta Pengundian
MNomor Urut Pasangan Calon
Dalam Pemilihan Gubermur Dan
Wakll Gubamur, Bupali Dan
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Gubernur  Provins  Benghuly
Tahun 2020, seharusnya Berita
Acara Rapat Pleno Komisi
Pemilihan Umum  Provins
Benghulu  tersebut  walib
diberikan oleh Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Benghulu kepada
Bakal Pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubemur Provins
Bengkubu melalul nara hubung
masing-masing Pasangan Calon
LO (Liaison Officer) yang mana
pada faktanya KPU Provinsi
Bengkulu baru mau
menyarahikan Berta Acara Pleno
tersebut setelah adanya  surat
Permohonan dar Pemahon untuk
meminta Berita Acara Pleno
Komisi Pemilihan Umum Provins
Benghkuly Momor: 1253/PL.02.3-
BA/ 17 Prov DY 2020 Tentang
Penetapan  Pasangan  Calon.
Peserta Pemilihan, Gubermur dan
wakil Gubermur Bengkulu Tahwn
2020. Oleh karena itu, swdah
jelas dan terang perbuatan yang
dilakukan oleh KPU  Provinsl
Bengkulu adalah Cacat Hukum
dan Batal Demi Hukum; obeh
karena itu tidak ada alasan bagl
KPU Provinsi Bengkulu  unbuk
tidak  menetapkan  Agusrin
Maryono dan Imron Rosyadi
untuk menjadi Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubemur
Provinsl Bengkulu Tahun 2020
Bukti P-2.1

Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walkota tanggal 24
Agustus 2020 BAB V huruf B
{bvuketd T.1)
1.dst
2.dst
3. Menuangkan berita acara
tentang Penetapan
Pasangan Calon Permilihan
Gubernur  dan  Wakil
Gubernur Tahun 2020 ke
dalam  Keputusan  KPU
Provinsi tentang Penetapan
Pasangan Calon Peseria
Pemilihan Gubernur  dan
Wakil Gubemur  Tahun
2020. Keputusan  KPU
Provinsi Bengkulu tentang
Penetapan Pasangan Calon
mencantuemikan Nama
Fasangan Calon  vang
berstatus memenuhl Syarat
sebagaimana terulls dakam
Berita A tentang
Penetapan Pasangan Calon
Perniliban

peretapan pasangan calon
di laman KPU Provinsl  atau
KPU Kabupaten/ Kota; dan

KPU Provinsd  atau  KPU
Kabupaten/kota tentang

calon peserta  pemnilihan
paling lambat 1 (satu) hari
setelah penetapan
pasangan cakon, kepada :
a. Pasangan Calon;
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b. Partal Politik atau
gabungan Partal Politik;
dan

c. Bawaslu Prowins afau
Bawaslu Kabupaten/kota,

Bahwa berdasarkan  ketentuan
diatas tdak ada kewajiban bagl
KPU Provinsi  Bengikulu  untuk
menyampaikan berita acara
tentang Penetapan Pasangan
Calon Pernilihan Gubemur dan
Wakil Gubernur Tahun 2020
kepada bakal  pasangan
calon. Mengingat Pemohan
berstabiss  sehagai bakal
pasangan calon sedangkan
yang dapat diberikan salinan
penetapan adalah  berstatus
pasangan calon.
Babnwa hasil penetapan bersebut
telah kami diumumian melalui
laman KPU Provinsi Benghkulu
(bukti T.2), dan diserahkan
kepada Pasangan Calon (bubkt
T.3), Parpol Pengusul (buldi
T.4), dan Bawaslu Provinsi
Bengkulu (bukti T.5)
Bahwa  berdasarkan  uraian
diatas terhadap dabl yang
disampalkan oleh pamohon tidak
berdasar oleh sebab itu harusiah
diabadkan.
Bahwa KPU Provinsi Bengloulu Dari wuraian tersebut  diatas
dalam melaksanakan tugasnya pemohon mendalikan bukti P-34
tidak profesional, karena masa  adalah kelru melainksn telsh
waktu Pendaftaran Bakal Pasangan disesuaikan  dengan  bukb
Calon Gubermur dan  \Wakil Lampiran Model TT.1-KWK
Gubernur Provinsl Bengkulu Tahun {bukti T.6), yang menjadi acuan
2000, berdasarkan  Lampiran sehagal bahan bakal pasangan
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Peraturan Komisi Permiiliban U
Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Komisi Pemiliban Umum Nomor 15

Tahun 2019 tentang Tahapan,
Pragram dan Jachwal
Penyelenggaraan Pemiliban

Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakll Bupatl, dan/ atau
Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2020, pada halaman 5 angka (2)
Tentang Pendaftaran Pasangan
Calon yakni dimulai pendaftaran
pada tanggal 4 September dan
berakhir pada tanggal 6 September
2020, akan tetapi faktanya KPU
Provinsi Bengkuly membuat tanda
Terima Pendaftaran Bakal
Pasangan Calon dalam Pemilihan
Gubemur dan Wakil Gubernur
Bengkulu Tahun 2020 yakni pada
hari sabtu tanggal 5 September
2020, adalah Cacat Hukum dan
Batal Demi Hulum, maka tidak ada
alasan KPU Provinsi  Benghubu
untuk tidak menetapkan Pemohon
Sebagai Pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubermur Provinsi
Bengkulu Tahun 2020; Bukti P-34
Bahwa Berdasarkan Benta Acara
Hasil Penelitian Perbaikan
Persyaratan  Calon  Pemilihan
Gubermur dan  Wakil Gubernur
Bengkulu  tahun 2020 yang
menyatakan hasil pemeriksaan
keabsahan dokumen kebterangan
telah selesai  menjalani  pidana
penjara  darl kepala lembaga
permasyarakatan Tidak Memenuhi

calon yang memenuhi  syarat
pendaftaran yang ditentukan,
yvaifli antara tanggal 4 sampal
dengan tanggal & September
2020 dengan demilian tanggal-
tanggal tersebutiah yang dapat
dijadian KPU Provinsi Benghuly
dalam imerssriima

pendaftaran  bakal pasangan
calon, Hal ini harusiva pemohon
sudah Marifikasi pada saat
pendaftaran bukan pada masa-
masa pemohon Hdak memenduhl
syarat sebagai pasangan calon,
Oletn  karenanya, dall vyang
disampaikan  pemohon  tidak
besrclasar dan harusiah ditolak.

Dalil permohon  tersebut  diatas
tidaklah tepat karena di dalam
check fist tersabut hamya memuat
gyaral sebagaimana pada poin 16
yang mana dolumen-dokumisn
lain  yang terkait  demgan
ketentuan  terpidana diggbarkan
secyal  dengan  ketentuan yang
beraky yalty surat keterangan
telah selesal menjalani  pidana
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Syarat adalah tidak jelas (ofscwr
iy bahwa berdasarkan lampiran
model  TT.1-KWK fanda terima
pendaftaran Bakal Pasangan Calon
dalam Pemilihan Gubemur dan
Walkil Gubemur Provinsi Bengkuls
tahun 2020, Hamya Menjelaskan
Pada Point 16 Surat Keterangan
Telah Selesal Menjalani Pidana
Penjara dan Kepala Lembaga
Pemasyarakatan, dan bHdak ada
Teminta dokLmsen lainnya
sehingga sudah jelas dan terang
balwwa kepubusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi
Bengkulu tidak beralasan hukum
untuk tdak rnenetapkan sebagal
Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubermur tahun 2020: Buktl
P27

Bahwa KPU Provinsl Bengkulu
menghitung jeda wakiu 5 (lima)
tahun sejak tanggal bakal calon
yang bersangkutan telah selesai
menjaland  pedananya sampal
dengan pada saat pendaftaran
sebagai bakal calon, berdasarkan
surat keterangan telah  selesal
menjalani pembebasan bersyarat,
cutl bersyarat, atay cuth

menjelang bebas darl kepata
Lernbaga Pemasyarakatan

dimana KPU Provinsi Bengkulu
setedal  melakikan klarfikasi ke
lembaga terkait dan huasil

penjara darl kepala lembaga
permasyarakatan sejalan dengan
ketentuan Pasal 42 ayat (1)
huruf f angka 3 Peraturan
KPU MNomor 1 Tahun 2020
yang mengatur *Surak
keterangan  telah  selesal
menjalani pidana penjara dari
kepala iembaga

permasyarakatan” dan angka
{4} “surat keterangan telah

selesal menjalani
pembebasan bersyarat, cuti
bersyarat atau cuti menjelang

bebas dar kepala lembaga
permasyarakatan, dalam hal
bakal calon mendapat
pembebasan bersyarat, cuti
bersyarat atau cuti menjelang
bebas “, (Bukti T.7)

Oleh karenanya, dalil yang
disampaikan  pemohon  tidak
berdasar dan  tidak  dapat
diterima.

Pandangan pemohon  yang
menyatakan bahwa difnya telah
medaksanskan pidana selama 5

tahun tidak terikat dengan adanya
putusan  ME  Momor  56/PULU-
XVI1/2019 (Bukt T.8)

menyatakan bahwa Pasal 7 ayat
(2} huruf (g} Undang-Undang No.
10 Tahun 2016 Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 1
tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penggant
Undang- Undang Nomor 1 Tahun
2014  tentang  Pemnilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota
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pencermatan dokumen perbaikan
persyaratan calon, dapat
disimpulkan bahiwa Agusrin
Maryono belum melewati jangka
waktu 5 tahun selesal memjalani
pidananya sampal dengan pada saat
pendaftaran sebagal bakal calon
adalah tdak jelas (obscuur libel)
KPU Provingl Bengkuluy menghitung
jeda waktu 5 tahun dan  bebas
mumi, karena setelah bebas murni
baru dinyatakan sebagal mantan
narapidana. Dalam Putusan
Mahkamah  Konstitusi  Nomor
Mo, 56/PLIL-XVIT/2019, dan
Peraturan Komisi Pemiliihan Umum
Mamor 1 Tahun 2020 ditegaskan
bahwa ada jeda 5 tahun setelah
menjalani pidana penjara. Menurut
keterangan LAPAS Kelas 1
Sukamiskin  Momor:  WILLPAS.PAS.|-
PH.01.01.02-7301 tertanggal 15
September 2020  yang
menerangkan  bahwa  Agusnn
Maryono bebas bersyarat pada
tanggal & MNovember 2014, Ini
berarti Agusrin Maryono sudah lewat
5 tahun dan sudah cukup wakiu
untuk  mengajukan  pendafiaran
sebagai Pasangan Calon Gubermur
dan  Wakil Gubemur Provinsi
Benglkulu Tahun 2020.

Dalam Peraturan Komisi Pemiliban
Umum Nomor T Tahun 2020 tidak
diuraikan secara jelas mengena
pengertian  mantan  narapidana,
dalam PHIPL inl hamya
menyehutkan  balvwa — mantan
terpidana pidana ity makswdnya

menjadi Undang-Undang tersebut
bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 15945, Mahkamah
Konstitusi  juga menilal  bahwa
pasal tersebut Gidak mempunyal
kekuatan  hubkwm  mengikat,
adalah ftidak tepat dan tdsk
beralasan,

Bahwa dalam Putusan MK
tersebut menyatakan Pasal 7 ayat
(2) huruf (g) Undang-Undang No.
10 Tahun 2016 Perubahan kedua
atas Undang- Undang Nomor 1
tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang- Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Wallioota

mernjach Undang-Undang
(Lembaran Megara  Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor

130, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Namor 58%8)
bertentangan dengan  Undang-
Undang Dasar 1945 dan tdak
mempunyal  hukum  mengikat
secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai felah melewall jangks
wakfy 5 fahun sefeislr mantan
terpidang sedesal meniaan
pidang  penjara berdasarkan
ptusan pengadian yang
mempunya  kekustan  hukum
tefap st

Pemohon  memahami  bahwa
status mantan narapidana adalah
seseorang  yang ftelah  pemah
menjalan pidana hilang
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telash selesal menjalani  pidana
penmjara. Bukt P41 | Pengertian
"tefah  selesai  menjalani  pidana
penjara” inl yang perlu dipelaskan,
apakah sejak bebas bersyarat atau
bBebas mumi,

Menurut Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2016 tentang perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor
1 tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang- Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walkota menjadi
Undang- Undandg;

Pada Pasal 7 ayat (1)
menyebutkan ;  “Setiap  wanga
negara  berhak  memperoleh
kesempatan yang sama  untuk
mencalonkan dil dan chcalonkan
sehagai Calon Gubernur dan Calon
Wakil Gubermur, Calon Bupati dan
Calon Wakil Bupati, serta Calon
Walikota dan Calon  Wakil
Walikota".

Pasal 7 ayat (2) hurdd (g) yang
berbunyi: Calon Gubernur dan
Calon Walkil Gubernur, Calon Bupati
dan Calon Wakil Bupati, serta Calon
Walkota dan Calon  Wakil
Walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus
mesrhenieh persyaratan
sebagaimana yang tertuang dalam
huruf {g) yang berbunyi “tidak
pemah  sebagai  terpidana
berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kelruatan

kemerdekaan di  lapas  dan
ketika seseorang yang berstatus
bebas bersyarat karema telah
pernah menjakani pidana di dalam
lapas maka dikategorkan mantan
narapidana sebagaimana  fabwa
Mahikamah Agung yang
menyatakan babwa pembedaan
tstilah didasarkan kepada pernah
tidaknya dipidana  seseorang
masuk dan menjalan hukuman o
lapas. Dan ketika menyandang
predikat sebagal mantan
narapidana maka yang
bersangkutan  dianggap  telah
selesal menjalani pidana penjara
berdasarkan  keputusan  hakim
yang  mempunyali  kekuatan
hukum  tetap. Dall il juga
dijadikan pandangan pemohan
bahwa tanggal 06 MNovember
2014 status pemohon  sudah
sebagai mantan narapidana dan
telah melampaul masa jeda 5
tahun sehingga menilai  dinnya
dapat mengikubh  pencalonan
sebagai pasangan calon.

Bahwa Pulusan MK  Nomor
56/PUL- XVII/2019 tersebut tilah
diadopsl dalam Peraturan KPU
Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Perubahan Keempat Atas
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pencalohar
Pemilihan Gubernur dan  Wakil
Gubernur, Bupati dan  Wakil
Bupati dan/atau  Wallkota dan
Walkil Walikota sebagaimana telah
diatur kemball dengan Keputusan
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hukum tetap atau bagi mantan
terpidana telah secara terbuka dan
jujur mengemuikakan kepada publik
batvwa yang bersangkutan mantan
terpidana”;

Dalam putusan MK Nomor 56/PULU-
¥VIT 2019 menyatakan bahwa
Pasal 7 ayat (2) huruf (g) Undang-
Undang MNo, 10 Tahun 2016
Perubahan kedua atas Undang-
Undang Momor 1 tahen 2015
tentang  Penetapan  Peraturan
Pemerintah  Penggantl  Undang-
Undang MNomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilhan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadl Undang-
Undang tersebut  ‘hertentangan
dengan Undang- undang Dasar
Nagara Republik Indonesia tahun
1945, Mahkamah Konstitusi juga
menilai bahwa pasal tersebut tidak
mempunyal  kekuatan  hukum
mengikat.

Pasal 7 ayat (2) huruf (g)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubshan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan
Pernerintah  Pengganti  Undang-
Undang MNomor 1 Tahun 2014
tentang  Pemilihan  Gubemur,
Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang {(Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015
Momor 57, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor
S678)  bertentangan  dengan
Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

KPU Nomor 394/PL.02.2-
kpt/D6/KPU/VITL/2020  tentang
Pedoman Teknis Pendaftaran,
penelitian dan Perbaikan
Dokumen Persyaratan,
Penetapan, serta Pengundian
Nomor  Urut  Pasangan  Calon
Gubermur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wallkota dan  Wakil  Walikota
tanggal 24 Agustus 2020 begiu
pula dengan fatwa Mahkamah
Agung sepanjang yang
mendefinisikan  frase kata
“mantan tempedana dan mantan
narapsdana”,

Mamun  pemobon

batwa berdasarkan Sural
keterangan Lapas Klas 1
Sukarmiskin Momor
W11.PAS,PAS. 1-PK.01.01.02-7301
tertanggal 15 September 2020
yang menerangkan bakwa
Agusrin Maryono bebas bersyarat
pada tanggal 6 November 2014
dan menilai tefah lewat 5 tahun
dan cukup waktu  untuk
mengajukan pendaftaran sebagai
calon  Gubermur dan  Wakil
Gubermur Bengkulu Tahun 2020,
hal inl bertentangan dengan
Pasal 1 angka 21 Peraturan KPU
Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Perubahan Keempat  Alas
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun
2017  tentang  Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atauy Walikota dan
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secara bersyarat sepanjang
ticak dimaknai dikecuadikan
bagi mantan termdana yang secara
terbuka dan jujur mengemulalan
kepada bl batwa
Yarng bersangkutan mantan
terpidana,” Bahwa Berdasarkan
surat yang diajukan oleh Bawasiu
RI Nomor 0242/Bawasly/TX/2015
tanggal 2 September 2015,
Mahilkamah Agung Republik
Indonesia melalul Ketua Muda
Pidana yang saat itu diketual oleh
Dr Artidio Alkostar SHLLM.
mengeluarkan  awaban  alas
permoionan  fatwa  Mahkamah
Agung RI, yang inti dari fatwa
Mahkamah tersebut, Aerfama,
perpelasan mengenad istiflah
ferpiciand clart manian narapioana.
Terpidana adalah seseorang  pandg
dinidany  bevasarkan  palusan
pengaditan yang felah memperoleh
kekuatan  huokurn  letap;  dengan
deTHiET mankan ferpiaana acalkah
sesegrang  yang pemah dipidand
bermrsarkan.  putusan | pengadian
yang  memperpieh  kekualan
Fuskm, fetap, Kedua, Nerapidana
adalah ferpidana yang merjalan
pidana  hilang  kemerdekaan  of
Lexmifes Aernasyarakatan
(LAPAS), Dengan cemiban marnan
nargpicdand adalalt sesecrang yang
telah  pemah  merjalani  pidana
fiang kemerdekaan, o LAPAS,
Kotipa seseovang pang berstalus
bebas  bersyarat  karena  fedah
pernalt menalani pidana  oidakam

Wakil Walikota dan poin D
pengertian umum angka 17
Keputusan KPU Homor
I94/PL.O2.2-
kpt/0B/KPLYVILL/2020  tentang
Pedoman Teknis Pendaftaran,
Penelitian dan Perbaikan
Dokumen Persyaratan,
Penetapan, serta Pengundian
Momor Urut Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubermur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan  Wakil Walikota
tanggal 24 Agustus 2020 yang
menerangkan “mantan terpidana
adalah  orang yang  Sselesal
menjalani pidana, dan tidak ada
huburgan secara teknis (pidana)
dan adminkstratif dengan menteri
yang menyelenggarakan  unusan
pemerintahan di bidang  hukum
dan hak asasi manussa®,

Lebih  dalam  lagl  berdasarkan
Peraturan Pemerintah  Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 1999
(bukti T.9) tentang syarat dan
tata cara pelaksansan hak warga
hinaan permasyarakatan Pasal 44
ayat 2 menyebutkan pembebasan
bersyarat dapat dicabut oleh
mentert atas usul kepala bapas
dalam hal melanggar ketentuan
mengenal pembebasan bersyarat
dan Pasal 47 ayat 1 huruf a yang
menyebutkan masa  selama
herada diluar lapas tidak dihitung
sebagal masa menjalani pidana;
dan hunsf b untuk tahun pertama
setelah  dilakukan  pencabutan
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LAPAS maka dikategorikan sebagal
mantan naramdana,

Berdasarkan fatwa Mahkamah
Agung tersebut dapat ditegaskan
bahwa seorang terpidana belum
tentu nara pidana (karena bisa jadi
seorang terpidana walaupun sudah
dipidana tetapl dia tdak menjalani
pidana dalam LAPAS) sedangkan
sEorang nara pidana

sudah pasti seorang terpidana
karena pemah menjalani  pidana
hilang kemerdekaan di dalam
LAPAS). Penjelasan  Mahkamah
Agung tersebut memberikan makna
pembedaan  istilah  didasarkan
kepada pernah tidaknwa dipidana
seseorang masuk dan menjalani

hukuman di LAPAS. Ketika
menyandang predikat  sebagal
mantan narapidana maka

yang bersangkutan dianggap telah
selesal menjalani pidana penjara
berdasarkan keputusan hakim yang
telah mempunyal kekustan hukum

melampaul masa jeda 5 (lima)

pembebasan  bersyarat  tidak
diberikan remisi cuti menjelang
bebas dan ol mengunjungl
keluarga

Selanjutrya memperhatikan Surat
Keputusan Menteri Hukum dan
HAM RI Nomor :@ PAS -
333.PK.01.05.06

Tahun 2014 tanggal 24 Jull 2014
{bukti T.10) yang menyatakan
bahwa huruf | tanggal bebas alkdir
jatuh pada tanggal 12 Desember
2015 sedangkan yang
bersangkitan mencapatkan
pembebasan  bersyarat  pada
tanggal 06 November 2014
namun masa percobaan berakhir
pada tanggal 12 Desember 2016
sehingga KPU Provinsi Benghkulu
menilal dalam rapat pleno kepada
pemohon  telah lepas dad
hubungan administratif dengan
Menteri Hukum dan HAM yaibuy
setelah tanggal 12 Desember
2016.

Dengan demikian, selama
pemohon menjalani pembebasan
bersyarat  statusnya  sebagal
warga binaan BAPAS.
Sehubungan dengan pendapat
hukum  Ahll hukum  pidana
Universitas Mataram Prof, Dr.
Gatot Dwi Hendro Wibowo dalam
kesimpulan legal opinion sengkets
Pilkada serentak di Bawashy
Dompu tangoal 3 Oktober 2020
menyatakan :

"Bahwa bavk norma pembebasan
bersparal” maupun Thefes axhir”
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tahun, maka tidak ada halangan
bagl yang bersangkutan wniuk
mencalonkan din sebagai Pasancan
Calon Gubsmur dan  ‘Wakil
Gubemur Provinsi Bengkulu Tahun
2020, Selain i juga disisl lain
dasar hukum yang dipergunakan
adalah PKPU Nomor 1 Tahun 2020,
tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pencalonan  Pemilinan  Gubemur
dan Wakil Gubernur, Bupatl dan
Wakil Bupati dan/atay Wallkota dan
Wakil Walikota dan Surat Edaran
Komisi Pemilihan Umum Republk
Indonesia MNomor  735/P.L.02.2-
SO/06/KPU/TN/2020 tertanggal 5
September  perihal  Penjelasan
Mantan Terpidana, Buktl 42 Dalam
PEPU Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 1
angka 21 menyebutian
bahwa: manian ferpidang  adalah
arang yang sudah selesal menjalani
pidana, dan bdsk ads hobungan
secwa  feknis  (pidenal  dan
administrative dengan menler yang
MENPEEIQOIrakan  Lrusan
pemerintahan df bidang hiskurm dan
hak asas) manusia’,

Pasal 4 ayat (2a) menyebutkan
bahwa :

Syarmd  holak  pemah  sahagal
ferpidana  sebagaimana  dimaksud
pada Pasal 4 avat 1 huref (1)
abkecualkan bagl m,antan
terpidana yang diancam  dengan
pidana perjara 5 (ima) fahun atau
lobih yang felah melewal jangks

dalam  perenfude | selesainyva
meanialanl pidang penjara; sama-
sama mermikl dasar hukun dan
arpurnenias!  jang osup kual
batvkan dapal dikalakan balwa
kegua norma  hukum  lersetut
bukan merupakan sebuah piifhan
(alternative)  namin  bersiat
akurmulalif; artinya kedua nomna
tersebut  bersifat  komplemerter,
saling mendukung dan  bdak
saling Mmensgiskan Al sama
dadn; " Bulkti P43

Termohon  Gidak  sependapat
mengingat pendapat ahli hukum
pemohon hanya terkat pada
Bawaslu Dompu sehingga tidak
bisa digeneralisir dalam perkars
inl, Mengingat pembebasan
bersyarat berdasarkan Pasal
1 angka 21 Peraturan KPU
Momor 9 Tahun 2020 tentang
Perubahan Keempal Atas
Peraturan KPU Nomor 3 Tabun
2017 besrtang Pencalonan
Pemilihan Gubermur dan  Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupatl dan/atau Wallkota dan
Wakil Walikota dan poin D
pengertian  umum  angka 17
Kepubusan KPU Nomor
394/PLDZ.2-
kpt/O6/KPU/VILL 2020  tentang
Pedoman Teknis  Pendaftaran,
Panelstian dan Perbaikan
Daokurmien Persyaratan,
Penetapan, serta Pengundian
Momor Urut  Pasangan  Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur,
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waktu 5 (kma) lahun  sefelah
selesy menjaan pidang  penjars
berdasarkan  pulusan  pengadilan
yang lelah  mernpusyal
boekuatan fudum fetap,

Pasal 4 ayat (2e) menyebutkan
bahwa :

Uangka wakiy § fima) fahun fedah
Selesa meryian pdanag  perjara
sebagaimana dimaksud pads ayal
(2a) terfitung sefak tanggs! bakal
m@ion  yang bersangkuian  felah
salesal menjalan pdananya sampe!
changan P saat
pendaftarannya  sebegal  bakal
o,

Berdasarkan penjelasan of atas
KPU  mendasarkan daldl  selesal
menjalani hukuman itu bukan pada
pembebasan  bersyarat melainkan
tanggal bebas akhir yaitu tanggal
12 Desember 2015, sehingga
berdasarkan ketentuan norma o
atas, Agusrin Maryono dianggap
betum memenuhi Syarat

untuk mencalonkan din  sebagai
Pasangan Calon Gubemur dan
Wakil Gubemur Provins! Bengkulu
Tahun 2020, oleh karena tu maka
berdasarkan hal tersebut dv atas
menimbulkan  suatu  pertanyaan,
vang miana lesbiky kuat
kedudukannya Fatwa Mahlkamah
Agung atau Peraturan  Komisi
Pemilihan Umum dan/atau Surat
Edaran Komisi Pemilihan Umum.
Jika menyoalkan kedudukan Fatwa
Mahkamah Agung, kendatipun
buban Putusan Halam ( Kons) yang

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wallkota dan Wakll Walikota
tanggal 24 Agustus 2020
mengatur secara rind hubungan
teknis (pidana) dan admirstratif
CErIgan rmember yang
menyelenggarakan  Unusan
pemerintahan o bidang hukum
dan hak asasi manusia sehingga
pernbebasan  bersyarat  masih
terikat oleh hubungan
administratif  dengan  menter
tersebut.
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mengikat secara hukum kepada
para pihak yang berperkara;
namun kekuatan menglkat Fabwa
Mahkamah Agung bersifat etk
Sehagaimana kita ketahui babwa
higymn atau  peraturan ity baru
bermakna jika dapsat
dikembalikan kepada prinsip atau
asas yang sarat dengan musatan
etik dedlalamiya. Fatwa
Mahiamah Agung berfungs: untuk
memberikan solusi atat masalal
hukum yang urgen yang diajulkan
oleh oleh siapa pun, dalam hal i
termasuk oleh Bawaslu Republic
Indonesia dalam  penyelesaian
perselisihan pemilu, Fakta
higummya balwa Fatwa
Mahkamah Agung ftu muncul atas
pennintaan darl bawasiy Republik
Indonesia sendir. Dengan
dernikian, Fatwa Mahkamah Agung
mengikat secara etis  dan
seyogyanya dijslankan dan dipatuhi
oleh Bawaslu Republik Indonesia
berikut  jajaranmya  sampal ke
daerah,

Sedangkan Peraturan  Komisi
Pemilinan .Umum dan/atau Surat
Edaran KPU adalsh dasar hukum
dan pedoman bagi KPU dalam
penyelenggaraan pemilu pada setiap
kevel  jajaran  KPU mulal dari
Pusat AT daerah,
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sehansnya membuat norma baru
dan/atay  membuat  penafsiran
iukaam 13157 3 metakukan
pembatasan terhadap hak asasi
seseorang untuk memili dandipilib,
Kedua; Baiwa Kewenangan
membual aturan barangan mantan
narapidana koruptor ikut Pilkada
2020 ada di tangan Dewan
Perwakilan Rakyat, bukan
di tangan Komisi Pemilihan Umum,
Pembatasan hak-hak warga negara
menjadi KEWENangan
permbentuk Undang
Pemilihan Umum  vakni  wajib
men jaga administrasi
penyelenggaraan  pemilu/PILKADA
saja, bukan membust politik
penyelenggaraan pemil, karena itu
wilayahnya Dewan  Perwakilan
Rakyat. Maka berdasarkan dalii-dalil
sebagaimana tersebut di atas, maka
janganlal  hak seseorang yang
dijamin dengan undang- undang ku
dirampas oleh Peraturan Komisi
Pemilihan Umum dan/atau Surat
Edaran Komis Pemilihan Umum,
biarkah  rakyat  sendid  yang
memutuskan  apakah | seorang
mantan narapidana pantas untuk
tampil memimpin deerah khususnya
Provinsi Bengkulu.

Selain itu juga Ahll hukum pidana
Universitas Mataram Prof. Dr
Gatot D Hendnd Wibowa dalam
kesimpulan iegal opénion
sengketa Pllkada serentak di
Bawasly Dompu tanggal 3
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budkan  merupakan  sebush  pifihan
(afternativie)  namun  bersifat
akumuwiatlf; artinya kedia norma
lersabuit  bersifat  komplementer,
saling mendukung dan Hidak: saling
menegaskan safly sama iain; ", Buktf
P43

Maka  berdasarkan  dalil-dald
tersebwt di  atas  hendakmya
Bawasiu Provinsl Bengkulu perfy
mempertimbangkan  solusl  “jalan
tengah” sebagaimana yang
diputuskan oleh  Mahkamah
Konstitusi di atas, Artinya tdak lagi
mempersoalkan “pembebasan
bersyarat” atau “bebas akhir®, Hal
ini memperoleh pembenaran secara
teoritik  bahwa fka  terjadi
"kejemuan” dalam  melaksanakan
kepastian hukum, masih ada nilai
dasar huokum isin  vang  harus
dipertimbangkan yaknl nilal dasar
kemanfaatan dan nial  keadidan
didalamnya. Sedain itu juga Bahwa
hukum (dalam arti sempit juga
termasulk peraturan) sesungguhinya
adalah instrument atau alat saja
bukan bhujuan.  Tujuan,  yang
sesungguhnya adalah menciptakan
keadilan, keharmonisan,
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kessimbangan, dan  kedamaian
dalam masvarakat. Dalam lkasus-
kasus  tertentu, hukum  juga
berfungsi sebagal Taw as & foof of
soclal  engineening”.  Merupakan
eorl yang dikemukakan oleh
Roscoe Pound, yang berarti hukum
sebagai alat pembaharnan dalam
masyarakat, dalam istilah  ini
hukum diharapkan dapat
berperang  merubsh  nilai-nilai
sosial dalam masyarakat.

Bahwa pada saat masa perbaikan
dokumen syarat calon, Agusrin
Maryono  telah  menyerahlan
dokumen perbaikan syaral calon
berupa surat keterangan bebas
bersyarat yang dikeluarkan oleh
BAPAS Kelas 1 Sukamiskin dan
tetah diperbaiki menjadi surat
keterangan bebas bersysral yang
dikeluarkan oleh LAPAS Kelas 1
Sukamiskin tertanggal 15
Septernber 2020 dan  diserahikan
kepada Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu pada tanggal 16
Septernber 2020, akan  tetapi
faktarnya dokimen perbalkan syarat
calon tersebut ticlak
dilaksanakannya Werilikasi
wang/kemball oleh KPU Provinsi
Bengkulu adalah Cacat Hukum
dan Batal Demi Hukwm, oleh
karena itu sudah jelas dan terang
bafnwa perbuatan KPU Provins
Bengkuly sudah  bertentangan
dengan  Lamgpiran ketentuan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

Tahun 2020 (bukti T.11) dan
berdasarkan Poin B angka 2 BAB
IV Keputusan KPU  Nomor
394/PLO2.2-

kpt/ 06,/ KPU/VIIL/ 2020

tentang Pedoman Teknis
Pendaftaran, Penelitan  dan
Perbaikan Dokwumen Parsyaratan,
Penetapan, serta Pengundian
Momor Urut Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubemur,
Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atay  Wakkota dan Wakil
Walikota kemudian pada tanggal
24 Agustus 2020 menyatakan
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2020 halaman 5 angka 3 tentang
Perubahan Ketiga atas Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum,
Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2019 Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubemur,
Bupati dan Wakil Bupati; danfatau
Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2020 pada halaman 5 dan 4 angka
{3) tentang Verifikasi Pencalonan
dan Syarat Calon pada hurup (J).
yang yang berbunyl babwa: Masa
Verifikasi  Dokumen  Perbadkan
Syarat Caion yaitu pada tanggal 16
sfd 22 September 2020. Bukti P-
34

Bafiea Hasil Pemeriksaan
keabsahan dokumen  keterangan
telah selesai  menjadani pidana
penjara dari lermbaga
pemasyarakatan, yang mana
dokumen keterangan tersebut oleh
Komisi Pemilihan Limum
Provinsi Benghulu dinyatakan tidak
memenuhl  syarat adaiah tidak
beralasan hukum, karena tugas
darl KPU Provinsi Bengkulu adalah
rredaksanakan pemeriksaan
keabsaian dokumen dan
melakukan  venfikasi  faktual
terhadap dokumen-dokumen yang
menjadi  syarat wuntuk  menjadi
pasangan Calon Gubernur  dan
Wakil Gubermur Tahun 2020, tapl
faktanya KPU Provinsi Benghulu
tidak  melaksanakan  verifikasi
faktual terhadap dokumen Surat

KPU Provinsi mielakukan
penelitian  terhadap  dokumen
persyaratan calon yang telah
dinyatakan diterima pada saat
perbaikan namun tidak menadit
dokumen persyaratan calon yang
telah dinyatakan lengkap atau
memeniuhi syarat, kecuali
mendapatkan rekomendas: dan
Bawashuy Prowinsl atau  laporan
tertulis dari masyarakat dst.
Sehingga  tidak tepat  bila
langkah- kangkah verifikasi ulang
berkas perbaikan ini dinilai cacat
hukum dan batal demi hukum,
oleh karenanya dalil  pemobhon
tidak berdasar hukum dan layak
diabaikan,

Bahwa dalil yang memyatakan
frase bebas akhir menjadi bebas
miemd dalam surat  keterangan
Namior W11.PAS.PAS. 1-
PK.01.01.02,

tertanggal 9 September 2020
(bukti T.12) yang dikeluarkan
oleh Kepala

lapas Mas 1  Sukamiskin
fidak menjadl kewenangan KPU
Prendnsi. Benghulu untuk merubah
frase kata tersebut. Dimana surat
ini pun tdak menjadikan KPU
Prowinsi Benghkulu uniuk
berpatokan pada frase kata bebas
murnl melainkan pada tanggal
yang ditentukan dalam Surat
Keputusan Menterl Hukum dan
HAM RI Nomor :© PAS -
333 PK.01.0506 Tahun 2014
anggal 24 Jull 2014 Folom 3
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Keterangan telah selesai mengalani
pidana penjara, melainkan KPU
Provinsl  Bengkuls  melakulkan
perubahan Prase Bebas Akhir
menjadi Bebas Murmi, yang
mana pada tanggal 09 Septernber
2020 Komisi  Pemnilthan  Umum
Provinsi  Benghulu  melakulkan
verifilkasi terhadap Surat
Keterangan yang dikeluarkan oleh
LAPAS Kelas 1 Sukamiskin untuk
meminta data warga binaan
pemasyarakatan yang telah bebas
An, Agusnn Maryono MNajamudin,
sarts pada tanggal yang sama
pihak LAPAS kelas 1 Sukamiskin
mendapat permintaan dan konsep
surat yang sudah disiapkan oleh
Komisi Pemilinan Umum Provins
Benghulu untuk merubah  Prase
Bebas Akhir menjadi Bebas
Murni ini sudah jelas dan tevang
batwa perbuatan KPU Provins
Bengkulu sudah melebihi
kEwenanganta chan sl
metanggar ketentuan  hukum yang
berfaku  baik pidana  maupun
hukum lainnya. oleh karena iku
Komisi Pernihan Umum Provins
Bengkulu tidak beralasan hukum
untuk tidak menetapkan Bakal
Pasangan Calon Agusrin Maryono
dan [Imron Rosyadi  sebagai
Pasangan Calon  Gubernor dan
Wakll Gubemur tahun 2020; Bukt
P-33

Bahwa  Setelah  melakukan
karifikasl terhadap dokumen
persyaratan  calon oleh  Komisi

huruf |, yaitu tanggal bebas akhir
tanggal 12 Desember 2015 oleh
karenanya verifikasl i tedah

dilakukan ofsh KPU  Provinsi
Bengiulu dan Tim  Pokija
sebagaimana  dftuangkan ke

dalam Berita Acara Karifikasi
(ke T.13),

Untuk itu, dalil yang diajukan oleh
pemohon  tidak berdasar hukum
dan tidak periu dipertimbangkan.

Pandangan pemohonmyang
menyatakan bahwa  dirinya
telah  melaksanakan  pidana
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Pemilihan Umum Provinsi Benglkulu
disimpulkan bahwa Aguesrin
Maryono belum melewatl jangka
waktu 5 (lima) t@hun setelah
selesai menjslani pidananya sampal
dengan  pada saat  pendaftaran
sebagai bakal calon adalah tidak:
beralasan hukum karena  Agusrin
Maryono adalah marian
narapidana yang sudah bebas dari
hukuman lebih dad 5 tahun

huruf (k) yang dimaksud dengan
Pembebasan bersyarat  adalah
Bebasnya  Marapidana  Setelah
Menjalani sekurang-kurangnya 23
masa pidananya dengan ketentuan
2/3 tersebut tidak kurang dari 9
(Sembilan) bulan. Buki P-39 yang
mana hal tersebut diperkuat
berdasarkan  Fatwa  Mahkamah
Agung yang dizjukan oleh Ketua
Badan Pengawas Pemiliban Umum
Republik Indonesia Nomar
30/ Tuaka.Pid/T¥/2015 teranggal 16
September 2020, Bukt P-19, yang

sefama 5  tahun tidak terikat
dengan adanya putusan MK
Nomor 56/PUU-XVIL/2019

menyataékan bahwa Pasal 7 ayat
{2} hunf {g) Undang-Undang No.

10 Tabwn 2016 Perubahan keduns
atas Umdang-Undang MNomor 1
tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang- Undang Nomor I Tahun
2014 tentang Pemiiihan
Gubermur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang tersebut
bertentangan dengan  Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945. Mahkamah
Konstitusi juga menilal  bahwa
pasal tersebut tidak mempuryai
kekuatan  hukum  mengikat,
adalah tidak tepat dan tidak
beralasan.

Bahwa dalam Putusan MK
tersebut menyatakan Pasal 7 ayat
{2) huruf (g} Undang-Undang Na,
10 Tahun 2016 Perubahan kedua
atas Undang- Undang MNomor 1
tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang- Undang Nomor 1| Tahun

2014 tentang Pernilihan
Gubernur, Bupatli dan Wallkota
menjadi Undang-Undang

(Lembaran MNegara  Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor
130, tambshan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5B98)
bertentangan dengan Undang-
Undarg Dasar 1945 dan Gdak
mempunyal  hukum  mengikat
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berbunyi: sessorang yang berstatus
bebas bersyarat, karena telah
pemah menjalani Pidana di dalam
LAPAS, maka dikateqorikar sebagai
Mantan Nara Pidana, dan selain itu
juga diperkuat dengan Peraturar
Komisi Pemilihari Umum, Republik
Indonesia (PKPU) Nomar: 9 Tabun
2020 Tentang Perubahan Ke empat
Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum MNomor 3 Tahun 2017
Tentang Pencalonan  Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubemur,
Bupati dan Wakll Bupatl; dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Fasal
4 ayat (1) yang berbumyi: Warga
MNegara Indonesia dapat menjaci
Calon Gubemur dan; ‘Wakil
Gubemur, Bupati dan Wakil Bupatl,
atau Walikota dan Wakl Walikota
dengan  memenuhl  persyaratan
sehagaimana tertuang pada huruf
{g) yang berburyi : Bagl mantan
Terpidana vyang telah selesal
menjalani  masa  pemidanaanya
wajlb secara jujur ataw terbuka
mengemukakan kepada publik:
Bukti P-36 Selain itu juga diperkuat
dengan Putusan MK No.4/PUU-
V1172009 yang berbunys; Basgl

Mantan Narapidana yang sedara
terbubkia dan jujur mengemdkakan
kepada public bahwa yang
bersangkutan  adalah  mantan
terpidana. Buktl P-28 hal ini telah
dilakukan oleh Agusrin  Maryono
pada media cetak Rakyat Benglulu
pada hari sabtu, 5 September
2020, Bukti P-20 selain ftu juga

secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknal fslah melewall aoks
wakiy 5 fahun sefelal manian
ferpiciang.  salesal  meniakand
pigana  pergand bendasarkan
LA pergdetian yang
mempunpal | kekuatan  Rokoem
tetap ost.

status mantan narapidana adalah
seseorang  yang telah  pernah
menjalani picdana hilang
kemerdekaan di lapas dan ketika
seseorang yang berstatus bebas
bersyarat karena telah pernah
menjalan pidana di dalam lapas
maka  dikategorikan  mantan
narapidana sebagaimana Ffalwa
Mahkamah Agung yang
menyatakan bahwa pembedaan
istlah didasarkan kepada pemnah
tidakrmya dipidana  seseorang
masuk dan menjalani hukuman di
lapas. Dan ketka menyvandang
predikat sehagal  mantan
narapidana maka yarg
bersangkutan  dianggap  telsh
selesal menjalani pidana penjara
berdasarkan  keputusan  hakim
vang  mempunyal | kekiatan
hukum tetap. Dall inl  juga
dijadikan  pandangan pemohon
bahwa tanggal 06 November
2014 status pemohon  sudah
sebagal mantan narapidana dan
telah melampa masa jeda 5
tahun sehingga menikal  dirmya
dapat menglkuli pencalonan
sebagal pasangan calon.
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berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi  Momor:  S56/PUL-
XVIL/2019 yang berbunyl : Bagi
mantan terpidana telah melewati
jangka wakiu 5 fahurl sebelah
mantan terpidana selesai menjatani
pidana  penjara  berdasarkan
putusan pengadilan yang ftelah
mempunyal kekuatari hukum tetap
dan secara jujur atau terbuka
mengumumkan mengenai  kalar
belakang jati  diriva sebagai
mantan terpidana; Buku P-30,
Selain itu juga salah satu contoh
kasus fterhadap Hukuman yang
dijatuhian terhadap Anas
Urbaningrum di tingkat Peninjauan
Kemball (PK) yang diadill oleh
Waki Ketua Mahkamah Agung
Bidang MNon Yudisial Hakim Agung
Sunanto dan angoota  majelis
adalah Andl Samsan Nganro dan
Prof M. Asin yang berbunyi:
Pencabutan. hak Politik tidak bobeh
dipilia selama 5 (lima) tabun Sejak
Bebas dari Penjara, terhadap Anas
urbaningrum inl sudah jelas dan
terang bahwa berarti seseorang
ity kalau sudah bebas dari
penjara  orang tersebut sudah
bebas dari hukuman, contoh kasus
Anas Urbaningrum ini dia terhitung
di cabut hak politiknya tidak boleh
dipilih selama 5 (lma) tahun,
artinya bahwa Anas Urbaningrum
setelah Debas dan penjara  dia
sudah kategori tidak lagi dibukum.
Bukti P-40

Maka berdasarkan dalil tersebut di

Bahwa Putusan MK Nomor
S6/PUL- XVIL 2019 tersebut telah
diadopsi dalam Peraturan KPU
Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Perutahan Keempat Atas
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pencalonan
Pemilihan Gubermur dan  Wakil
Gubernur, Bupati dan Waldl
Bupat! dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota sebagaimana telah
diatur kemball dengan Keputusan
KPU Nomor 394/PL.0O2.2-
kpt/06/KPU/VIIL2020  tentang
Pedoman Teknis Pendaftaran,
penelitian dan Perbaikan
Dakumen Persyaratan,
Penetapan, serta [Pengundian
Momor  Urut  Pasangan Calon
Gubermur dan Wakil Guberur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wallkata dan Wakil Wallkota
tangoal 24 Agustus 2020 begitu
pula dengan fabwa Mahkamah
Agung SEPAnang yang
mendefinisikan frase kata mantan
terpidana dan mantan
narapidana,

MNamiun pemohon  mendaliean
babwa berdasarkan Surat
keterangan  Lapas Klas 1
Sukamiskin Nomar
W11l PAS PAS, 1-PK.01.01.02-7301
tertanggal 15 September 2020
yang  menerangkan  babwa
Agusrin Maryono bebas bersyarat
pada tanggal & November 2014
dan menilal telah lewat 5 tahun
dan  cukup  owaktu  unfuk
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atas sudah Jelas dan Terang yakni

mantan narapidana dihitung dari
tanggal bebas darl Penjara, karena

jika menggunakan perhitungan dari
bebas akhir dan selesai
menjalankan pembebasan

bersyarat, maka akan mengandung
multi tafsir, sebagaimana yang
terjadl pada salah satu contoh
saudara Yusak Yaluwo,S.H. M.Si
yang mencalonkan difl  sebagai
Bupati Boven Digoel Papua tahun
2020, dimana  Yuzak | Yaluwo
diputus Qleh Mahkamah Agung
datam perkara TIPIKOR pada 11
September 2013, dan di wvonis
hukuman Pidana Selama 4 tahun 6
bulan, sedangkan Bebas Akhir pada
tanggal 26 Januari 2014, serta
keluar penjara pada tanggal

7 Agustus 2014 dan bebas
bersyarat pada tanggal 26 Jarwar
2017, jka menghitung dari bebas
akhir maka bebas akhir Yusak
Yaluwo tanggal 26 Januari 2014,
sedangkan yang  bersanghutan
keluar darl penjara pada tanggal 7
Agustus 2014, maka tidak mungkin
menghitung jeda 5 tahun dari
bebas akhir, karena Yusak Yaluwo
sudah dinyatakan bebas akhir taps
masih berada di dafam LAPAS,
fakta hukumnya termyata kita lihat
dalam perkara Yusak
Yaluwo,5.H. M.5i dirvyatakan
Memenuhi Syarat oleh KPUD Boven
Digoel untuk ditetapkan sebagai
Pasangan Calon Peserta serta
Penetapan Nomor Urut dan Daftar

mengajukan pendaftaran sebagai
calon  Gubermur dan Wkl
Gubernur Berglkulu Tahun 2020,
hal ini bertentangan dengan poin
D pengertian umum angka 17
I4/PLOZ.2-
kpt/OG/KPUNVIILZ020  tentang
Pedoman Teknls Pendaftaran,
Penelitian dan Perbaikan
Dokumern Persyaratan,
Penetapan, serta  Pengundian
Momor Urit  Pasangan  Calon
Gubernur dan Wakll Gubernur,
Bupati dan  Wakll  Bupab,
danfatau  Walikota dan Wadkdl
Walikota tanggal 24 Agustus 2020
yang  menerangkan  "mantan
terpidana  adalah  orang  yang
selesal menjaland pidana, dan tidak
ada  hubungan secara teknis
{pidana) dan administratif dengan
menterl yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan o bidang
Hukim dan Hak Asasi Manusia®,
Selanjutnya memperhatikan Surat
Keputusan Menteri Hukum dan
HAM Rl Nomor PAS -
333.PK01.05.06 Tahun 2014
tanggal 24 Juli 2014 yang
menyatakan  bahwa  huruf
tanggal bebas akhir jatuh pada

tanggal 12 Desember 2015
secdangkan  vang  bersanghkutan
mendapatkan pembebasan

bersyarat pada tanggal 06
Hovember 2014 namun masa
percobaan berakhir pada tanggal
12 Desember 2016 sehingga bagi
pemohon  telah lepas danl
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Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Bupati dan Wakil  Bupati
Kabupaten Boven Digoel Papua
Tahun 2020, Bukt P-25,

Bukti P-37,P-38 Maka Sebagai
pembanding yang mana Agusrin
Maryono di putus oleh Mahkarmah
Agung dalam perkara  TIFIKOR
pada tanggal 10 Januari 2012
dijatuhkan hukuman Pidana selama

4 tahun dan Keluar penjara pada
tanggal & November 2014, serta
bebas akhir pada tanggal 12
Desember 2015  dan  bebas
bersyarat pada fanggal 12
Desemnber 2016, kalau dilikat dar
posisl kasus tersebut maka yang
menjadi pertaryaan bagi Pemobhon
dasar dan alasan hukum apa bagl
Komisi Pemilihan Umum Provins
Bengkulu  yang  menetapkan
Agusrin Maryono bidak Memenuhi
syarat untuk menjadi | Gubermur
Pravinsi Bengkulu tahun 2020,
sebab jika dilihat dari sisi Agusrin
Maryono keluas dar penjara yakni
pada tanggal 6 November 2014
maka Agusrin Maryono  telah
memenuhl syarat untuk menjadi
calon gubermnur, Karena yang
menjadi dasar hukumnya adalah
Fatwa MA Nomor @ 30/Tuaka,
Pid/1X/2015 dimana fatwa tersebut
adalah jawaban atas permohonan
dari Ketsa Badan Pengawas
Pemilihan Umum Repubilik
Indonesia yang merupakan acuan
dam  yurisprudens! bagl Badan
Pengawas Pemilihan Umum  yang

hubungan administratif dengan
Menteri Hukum dan HAM  yaitu
setelah tanggal 12 Desember

2016,
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™,

berada di seluruh  Republik
Indonesia  baik  Provinsi/Kota
maupun  Kabupaten, oleh karena
ity maka berdasarkan dalil tersebut
di atas sudah jelas dan terang
bahwa Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu tidak ada aiasan
hukum wntuk tidak menetapkan
Agusrin Maryono  sebagal  Calon
Gubernur Provinsi Bengkulu tahun
20020

Bahwa berdasarkan Berita Acara
Hasil Penalitian Perbaikan
Persyaratan  calon  Pemilihan
Gubernur dan  Wakil Gubermur
Tahun 2020 yang menyatakan hasd
pemerksaan  keabsahan  Surat
Keterangan telah selesai
menjalani pembebasan  bersyarat
cuti bersyarat atau cuti mengelang
bebas dari  kepala  badan
pemasyarakatan, Thaak
Memenuhl Syarat  adalah  bidak
beralasan vk karena
berdasarkan lampiran model TT.1-
KWE  tanda terima pendaftaran
bakal pasangan calon  dalam
Pemilihan  Gubernur dan  Walkil
Gubernur Prowvinsl Bengkulu Tahun
2020 pada  point 17 harya
menjetaskan sural keterangan telah
selesal  menjalanl | pembebasan
bersyarat, cutl bersyarat atau oub
menjelang bebas dan kepala badan
pemasyarakatan, dalam hal bakal
calon mendapat  pembebasan
bersyarat, cuti bersyarat atau cuti
menjelang bebas, sehingga swdah
jelas dan terang bahwa Keputusan

Bahwa pendapat pemohon yang
menyatakan KPU Provinsi
Bengkulu  telah  bertentangan
dengan PKPU 5 Tahun 2020
adalah tidak tepat mengingat
dakurmen perbaikan ang
diajukan pemohon telah dilakukan
verifikass ~ yang  dituangkan
dalam Berita Acara Hasil
Perbaikan  persyaratan  bakal
pasangan calon Gubermur  dan
Wakil Gubemur Bengkulu Tahun
2020 dan berdasarkan Poin B
angka 2 BAB IV Keputusan KPU
MNomor 394/PLOZ.2-
kptOG/KPUNIIL/2020  tentang
Pedoman  Teknis  Pendaftaran,
Penelitian dan Perbaikan
Dokumen Persyaratan,
Penatapan, serta Pengundian
Momor Unit Pasangan Calon
Gubermnur dan Wakil Gubermur,
Bupati dan Wakll Bupah, dan/atau
Walkota dan Wakil Walikota
tanggal 24 Agustus 2020
mervyatakan KPU Provinsi
melakukan penelitian terhadap
dokumen persyaratan calon yang
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Komisi Pemilihan Umum  Provins
Bengkulu tidak ada dasar hukum
yang jelas yang digunakan sebagai
dasar unfuk tdak menetapkan
Bakal pasangan Calon Agusrin
Maryono dan Imron Rosyadl untuk

ditetapkan sebagai Pasangan Calon
Gubernur  dan  ‘Wakil
Gubernur tabun 2020; Buktl P-31

Bahwa salah satu contoh Bakal
Pasangan Hipnl - Melin yang ikt
dalam pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Lampung Selatan Tahun
2020 yang tidak diloloskan obeh
KPU Kabupaten Lampung Selatan
sebagal Pasangan Calon, maka
Bakal Pasangan Calon tidak
menerima terhadap Keputusan KPU
Kabupaten Lampung Selatan maka
Bakal Pasangan Calon Hipnl - Mefin
mengajukan Permohanan
Penyelesaian  Perselisihan ke
Bawasly  Kabupaten Lampung
Selatan yang akhimya Bakal
Pasangan Calon Hipnl - Melin lolos
fout Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Larmpung Selatan yang
diputuskan odeh Bawasiu
Kabupaten Lampung Selatan, hal
ini karena KPU Lampung Selatan
tidak bisa memjamin  hak
konstitusi warga Negara yang

telah dinyatakan diterima  pada
saat perbalkan namun  Udak
meneliti  dokumen  persyaratan
calon yang telah dinyatakan
lengkap atau memenuhi syarat,
kacuall mendapatican
rekomendasi  dari Bawasiy
Provinsi atau laporan tertulis dari
Sehingga tidak tepat bela langkah-
langkah wverifikasi ulang berkas
perbafkan ind dinilal cacat haukum
dan batal demi hukum, oleh
karenamya dalll pemohon tdak
berdasar hukum dan  layak
diabaikan.

Bahwa pemohon  mendalilcan
adanya bakal pasangan calon
Hipnl dan Melin diloloskan oleh
KPU  Kabupaten  Lampung
Selatan sebagai pasangan calon
berdasarkan PXPU MNomor 9
Tahun 2020 karena paslon
tersebut telah selesal menjalan
pidana penjara,

Termohon — menyatakan  dalil
pemohon adalah sesat
mengingat Pasal 1 angka 21
PEPL Nomor 9 Tahun 2020 tidak
terbatas pada frase kata “telah
setesdl menjalani  pidana
penjara”™ melainkan ada
sambungan kata yang Gdak
dapat dipisahkan artinya secara
gramatikal yaitu “........ tidak ada

hubungan secara teknis (pidana)
dan  administratif  dengan
marter yang

Meryelenggarakan urusan
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mana sudsh jelas babwa di dalam
PEPU Nomor 9 Tahun 2020 sudah
jelas  dan  begas | menyebutkan
menjalani pidana penjara. Jika ada
frase yang dihilangkan dan
melakukan penafsiran sendirl, Ini
merupakan  bentuk  pelanggaran
sumpah jshatan, karena yang
dapat menafsickan  peraturan
dibawah undang-undang adalah
Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi. Buldi P-44

pemerintahan di bidang hukum
dan hak anash manLsia
sebagalmana status  pemohon
sebagal mantan  terpidana
dalam Surat  Keputusan
Menteri Hukum dan HAM RI
Maomor @ PAS — 333.PK.01.05.06
Tahun 2014 tanggal 24 Jull 2014
yang menyatakan babwa huruf |
tanggal bebas akhir jatuh pada
tanggal 12 Desember 2015
sedangkan  yang bersangkutan
mendapatkan pembebasan
bersyarat pada tanggal 06
Novernber 2014 namun masa

percobaan berakhir  pada

enggal 12 Desember 2016
sehingga bagi permohon telah
lepas dari hubungan

administratif dengan Menteri
Hukum dan HAM vaitu setelah
tanggal 12 Desember 2016,
Atas dalil yang diajukan
pemohon  tersebut  pasangan
calon Hipni dan Melin  tidak
dapat dipersamakan dengan
status pemohon pada saat
pendaftaran obeh karenanya dalil
pemohon Inl juga harus ditolak
karena tidak berdasar (sengketa
a quo).

Semua dalil-dalil yang diajukan
pemohon yang belum termohon
jawab  bukan  dianggap
termohon  menerma  namun
pada  prinsipnya  termahon
menolak semua dall,

Babwa proses vyang telah
dilaksanakan oleh KPU Provins|
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Bengkulu  semua  dilakukan
berdasarkan peraturan
perundang-  undangan  yang
beriaku sehingga kepada semua
orang dianggap  mengetahui
sejak peraturan tersebut
diundangkan hal ini sejalan
dengan azas legalitas dan azas
hal-hal umum tdak periu
dibuktikan {nofoé vedfen).

I. TANGGAPAN ATAS BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON
A. Bukb Surat

No
1.

NAMA DOKLUMEN
Keputusan Komisl Pemilihan
Umum  Provinss  Bengkulu

Nomar sS7PL0Z.3-
K. pt/ 17/ Prow/ D6 2020
Tentang Penetapan

Pasangan Calon Pesera
Pemilihan  Gubermnur  dan
Wakil Gubernur Bengkulu
Tahun 2020

- Berita Acara Rapat Pleno
Momor @ 12530 PL.O2.3-
BAS17 fProw/Dd/2020
Tentang Penatapan
Pasangan Calon Peseérta
Pemnilihan Gubemur Dan
Wakil Gubernur Bengkubu
Tahun 2020

- Permohonan  Hasil
Pleno Penatapan  Paslon
Nomaor: 041/ TP/ AIR/Beng
fouluyf TX/A020

KODE
P.1

P2

P21

TANGGAPAN
Surat ini adalah tahapan
setelah  dilsskan  rapat

kelompok kerja pendaftaran
dan penetapan pasangan
calon, selanjutnya
dilaksanakan rapat pleno
yang dilaksanakan oleh KPU
Provinsi Bengkulu  dengan
melahil proses verifikasi dan
kiarifikasi

Berita acara ini adalah hasd
rapat pHENo tentang
Penetapan Pasangan Calon
Peserta Pemilihan Gubermur
Dan Wakil Gubermur
Bengkulu Tahun 2020

Bahwa berdasarkan
Feputusan EPU R
Momor  394/PLI02.2-




Berita Acara Penelitian
Perbaikan Persyaratan
Calon Dalam  Pemilhan
Gubermur Dan  Wakil
Gubermur Bengkulu Tahun
2020 (Model BA. HP
PERBAIKAN-KWEK)

Lampiran Berta Acars

PR3

P4

Persyaratan, Penetapan,
Serta Pengundian Nomor
Urut Pasangan Calon Dalam
Pemilihan  Gubermur Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil  Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota
tanggal 24 Agustus 2020
BAR V hurnd B tidak ada
kewajiban  bagi  EPU
Provinsi  Bengkulu  unfuk
menyampaikan berta acara
tentang Penetapan Pasangan
Calon  Pemilihan  Gubernur
dan Wakil Gubernur Tahun
2020 kepada bakal
pasangan calon.
Mengingat Pernahon
berstatus  sebagal  bakal
pasangan calon sedanghan
yang dapat dibwerikan
salinan penetapan adalah
berstatus pasangan calon,
Bahwa bukti tersebut dapat
dikesampingkan  mengingat
lampiran  model TT.1-KWK
(Bukti T.6) yang menjadi
dasar acuan bahan bakal
pasangan  calon  yang
memenuhi syarat
pendaftaran yang ditentukan
Dokumen i masih  dalam
tahap koreksi  bersama
antara KPU Privvinsi
Benghkuhu dan Timi
Penghubung Bakal Pasangan
Calon yang bersangkutan

Bahwa il adalah lampiran
model TT,1-KWK (Bukti T.6)
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Persyaratan Calon Dalam
Pemilihan Gubernur  Dan

Walkil Gubermur Provinsi
Bengkulu Tahun 2020
{Lampiran Model BAHP
PERBAIKAMN- KWK )

Surat Keterangan Nomor .
WI11.PAS.PAS.1-
PK.01.01.02-0420 Tanggal
16 Januar 2020 Tentang
Surat  Keterangan Bebas
Menjalani Hukuman Penjara
Sural Keterangan

Moamor

W.11.PAS, PAS.31.PK.01.01.
02-7301, Tanggal 15
September 2020 Tentang
Pembebasan  Bersyarat
Serta Telah Menjalan
Bebas Bersyarat

Berita Acara Hasil
Penelitian Keabsahan
Bokumen Persyaratan
Calon Dalam Pemilihan
Gubernur Dan Wakil
Gubernur  Tahun 2020
(Model BAHP-KWE )
Lampwan Berita Acara
Penelitian Keabsahan
Dokumen Persyaratan
Calon Dalam  Pemilihan
Gubernur  Dan  Wakil
Gubernur Provinsl Benghkuby
Tahun 2020 (Lampiran
Model .BA.HP- KWK )
Surat Keterangan

Nomaor

P35

P.6

P37

P.B

P9

yang menjadl dasar acuan
bahan bakal pasangan calon
yang memenuhli  Syarat
pendaftaran yang ditenbukan

dokumen  syarat calon
permohon  sudah  dilakukan
tahapan peneditian
administrasi

Surat ini menjelaskan bahwa
pemohon harus memperbaiki
dokumen syarat calon terkait
surat keterangan darl LAPAS

hiutkaum yandg
dikalisaran dan
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10,

11.

12.

13,

14,

W11.PAS.PAS.01.01-7267,
Tanggal 09 September
2020 Tentang Bebas Akhir
Menjadi Bebas Mumi Atas
Permintaan Komisi
Pemilihan Umum  Provinsl
Bengkulu Terhadap Lapas
Kelas 1 Suka Miskin
Putisan Mahkamah
Konstitus! Republik
Indonesia Nomor:
48/PUL-XVIL2019
Undang-Undang  Repubiik
Indonesia Nomor 30
Tahun 2014  Tentang
Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang  Republik
Indonesia Nomaor10 Tahun
2016 Tentang Perubahan
Kedisa Aas  Undang-
Undang MNomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan
Peratiran Pemerintah
Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemifihan
Gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-
Undang

Putusan Mahkamah
Konstitusi Republik
Indomesia MNomor
42/PUU-XTIT 2015

Putusan Mahkamah
Konstitusl Repubiik

P10

P.11

P.12

P.13

P.14

ditandatangani oleh
Thurman Saut Hutapea,
Belp, SH.,, M. Hum selaku

Kalapas Kias | Sukamiskin

Tidak ada relevansinya
dengan materi sengketa

Berdasarkan UU ini KPU
kedah memenuhi a5k
kewenangan, aspek prosedur
can aspek substansi
serta tidak ada
memyimpang darl asas asas
urmum pernerntahan yang

Balnwa Ini adalah dasar
hudoum Pemyelenggarasan
Pemilihan Gubernur , Bupati,
Dan Walikota yang
digunakan oleh KPU Prowvansi
Bengloulu

Tidak ada relevansinga
dengan materl sengketa

Tidak ada relevansinya
dengan materi sengketa
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15.

16.

v,

18.

Indonesia Mamor :
S&/PUU-XI1/2014
Undang-Undang RI Nomor
2 Tahun 2020 Tentang
Penetapan Perpu NMomor 1
Tahun 2020  Tentang
Kebijakan Keuangan
Negara dan  Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi
Carona VWirus Disaase 2019
(Cowid-19) danfatau Dalam
Rangia Menghadaps
Ancaman Yang
Membahayakan
Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-
Undang
Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan  Umum  Republik
Indomnesia MNomor  Tahun
2020 Tentang Tata Cara
Penyehesaian Sengketa
Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubermnur, Bupati
Dan Wakil Bupati, Serta
Walilkota  Dan  Wakil
Wallkota

Peraturan Komisi Pemilihan
Umwsm  Repubiik  Indonesia
MNomor 3 Tahun 2017
Tentang Pencalonan

P.15

P.16

P.18

Tidak ada  relevansinya
dengan mater! sengketa

Dasar Lk Basisi
menyelesadian sengketa
el iFuan

Putusan terkast masa jeda 5
takiiin bagi mantan terpidana
selesai  menjalani  pidana
penjara berdesarkan putusan
pengadilan  yang  telah
berkekuatan hukum tetap
Telah diubah dengan PKPU 9
Tahun 2020
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19.

21,

23.

Pemilihan Gubermur Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati Dan/Atau
Wallkota Dan Wakil Walikota
Jawaban Atas Permohonan
Fatwa Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor:
30/ Tuaka Pid/TX/2015

Putusan Mahkamish
Eprnstitus| Republk Nomaor |
42/PUU-XTT1/ 2015

Undang-Undang  Republik
Indlone=sia Nomor | Tahin

2015 Tentang Penetapan
Peraturan Permerintah
Pengganti Undang-Undang
Momor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati Dan
Walikota Menjadi Undang-
Unekang

Keputusan Komist Pemilinan
Umum Nomeor ;
304/PL.02.2-

Kpt/ 06/ KPU/VITL 2020
Tentang Pedoman Teknis
Pendaftaran, Serta
Pengundian Nomor Urut
Pasangan Calon Dalam
Pemilihan Gubernwr Dan
Wakil Gubernur

Surat Keterangan Nomor
WI11.PAS.PAS. 1-

P19

P.20

P.21

p.22

P23

Fatwa Gdak memiliki
kekuatan  mengikat  karena
bukan peraturan perundang-
undangan sebagaimana UL
Momor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan
peraturan perundang-
undangan sehingga fatwa
tersabut hans
dikesamipingkan

Tidak ada relevansinma
dengan mater] sengketa

Undang-Undang tentang
pemillhan  gubernur  bupati
dan walikota ini telah diubah
ol UU MNomar 10 Tahun
2016

Sural ind yang digunakan
sebwgai acuan  dalam

tabapan pendaftaran dan
penelapan pasangan calon
dalam pemilihan gubemur
ot KU

Bengkulu

Alat bukti tidak jelas
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25

9.

PK.01.01.02-9999, Tanggal
17 Desember 2019
Tentang Pembebasan
Bersyarat

Surat Pembebasan
Bersyarat Yusak Yaluo, SH.
Msi Nomaor :
WI11.PAS, PAS]-
PE.01.01.02-22-12,

07 AGUSTUS 2014

Berita KBRN, Tanggal 23
September 2020

Surat Mahkamah Agung RI
MNomior: 392/Pan.Pud.
Sus/1891 K/ PID.SUS/2011
Perihal JPU Pada Kejan

Bengkulu
Lampiran Tanda Terima
Pendaftaran Bakal

Pasangan Calon Dalam
Pemilihan Gubemur Dan
Wakil Gubernur Dan Wakil
Gubermur Provinsi Benghkulu
Tahun 2020 [Lampiran
Model TT.1-KWK )
Putusan Mahkamah
Konstitusi Republix
Indonesia Nomar 4/PUL-
V112009
Mengumiurmbkan Sebagai
Mantan Marapidana Di
Media Koran  Rakyat
Bengkuls  Tanggal 05
September 2020 Pada
Hataman 3 (Tiga)
Putusan Mahkamah
Konstitusi Republik
Indonesia Nomar 56/PLILI-
XVII2019

P.24

P25

P.26

P27

P28

P29

Tidak terkat dengan
otfjek sengleta

Alat bukkd tidak jelas

Alat buktl tidak jelas

Sesual pedoman teknis

Alat bulkti tidak jelas

Kewajiban pemohon selaku

jujur dan terbuka

Sama dengan angka 17
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il

35.

Lampiran Tanda Terima
Pendaftaran Balal
Pasangan Calon Dalam
Pemilihan Gubemur Dan
Wakil Gubernur Dan Wakil
Gubermur Provinsi Banghulu
Tahun 2020 {Lampiran
Model TT, 1-KWK)

Surat Keterangan Nomor:
W.11.PAS.PAS.31.PK.01.05.
0&-9954, Tanggal 03
September 2020 Tentang
Bebas Bersyarat

Surat Keterangan Nomor :
W.11.PAS. PAST. PE.01.01.0
2-7808, Tanggal 30
September 2020 Tentang
Penjelasan  Oleh  Lapas
Kelas 1 Suka  Miskin
Terhadap Permintaan
Komisi Pemilihan  LUmum
Provinsi Benglulu
Untuk Merubah  Frase
Bebas Akhis Menjad) Bebas
M

Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia
Nomor 05 Tahunm 2020
Tentang Perubahan Ketiga
Atas  Peraturan  Komisi
Pemilikan Lmwm Momor 15
Tahun 2019  Tentang

Tahapan, Program Dan
Jachwal Peryelenggaraan
Pemilihan Gubemur Dan
Walkil Gubemur Tahun
2020

Tanda Terima Pendaftaran
Bakal Pasangan Calon Dalam

P31

P32

P.33

P34

P35

Dokumen  inl - menumjukan
yang bersangkutan
mendaftar pada tanggal &
September 2020, atau
antara waktu vang telah
ditentukan oleh KPU, yadtu
tanggal 4-6 Septernber 2020

Dokumen yang  harus
diperbaiki pada saat
perbaikan syarat calon

Surat inl dibuat dan diparaf
oleh staf kalapas dan
berdasarkan saksi Fahruddin
selakis angoota

Kelompok Kerja dar
Pengadilan Tinggi Bengkilu
yang menyatakan  surat
tersehut adalah produk lapas
Tidak benar surat tersebut

konsep dani KPU  Provinsi
Bengkuilu

Dasar tahapan program dan
jadwal  Penyelenggaraan
Pemiihan Gubernur Dan
Wakil Gubemur Tahun 2020

Dokumen  Inl  menunjukan
yang bersanghutan
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a7

Pemilihan Gubermur Dan
Wakll Gubemur Bengkulu
Tahun 2020 (Model TT.1-

KWK)

Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia
Momor 9@ Tahun 2020
Tentang Perubahan
Keempat Atas  Peraturan
Komisi Pemilihan  Umum

Momor 3 Tahun 2017
Tentang Pencalonan
Pemilihan  Gubermur  Dan
Wakil Gubernur

Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Boven
Digoel Nomor:1%/ PLOZ2.3-
Kpt/9116/Kpu-Kaby1x/2020
Tentang Penetapan
Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupatl Kabupaten Boven
Digoel Tahun 2020

Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Boven
Digoel MNomor:20/ PL.O2.3-
Kpt/9116/KPU- Kab/IX/ 2020
Tentang Penetapan Nomor
Urut Dan Daftar Pasangan
Calon Peserta  Pemilihan

Bupatl Dan Wakll Bupati
Kabupaten Boven Digoel
Tahun 2020
Undang-Undang  Republik
Indonesia Nomor 12
Tahun 1995  Tentang
Pemasyarakatan

Detiknews Rabu, 30

P.36

P.37

P.38

P.39

P.40

mendaftar pada tanggal &
September 2020, atau
antara waktu yang telah
ditentukan obeh KPU, yaitu
tanggal 4-6 Septernber 2020
Perubahan keempat
Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Pencalonan
Pemillhan Gubernur  Dan
Wakil Gubermur

Tidak ada relevansinya
dengan penyelesalan
sengketa  pemilihan  di
Bawasiu Provinsi Benghkulu

Tdak ada relevansinya
dengan penyelesaisan
sengketa  pemilihan  di
Bawashu Provinsi Bengkulu

Cukup Jelas

Berita ini bidak diakses
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41.

43.

q5.

47,

September 2020 18:22 WIB

PKPU RI Nomor 1 Tahum
2020 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan
Komisi Pemilihan LUmum
MNomor 3 Tahun
2017 Tentang Pencalonan
Pemilihan Gubemur Dan
Wakll Gubermur

Surat Edaran Nomor :
735/PL.02.2-
S0/06/KPU/IN2020
Tentang Penjelasan Mantan
Terpidana

Editor I News 03 Oldober
2020 Tentang Pembebasan
Bersyarat

Lampungpro
2020

Surat Keterangan Nomor
W.11.PAS.PAS

1.PE.01.01.02- Tanggal 22
September 2020 Tentang

0 Oktober

Pembebasan Bersyarat
Hitungan Remis=i  Pak
Agusrin Maryona

Berdasarkan KUHF Dan
Surat Edaran Ditjen Pas
Putusan Badan Pengawas
001/Ps.Reg/18. 1803/TX/20
20 Antaa H. HipniSE
Cabon Bupatl Dan Thu H).
Melin  Haryanl Wijaya,
SE.MM  Wakil  Bupati
Lampung Selatan Terhadap
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung
Selatan

P41

PAZ

P43

P44

P45

P.46

PAT

schingga tidak dapat kami
tanggapl terkalt apa
Perubahan ketiga Peraturan
Komisi  Pernithan  Umum
Nomor 3 Tahun 2017
Tentandg Penicakonan
Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubemur

Petunjuk dari KPU RI kepada
KPU Provinsi dan  KPU
Kabupaten,Kota Se-
Indonesia

Alat bukdy tidak jelas

Alat bukdi tidak jelas

Alat bukti tidak jelas

Adat bukdi tidak jelas

mendasarkan  frase kata
telah  selesa menjalani
pidana penjara namun tidak
mengikut: frase kata
berikutniva, vaitu tdak ada
hubungan  secara  beknis
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(pidana) dan administratif
dengan menber| yang
menyelenggarakan  urusan
pemerintashan  di  hidang
hukum dan  hak  asasi
mansia

B. Keterangan saksi fakia dari pihak pemohon
Saksi Thurman Saut Hutapea, Bclp, SH., M. Hum, dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagal berikut ;

Bahwa saksi adalah Kepala Lapas Klas 1 Sukamiskin sejak 8 Juni 2020;

- Babwa saksi hadir di musyawarah terbuka Bawasiu Provinsl Bengkudu berdasarkan

-

permintaan dar pihak pemohon;
Balwa saksi tidak membawa surat [zin yang sah dari atasan saksl melainkan hanya
berkoordinasi via telepon dengan Kadiv Pemasyarakatan;

- Bahwa saksi pada tanggal 9 September 2020 permah kedatangan pihak KPU Provinsi

i

Bengkulu bersama dengan Anggota Kelompok Kerja Pencalonan dar pihak
Kepolisian Daerah Bengkuly, Kejaksaan Tinggl Bengkulu, dan Pengadilan Tinggl
Bengkihu,

Bahwa saksi menerangkan benar telah menandatangarnd Sural Keterangan Nomor
W11.PAS.PAS.1.PK.01.01.02 tertanggal 9 September 2020 yang disodorkan dan
diberikan paral oleh Kepala Bidang Pembinaan Iwan Gunawan Watwudi dan surat
tersebut diserahkan kepada pihak KPU Provins Bengkulu;

Pelaksanaan Pidana terhadap Bapak Agusrin Maryono dapat Saksi pertegas sebagai
berikut: yang pertama adalah dasar kerja kaml adatah UU nomor 12 Tahun 1995
tentang Pematyarakatan, Filosofi dan pemasyarakatan bahwa perlakisan terhadap
pemasyarakatan Dberdasarkan sisi pemasyarakatan  dan sish hukum, G oslsi
pemasyarakatan dikenal beberapa istilah, yang pertama adalah Tahanan |
penempatannya & rumah tahanan yang kedua narapidana ftu penempatannya
didalam lembaga pemasyarakatan, yang ketiga klen yang pembimbsnganivya di Balai
Pemasyarskatan, terhadap pelaksanaan pdana, perlu kita informasikan babwa dasar
perhitungan Marapidana setelah dipidana penjara dibitung awal menjakasnl sampai
akhir pada sast dia masuk ke Lembaga Permasyarakatan, di dalam proses lembaga
pemasyarskatan, seseorand diberkan hak sesusl dengan Pasal 14 UU Momor 12
Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, salah satu haknya adalah Remisl, kemudian
hak Regrasi pembebasan bersyarat, bagaimana cara panghitungan Bebas bersyarat
ada aturannya, yang diatur secara tegas dan jelas, di peraturan Menteri nomor 3
tabium 2018, untuk menghitung bebas Bersyarat rumusnya sederhana saja, masa
pidana yang diptuhkan oleh majells hakim dikall dua pertige dikurang remis, apa
persyaratan lain yaltu, berkelakuan baik, terkait pidana khusus atauw tipikor, ada
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persyaratan kain, yaitu harus membayar denda atau mengganti lalu mempernoleh 3C
(pustice collaborator).

kemudian sessorang naraplidana diberikan pembebasan bersyarat berartl yang
bersangkutan telah menjalani 2/3 hukomannya, lalu proses  pembimbingan
selanjutnya diserahkan ke balai Permasyarakatan, dalam masa pembimbingan itu
tidak termasuk penghitungan menjalani masa pidana karena
ranahnyasudah berbeda bimbingan, terkait Bapak Agusrin sesuai data yang ada
pada kami di data base Lapas Kelas 1 Sukamiskin, yang bersangkutan dibukum 4
tahun penjara ditahan sejak tanggal 10 April 2012 kalau hitung secara rasio tangoal
10 April 2012 ditambah 4 dikall dua pertiga, kalau 4 tahun dikali dua pertiganya
hanya sebatas 2 tahun 8 bulan, sehingga kalau kita tambahkan dari tanggal sejak
ditahan tanggal 10 April 2012 ditambah 2 tahun 8 bulan jatuhnya pada tanggal 12
Desember 2014, belum lagl dikurangl remisi yang bersangkutan, sesuai keputusan
Menteri Hukum dan HAM Nomor PAS- 333.PK.01.05.06 tahun 2014, Bapak Agusrin
itu mendapatkan pembebasan bersyarat dengan surat kepubusan Momor 333 tadi,
tertarggal 24 Juli 2014, dengan perintah segera dalam penoertian segera sejak
surat It diterima harus dilaksanakan kalau kita lihat tanggal yang bersangkutan
mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 6 Novemnber 2014 bukan berarti
bediau tu bebasnya pada saat tanggal tersebut, karena keterlambatan administrasi,
karena pada tahun tahun sebelumnya, yaitu tahun 2014, sistemnya masih manual,
sehingga dalam pegiiman suat masih sering kall mengalami  keterlambatan,
sedangkan keputusan tersebut secara tegas dinyatakan harus segera tertanggal 24
Juli 2014 perihalnya segera, jadi intinya kalau perhitungan kami sebagai petugas
pemasyarakatan yang bersanghkutan itu sah menjadi sejak menjalani pidana tanggal
10 April 2012 sampad 6 November 2014;

bahwa Agusrin bebas bersyarat di tanggal 6 November 2014

- bahwa sebenarnya saksi sampalkan istilah bebas murnl tdak ada, kalau kami

menghitung tanggal narapidana ada istilah eksparasi awal ada eksparasi akhir,
bahwa saksi tegaskan informasl yang saks! dapatkan darl kabid pembinaan, bahwa
konsep bebas mumi merupakan permintaan darl KPU Provins Benglkulu sendiri
bukan dan pihak Lapas,

kalau di lembaga pemasyarakatan tidak ada istilah Bebas Murni,

- bahwa masa penghitungan calon Saksl kembalikan kepada KPU |, fapl yang jelas

proses yang bersanghkutan lelah menjalani, paling tidak berakhir tanggal &
November 2014, dan beldiau sudah sah keluar dan dicatat di buku register kita,
bahwa saksi jelaskan beberapa hari yang lalu, tim dari KPU Provinsi Benghulu,
dengan membawa tim yang begitu baryvak, ada tim dan kejaksaan, bm kepolisian
berkimjung ke lapas, mereka bertermu langsung dengan Kabid Pembinaan kita
sekarang kabid kita eselon 3,
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- kebetulan Saksi pernah juga mendengar ada berkunjung kelapas suka miskin KPU
Boven Digol, mereka hanya verifikasi sebatas berkas tidak meminta sural- surat kita,
Saks! kira itu.

- Benar secara administrasi sepertl saat ini kita menggunakan sistem aplikasi ketika 5K
Menkurmham tertanggal 24 Juli 2014 ditanda tangani han itu juga akan sampal ke
lapas kita, tapl karena sistem masa lalu tahun 2014 administrasinya manual, setelah
ditandatangani it prosesmya panjang

- Bahwa Saksl sebagai kepala satuan kerja, Saksi punya atasan itu kepala divisi
pemasyarakatan secara tanggung jawab moril, bagl Saksi setelah mendapatkan izin
dari kepala divisi pemasyaraikatan secara lisarn;

- Bahwa Saksi lupa membawa sural izin hadir dalam musyawarah terbuka, Saksi pamit
kepada kepala divisl pemasyarakatan untuk memberikan penjelasan terkait adanya
gugatan di Bawasly Provinsi Bengkutu, dan Saksi siap menjalankan karena perintah
pimpinan.

- Batvwa saksi tegackan kernbali agusrn baru keluar fapas ity tanggal & November
2014, SK keputusan menterinya terbit tanggal 24 Juli 2014 dengan perintah segera,
yang menandatangani Pak Andoyo sudrajat

- Balhvwa Saksi melihat sejak menjabat Saks| memeriisa intinya pada saat KPU Provinsi
Bengkulu datang, Saksl mempelajar berkasnya karena semua dokumen tertata
dengan rapi di lapas.

r - Bahwa dokumen surat keputusan Menter Hulum dan HAM surat pembehasan
QJ- bersangkutan untuk menjalanl pembebasan bersyarat yang ditandatangani ibu
Parsarina pada saat itu, data-data beliau dari database kita;

- Bahwa saksl pada saat menandatangan surat WI11.PAS PAS.1.PK.01.01.02
tertanggal 9 September 2020 tidak ketemu langsung dengan phak KPU, ini
penjelasan dari staf Kabid pembinaan yang menjelaskan karena permintaan dari KPU
Sepert! tu

- sebenarmya pak, bertemu rombongan di lapas sukamiskin ketemu Saksi di depan
pinitu Saks! yang mempersilahkan merska masuk ke dalam bertemu dengan Kabid
Pembinaan

- Iwan Gunawan fu staf saksi kabid pembenaan

- pengertiannya begini, jangan membaca hanya sepotong kalimat bapak [fhat dari atas
bahwa yang bersangkutan pada tanggal 06 November 2014 dibebaskan karena
mendapatkan pembebasan bersyarat kan begitu, ftukan sudah difitng selurdhnya
kalau kita hitisng babas mumni itw belum dihitung jadi hanya sebatas pidana dilourang
remmish belum masuk 2/3.

- kalau masalah surat keterangan itu pak sah sah sajla pak secars administras! tetapd
di dalarn proses pembebassn bersangkutan kaml bersiteqguh pada adalah &
November 2014 Gtik. Mapdis yang Saksi hormati Saksi menpelaskan yang sebenar-
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benarnya bahwa seorang pidana mendapatkan pembebasan bersyarat itu tolong
dibaca pasal 5 2/3 darl 4 tahun adalah 2.8 tahun

- bahwa ketika seorang terpidana ditahan tanggal 10 April 2012, dan mendapatian

hukuman 4 tahun eksparasinya kapan itu baru Saksi jawab 10 April 2016 tapi
narapidana menerima hak sesual dg UU 12 Tahun 1995 yaitu remisi dan hak
integrasi pembebasan bersyarat cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas, kalau
bilang mumi tahun 2016 tanpa diberikan haknya Saksi nyatakan tadi rumusnya
sederhana saja kebetulan beliau itu mendapatkan pembebasan bersyarat dari
menkumham hanya perhitungannya 2/3 . 2/3 dar 4 tahun itu 2.8 tahun tetapkan
saja dari 10 april 2012 tambah 2 tahun 8 bulan selesal;

- Saksi nyatakan kepada ada beberapa kategori warga binaan yang ditermpatian di

rumah tahanan kalau di bapas itu bukan narapidana namanya pak itu kaen pak
supaya jelas prosesnya juga bukan pembinaan tetapd sudah pembimbingan

- bebas bersyarat adalah suatu reward yang diberikan kepada terpidanan karena

mendahului masa bebasnya setelah menjalanl 2/3 dan menjalani masa terpidananya
berkelakuan baik

- ada pak khusus perkara tindak pidana khusus, khisus untuk tindak pidana khusus

ada tambahan termaktub di PP 99

- setelah tanggal tersebut orang tersebut diserahbkan ke bapas mendapatian

bimbengan,

- dilakukan monitor apakah yang bersangkutan melanggar hukum kembali atau tdak

i dalam masa percobaan bissanya pak itu sesuai dengan KUHP pasal 15 ayat 3, itu
masa percobaan ditambah 1 ahun

tadi sudah Saksi jelaskan karena tahun 2014 masih manual, semua surat dokumen
dikirim via pos, kalau saat inl di ehun 2020 sis: yang kita bangun sisi aplikasi untuk
kontrolisasi pusat terbit dilapas kita langsung dieksekusi dan kita laksanakan.

& bulan dari 2/3 nya pak sudah kita ajukan tapi kalau saat inl Bdak seperti itu sistem
aplikasi dalam tempo 2 minggu kita kirim langsung terbit pak

Bahwa proses diawall dan sidang TPP di tempat kita terus lanjutkan ke kantor
wilayah kemudian ke Direktur pemasyarakatan kemudian Direktur pemasyarakatan
mefakukan sidang TPP kemball baru diteruskan ke Menberi Hukum dan Harm.

Tanggapan bterhadap keterangan saksi Thurman Saut Hutapea, Bclp, SH., M.
Hum:

Bahwa termohon sangat berkeberatan atas kehadiran saksi dalam
musyawarah terbuka inl karena saksi selaku ASN dalam hal ini sebagai
Kalapas Klas I Sukamiskin adalah pejabat yang setiap kegiatannya harus
mendapat izin dari pimpinan lembaganya mengingat saksi hadir
berpakaian dinas lengkap;

Bahwa keterangan saksi yang menyatakan Agusrin telah bebas manjalani
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n.

pidana sejak tanggal 6 November 2014 dan menyatakan sebagal mantan
narapidana adalah tidak berdasar hukum, karena berdasarkan Surat
W11.PAS.PAS.1.PK.01.01.02-3203 menyatakan dibebaskan karena telah
menjalani 2/3 masa Pidana Pokok berdasarkan SK Menteri Hukum dan
HAM RI Nomor : PAS-333.PK.01.05.06 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014
tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana (Pemohon) dan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang
syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan
Pasal 44 ayat 2 menyebutkan pembebasan bersyarat dapat dicabut oleh
menteri atas usul kepala bapas dalam hal melanggar ketentuan mengenal
pembebasan bersyarat;

- Bahwa saksi menandatanganl surat Nomor W11.PAS.PAS.L.PK.01.01.02
tertanggal 9 September 2020 adalah berdasarkan konsep yang sudah
diparaf oleh staf dalam hal ini Kabid Pembinaan Iwan Gunawan Wahyudi
yang mana tidak ads satu pun staf KPU Provinsi Bengkulu ataupun Hm
pokja yang ikut serta mengajukan konsep surat tersebut kepada saksi. Hal
ini, menandakan bahwa kata bebas mumni adalah hasil produk surat yang
dikonsep atau ditandatangani saksi;

€. Keterangan ahli dari pihak pemohon

Ahli Dr. Budiono, SH.,MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagal

barikut :

- Bahwa yang bersanghkutan adalah ahll Hukum Tata Negara Universitas Lampung;

- Bahwa ahll menerangkan mengenal tata cara keputusan dar pencalonan calon
kepala deerah berdasarkan keputusan MK Nomor 56/2019 dimana UU telsh
mengatur mengenal tala cara ataupun syarat mantan narapidana dalam mengikuti
proses pemilihan kepada daerah, Putusan ME sehenamya adalah merevisi kepubusan
MK yang isl terhadap pasal yang sama. Di dalam keputusan MK seorang narapidana
atau seorang termedana dapat mencalonkan din setelah memenuhd beberapa syarat
Pasal 7 ayat 2 huruf g ftu adalah kondisional bersyarat artinya apa pasal tersebut
sepanjang bdak menglkat dimaknai terutama mengenai syarat mantan napi
mencalonkan menjadi kepala daerah,

- Bahwa syarat setelah mengingat mantan terpidana telah melewati jangka wakdu §
{lima) tahun mantan tepidana selesal menjalani penjara berdasarkan keputisan
pengadilan yang telsh berkekuatan hukum tetap dan secara jujur dan terbuka
mengumumkan latar belakang jabl dirinya sebagal mantan narapidana. Dan putusan
ME ini sesuatu yang sudah jelas dan tegas artinya secrang mantan napi dapat
mengikuti pemdlinan kepala dasrah setelah menjaland melewat 5 tabun pidana
penjara. apa yang dimaksud pidana penjara inl sudah tegas kita semua sudah
paham yang namanya penjara dalam UU itu namanya lapas ditegaskan o dalam
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Pasal 1 angka 7 UL 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan narapidana adalsh
terpidana yang menjalani pidana psikll lapas jadl ketentuan inl sudah jelas orang
menjalani pidana mencalonkan kepala daerah setelah keluar lapas tidak ads
pengertian lain tidak ada maksud lain memperluas pengertian pidana penjara.
Kedua Secara terbuka dan jujur mengumumikan kepada publik bahwa yang
bersangkutan mantan narapidana, yang kebiga kejahatan itu Bdak berulang- ulang
jadi menurut ahli putusan MK ini pada dasamya membefikan melindungl hak
konstitusional hak politik yang dimiliki oleh seorang mantan narapidana jadi kalau
kita bicara UUD nafas daripada UUD tersebut hak asasi manusia salah satu hak asasi
manusia adalah hak palitik, di dalam UUD beban tanggung jawab perlindungan dan
penghormatan HAM dibebankan kepada pemerintah, Kalau kita peruas pemilu inl
dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu KPU, Bawasiu, dan DKPP,

Bahwa tugas utama lembaga penyelenggara pemilu adalah menjamin hak politik
mermnilin hak warga negara bisa terpenubi. Jadi menurut ahli kadau Putusan ME ini
harus dipatuhi oleh setiap penyelenggara negara dan sudah tegas dan jelas tidak
perlu ditafsidan lain sehingga yang dimaksud pidana penjara adalah seseorang Rtu
di dalam lapas dihitureg setelah dia keluar darl lapas tidak bicara tentang bebas
bersyarat, bebas mumi t3pi setelah tapi setelah menjatanl pidana penjara.

Bahwa menunut ahli orang awam pun tahu fsiknya di dalam ketika orang tersebut
betias maka dia punya hak untuk dipiih dan memilih batas Ini dulu yang bisa
sampaikan magjelis,

pllosofinya jangan sampal orang warga negara itu hilang hak politiknya dan tidak
ada orang ftu dibukum 2 kali selama dia tidak dicabut hak politiknya oleh pengaditan
maka dia punya hak untuk menjadi caton kepala daerah atau wakil kepala daerah
penyelenggara negara datam hal ini peryelenggara pemilu ity disumpah untuk
medaksanakan UUD dan Peraturan Perundang-Undangan, jadi yang berhubungan
dengan Peraturan Perundang-Undangan dengan penyelenggaraan pilkada bahwa ind
LA Pilada dan PKPU, Putusan MK yang berkaitan dengan pilkada

Putisan MK setingkat dengan UU jadi penyelengoara negara unbuk patuh dan taat
terhadap putusan MK, kalau penyelenggara negara tidak patuh maka dianggap
melanggar sumpah dan janji ucapan pada saat pelantikan sast menjadi
penyelenggara negara dan pemilu;

- Bahwa dalam konteks untuk mantan narapidana diberikan kesempaian mencalonkan

diri apabila dia telah melaksanakan 5 tahun setelah menjalani pidana dalam penjara.
Pidana penjara ini jelas yang dimaksud penjara tidak ada lembaga lain yang boleh
menafsickan atau memperiuas pengertian dari mantan narapidana. Yang namanys
mantan narapidana ity menjalani pidana dan hilang kemerdekaan di lapas;

Bahwa sepengetahiuan ahli PKPU Momor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah
menjadi PKPL Nomor 9 Tahun 2020 sampai saat ini belum dibatalian;
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Tanggapan termohon atas keterangan ahli Dr. Budiono, SH.MH, sebagai

berikut :

- Bahwa termohon sependapat dengan ahli sepanjang mantan narapidana diberikan
kesempatan mencalonkan dinl apatvla dia telah melaksanakan 5 tahun setelah
menjalani pidana dalam penjara. Namun sspanjang pendapat shli tentang
Pidana penjara ini jelas yang dimaksud penjara tidak ada lembaga kain yang boleh
menafsirkan atau memperiuas pengertian dan mantan narapidana, Yang namanya
mantan narapidana itu menjalani pidana dan hilang kemerdekaan di
lapas, bahwa termohon tidak sependapat karena berdasarkan Pasal 1 angka 21
Peraturan KPU MNomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
KPU MNomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupatl dan Wakil Bupati dan/atau Wallkota dan Wakil Walikota dan poin D
pengertian umum angka 17 Keputusan KPU  Nomor  394/PL02.2-
kpt/O6/KPUNVIIL/2020 tentary Pedoman Tekns Pendaftaran, Penelitian  dan
Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Momor Lot
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota tanggal 24 Agustus 2020 mengatur secara rind
huburgan teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hiukum dan hak asas maniusia sehingga pembebasan
bersyarat masih terikat oleh hubungan administratif dengan menteri  tersebut.
medaksanakan pidana penjara tidak dimaknal menjalankan di datam penjara saja
namun kepada orang yang mendapatkan pembebasan bersyaral juga dapat
dikatakan narapidana yang melaksanakan diluar lapas;

Bahwa benar sepengetahuan ahli PKPU Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana

telah diubah menjadi PKPU Nomor 9 Tahun 2020 sampai saat ini belum

dibataikan.
II. PENJELASAN ATAS BUKTI YANG DIAJUNAN TERMOHON
A, Bukti Surat
Ko HAMA DOKUMEN HODE TANGGAPAMN
1. EKeputusan KPU RI  Nomor T.1 Surat ini yang digunakan
394/PL0Z.2- sebagai acuan  dalam
Kpt/06/KPUNTIL/2020 tentang melaksanakan  tahapan-
Pedoman Teknis Pendaftaran, tahapan pendaftaran dan
Peruzlitian chan Perbaikan penetapan pasansan cakon
Dokumen Persyaratan, dalam pemilihan gubermur
Penetapan, Serta Pengundian oleh KPU Provinsi Bengkulu
Nomor Urut Pasangan Calon fidak ada kewagiban
Datam Pemilihan Gubernur dan memberikan kepada bakal
Waldl Gubernur, Bupatl dan pasangan cakon
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Wakil Bupati, dan/atae Wall
Kota dan Wakil Wali Kota

tanggal 24 Agustus 2020

Pengumuman Surat
Keputusan KPU  Prowvinsi
Benghulu Nomor 57/PL.02.2-
Kpt/17/Prov/IX/2020  tentang
Penetapan Pasangan Gubernur
dan Wakil Gubemur Bengkuiu
Tahun 2020 di laman KPU

Provinsi Bengiulu

Tanda Terima Surat

Kaputusan KPU  Provinsi
Bengkulu tentang Penetapan
Fasangan Gubernur dan Wikl
Gubernur  Bengkulu  Tahun
2020, Berita Acars BAHP- KWK
tentang Hasil Pensditian
Keabsahan DokLirmen

Persyaratan Calon  Datam
Pemillhan Gubernur dan Wakil
Gubernur Bengkulu Tahun 2020
dan Lampiran BAHP- KWK,
Berita Acara BA.HP Perbalkan-

KWK tentang Hasil
Penelitiankeabsahan  Daokournen
Persyaratan  Calon  Dalam

Pemilihan Gubernw dan Wakil
Gubernur Bengkulu Tahun 2020
dan Lampiran BA.HP Parbaikan-
KWE kepada Pasangan Calon,
Partai Pengusul dan Bawasiu
Provinsi Benghoulu

Tanda Terima Berita Acara
BAHP-KWK  tentang  Hasi
Penelitian Keatwsahan

T.2

T3

T4

Surat i adalah tahapan
sebelah  dilakidan  rapat

pendaftaran dan penetapan
pasangan
selanjutnya  dilaksanakan
rapat pleno yang
dilaksanakan oleh  KPU
Provinsi  Bengluluy  dengan
medals  prosesn  verifikasi
dan klarifikasi

dokumen  Inl  menunjukan
balmwa KPU Provinsi
Benglulu
hasil penelitian acminstras)
syarat  calon  kepada

Dokumen MErUrkjLUKEn
balrwa  KPU  Provins

Bengkulu  manyampaikan
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Dokumen Persyaratan  Calon
Datam Pemifihan Gubernur dan
Wakil Gubermur Bengkuly Tahun
2020

Tanda Terima Berita Acara
BAHP-EWK tentang  Hasil
Penelitian Kaabsahan
Dokumen Persyaratan  Calon
Dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakll Gubermur  Bengkulu
Tahun 2020 dan Lampiran
Model BAHP-KWK dan Berita
Acara BAHP-KWK tentang Hasll
Peneditian Keabsahan Dokumen
Persyaratan  Calon  Dalam
Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubernur Benghulu Tahun 2020
dan Lampiran Model BA.HP-
EWE kepada Bawashu Provinsi
Bengkulu

Lampiran  Tanda
Pendaftaran Bakal Pasangan
Calon Dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubermur
Provinsi Bengkulu Tahun 2020
Model TT.1-KWK

Terima

Peraturan KPU Nomor 1 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2017 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubsermur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Woakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota
Keputusan Mahkamah
Konstitusl  Momor  56/PULU-
XVIL/2019

T.5

T.6

T.7

T.8

hasil  penelitian  hasil
administrasi syarat calon
kepada pemohon  dan
partai pengusul

Dokumen PRETILI Lkan
batwa  KPU  Provinsi
Benghulu  menyampaikari
hasdl  penelitian  hasll
administrasi  syarat calon
kepada Bawasly Provinsi

Dokumen ind menunjukan
tanggal pendaftaran
pemohon ke KPU Provinsi
Bengkulu dan ada/tidak
ada dokumen pendaftaran
syarat  pencalonan  dan
syarat calon

Perubahan ketiga
Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun
2017 Temtang Pencalonan
Pemilihan Gubemur Dan
Wakil Gubermur

Putusan terkait masa jeda
Stahunbagi mantan &
menjalani pidana yang fe
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11.

12.

Peraturan Pemerintah TS
Republik Indonesia MNomor 32

Tahun 1999 tentang Syarat dan
Tota Cara Pelaksanaan Hak

Warga Binaan
Permasyarakatan
Salinan  Keputusan Menterd T.10

Hukum dan HAM  Republik
Indonesia MNomor @ PAS-
333.PK.01.05.06 Tahun 2014

tentang Pembebasan
Bersyarat Narapidana tanggal
24 Juli 2020

Berita Acara Hasil Peneliian T.11
Perbaikan Persyaratan  Bakal
Pasangan Calon Gubemur dan

Wakil Gubermur  Benghulu
Tahun 2020 Model BAHP

Perbaikan - KWK
Surat  Keterangan  Kepala T.12
Lembaga Pemasyarakatan Kelas

I Lukamiskin MNommar
Wi1l.PAS.PAS, 1-P.01.01.02,

Mendukung  pembuktian
tentang sedEsainys
menjalani pedana, yang

bersyarat dapat dicabut
oleh menteri atas  usul
kepala bapes dalam hal
melanggar ketentuan

bersyarat dan  yang
menyebutkan masa selama
berada diluar lapas tidak
dihitung sebagal  masa
menjalani pidana, Dengan
demikian seseorang  yang
mierjalant pembebasan
bersyarat belum selesal
menfalani pldana
sebagaimana dalam
putusan pengadilan yang
MEempunyai keskuatan
hikum tetap,

Surat  yang  menyatakan
bebas akhir  agustin
maryono pada tanggal 12
Desember 2015 dan masa
percobaan  berakhir pada
tanggal 12 Desember 2016

Babwa dokumen inl yang
menjadi dasar acuan bakal
pasangan  calon  yang
memenuhi syarat
pendaltaran yang
ditentudan

Surat berdasarkan konsep
yang sudah diparaf oleh
stal dalam hal inl Kabid
Pembinaan Iwan Gunawan
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16.

Tanggal 9 September 2020

Berita Acara tentang Klarifikasi
Dokumen Syarat Bakal Calon
Gubernur atas nama Agushn
Maryond  Dalam  Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubemir
Bengkudu Tahun 2020

Surat Kormisi Pemilihan Umum
Provinsi  Bengkuhi  Nomor

1020/PL.02.2-
S0/17/Prov/VIIL/2020 Tanggal
26 Agustus 2020, Perihal
Mohon  Petumjuk  Terkait
Pamidanaan ke Komisl
Pemilthan  Umum  Republk
Indonesia

Surst KPU Repubiik Indonesia
Momor : 729/PL.02.2-
S0/06/KPLYT 2020 Tanogal 4
September 2020  Perihal

Penjelasan Surat KPU Provinsi
Bangkulu Nomor 1020/PL.02.2-
SOf17Prov/ VI 2020 Tanggal
26 Agustus 2020, Perhal
Mohon  Petunjuk  Terkait
Pemidansan

Surat Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor
735/PL.02.2-

T.13

T.14

T.15

T.16

Wahyudl yang mana tdak
ada satu pun staf KPU
Provinsl Bengkulu ataupun
tim pokja yang lkut serta
mengajukan konsep surat
tersebut kepada saksi, Hal
i, menandakan bahwa
kata bebas mumi adalah
hasil produk surat  vang

ditandatangani saksi;
Dokumen hasdl  klarifikasi
yang  dilakukan  KPU

Provinsi Bengkuly  pada
saat ke lapas Klas |
Suskamiskin

Surat KAU  Prowinsi

Benghudu meminta
petunjuk KPU Rl tentang
pemidanaan  menunjukan
KPU  Provinsi  Banghulu
barhati-hati dalam
mengamibil langkah-
langkah dalam penetapan
pasangan calon

Petunjuk dari KPU RI

kepada  KPU Provinsi
Provins: Bengkuhu terhadap
angkat-tangkah yang
menjadl  dasar  hukum
menetapian pesangan

Petunjuk  dari KPU RI
kepada KPU Provins! dan

KPU Kabupaten/Kota Se-
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SDy/06/KPU/TX/ 2020 Tanggal 5 Indonesia
September 2020  Perhal
Penjelasan Mantan Terpidana
0. keterangan saksi dari pibak termohon
1. Keterangan Saksi Fahruddin, SH, dibawah sumpah pada pokokiya menerangkan
sebagai berikul :

- Saksi adalah anggota kelompok kerja pendaftaran dan penetapan pasangan
Calon Gubernur dan Wakll Gubernur Benglulu Tahun 2020 yang berasal dan
Pengadilan Tinggl Benghulu sesual dengan SK KPU Provinsi Benghkulu Nomor
47 /HIL03, 1-Kpt/ 17/Prov/VITL 2020,

- Bahwa benar saksi sehagai anggota kelompok kerja telah melakukan kianfikas) ke
Lapas Klas | Sukamiskin pada tanggal 9 September 2020 bersama dengan
Anggota kelompok kerja lainmya darl Kepolisian Daerah Bengkulu, Kejaksaan
Tinggs Bengkutu dan diawasi oleh Bawaslu Provins! Bengkulu;

- [Bahwa pada saat itu berkas yang dikdarifikasi adalah :
a4, Surat Pembebasan Bersyarat vang dikeluarkan  olkeh Lembaga

Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin Bandung Nomor WI11,PAS.PAS.1-

PK.01.01.02.3203 tanggal 06 November 2014;

b. Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Momor PAS-333.PE.01.05.06 TAHUN 2014 tentang Pembebasan Bersyarat
Narapidana;

- Pada saat di Lapas tim bertemu Kalapas dan Kabid Pembinaan serta
menyampaikan maksud dan kehendak tm sebagaimana Surat KPU Prowvinsi
Banglulu Nomor 1142/PL/02.2-5D/17/Prow/TX/2020 tanggal B September 2020;

- Setelah melakukan klarfikasi, im memperoleh surat Surat Keterangan Lembaga
Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin Bandung Momor W11 PAS PAS 1-PE.01.01.02-
tanggal 09 September 2020 Tim pokja hanya meminta mobon penjelasan
keluamya seorang Terpidana dan apalagi yeng periu atau ada persyaratan-
persyaratan lagli yang akan tidak menjalan sesungguhnya, sehingga dijelaskan
oleh pihak lapas Hasilnya tim pokja membuat berita acara klarifikasi tertanggal 9

Sephember 2020;
WI1l.PAS.PAS.1-PE.01.01.02- tanggal 09 September 2020 vang merubah frase

kata bebas akhir menjadl bebas muml melainkan surat tersebut dibuat oleh Kabid
Pembinaan Iwan Gunawan Wahyudl dan diparaf lalu ditandatangani oleh Kepala
Lapas sehingga tidak ada kesempatan anggota tim pokja untuk bertemu ataupun
meminta tanda tangan secara angsung,

- Berdasarkan pengetahuan saksl berdasarkan putusan 4 tahun yang dijelaskanmya
misalnya ada denda 200 juta dan subsider 3 bulan kurungan. Namun sebelum 4
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tahun dia sudah keluar dari lapas, Sera fisik keluar. Dia keluar dari lapas secara
fisik, namun secara administrasi dia tetap jadi narapidana, karena masih ada
syarat-syarat yang harus dipenuhinya. kalau surat keterangan yang disampaikan
oleh Agusrin berakhir tahun 2014, sedangkan hitung-hitungannya dari lapas
2015.

- setelah i, tim pokda melakukan karifikasi ke Bapas (Balai Pemasyarakatan). Ttu
karena dia setelah bebas ada bebas bersyarat, karena ada hak pembinaan oleh
Bapas dengan hasil klarifikas: dan ada surat keputusan dari Menkumham inl dan
dilegalisir oleh pihak Bapas.

= hasil klarifikasi di Bapas, ada surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM dan
setelah  diperlihatkan dan dicocokan, maka pihak Bapas melagalisic dan
membenarkar.

Penjelasan :

Dalil yang diajukan pemobon kata bebas akhir menjadi bebas murni dalam surat

keterangan W11.PAS.PAS. 1-PK.01.01.02- tanggal 09 Septernber 2020 adalah tidak

benar dibuat berdasarkan format darl KPU Provinsl Bengkulu melainkan dibuat,
diparaf staf Kalapas sendiri, yaltu Iwan Gunawan Wahyudi selaku Kabid. Pembinaan.

Dalil yang menyatakan surat hasil rapat pleno KPU Provinsi Bengkulu Berita Acara

Rapat Pleno Nomor @ 1253/PL.OZ.3-8BA4/17/Prov/IN/2020 Tentang Penstapan

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengloulu Tahun

2020 cacat hukum dan batal demi hukum adalah kefirn mengingat tahapan yang

dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu dalam hal inl klarifikasi oleh pokga kepada

Lapas Klas [ Sukamiskin telah sesual dengan Peraturan KPU Nomor @ Tahun 2020

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 temtang

Peralonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diatur kembali dengan

Keputusan KPU Nomor 3%4/PL.02.2-kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis

Pendaftaran, penelitan dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta

Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wiskil Bupati, dan/atau Walikota dan Waldl Walikota tanggal 24 Agustus 2020

. Keterangan Saksi Angky Galaty, SH.MH dibawah sumpah pada pokokriya

menerangkan sebagail berikut ;

- Bahwa saksi adalah Kasubbag Teknis dan Hupmas di Sekretariat KPU Provinsi
Bengkulu yang mempunyal tugas bagian teknis tim verifikator dan koordinator
aplikasi sistem informasi Pencalonan atau SILON untuk Pemilihan Gubermur dan
Wakil Gubemur Tahun 2020,

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Tim verfikator terhadap untul mengecek ada dan
tidak ada kelengkapan berkas dokiumnen persyaratan yvang diajkan oleh bakal
pasangan colon termasuk bakal pasangan cabon Agusrin Maryono dan Tmmon
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¥

Rosyad:

Bahwa saksi pada saat karifikasi ke lapas kias 1 Sukamiskin tidak mengikuti tim
pokga untuk bersama-sama melakukan klarifikasi;

Bahwa saksi menyampaikan terkalt pasangan calon Agusnin Maryono dan Imron
Rosyadi adalah bahwa pasangan bersebut datang pada harl masa terakhir
pendaftaran calon gubernur dan wakll gubernur Benghulu pada hari minggu &
september 2020,

Bahwa pemohon datang ke kantor KPU Provins: Bengkulu, kalau sesual SOP,
bakal pasangan calon dan Partal pengusul mengisi buku daftar hadir sesuai
dengan juknis 394

Bahwa pasangan calon diarabkan oleh tim penerimaan pendaftaran bakal
pasangan calon ke ruang pendaftaran di lanta 2 KPU Provinsi Bengkubu. Proses
pendaftaran diterima secara formad,

Bahwa pada saat penyerahan dokumen, tim verifikator salah satunya adalah saksi
yang menerma ada 2 (dua) ceklist yaitu syarat calon dan syarat pencalonan.
Sedangkan verifikator memproses pengecekan dokumen yaitu terhadap ada atau
tidak adanya dokumen sebagal syarat calon dan syarat pencalonan. Apabila
syaral pencalonan sudah terpenwhl  semua, maka tm verifikator akan
mengeluarkan tanda terima dan kemudian tanda terima tersebut akan dilakukan
pengecekan secara Bersama-sama antara tim verifikator KPU Provins) Bengkubu
dan tim penghubung pasangsn calon. Lalu ketika sudsh disepakati bersama
ditandatangani dan diserahkan kepada petugas penghubung, kenapa petugas
penghubung  dikrenakan pasangan calon  sudah  meninggalkan  tempat
pendaftaran,

Saksi menpelaskan bahwa benar bakal pasangan calon mendaftar pada anggal 6
September 2020;

Setedah masa pendaftaran berakhir pada tanggal 6 September 2020, selanjutnya
masa penefitian administrasl ditelith oleh tim poiga. Berkas dolumen pasangan
cabon tersebut diserabkan kepada kelompok kerja untuk dilakukan penelitian
administrasl. Dalam penelitian administras! ada unsur pihak luar.

Berdasarkan sefuruh penelitian administrasi, dapat kesimpulan, dokumen-
dokumen aman saja yang harus diklanfikas adaiah semuanya, mencakup saluruh
paskon, yang memiliki keraguan dan periu untuk dikdarifikasi;

Setiap anggota pokja memibk tugas yang berbeda-beda dan mendapatkan
pendapat dan lembaga atau instansi in yang memiliki kewenangan untuk
peneliian berkas tersebut;

Setedah menerima dokumen pendaftaran tim verifikator memastikan ada atau

ticak ada berkas syarat calon dan syarat pencalonan, selanjutnya apabda syarat
calon dan syarat pencalonan semua ads akan dikeluarkan tanda terima dan
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apabila sudah disepakati bersama oleh KPU dan Tim penghubung kemudian
diserahkan kepada tim penghubung;

- Berdasarkan ketentuan juknis 394, berita acara pasangan calon hamya diberkan

kepada bakal pasangan calon yang memenuhi syarat, dan tidak diberikan kepada
bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat, begitu juga dengan surat
keputusan penetapan pasangan calon, yang diserabkan kepada bakal pasangan
calon yang tidak memenuhi syarat hanya berita acara hasil penelitian administras:
perbaikan;

berdasarkan juknis BA diberikan hanya kepada bakal pasangan calon, parpol
pengusul dan kepada Bawaslu;

Bahwa untuk surat keputusan pencalonan di publish & laman KPU Provins
Benghudu, info pemilu dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) KPU
Pravinsi Bengioulu;

Bahwa sebagaimana saksl sebagai koordinator aplikasi silon, aplikasi ini bersifat
internet online dan aplikasi ini merupakan langsung dar KPU RI, aplikasi ini
bersifat internel onlineg karena digunakan juga migrasi publish dengan info
pemilu.kpu.go.id., artinya pada saat pendaftaran pasangan calon, dokumen data
calon itu dipublish ki masyarakat melalul laman website, pendaftaran ini pada
saat bakal pasangan calon ke kpu provinst Bengkuku, salah satunya adalah
operator silon dan menginput syarat dokumen pasangan calon, jad data yang
sudah kami input di sidon, selanjuinya data-data tersebut bisa di publish di
masyarakat,

Pada dasarnya pada pemilihan serentak tahun 2020 KPU Provinsi Bengkulu selalu
membuka helpdesk pastinye seliap tahapan selalu ada, begitu juga dengan
pendaftaran pencalonan tersebut yang ada di ruang bawah di lobby yang
berkaitan langsung dengan layanan publik kita yaitu PPID;

Verifikator dan pokja bagi saksi keduanya melekat, karena tm verifikator
berkaitan dengan tugas sebagai Kasubbag Teknis dan Hupmas, tapi SK Pokja
berkaitan dengan penerimaan berkas pendaftaran pencalonan bakal pasangan
calon,

Tim verifikator bukan bekerfa memeriksa apa yang tidak memenuhi syarat, tapi
memeriksa ada atau tidak ada, jadi ketika saksi berfungsi sebagai tim verifikator
saksl harya memeriksa ada dan tdakl ada dokumen.

Posisi saksi hanya mengecek berkas ada dan bidak ada, kalsu surat
kieteranganiya ada ya ads, untuk keabsahannya bukan wewenang saksi lagi
Saksi meminta izin kepada pimpanan musyawarah untuk medihat lampiran TT.1-
EWE, untuk passngan calon Agusrin Maryono dan Imron Rosyadi, ada semua
untuk syarat pencalonan dan syarat calon, serta surat keterangan lapas yang
saks| periksa adalah ada dan bdak adanya, keabsahannya saksl serahkan ke
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pokja, surat yang tanggal 16 Januarl 2020 kenapa saksi cek ada karena itu surat
dari lapas dokumnen yang saye terima ada dan tidak ada adaish dokumen syarat
pencalonan yang terdirl dar parpol pengusul dan syarat calon dari masing-masing
bakal pasangan calon

- Bahwa berkas bapak Agusnin ada untuk diperbaiki syarat calon sesual berita
acara, kalau penambahan saksi agak bingung tapl menurut saksi memperbaiid
karena bahasanya perbaikan berkas pasangan calon.

- Bahwa benar berdasarkan BA penelitian administras terkait surat dari lapas dan
ity diperbadii pada masa perbaikan dokumen calon dan diserahkan olsh petugas
penghubung dan dokumen vang diperbaiki adalah dokumen vang dari lapas
karena ada BA perbaikan administrasi dan disampalkan kepada pasangan cakon
melalui petugas penghubung, pada masa saat masa perbaikan calon i petugas
penghubung menyerahkan,

- Bahwa tahapannya sama, pada saat masa penerimaan perbaikan dokumen
pasangan calon harwa menerima ada dan tdak ada selanjuinya ada masa
penelitian perbaikan berkas calon, dan keabsahannya dikembalikan kepada pokja.

Penjelasan :

Dall yang menyatakan KPU Provins! Bengkulu dalam melaksanakan tugasnya tidak

profesional terbantahkan dan tanda terima pendaftaran bakal pasangan calon dalam

Pemilihan Gubermur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 cacat hukum dan

batal demi hukum adalah keliru mengingat keterangan saksi Angky tersebut diatas

menyatakan batvwa berkas tersebut masih dalam tahap perbalkan namun dalam
lampiran Model TT.1-KWK tertanggal 6 September 2020 adalah vang menjad| dasar
berkas bakal pasangan calon diterima.

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 394/PLOZ.2- Kpt/D&/KPU/VIIL2020

tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Peneliian dan  Perbaskan Dokumen

Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam

Pernilinan Gubemur Dan Wakil Gubemur, Bupabh Dan Wakil Bupati, dan/atau

Wallkota dan Wakil Walikota tanggal 24 Agustus 2020 BAB V huruf B (bukti T.1) ;
1. dst
2. dst
3. Menuangkan berita acara tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 ke dalam Keputusan KPU Provinsi
tentang Penctapan Pasangan Calon Peseria Pemilihen Gubernur dan Waki
Gubernur Tahun 2020. Keputusan KPU Provinsi Bengkulu tentang Penetapan
Pasangan Calon mencantumkan MNama Pasangan Calon yang berstatus
memenubil syarat sebagaimana tertulis dalam Berita Acara tentang Penetapan
Pasangan Calon Pemilihan
4. Mengumumkan hasil penetapan pasangan calon di laman KPU Provinsi atau
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KPU Kabupaten,Kota; dan

5. Menyerahkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota tentang
penetapan Pasangan calon peserta pemilihan paling lambat 1 (satu) hari
seteiah penetapan pasangan calon, kepada :

a. Pasangan Calon;
b. Partai Politik atau gabungan Partal Politik; dan
¢ Bawaslu Provinsi atau Bawashu Kabupaten/Kota,

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas tidak ada kewajban begi KPU Provinsi

Bengkidu untuk menyampalkan berita acara tentang Penetapan Pasangan Calon

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubermur Tahun 2020 kepada bakal pasangan

calon. Mengingat Pemohon berstatus sebagal bakal pasangan calon sedangkan

yang dapat diberikan salinan penetapan adalah berstatus pasangan calon.
E. keterangan ahli dari pihak termobon
1. Eeterangan Ahli Prof. Dr. Herlambang, SH..M.Hum, dibawah sumpah pads
pokoknya menerangkan sebagal berikut :

= Ahl menupakan ahli hukum pidana Universitas Bengluslu;

- Sesual dengan surat KPU Provins! Benghkulu Nomor 1401/HK.06.5-50/17/ Prov
D/2020 tertanggal 9 Oktober 2020, tentang pendapat ahll dalam sengketa
Pilkada Benghuly, dengan kasus Posisi adanya keputusan KPU yang
Menvatakan bahwa Bakal Caton Gubemur Bengkulu Atas nama Agusrin
Najarmnudi dan Imron Rosadi Tidak Memenuhi syarat sebagal Calon Gubernur,
sehubungan tidak dipeniubinya syarat bakal calon Gubermur Atas nama Agusrin
yang belum 5 tahun sejak selesal menjalani pidana sebagal terpidana kasus
korupsi, maka perfu saya kemukakan pendapat saya sebagai ahli hukum
pidana. Bahwa penafsiran terhadap pasal 4 ayat 2 PKPU No [ whun 2020 jo
nomor 9 tahun 2020 (2a) Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lma) Ehun atau bl pang et melswall ook wakfu 5 (Sma)
tzhun setelah selesat menfalan’ pldana penfara  berdasarkan  putusan
pengadian yamng szl mempurnyat kekuaian hukum fetan
(2d) langka waktu 5 (ma) tahun telah selesai memjasiam pidana penjara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) ferfhitung selk tanggsl bakal calon yang
bersangiutan telah selesat menjalani pidananya sampal cengan pada sast
pendaftaran sebagal bakal calon.

Secara normatif maka pelaksanasn pidana penjara melalul pembinaan di LAPAS

dilakukan dalam beberapa tahap seperti diatur dalam PP Nomor 31 tahun 1999

vang menyiebutkan bahwa tahap pembinaan terdifl dan 3 tahap yaitu :

1. Tahap Awal, dimulai sejak yang barsangkutan berstatus sebagal Narapidana
sampai dengan [ /3 dari masa pidana ;

2. Tahap Lanmputan, meliputi : a. Tahap Lanjutan Pertama, sejak berakhimya
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pembinaan tahap awal sampal dengan 1/2 masa pidana | b. Tahap Lanjutan
Kedua, dimulal sejak berakhimya pembinaan tahap lanjutan pertama
sampal dengan 2/3 masa pedana ;
3, Tahap Akhir, dimulai sejak berakhimya tehap lanjutan sampal beralkhimya
masa pidana.
Sedangkan pada tahap akhir, warga binaan dapat memperoleh hak untuk
mendapatkan program integrasi sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat
tertentu dalarn undang-undang. Yang dimaksud denganintegrasi adalah
pemulinan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana
dengan masyarakat Hegiatan integrasi dapat berupa pembebasan bersyarat atau
cutl menjelang bebas,
Secara teoritik Pelaksanaan Pidana Penjara di Lembaga Pemasysrakatan terdarn
dan 4 tahap yaitu :
Tahap pertama : Tahap Maximum Securnty
Tahap Kedua : Tahap Medium Security
Tahap Ketiga : Tahap Minlmum Security
Tahap Keermnpat : Tahap Integrasi
Pada tahap integrasi sebagal tahap terakhir dalam pelaksanaan pembingan di
LAPAS maka seorang Napi apabila telah memyelesalkan 2/3 dan masa hukuman
atau paling singkat 9 bulan maka dapat diberikan pelepasan Bersyarat/
pembebasan bersyarat,
Pembebasan Bersyarat (PB) adalah Proses pembinaan narapidana
diluar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15
dan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Pasal 14, 22 dan Pasal
20 Undang-Undang Nomar 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,
Berdasarkan ketentuan ini jelasiah bahwa untuk mendapatkan pembebasan/
pembebasan bersyaral, seorang napl harus memenubi syarat tertentu, dan
apabila syarat yang telah ditertuksn dilanggar oleh Nap, maks Pelepasan
bersyarat/ pembebasan bersyarat dapat dicabut dan napl harus
kEmball metaksarakan pembinaan o datam LAPAS sopert dimassud dalam
Pasal 43 {5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2012
Tentang Perubahan Eedua dtas Peraturan Pemearindah Momor 32 Tahunm
1999 Tenkang Syarat dan Tata Coara Pelaksanasn Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan, mengatw bahwa Pembebasan Bersyarat dicabut jika
Narapidana atau Anak [Didik Pemasyarakalin melanogar  persyaratan
Pembebasan Bersyaral sebagatmana dimaksud pada ayat (2)
Secara Reortik, berdasarkan tahapesn di atas, program pembinsan terbadap
Narapidana dilaksanakan secara intramural (di dalam lapas) dan secara
ekstramural (d luar Lapas). Pada dasamya seluruh tahapan pembinaan

Halarman | 140




dilakukan di dalam Lapas, kecuali pada tahap lanjutan apabda warga binaan
mendapatkan hak asimilasi meka kegiatan pembinaan dilakukan di luar Lapas
dan dilakukan oleh Lapes, begitu juga pada tahap akhir apabila warga binaan
mendapat hak integrasi (pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas)
maka pernbinsan dilakukan di luar Lapes berupa bimbingan dan pengawasan
yang dilakukan oleh Badan Pemasyarakatan (Bapas), namun untuk
pembebasan bersyarat pengawasan ditakukan oleh Kejaksaan.

Berdasarkan fakta-fakta yuridis Jelaslah bahwa seseorang dinyatakan telsh
selesal menjalani pidana penjara adalah apabila telah menyelesalkan seluruh
tahapan dalam pembmaan nap sejak masuk sampai dengan selesainya tahap
integrasi berupa pembebasan bersyarat Pembebasan bersyarat yang diawasi
oleh Bapas dan Kejaksaan, Buku telah selesainya masa pembebasan bersyarat
apabila tefah dkeluarkannya surat keterangan dan BAPAS bahwa yang
bersangkutan telah selesai menjalanl pidana penjara diluar tembok penjara
berupa pelepasan bersyarat, dan untuk keperiuan administrasi dilaporkan ke
LARAS,

Secars beorftik, dapat dijelaskan bahwa adanva ketentuan masa tenggang 5
tahun bagi mantan napi korupsi untuk dapat mencalonkan din sebagal calon
kepala daerah dimaksudkan adanya tenggang waktu bagi masyarakat untuk
memaafkan mantan napi, seperti dimaksud oleh Shaming Theory. Shaming
theory inl pertama kali dikemukakan oleh secrang kriminclogi positif dari
australia yang bernama Jhon Braithwalte

Theory shaming khususnya Reintegrative shaming tersebut berfokus pada
periunya wakiu bagl masyerakat unbuk dapat memaafkan mantan terpidana
sebelum menerma kemball yang bersangkutan sebagal warga masyarakat yang
balk. Dalam kasus korupsi maka masyarakat memeriukan waktu untuk
memaafian kesalahan pelaku yang telah menghianati kepercayaan yang telah
diberiiannya pada pelaku.

Secara Flosofis, maka tujuan pemidanaan tersebut adalah pada hakikatnya
pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan
terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping ity Roeslan Saleh juga
mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, vaitu bahwa pidana
diharapkan sebagal sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pldana adalah
suaty proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kemball dalam
masyarakat.( Mutadi dan Barda Mawawi Arief, 1992). Oleh karena fu batasan 5
(lima tahun) dianggap adalah waktu yang pantas untuk memenuhi
kessimbangan atara pembalasan dan  perlindungan masyarakat, serta
kerukukanan di dalam masyarakat.
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Berdasarkan argumentas| yang telah divraikan, baik secara normatif, sasiologss,
seluruh tahapan pembinaan bagl Marapidana yang dilakukan LAPAS telsh
dilewati dan dalam hal seorang napi pada tahap integrasi, sebagai tahap akhir
mendapatkan pelepasan bersyaraly pembebasan bersyarat, maka selesainya
menjaiani pidana penjara itu adalah pada saat terkhir menjalankan PB sesual
dengan surat keterangan dar BAPAS. Hal ini berarti bahwa seseorang mantan
mnapi korupsi dapat dinyatakan memenuhi syarat pencalonan apabila tedah
melewati wakiu 5 (Ima) tahun setelah selesai menjalankan Pemnbebasan
bersyarat/Pedepasan bersyarat, Sebalilnya jika wakiu 5 (Lima) ahun tersebut
belum terpenuhl maka yang bersangkutan tidak memenuhi syarat pencalonan
kepala daerah.

Waktu lima tahun dianggap cukug bagl masyarakat untuk memaafkan kesalahan
pelaky yang telah menghlanatl kepercayaan masyarakat dengan melakukan
Tindak Pidana Masyarakat, sehingga dsharapkan dapat memulal hidup baru
secara rukun di dalam masyarakat.

Bahwa benar Ahli menjelaskan pelepasan bersyarat juga dalam rangka
menjalankan pidana penjara tetapd dilvar tembok penjara karena pidana
jangan lupa ya putusan pengadilan itu tadi seperti yang disampaikan bapak
salah satu pengacara negara dka ilu dipidana empat tahun, kalau missinya
keluar penjara tadi baru dua ftahun, tga tahun berarti belum selesai
menjalankan menjalani pidana penjaramya makanya hati-hatl ya kakau ada
keputusan yang menyatakan bahwa selesai menjalankan penjara keluarmya itu
tidak dihiiung sebagal pidana penjara maka yang bersangkutan masib
berhutang pada negara untuk menjalankan pidana penjara selama lebih
sisanya, hati-hati kan gitu nantl takutmva calonnya menang jadi gubernur
terpilih orang minta kamu jatani dulu kan masih ada sisanya dan seterusnya,
kan kasihan dia makanya harus hati-hatl.

Bebas penjara Ity berartl bebas setelah menjalankan program pelaksanasn
pembinaan pidana penjara tadi saya sudah terangkan, pembinaan penjara itu
ada didalam lp, ada diluar Ip, saya kira clear, Narapidana adalah mereka yang
dipidana menjalanian pidana penjara, tetapi pidana penjara itu bertahap-
tahap ada penjara dalam Lapes ada diluar Lapas kalau dia dapat pembebasan
bersyarat,

Terpidana itu adalah orang berdasar pubussan pengadilan dinyatakan bersalah
dan diberikan hukuman bisa pidana penjara, bisa pidana kurungan bisa pidana
denda semuanya itu terpidana taps khusus kepada yang masuk penjara
namamya napl atau warga binaan, lembaga pemasyarakatan isinya adalah
orang yang menjalankan pidana didalam lembaga pemasyarakatan tetapl
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fungsinya macam-macam,

- klien ftu orang yang sudah menjadl warga binsan didalam lembaga
pemasyarakatan, macam-macam namanya ada narapidana ada kiien sebagean
haknya itu dikurangi;

. ya nanti artinya setelah selesal koordinasi lagi ke apas bahwa orang ini telah
selesal melaksanakan pembebasan bersyarst maka pada saat itulsh dia
dinyatakan seless melaksanakan pidana penjara, hilang kemerdelaan itu tidak
hamya hilang kebebasan di dalam lapas, kebebasan seksual yang dibatasi jadi
macam-macam kebebasan jtu jadi kalau dalam penjara dia dibebaskan
kebebasanmya secara fislk kalau diluar lapas dia juga dikurangi kebebasanfya
untuk pergi untuk melakukan aktifitas dia harus lapor dan diawasi juga oleh
kejpksaan oleh lapas ada syarat-syasrainya artinya orang yang dalam
pengawasan Ity adalah orang yang hilang kemrdekasn tapi tidak sebanyak
kehilangan kemerdekaan seperti di lapas dia boleh nonton tv dia boleh kalau
diluar lapas, tapl tetap kehilangan kemerdekaan.

Penjelasan :

Bahwea dall pemohon yang menyvatakan babwa stalus mantan narapidana adalah

seseoang yang telah pernah menjalanl pidana hilang kemerdekaan di lapas dan

ketiea seseorang yang berstatus bebas bersyarat karena telah pemah menjalani
pedana di dalam lapas maka dikategorikan mantan narapidana sebagaimana fabwa

Mahkarnah Agung yang menyatakan bahwa permbedsan istilah didasarkan kepada

pernah tidaknya dipidana seseorang masuk dan menjalanl hukuman di lapas. Dan

ketika menyandang predikat sshagai mantan narapidana maka yang bersanglutan
dhanggap telah selesal menjatan pidana penjara berdasarkan keputusan hakim yang
mempunyai kekuatan hukum tetap, Dall ini juga difadikan pandangan pemohon
bahwa tanggal 06 November 2014 status pemohon sudah sebagal mantan
narapidana dan telah melampaui masa jeda 5§ tahun sshingga menilal dirinya dapat
menglkutl pencalonan sebagal pasangan calon adalah keliru dan menyesatkan.

Karena kalau ada keputusan yang menyatakan bahwa selesal menjalankan penjara

kelisarmya ity tdak dihitung sebagal pidana penjara maka yang bersangkutan masih

berhutang pada negara unbuk menjalankan pidana penjara selama lebih sisanya,

Soehingga Terpidana U adalah orang berdasar putusan pengadilan dinyatakan

bersalah dan diberkan hukuman bisa pidana penjara, bisa pidana kurungan bisa

pidana denda semuanya itu terpidana tapi khusus kepada yang masuk penjara
namanya napl atau warga binaan, lembaga pemasyarakatan isinya adalah orang
yang menjalankan pidana didalam lembaga pemasyarakatan tetapl fungsinya
macam-macam, bagl narapidana yvang mendapatian pembebasan bersyarat maka
kepada dirinya dinyatakan selesai menjadi narapidana satu hari setelah yang
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bersangkutan melaksanakan urusan administratif dengan kementerian hukum dan
hak asas| manusia

2. Keterangan AhR Dr. Ardilafiza, SH.,MH, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagal berikuft ;

- Bahwa ahli merupakan ahdi hukum tata negara pada Universitas Bengloulu;

- Bahwa ahll menyatakan Putusan MK Nomor 56/PUL-XVIT2019 tersebut talab
diadopsi dalam Peraturan KPU MNomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan
Keempal Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan ‘Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Waki Walkota sebagaimana telah diatur kembali dengan
Keputusan KPU Nomor 394/PL.0OJZ. 2-kpt/06/KPL/VIII 2020 tentang Pedoman
Teknis Pendaftaran, penelitan dan Perbaikan Dokumen Persyaratan,
Penetapan, serta Pengundian Momor Urut Pasangan Calon Gubemur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
tanggal 24 Agustus 2020 begiu pula dengan fatwa Mahkamah Agung
sepanjang yang mendefinisikan frase kata "mantan terpidana dan mantan
narapidana”,

- Bahwa putusan MK tersebut bersifat abstrak yang harus dibacakan secars
keseluruhan bidak boleh dipatong-potong atau sepenggal-sepenggal untuk
memahami pasal itu putusan ity maka didalam putusan didalam beor hukum
maka harus diperhatikan apa dipertimbangkan dalam putusan mahkamah apa
yang kita kenal sebagal rasio decidency (pertimbangan hukum terkait materi

-'-_'"4. perkara) jadi ada alasan kenapa putusan itu dibuat, ada juga kemudian orbita
dicta yaitu sebuah pertimbangan yang tidak pada substansi putusan,

- Pertimbangan hakim sebaoal suatu produl hukum ban karena sejajar dengan
undang-undang setelsh 30 har setelah diputusiah wajib dimasukkan ke dalam
lembaran negara Republik Indonesia untuk diumumkan oleh karena fu kit
paham kalau déatakan tadl babwa dia bisa dikatakan sebagali mengisi
kekosongan hukusm,

- Setetah putusan MK maka putusan tersebut selevel undang undang di dalam
sistem hukum perundang-undangan indonesia sehingga lembaga negara yvang
terikat pada putusan ME tersebut diberikan kewenangan untuk menjalanian
undang-undang dan menyusun peraturan-peraturan turunannya sebagaimana
amanat mahkamah konstitus!,

- KPU mempunyai kewenangan untuk membentuk PKPU untuk melaksanakan
pertimbangan-pertimbangan  yvang tadi  sudash disampaikan bagaimana
kedudukan PKPU setelah ditetapkan baca Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 pembentukan Peraturan Perundang-Undangan —mengikat
sepanjang |tu diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih
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tinggi yang kedua adalah merupakan kewenangan lembaga Itu sendir,
s=hingga PEPU yang dikeluarkan KPU tidak periu diperdebatkan dan masih
berlaku sepanjang peraturan itu belum dibatafkan dengan pudisial review.
Judicial review kalau perundang-undangan karena di dalam UUD ada dua
judicial review nya ftu satu judicial review kepada mahkamain konstitusi yaitu
uu terhadap undang undang dasar yang kedua adalah peraturan perundang-
undangan bahwa uu terhadap uu dear kalau Itu adalah masih berfaku jadi
tidak ada dasar persoalan didalam PXPU.

Terkait dengan fatwa Mahkamah Agung sejak adanya Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 pembentukan Peraturan Perundang-Undangan upaya unbuk
melakukan tertib perundang undangan Indonesia karena jaman dulu terlaly
banyak peraturan perundang undangan jenismya ada perpres ada maklumat
maka kemudian Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Jo uu nomor 15 tahun
2019 itu di dalam hierarki kita tidak kenal adanya fatwa di Indonesia. Ada 3
produk  hukum yang keluarkan oleh pemerintah, yallu tadi  peraburan
perundang-undangan atau sesuatu peraturan yang sifatmya absirak yang
umum yang sifatnya mengatur (ada undang-undang, peraturan perundang-
undangan, ada aturan kebijakan atau ada satu lagl kita dikenal indonesia
adalah kebijakan yang diperanjikan). Sehingga fatwa itu tidak termasuk
kritena

Jadi fatwa itu hanya suatu surat yang oleh Mahkamah Agung dan tdak
mempuryal keluatan hulum menglkat

Bahwa KPU Provinsi Bengkulu dalam tahapan Pencalonan berdasarkan UU
Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 serta Keputusan KPU
39472020 telah melaksanakan

& Proses pendaftaran

b, Penelitian dokumen

¢, Perbalkan dokumen

d. Penetapan pasangan calon

Sehingga KPU Provinsl Bengkubu telah melaksanakan proses tersebut
sebagaimana kewenangannya dan tidak bertentangan dengan Peraturan
Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Penjelasan :

Bahwa PKPU 9 Tahun 2020 dan Keputusan KPU Nomor 394 belum dibatalkan atau
diujimaterilkan & Mahkamah Agung sehingga tetap menjadi peraturan perundarndg-
undangan yang sah bagi KPU untuk menyetenggarakan Pemilihan Gubermur Tabun
2020.

Babwa proses-proses atal tahapan-tahapan vang dilakubkan cleh KPU tersebut diatas
dilaksanakan sebagaimana kewenangan atributif dan tidak ada prosedur yang
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ditaksanakan bertentangan atau melampaui batas kewenangan dengan Undang-
Lindang.
1. KESIMPULAN
TERMOHON berhasil membuktikan babwa dalil-dall pemohon baik dalam surat
permohonan, keterangan saksi dan ahll yang diajukan pemohon tidak berdasar dan
harus dikesampingkan.
Perbuatan Termohon dalam menerbitkan objek Permohonan telah memenuhi aspek
kewenangan, aspek prosedur, aspek substansi serta bidak benentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Balk
(AALIPB), dengan uraian sebagai benkut:
a. Aspek Kewenangan
1. Kewenangan Termohon melakukan penetapan pasangan calon sebagaimana
Barita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkilu Nomor
1253/PL.02.3-BAJ17/Prov/TX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta
Permnilihan Gubermur dan Wakil Gubemur Bengkulu Tahun 2020 adalah
sehagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia MNomor 10 Tahun
2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Momor 1 tabun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantl Undang- Undang Momor 1
Tahwn 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wallkota menjadi Undang-
Undang, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan KPU Nomar 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur
dan Wakll Gubermur, Bupatl dan Wakll Bupati dan/atay Walikota dan Wakil
Walikota dan Keputusan KPU Nomaor 394/PL02.2 -kpt/06/KPU/VIIL 2020 tentang
Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbalkan Dokumen Persyaratan,
Penstapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubermur dan Waki
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, danfatau Wallkota dan Waldl Wallkota
tanggal 24 Agustus 2020
4. Selanjutnya berdasarkan keterangan ahll Dr. Ardilafiza, SH.MH, juga
menegaskan KPU Republik Indonesia mempunyal  kewenangan  unbuk
membentuk PEPU untuk melaksanakan pertimbangan-pertimbangan yang tadi
sudah disampaikan bagaimana kedudulkan PKPU setelah ditetapkan baca Pasal 8
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pembentulan Peraturan Perundang-
Undangan mengikat sepanjang itu diperintahkan oleh peraturan perundang-
undangan yang kebih tinggl vang kedua adalah merupakan kewenangan
lembaga #u sendii, sehingga PKPU yang dikeluarkan KPU tidak perlu
diperdebatkan dan masih berlaku sepanjang peraturan itu belum dibatalkan
dengan judisial review;
3. Berdasarkan urasan tersebut diatas, maka secara yuridis Termohon telah berhasil
membuktikan Termohon mempunyal kewenangan untuk melskukan penetapan
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pasangan calon sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Bengkulu Momor 1253/PL.02.3-BAS17/Prov/1X/2020 tentang Penetapan

Pasangan Calon Peserta Pernilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Bengiulu

Tahun 2020 sehingga tindakan KPU Provins! Benghkulu tersebut dalam objek

Permohonan  telah memenuhl  aspek  kewenangan pembentulkan - Sustl

Keputusan Tata Usaha Negara;

b. Aspek Prosedur

Bahwa Penerbitan objek permohonan telah sesuai dengan poosadur

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan, hal mana

diperkuat dengan fakta-fakta persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Angky Galaty, SH, MH yang
meryebutkan telah menerima berkas pendaftaran bakal pasangan calon
sejak tanggal 4 sampal dengan 6 September 2020, melalukan penelitian
berkas dokumen pendaftaran, perbajkan dokumen pencalonan, melakisan
verifikasi dokumen pencalonan dan menyershkan kepada kelompok kerja
untuk dilakukan klarifikasi, Kemudian selakis Koordinator aplikasi SILON saksi
mengumumkan hasil penetapan pasangan calon di laman KPU Provins
Bengkulu dan menyerahkan keputusan KPU Provinsi Bengkulu kepada
pasangarn calon, Partai Politik Pengusul dan Bawash Provins! Bengkuly

2. Kemudian berdasarkan keterangan saksi Fahruddin, SH selaku anggota
Kelompok Kerja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan

Wakil Gubernur Benghulu Tahun 2020 bersama dengan anggota lain terdin
4-;.\..' darl unsur Kepolisian Daerah Bengkulu, unsur Kejaksaan Tinggl Benghkuly,
dan unsur Pengadilan Tinggl Bengkulu serta unsur KPU Provinsi Bengkulu
sendiri, pada tanggal 9 September 2020 telah melakukan klarifikas dokumen
syaral bakal calon Agusrin Maryono ke Lapas Klas 1 Sukamiskin Bandung
yang hasil pelaksanaannya dibuatkan berita acara kiarfikasi dan memperoleh

dokumen sebagal berikut

4. Surat Pembebasan Bersyarat yang dikeluarkan oleh  Lembaga
Pemasyarakatan Klas [ Sukamiskin Bandung MNomor W11.PASPAS 1-
PK.01.01.02,3203 tanggal 06 Novernber 2014,

b. Salinan Keputusan Mentern Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomar PAS-333.PK.01.05.06 TAHUN 2014 tentang Pembebasan
Bersyarat Narapdana

3. bahwa berdasarkan keterangan ahli pidana Profl. Dr. Herlambang, SH.,M.Hum
yang menyatakan maka makna telah selesal melaksanakan pidans adalah
saat seluruh tahapan pembinaan bagi Narapidana yang dilakukan LAPAS
telah dilewati dan dalam hal seorang napl pada tahap integrasi, sebagai
tahap akhir mendapatkan pedepasan bersyarat) pembebasan bersyarat, maka
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sebesainya menjalani pidana penjara itu adalah pada saat terkhir menjalankan
PE sesual dengan surat keterangan darl BAPAS. Hal ini berarti bahwa
sesporang mantan napl korupsi dapat  dinvataksn memenuhl  syarat
pencalonan apabila telah melewatl wakiu 5 (lima) @hun setelah selesai
menjalankan Pembebasan bersyarat/Pelepasan bersyarat. Sebaliknya jika
waktu 5 (Lima) tahun tersebut belum terpenubl maka vang bersanghlutan
tdak memenuhd syarat pencalonan kepala daerah,

Wakiu lima tahun dianggap cuskup bagi masyarakat untuk memaafkan
kesalahan pelaku yang telah menghlanatl kepercayvaan masyarakat dengan
meiakukan Tindak Pidana Masyarakat, sehingga diharapkan dapat memulai
hidup baryu secara rukun di dalam masyarakal.

Bahwa benar Ahll menjelaskan pelepasan bersyarat juga dalam rangka
menjalankan pidana penjara tetapl diluar tembok penjara karena pidana
jangan hipa ya putusan pengadklan fu tadl seperti yang disampaikan bapak
salah satu pengacara negara dia itu dipidana empat tahun, kalau misalnya
keduar penjara tadi baru dua tahun, Hga tahun berartl belum selesai
menjalankan menjalani pidana penjaranya makanya hati-hati ya kalau ada
keputusan vang menyvatakan babowa selesal menjalankan penjara keluamya
itu bidak dihitung sebagal pidana penjara maka yang bersangkutan masib
berhutang pada negara untuk menjalankan padana penjara selama kebih
SIRAITYAE.

Behas penjara itu berartl bebas setelah menjalankan program pelaksanasn
pembinaan pidana penjara tadi saya sudah terangkan, pembinaan penjara itu
ada di dalam LP, ada diluar LP, saya kira clear, Narapidana adalah mereka
yang dipidana menjalankan pidana perjara, tetapi pidana penjara itu
bertahap-tahap ada penjara dalam Lapas ada diluar Lapas kalau dia dapat
pembebasan bersyarat.

. Berdasarkan poin 1, 2, dan 3 diatas telah jelas dan berdasarkan fakta KPU
Provinsi Bengkulu dalam menentukan pasangan calon adalah didasarkan
pada prosedur yang telah dilalui berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedus atas Undang-
Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Penggantl Undang- Undang Nomor 1 Tahum 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan KPU
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubermur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan
Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2- kpt/06/KPU/VIIL 2020 tentang Pedoman
Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbailkan Dokumen Persyaratan,
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Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubemur, Bupatl dan Wakll Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota tanggal 24 Agustus 2020.
c. Aspek Substansi
i. Bahwa tindakan Termohon dalam menentukan penetapan pasangan calon
Gubermnur dan Wakil Gubernur Bengkuby Tahun 2020 tidak ditemukan kesalahan
secara substansi, mengingat penentuan pemohon untuk dinyatakan tidak
memenuhi syarat (TMS) tidak bertentangan dengan Undang-Undang hal ini
diperkuat keterangan ahli Prof. Dr. Herlambang, SH,,M.Hum yang menjelaskan
makna tedah selesal melaksanakan pidana adalah saat seluruh  tahapan
pembinaan bagl Narapidana yang dilakukan LAPAS telah dilewat! dan dalam hal
seorang napl pada tahap Integrasi, sebagal tahap akhir mendapatkan pelepasan
bersyarat/pembebasan bersyarat, maka selesainya menjalani pidana penjara ftu
adalah pads saat terkhir menfalankan PB sesual dengan sural keterangan odar
BAPAS. Hal ini berarti bahwa seseorang mantan napi korupsi dapat dinyatakan
meméenuhl syarat pencalonan apabila telah melewatl wakbu 5 (lima) tahun
setelah selesal menjalankan Pembebasan bersyarat/Pelepasan  bersyarab
Sebaliknya jika waktu 5 (Lima) tahun tersebut belum terpenuhi maka yang
bersanghkutan tdak memendhi svarat pencalonan kepals dasrah,
Kemudian berdasarkan keterangan ahli Dr. Ardilafiza, SH.,MH yang menjelaskan
kedudikan PKPU setelah ditetapkan Pasal B Undang-Undang Nomor 12 Tahun
4_ 2011 pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengikat sepanjang itu
diperintahlan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggl yang
kedua adalah merupakan kewenangan lembaga itu sendiri, sehingga PKPU yang
dikeluarkan KPU tidak perlu diperdebatkan dan masih berlaku sepanjang
peraturan ifu belum dibatalkan dengan judisial reviey
2. Sehubungan dengan poin 1 diatas maka tidak ada satu pun dalil pemohon yang
dapat membuktikan KPU Provinsi Banghkuly cacat substansi dalam menetapkan
Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Benghuly Nomaor
1253/PL.0Z.3-8A/ 17/Prov/TX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta
Pernilinan Gubernur dan Wakil Gubernur Benghkulu Tahun 2020
Berdasarkan dalil-dalil Termohon sebagaimana telah dwraikan di atas dapat
disimpulkan bahwa tindakan Termohon sebagaimana disebutkan dalam objek
Permohonan telah sesual dengan peraturan perundang = undangan yang
berlaku dan tidak bertentangan dengan AAUPE.
Dengan ini perkenankaniah kami Termohon mengajukan permohonan agar
pimpinan musyawarah Bawasly Provinsi Benghkulu yang memeriksa, memutus
dan menyelesaikkan sengketa pemilihan & guo berkenan memutus dengan amar
sebagai bertkut ;
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1. Menolak Permohonan Pemohon unfuk selurubamya;

2. Menyatakan Berita Acra Rapat Pleno Komisl Pemilihan Umum Provinsi
Bengkulu Nomor 1253/PL.02.3-BAS17 Prov/TX/2020 tentang Penetapan
Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Benglulu
Tahun 2020 adalah ssh menurut hukum dan telah-sesuad dengan peraturan
perundang-undangan dan AALIPE,

3. apabila Bawaslu Provinsi Bengkulu berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-addnya [ex aequo et bong)

Demikdan kesimpulan terhadap Permohonan  pemohon  Nomor  Register:
00L/PS.REG/17/%/2020 disampaikan.

F. PERTIMBANGAN HUKUM
1. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Repeblik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Pemiliban Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota [untuk selanjutnya disebut Perbawaslu Penyelesaian
Sengketa)], Pasal 21 ayat (2) menyatakan Permohonan diajukan paling lama 3 (tiga)
hari kerja terhitung sejak keputusan danyatau berita acara KPU Provinsi;

Menimbarg bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Perbawash
1 Permyelesasian Sengketa, Pemohon menyampaikan perbatkan permohonan paling lama 3
(tiga) harl kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemobson;

Menimbang bahwa, Komisi Pemiihan Umum Provinsi Benghulu telah menetapkan
pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubermur Bengkulu vang akan mengikutl konbestass
Pemilihan Kepala Daersh Provinsl Bengkulu Tahun 2020 sebagaimana jadwal dan
tahapan penetapan Pasangan Calon secara serentak yaitu pada tanggal 23 September
2020;

Menimbang bahwa, pada tanggal 28 September 2020 Pemohon mengajukan
permohonan penvelesaian sengketa pemifihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Urmum
Provinsi Bangkulu [umtuk selanjutnya disebut Bawaslu Provinsl Bengkulu] dengan tanda
terima dokumen permohonan nomor OD01/PS PNM.ONL/17/TX2020. S=lanjutnya atas
permohonan  tersebut, Bawashi Provinsi Bengkulu melakukan verifikas: formil dan
verifikasi materil, yang mana darl hasil verifikasi formil dan materiil tersebut, telah
dilakukan perbaikan permohonan oleh Pemobon yang diterima pada tanggal 5 Oktober
2020, dan terhadap perbaikan tersebut teiah dinyatakan dapat diterima dan telah
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diregister oleh  Bawaslu Provinsi  Bengkulu  dengan  nomor  register
001/PS.REG/ 1775/ 2020;

Menimbang bahwa, merujuk pada permohonan pemohon yang diterima oleh
Bawash Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 September 2020 dan perbaikan permohonan
diterima pada tanggal 5 Okiober 2020, maka mengacu pada Perbawasiu Penyelesaian
Sengketa, permohonan pemohaon masih dalam tenggang wakiu pengajuan permohonan
penyelesalan sengketa pemilihan.

TENTANG OBIEK SENGKETA

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 142 hurul b Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubermur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Momor 8 Tahun 2015, Undang-
Undang Nomar 10 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomaor
2 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor & Tahun 2020 [untuk selanjutnys disebut
Undang-Undang Pemilihan], dinyatakan bahwa sengketa pemilihan terdirl atas
sengketa antar peserta pemiliban dan penyelenggara pemilihan sebagal akibat
dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi;

Menimbang babwa, ketentuan lebib lanjut mengenai sengketa pemilihan, dijabarkan
dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4} Perbawaslu Penyelesaian Sengketa, yang
mana dalam ketentuan tersebut menyatakan Keputusan KPU Provinsl berupa surat
keputusan KPU Provinsl merupakan objek sengketa Pemilihan dan selain keputusan KPU
Provinsi objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi;

Menimbang bahwa, Pemohon telah mengajukan Berita Acara Rapat Pleno KPU
Provinsi Bengkubu Nomor 1253/PL.OZ.3-BA/L17/Prov/D{/2020 Tentang Penetapan
Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Benghulu Tahun 2020
yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 23 September 2020 dalam permobonan a
quo sebagai objek sengketa;

Menimbang bahwa, selanjutméa Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan
apakah berita acara yang digjukan oleh Pemohon dalam perkara a quo dapat dikatakan
sebagal objek sengketa?;

Menimbang bahwa, pada tanggal 23 September 2020, Termohon telah menerbitkan
Surat Keputusan KPU Provins! Bengkulu Nomaor 57/PL.02.3-Kpt/17/Prov/TX/2020 Tentang
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Penctapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Walkil Gubernur Bendglolu
Tahun 2020;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Musyawarah memeriksa dan  mempelaiar
dokumen Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Bengkulu Nomor 1253/PL0O2.3-
BA/17/Prow/TH/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon, Majelis
berpendapat berita acara tersebut adalah dokumen yang diterbitian aleh Termohon
sebagal dasar penentuan bagi pasangan calon yang dinyatakan memenuhl syarat dan
yang tidak memenuhi syarat. Berta acara dimaksud menjadi dasar bagi Termohon saat
menerbitkan Surat Keputusan Nomor 57/PLOZ.3-¥pt/17/Prov/D{2020 Tentang
Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubermur dan Wakil Gubermur Bengkilu
Tahun 2020 tanggal 23 Septermber 2020;

Menimbang babwa, berdasarkan pertimbangan diatas dan dihubunghkan dengan
ketentuan d dalam Perbawashy Penyelesaian Sengketa yang menyatakan selain surat
keputusan, keputusan KPU Provins: dapat juga berupa berita acara, Majedis Musyawarah
berpendapat Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsl Bengkulu Momor 1253/PL.02.3-
BAS17/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Benghulu Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020, yang diajulan
oleh Pemohon dalam perkara a quo, dapat dikategorikan sebagal objek sengheta dan
memenuhi ketentuan sehagal objek sengketa pemilihan;

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Pencalonan Pemilihan Gubemur dan Waldl Gubernur, Bupati dan Walkil Bupati,
danfatau Walikota dan Wakil Wallkota, bakal pasangan calon adalah warga negara
Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau
persadrangan yang didaftarkan afau mendaftar kepada Komisi Pemilihan Umwm Provins
untuk mengikuti Pemilihan;

Menimbang babwa, berdasarkan ketentuan Pasal & ayat (1) Perbawaslu
Peryelesaian Sengketa, Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdin atas
Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon;
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Menimbang bahwa, Pemohon dalam permohonan a quo adaish Agushn Maryono
Majamudin bakal Calon Gubernur dan Imron Rosyadi selaku bakal Calon Wakil Gubermur
untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provies! Bengluly Tahun 2020;

Menimbang bahwa, keduanya adatah Warga Negara Indonesia yang dibukdikan
dengan tanda bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah diserahkan kepada
Bawash Provinst Bengkulu pada saat mengajukan permohonan a quo dan merupakan
bakal pasangan calon;

Menimbang bahwa, Pemahon telah mendaftarkan dirl sebagal bakal pasangan calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Benghkulu untuk Pemilihan Gubenur dan Wakil
Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 ke Komisi Pemilihan Umum Provins) Bendgloulu
pada tanggal & September 2020, dengan memenuhi persyaratan pencalonan yaitu
dukungan dari Partal Politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi yaitu Partai Genndra,
Partai PKB dan Partai Perindo, dengan total dukungan 12 kursi;

Menimbang bahwa, Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan
calon Gubemur dan Wakil Guberniur untuk Pemilihan Tahun 2020 sebagaimana objek
sengketa, dan selanjutnya tidak dtetapkan oleh Termohbon sebagal Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubermur untuk Pemilihan Tahun 2020;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka
Pemohon dalam permohonan & guo memilikl kedudukan hukum sebagal Pemohon untuk

mengajukan sengketa pemilihan..

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM TERMOHOMN

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal | angka 8 Undang-Undang Pemilihan juncto
Pazai | angka 5 Perbawashy Perwelesaian Sengketa, Komisl Pemilihan Umwsm Provins)
adalah lembaga penyelenggara pemilbhan  umum  oyang  diberkan  tugas
menyelenggarakan Pemilinan Gubemur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan
dalam Undang-Undang yang mengatur mengenal Pemiliban;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) hurul a Perbawasiu Penyelesaian
Sengketa menyatakan, batwa Termobon dalam pemyelesaian sengketa Pemiliban terdiri
atas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/¥ota untuk sengketa Pemilihan antara Peserta
Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan;

Menimbang bahwa, Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Bengkulu MNomor
1253/PL.OZ2.3-BAS17/Prow/ T/ 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon  Peserta
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Pemilihan Gubermur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 yang merupakan objek
sengkela diterbitkan atau dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Benghoulu;

Menimixang batwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka Komisi Pemiliban
Umum Provinst Bengkulu selaku Termohon dalam permohonan 8 gquo memiliki
kedudukan hukum dalam Peneyelesaian Sengketa Pemilihan.

TENTANG KEWENANGAN BAWASLU PROVINSI BENGKULU
Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan,
menjelaskan bahwa Bawasiu Provinsi berwenang menyelesalian sengketa antar peserta
pemilihan dengan peryelenggara pemilinan;
Menimbang bahwa, Pasal 2 Perbawasly Penyelesaian Sengketa menyatakan,
Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa dengan memeriksa dan memutus
sengketa Permilihan;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 9 huruf a Perbawaslu Penyelesaian Senghketa,
kewenangan Penyelesaian Sengieta Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi pada
Pemilihan Gubernur dan Wakll Gubamur dan pads Pasal 10 Perbawaslu yang sama
menyatakan bahwa Bawaslu Provins| menerima laporan atas keberatan yang diajukan
pleh peserta Pemilihan terhadap Keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi;

Menimbang bahwa, Perbawashy penvelesaian sengketa menjadl batssan yang
memperjelas kewenangan Bawasiu Provinsi Bengkuly dalam proses quasi peradilan, yang
secara konstitussonal, quasi peradilan tersebut diatur dalam Pasal 24 ayst (3) Undang-
Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945,

Menimbang bahwa, Bawashu Provinsi adalah lembaga penyvelenggara pemnilu yang
bertugas dan berwenang mengawas! penyelenggaraan Pemilinan Gubernur dan Wakll
Gubemur berdasarkan ketentuan peraturan  perundangan-undangan, dalam hal ini
wilayah keria Bawasiu Provinsi Bengkulu berada pada lingkup Provins! Benghulu;

Menimbang bahwa, sebagai lembaga yang pasif dalam penyelesalan sengketa
Pemilihan, Bawastu Provinsi Bengkulu baru dapat bertindak setelah adanya permohonan
yang diajukan kepadanya. Sebagai lembaga yang menjalankan dua kewenangan yaitu
melakukan pengawasan dan menjalankan quasi peradélan, Bawaslu Provinsi Benghulu
dituntut wntuk melakukan penifaian terhadap permohonan penyelesaian sengketa yang
masuk. Selama permohonan penvelesaian  sengketa  tersebut  tidak  menyalahl
kewenangan, balk kewenangan absolut dan kewenangan relatif, maka Bawaslu Provinsi
Bengkuli harus menindaklanjuti permohonan penyelesaian sengketa tersshut.
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Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka Bawasiu Provinsi
Bengkulu memiliki kewenangan untuk memeriksa dan  memutis  Permohonan
Penyelesatan Sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon,

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa, setelah Majelis Musyawarah membaca dan mempelajan  dengan
spksarma  Permohonan  Pemohbon dan  Jawaban Termohon, Majelis Musyawarah —akan
mempertimbangkan hat-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok permohonan
Pemohon dan pokok jawaban Termohon serta dalil dan bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa, Pemohon pada pokoknya menvatakan keberatan ates Benta Acara
Rapat Pleno KPU Provinsi Benghuly Nomor 1253/PL.02.3-BAS17/Prov/DN/2020 Tentang
Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Waksl Guibernur Bengkulu Tahun
2020 tanggal 23 September 2020, yang mana di dalam berita acara berssbit, Pemobon
dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Gubernur dan
Wakil Gubemur oleh Termohon;

Menimbang babwa, Termohon telah membantah dalil-dall permohonan Pemohon dan
menyatakan Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Bengkulu  Nomor  1253/PL02.3-
BAJ17/Prow/IX/ 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemillihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Bengkulu Tahun 2020 yang diterbitkan cleh Termohon telah sesual dengan peraturan
perundang-undangan yang ada;

Menimbang batwa, sebelum dilaksanakan musyawarah terbuka, Majelis Musyawarah tefah
melaksanakan musyawasah tertutup pads tanggal 7 Oktober 2020, dengan mempertemukan
Pemohon dan Termohon wntuk mencari kesepakatan. Namun antara Pemohon dan Termohon
tidak menemul kata sepakat dalam musyawarah tertutup tersebut Semua pihak tetap
berpegang tequh dengan argumen dan pendapat masing-masing, sehingga akhimya Majelis
Musyawarah melanjutkan proses musyawarah secara terbuka dengan agenda mendengarkan
pembacaan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, memenksa dan mengesahkan bl
surat, mendengarkan keterangan saksi dan ahli serta penyampaian kesimpulan dan para pibak;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalll permohonannya, Pemohon telah mengajulan

bukti surat yang telah ditandai dengan P-1 sampai dengan P-47 dan telah diber materai cukup
serta dicap pos dan telah disahkan menjadi alat bukti oksh Maielis Musyawarah;
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Menimbang bahwa, untuk menguatiaan dalil bantahannya, Termohon |uga mengajukan bukt
surat yvang telah ditandal dengan T-1 sampal dengan T-16 dan telah diberi materal cukup serta
dicap pos dan telah disahkan menjadi alat bukti oleh Majelis Musyawarah;

Menimbang babwa, Pemohon dan Termohon selain mengajukan bukt surat, juga
mengajukan saksi dan ahll untuk menguatkan dalil-daliinya, yang mana keterangan saksi dan
ahll dari Pernohon dan Termohon tersebut telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah di
muka musyawarah penyelesaian sengketa;

Menimbang bahwa, setelah mencermati permohonan pemohon dan jawaban termohon serta
mempelajari bukti surat para pihak dan mendengarkan keterangan saksi dari Pemohon dan
Tarmohon, maka Majslis Musvawarah selanjutriva akan memberikan pertimbangan atas pokok
permohonan a quo dalam pubusan Majelis;

Menimbang bahwa, yang menkadi pokok utama dalam Penyelesalan Sengketa a quo adalah
apakah Pemohon (#7 casy Agusrin Maryono) dapat dinyatakan memenuhi syarat sebagai
pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubemur vang berstatus mantan terpidana vang telsh
melewati masa tunggu 5 tBhuen sebagaimana permohonan Pemohon, ataukah tetap dinyatakan
tidak memenuhl syarat sebagalmana yang telah ditetapkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa, sebelum Majelss Musyawarah memberkan pendapatnya, Majelis
Musyawarah akan menguraikan terlebsh dabuly ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai
syarat-syarat terkait dengan persyaratan cabon, bagi bakal calon kepala daerah atau bakal calon
wakll kepala daerah yang berstatis sebagal mantan terpidana;

Menimbang bahwa, ketentuan yang mendasari bagi bakal calon kepala dasrah atau bakal
calon wakil kepala daerah yang berstatus sebagal mantan terpidana untuk dapat maju
mendafter sebagal calon kepala daerah adalah Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang
Pemilihan, Pasal tersebut menyatakan bahwa calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan
tidak pernah sebagal terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan  jujur
mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

Menimbang bahwa, Mahkamah Konstitusi melals Putusan MNomor 56/PULU-XT1/2019 Tanggal
11 Desemnber 2019 [untuk selanjutnya disebut Putusan MK Nomor 56], menyatakan Pasal 7
ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemillhan tidak mempunyal kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan
terpidana selesal menjalanl pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telsh
mempunyal kekuatan hukum tetap;
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Menimbang bahwa, Putusan MK Nomor 56 tersebut memberikan tafsir terhadap ketenbuan
Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan, Sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g terssbut
selengkapmya berbuny

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta

Caton Wallkota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi persyaratan sebagal berikul:

g. (I} tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak psdana yang diancam
dengan pedana penjara S (lima) tahun atau lebdh, kecuall terhadap terpadana yang
melakukan tindak pidana kealpaan 2 dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu
perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positd hanya karena
pelakunya mempunyal pandangan politk yang berbeda dengan rezim yang sedang
berkuasa; (i) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima)
tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani  pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenal latar belakang jat difinga
sebagal mantan terpidana; dan (i) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-
ulang®;

Menimbang bahwa, menindakianjuti ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang
Pemilihan dan Puhisan ME Nomor 56, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kemudian
menerbitkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kebiga Atas Peraturan
KEomisi Pemilikan Umum Nomor 3 Tabun 2017 Tentang Pencalonan Pemilinan Gubemur dan
Wakil Gubarnur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/stau Walikota dan Wakil Walikota [untuk
sefanjutnya dsebut dengan PKPU Pencalonan]. Peraturan KPU ini adalsh petunjuk teknis
yang mempertegas Putusan MK Nomor 56 terkait syarat pencalonan kepala daerah dan wakil
kepala daerah dengan status mantan terpidana;

Menimbang batwa, pasal 4 ayat (1) hundf [ PKPU Pencalonan mengatur bakhwa salah saty
syarst Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah harus memenuhi kriteria “tidak
pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hikum tetap karena melakukan tindak pdana yang dlancam dengan pidana pengara 5 tahun
atau lebih, kecuall terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau findak
pidana politik dalam pengertian sustu perbustan yang dinyatakan sebagal tindak pedana datam
hukum posstif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan
rezim yang sedang berkuasa”;
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Menimbang babwa, pasal 4 ayat (2a) juga memberikan pengaturan mengenai syarat mantan
terpidana untuk dapat mencalonkan dirl yaitu “syarat tidak permnah terpidana sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) hund [ dikecualican bagl mantan terpidana yang diancam dengan
pidana perjara 5 whun atau lebdh yang telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah
selesal menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telash
mempunyai kekuatan hukum btetap”;

Menimbang hahwa, berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) di atas,
maka dapat disimpulkan :

1. Bagi mantan terpidana yang melakukan bndak pidana vang diancam dengan pidana penjara
§ tahun atau bebih tidak dapat mencalonkan dirl sebagai calon kepala daerah dan atau wakil
kepala daerah;

2. Kecuall, jika terpidana yang dimaksud :

a. Yang melakukan tindak pedana kealpaan;

b. Yang melakukan tindak pidana politk (dalam arti karena mempunyal pandangan politik
yang berbeda dengan rezim berkuasa); atau

c. Yang telah melewati jangka wakiu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana perijara,

Menimbang bahwa, merujuk pada norma dalam Putusan MK Nomor 56 dan pasal 4 ayat (1)
huruf f dan ayat (2a) PKPU Pencalonan, yang menjadl stressing-nya adalsh “mantan
terpidana selesal menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
talah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Terhadap hal tersebut, maka Majelis
Musyawarah akan menilal terfebih dahulu atas pertanyaan hukumnya yaitu :

1. Apakah Pemohon (i casu Agusnn Maryono) adalah mantan terpidana?
2. Apakah Pemohon (i case Agusrin Maryono) telah selesal menjalani pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap?

Menimbang bahwa, menurut penjelasan Pasal 7 ayat (2) hural g Undang-Urdang Pemillihan
yang dimaksud dengan mantan terpidana adalah orang yang sudah tidak ada hubungan balk
teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hokum dan hak asasi manusia, kecuall mantan terpidana bandar
narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;

Menimbang babwa, pengertian mantan terpidana tersebut sejalan dengan Pasal 1 angka 21
PEPU Pencalonan yang menyalakan babwa mantan terpidana adalah orang yang sudah selesal
menjaiani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan
menter yang menyekenggarakan urusan pemerinkahan di bidang hukum dan hak asasi manusia,
Sementara menurnut Undang-Undang Momor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tidak
diternukan pengertian mantan terpldana, vang ada adalah pengertian terpidana, yaitu seseorang
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yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempersleh kekuatan hukum tetap
[Vide Pasal 1 angka & Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan];

Menimbang bahwa, dalam hukum pidana Indonesia, pidana penjara merupakan salah satu
jenis pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, vang pada pelaksanaanmya diabur
menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP, yang terdirl dari pidana penjara seumur hidup, dan
pidana penjara selama wakiu tertentu;

Menimbang bahwa, seseorang untuk dapat dinyatakan telah selesal menjalani pidana
penjara, maka yang harus dibuktikan adalah apakah ada dokumen hukum yang menyatakan
bahwa yang bersangkutan telah menjalanl pidana penjara. Dokumen hukum terssbut harus
dikeluarkan oleh lembaga atau Instansi yang berwenang dalam menjalani hal terkait dengan
urusan kepenjaraan dalam hal inl adalah Kantor Kementerian Hukem dan HAM,

Menimbang bahwa, Pemohon (1 casy Agusrin Maryono) diigtubd hukuman pidana berupa
pidana penjara selama 4 tahun melalul Putusan Kasasi Mahkamah Agung Momor 1891
K/Pid.5us/2011 tanggal 10 Januar 2012, dan terhadap putusan tersebut tidak ada lagl ada
upaya hukum dan telah dijalankan oleh Pemohon, dan oleh karenanya Putusan Nomor 1891
K/Pid.Sus/2011 tersebut adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

oleh Pemohon dan Termohon sefrta dibubungkan dengan pengertian mantan berpidana untuk

menjawab pertanyaan hikum poin a diatas. Berdasarkan bukti surat Pemohon dan Termohon

ailti :

1. Bukti P-5, Surat Keterangan Momor W11.PASPAS. 1-PK.01.01.02-0420 tanggal 16 lanuari
2020 yang ditandatangani oleh Kepala Lapas Klas | Sukamiskin Bandung Abdul Karim, yang
Isirya menjelaskan mengenal Agusrin Maryono telah meniatan pldana kessluruhan;

2. Bukti P-6, Surat Keterangan Nomor W11.PAS.PAS. 1-PK.01.01.02-7301 tanggal 15 September
2020 yang dtandatanganl oleh Kepala Lapas Klas [ Sukamiskin Bandung Thurman 5.M.
Hutapea, yang isimya menjelaskan mengenal tanogal bebas akhir Agusrin Maryono tanggal
12-12-2015 dan tidak sedang menjalani bebas bersyarat serta telah selesal menjalani bebas
bersyarat dengan akhir masa percobasan pada anggal 12-12-2016;

3. Bukti P9 dan Bukti T-12, Surat Keterangan Nomor W11.PAS.PAS,.1-PK.01.01.02-7267
tanggal 9 Septernber 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Lapas Klas 1 Sukamiskin
Bandung Thurman 5.M, Hutapea, yang isinya menjelaskan Agusrin Maryono bebas mumi
pada tanggal 12 Desember 2015 dan mengalani Pembebasan Bersyaral tanggal & November
2014 dengan masa percobaan berakhir pada mnggal 12 Desember 2016;

4, Bukti P-32, Surat Keterangan Nomor WI11.PAS.PAS.31LPH.01.05.06-9954 tnggal 3
September 2020, yang ditandatangani oleh Plh, Kepala Bapas Klas 1 Bandung Prima
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Supriadi, yang isinya menjelaskan Agusrin Maryono tidak sedang dan telah selesai mesjatani
bebas bersyarat;

5. Bukti T-13, Berita Acara tentang karifikasi dokumen syarat bakal calon Gubernur atas nama
Agusrin Maryono dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur Bengkulu Tahun 2020
tanggal 9 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pembinaan Lapas Klas |
Sukamiskin Bandung Iwan Gunawan Wahyudi selaku pihak yang dikiarifikasl dan Eko
Sugianto, Emex Verzonl beserta anggota Polga KPU, selaku prhak yang menghklanifikasd, yang
isinya menjelaskan adanya 3 dokumen dan fakta hukum berkaitan dengan hasil klarifikasi
Aguesrin Maryono ke Lapas Klas | Sukamiskin Bandung;

Menimbang babwa, terhadap bukti-bukti surat tersebut, setelah diperiksa, dipelajari dan
dihubungkan dengan pengertlan mantan terpidana diatas, maka Majefis Musyawarah
berpendapat Pemohon (i casy Agusrin Maryono) sudah selesal menjadanl pidana serta tidak
ada hubungan secara teknis dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan olehnya Pemohon dapat dinyatakan
sebagal mantan terpidana yang btelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa, apabila Pemohon dapat dinyatakan sebagal mantan terpidana yang
telah selesal menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang tefah berkekiuatan
hukum tetap, maka pertanyaan hukum berikutrva adaiah sefak kapan menghitung masa tungogu
5 tahun untuk dapat mendaftar sebagai calon kepala daerah bagi Pemohon?;

Menimbang bahwa, untuk menghitung masa funggu 5 tahun bagl mantan terpidana yang
telah selesal menjalani pidana penjara, maka ada dua pendekatan yang digunakan Majelis
Musyawarah untuk memahaminya, yang periama apakah sejak sesecrang manan terpidana
keluar darl dalam penjara atau yang kedua, sejak seseorang mantan terpidana selesai menjatani
pidana;

Menimbang bahwa, menurut Pemohon untuk menghitung 5 tahun bagi Pemohon untuk
dapat mendaftar sebagal calon Gubemur adalah sejak Pemohon menerima pembebasan
bersyarat yaitu sejak tanggal 6 November 2014 sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan
HAM Nomor PAS-333.PK.01.05.06 Tahun 2014 tanggal 24 Jull 2014 Tentang Pembebasan
Bersyarat Narapidana [Vide Bukt T-10]. Hal ind pun dikuatkan dengan keterangan saks
Pemohon yaitu Thurman Saud Margjahan Hutapea, yang pada pokoknya menyatakan bahwa
Agusrin Maryono keluar dari Lapas tertanggal 6 Novemnber 2014, serta keterangan ahll Pemohon
yaltu Or. Budiono, 5.H.,, M.H,, vang pada pokoknya menyatakan babwa menghitung jeda 5
tahun dari putusan MK 56 tahun 2019 bagi bakal pasangan calon terpidana selesal menjalani
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pidana penjara yaitu setelah melewati pidana penjara atau setelah orang tersebut keduar dari
lapas;

Menimbang bahwa, menurut Termohon dalil yang digunakan oleh Pemohon terkait dengan
dalll yang digunakan oleh Pemohon diatas, bertentangan dengan Pasal 1 angka 21 PKPU
Pencalonan dan Keputusan KPU 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/NVIL2020 Tentang Pedoman Teknis
Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan serta Pengundian
Momor Urut Pasangan Calon, pada poin d pengertian umum angia 17, dan menurut Termaohan,
Agusrin dinyatakan bebas akhir tanggal 12 Desember 2015, dan percobaan berakhir tangagal 12
Desember 2016, sehingga Termohon menilai dalam rapat pleno bahwa Pemohon telah lepas
dari hubungan administratif dengan Menteri Hukum dan HAM yaitu tanggal 12 Desember 2016.
Hal inl juga ditegaskan oleh Prof. Herlambang, S.H., MH., yang pada pokoknya menyatakan
Agusrin selesal menjalani pidana penjara tahun 2014 secara intramural {(di dalam lapas) tetapl
ini tidak selesai harus dilakouskan pidana penjara di luar lapas (ekstramural);

Menimbang bahwa, terkait dengan frasa “bagi mantan terpidana, telah melewat jangka
waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana sefesal menjatani pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang tefah mempuryal kekuatan hukum tetap”™ dalam Putusan MK Nomor
56, disandingkan dengan pengertian penjara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu
bangunan tempat mengurung oreng hukuman atau bul atau lembaga pemasyarakatan,
Sehingga Penjara, bui, atau lembaga pemasyarakatan tersebut dapat disimpulkan acaiah
fasilitas negara tempat seseprang untuk ditahan secara paksa dan lepas dari kebebasan apapun
di bawah oloritas negara;

Menimbang bahwa, terhadap frasa "bagi mantan terpidana, telah melewal jangka waktu 5
(lima} tahun sebelah mantan terpidana selesal menjalani pidana penjara bendasarkan putusan
pengadilan yang telah mempuonyal kekuatan hubusm tetap” dapatiah dimakna “bagi mantan
terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai
menjalani pidana bui atau Lapas, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempuryal
kekusatan hukum tetap”, sebagaimana pendekatan yang pertama;

Menimbang bahwa, sementara pendekatan yang kedua yaitu sejak SESEOFENG mMantan
terpidana selesai menjalani pidana cemaknal bahwa seseorang mantan terpidana tersebut
telah menjalani hukuman pidana adalah selesal secara keseluruhan baik di dalam penjara atau
lapas, ataupun termasuk ketika menerma pembebasan bersyarat atau cutl bersyarat atau cutd
menjedang bersyarat;

Menimbang bahwa, terhadap frasa “selesai menjalani pidana” dan “selesa menjalani pidana
penjara” inl juga diuralkan oleh para ahll yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon. Ahli
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dari Pemochon yaitu Or. Budiono, SH., M.H., menyatakan selesai menjalani pidana adalah
berkaitan dengan pidana percobaan karena disitu berbicara pidana secara umum, pidana
kealpaan, pidana denda, pidana kelalaian. Sementara putusan MK membatasi yang dimaksud
pidana penjara yang artinya di dalam Lapas. Sementara keterangan ahi Termohon Prof.
Herlambang, 5.H., M.H, menyatakan perbedaan terkalt selesal menjalani pidana penjara dan
pidana yang dijalani artinya pidana itu bisa pidana penjara bisa pedana kurungan dan pidana
denda. Pidana penjara itu salah sabu saja yaitu selesai menjalankan pidana penjara, kKapan
dikatakan sudah selesai menjalani pidana penjara kalau seseorang tersebut sudah menjaland
semua tahap dari tahap awal sampal tahap integratil;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis
Musyawarah memillh pendekatan pertama dalam memahami menghitung masa tunggu 5 tabun
bagi mantan terpidana yang telah selesai menjaland pidana penjara yaitu sejak seseorang
mantan terpidana keluar darl dalam penjara atau bul atau Lapas. Hal inl sejalan dengan
pelaksanaan hukum pidana penjara di Indonesia yvang merupakan hulkum peninggalan Kolonial
Belanda bersfat menghukum dan mengekang. Pidana penjara mulai berubah dari konsep
penghukuman menuju konsep rehablitas! atau pembénaan ssjak Konferensl Dinas Pimpinan
Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1967, yang mana pelaksansan pidana penjara dilakulan
dengan sistem kemasyarakatan dan mengubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan,
serta  perakuan terhadap | narapidana yang  sebelumiya  ditekankan | pada
penghukuman/ pembalasan menjadl pembinaan;

Menimbang babnwa, berdasarkan uradan-uraian diatas, maksa terhadap Pemohon (41 casy
Agusrin Maryono) telah keluar dari Lapas Sukamiskin sejak tanggal 6 November 2014, sehingga
telah memenuhl ketentuan melewati jangka waktu 5 tmhun selesal menjalanl pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang termakiub
di dalam Pubusan MK Momor 56, dan oleh karenanya Pemohon dapat dinvatakan memenuhi
syarat sebagai calon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur Provinsi Bengkudu Tahun
20240,

Menimbang bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan lainnya yang tidak berhubungan dengan
pokiok permichonaen beserta buldi-buktinya, tidakiah dipertimbangkan oleh Majelis Musyawarah;

KESIMPULAN
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana
diuraikan o atas, maka Majelis Musyawarah menilal dan berkesimpulan sebagal berikut :
1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesual  dengan  kelentuan peraturan
perundang-undangarn;
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2. Dokumen Hukum yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa
Pemilifan;

3, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengapikan permohonan pervelesaian
sengketa Pemilihan,

4, Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan mamutis permohonan Pemohon;

5. Permohonan Permohon memiliki alasan hukum yang cukup unbuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Penggantl Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomaor B
Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Pengganti Uindandg-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan Undang-Undang Momor & Tahin 2020, Peraturan Bawashu
Momor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Senghketa Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupat! dan Wakll Bupat! serta Wallkota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohan;

2. Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Bengkulu Nomor 1253/PL.02.3-
BAS17/Prow/TN/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubarmur Benghkulu Tahun 2020, tanggal 23 September 2020,

3, Memyatakan Pemohon telah memenuhi syarat sebagad Calon Gubernur dan Wakil Gubermur
Provinsi Bengkulu untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;

4, Memerintahkan Komisl Pemilihan Umum Provingl Bengkulu untuk menerbitkan Keputusan
yang menetapkan Pemohon sebagal Peserta Pemilihan Calon Gubermur dan Wakil Gubernur
Prowdnsi Benglubu;

5 Memerintahkan Termohon untuk menjalankan putusan ini paling lambat 3 (tiga) han kerfa
sejak putusan ini dibacakan:

Demildan diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Bengkulu pada har Jumat tanggal
16 bulan Oktober tahun 2020, yang dihadin oleh PARSADAAN HARAHAP, EDIANSYAH
HASAN, PATIMAH SIREGAR, HALID SAIFULLAH dan DODI HERWANSYAH, masing-
masing sehagal Angoota Bawaslu Provinsi Bengkulu dan dibscakan di hadapan para pihak serta
terbuka untuk umurm pada hari Sabtu tanggal 17 bulan Diktober tabun 2020 oleh PARSADAAN
HARAHAP, EDIANSYAH HASAN, PATIMAH SIREGAR, HALID SAIFULLAH dan DODI
HERWANSYAH, masing-masing sebagai Majels Musyawarah Bawaslu Provinsi Benghuiu dan
débantu oleh LOPIAN HIDAYAT sebagal Sekretaris Musyawarah.

Halarman | 163




m"‘

Majelis Musyawarah

Bawaslu Provinsi Bengkulu,
Ketua Majelis
ttd
PARSADAAN HARAHAP
Anggota Majelis Anggota Majelis
ttd ttd
EDIANSYAH HASAN PATIMAH SIREGAR
Anggota Majelis Anggota Majelis
ttd tid
HALID SAIFULLAH DODI HERWANSYAH

Sekretaris Musyawarah, T .
Salinan Putusan ini di buat sesuai dengan Aslinya
Oktober 2020
o anganan Pelanggaran,
eta Proses dan Hukum,
LOPIAN HIDAYAT
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